PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA

Nomor : 5.6/AJII/KOP-BPN/PKS/0524
Nomor : 445/ 13 / PJ / UPT RSUD PTK / 2024

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD Sultan
Syarif Mohamad Alkadrie tentang Pelayanan Kesehatan Dan Obat Bagi Peserta Asuransi
Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai
"Perjanjian”) dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Senin tanggal Dua Puluh
bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20/05/2024) oleh dan antara :

1. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Rebekka
Katharina Sitorus, selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia di Balikpapan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ruhui Rahayu No
124-125 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat
Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor.11/1I/SDM/KEP/0224
tanggal 05 Februari 2024 sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi
Jiwa Inhealth Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA",.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, dalam hal ini
diwakili oleh dr. Eva Nurfarihah, Sp.THT-KL, M.Kes, selaku direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie yang berkedudukan dan berkantor di Jalan
Komodor Yos Sudarso No.1, kelurahan Sungai Beliung, kecamatan Pontianak Barat,
kota Pontianak, propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut berdasarkan SK Jabatan Direktur berdasarkan Petikan Keputusan Walikota
Pontianak Nomor : 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat
Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak selanjutnya disebut “"PIHAK
KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “Para
Pihak” dan secara masing-masing disebut “Pihak”.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah
memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Nomor: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20
Maret 2009, yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
(OJK);

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan dengan yang telah
memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Nomor : 8120117071319.
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c. Bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan dan obat bagi Peserta PIHAK
PERTAMA, PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam penyediaan pelayanan
kesehatan dan obat;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani
Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealth
Indonesia (Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Definisi dan Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai
berikut:

a.

Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak
mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan
dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada
manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Aplikasi MI-Care adalah sistem informasi milik PIHAK PERTAMA yang diakses
dan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA
mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim;

Aplikasi Pelayanan Kesehatan RS Online (Aplikasi RS Online) adalah sistem
informasi milik PIHAK PERTAMA yang diakses dan digunakan oleh PIHAK KEDUA
dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari tahap awal pelayanan hingga
tahap penagihan Klaim pelayanan kesehatan;

Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) adalah sistem informasi
milik PIHAK PERTAMA yang diakses dan digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam hal
pengelolaan manajemen obat dan/atau Alat Kesehatan mulai dari tahap awal
penyusunan hingga tahap transaksi;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah Badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);

Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP) adalah bahan dan Alat
Kesehatan yang digunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan diagnosa,
pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;

Berkas Elektronik adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa
hardcopy/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (softcopy)
yang diajukan oleh PIHAK KEDUA melalui Aplikasi RS Online;

Bulan Pelayanan adalah bulan sesuai tanggalan gregorius (berdasarkan kalender
masehi) di mana PIHAK KEDUA memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
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i. Distributor Obat atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) adalah perusahaan yang
telah memenuhi regulasi di bidang perdagangan atau instansi terkait lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang
mendistribusikan atau menyalurkan obat-obatan dan/atau Alat Kesehatan yang
diproduksi dan/atau dipasarkan oleh PIHAK KEDUA yang tercantum dalam
Formularium Obat Inhealth dan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA;

j. Embalage adalah biaya proses pelayanan obat Formularium Obat Inhealth yang
diresepkan, baik obat jadi maupun obat racikan untuk setiap resepnya yang
besarannya diatur PIHAK PERTAMA;

k. Faktor Pelayanan adalah faktor pengali harga obat yang diberikan terhadap harga
obat yang diresepkan, dimana besarannya diatur dalam ketentuan Formularium
Obat Inhealth yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA
dengan PIHAK KEDUA;

I.  Formularium Nasional (Fornas) adalah daftar obat yang wajib tersedia di fasilitas
pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional. Fornas disusun oleh Komite Nasional Penyusunan Formularium Nasional;

m. Formularium Obat Inhealth (FOI) adalah daftar obat dan/atau Alat Kesehatan
PIHAK PERTAMA yang disusun berdasarkan item obat dan/atau Alat Kesehatan
berdasarkan kesepakatan kerjasama dengan PIHAK KEDUA untuk memenuhi
kebutuhan peresepan bagi Pesertadengan prinsip Evidence Based Medicine (EBM),
Patient Safety dan indikasi yang disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM);

n. Formularium Rumah Sakit adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh PIHAK
KEDUA dan diresepkan oleh dokter PIHAK KEDUA kepada Peserta.

o. Formulir Pengajuan Klaim (FPK) adalah formulir standar PIHAK PERTAMA,
yang wajib diisi oleh PIHAK KEDUA dan disertakan pada saat pengajuan Klaim
kepada PIHAK PERTAMA;

p. Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
gregorius (berdasarkan kalender masehi);

g. Hari Kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di mana
PIHAK PERTAMA beroperasi pada jam 08.00- 17.00 waktu setempat;

r. Hari Rawat adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta di PIHAK KEDUA
yaitu: dimulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar dengan ketentuan
apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu)
Hari Rawat inap atau perhitungan rawat inap lain yang disepakati antara Para Pihak
secara kasus per kasus;

s. Hospital Liaison Officer (HLO) adalah pegawai PIHAK KEDUA yang ditunjuk
sebagai penghubung antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA dan memiliki
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aa.

bb.

CccC.

dd.

tugas termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian informasi tentang jadwal
praktik, hak dan kewajiban Peserta serta menangani keluhan Peserta;

Instalasi Farmasi (IFRS) adalah penyedia jasa farmasi PIHAK KEDUA;

Indonesian-Case Based Group (INA-CBG) adalah tarif klaim yang ditetapkan
oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket
pelayanan kesehatan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit
dan prosedur;

Jenis Pelayanan (Jenpel) adalah daftar pelayanan kesehatan dan tarif
kesepakatan yang disepakati PARA PIHAK yang diatur dalam Lampiran Perjanjian
ini;

’

Kartu Mandiri Inhealth adalah bukti keikutsertaan pertanggungan asuransi
Peserta di PIHAK PERTAMA dengan logo Mandiri Inhealth dan/atau dengan logo
Co-Branding Mandiri Inhealth dengan pihak ketiga baik berbentuk fisik maupun
dalam bentuk virtual,;

Kelas Perawatan adalah fasilitas Rawat Inap termasuk pelayanan obat yang
menjadi hak Peserta sesuai dengan plan pada Kartu Mandiri Inhealth yang dimiliki
Peserta;

Kasus Gawat Darurat (emergency) adalah suatu kasus/gangguan mendadak
yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya untuk mencegah
kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

Klaim adalah uang penggantian yang dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan dan/atau obat yang diberikan kepada
Peserta;

Manfaat Pelayanan adalah pelayanan kesehatan yang diperjanjikan dalam
Perjanjian ini atau ketentuan lain yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dengan
pemegang polis;

Manfaat Top Up BPJ]S Kesehatan adalah penjaminan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas biaya pelayanan kesehatan Peserta yang
tidak dijamin oleh BP)S Kesehatan sebagai penjamin asuransi kesehatan pertama
sesuai dengan ketentuan polis;

Manfaat Top Up Mandiri Inhealth adalah penjaminan yang diberikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas biaya pelayanan kesehatan Peserta
berdasarkan ketentuan PIHAK PERTAMA;

PRO (Provider Relation Officer) adalah pegawai PIHAK PERTAMA yang ditunjuk
berhubungan dengan PIHAK KEDUA, dengan tugas antara lain untuk
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mengendalikan kualitas dan mutu pelayanan PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang
lingkup Perjanjian ini;

ee. Pelayanan Gawat Darurat (emergency) adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat
Lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk
mengurangi risiko kematian atau cacat;

ff. Pelayanan One Day Care adalah pelayanan atau tindakan pembedahan atau
perawatan darurat yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat PIHAK KEDUA
terhadap kondisi penyakit tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan
dengan atau tanpa anestesi paling sedikit enam jam serta Peserta tanpa harus rawat
inap;

gg. Pemegang Polis adalah institusi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum
atau yang bukan berbentuk badan hukum yang mengikatkan diri dengan PIHAK
PERTAMA untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan;

hh. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan
untuk membantu menegakkan diagnosa sesuai indikasi medis;

ii. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik
secara spontan maupun lahir dengan memerlukan tindakan medis baik operatif dan
non operatif;

ji. Peserta adalah orang-perorangan yang terdaftar sebagai Peserta asuransi
kesehatan PIHAK PERTAMA;

kk. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan
perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik yang meliputi Rawat Jalan
Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;

Il. Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif adalah pemberian pelayanan kesehatan Rawat
Jalan nonreguler di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter
spesialis atau subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa
menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar;

mm. Produk Mandiri Inhealth adalah produk asuransi kesehatan yang dimiliki PIHAK

PERTAMA, yang terdiri dari:

1) Produk Mandiri Inhealth Managed Care terdiri dari produk Smart, I-Flexy Smart
dan Smart Plus yang dibedakan menurut plan yang terdiri dari: Inhealth
Diamond, Inhealth Platinum, Inhealth Gold, Inhealth Silver, Inhealth Blue, dan
Inhealth Alba sebagaimana tertera di Kartu Peserta Mandiri Inhealth;

2) Produk Mandiri Inhealth Indemnity yang dibedakan menurut plan sebagaimana
tertera pada Kartu Peserta Mandiri Inhealth;

3) Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro mengkombinasikan Produk
Indemnity untuk layanan Rawat Jalan dan Produk Managed Care untuk layanan
Rawat Inap yang dibedakan menurut p/an yang terdiri dari Inhealth Diamond,
Inhealth Platinum, dan Inhealth Gold;
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nn. Provider adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan

PIHAK PERTAMA untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta

berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas:

1) Provider Tingkat Pertama: sarana pelayanan kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan dasar/umum vyang menyeluruh, dan mengutamakan
pelayanan promotif dan preventif yang meliputi balai pengobatan, dokter
keluarga, klinik dan puskesmas yang terdiri atas:

a) Provider Tingkat Pertama yang hanya bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA,
atau

b) Provider Tingkat Pertama yang hanya bekerjasama dengan BP]S Kesehatan
selanjutnya disebut FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama), atau

c) Provider Tingkat Pertama yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dan
sekaligus BPJS Kesehatan; dan

2) Provider Tingkat Lanjutan : sarana pelayanan kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan/atau pelayanan medis lainnya baik
pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi praktik dokter spesialis,
klinik spesialis, dan Rumah Sakit yang terdiri atas:

a) Provider Tingkat Lanjutan yang hanya bekerjasama dengan PIHAK
PERTAMA, atau

b) Provider Tingkat Lanjutan yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dan
sekaligus BP1S Kesehatan

oo. Provider Irisan adalah Provider mitra dari PIHAK PERTAMA vyang terdaftar
sebagai sarana pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan;

pp. Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas
pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan
Provider kepada Peserta;

qq. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RI) adalah pelayanan yang bersifat spesialistik/
subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan,
Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan
yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit
1 (satu) hari;

rr. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat
spesialistik atau subspesialistik tanpa menginap di ruangan perawatan dan
dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai Rujukan dari Provider Tingkat
Pertama;

ss. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi Rehabilitasi

Medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan
sosial medik;

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 Halaman 6
Vo
PIHAK PERTAMA: ‘E
Paraf &

PIHAK KEDUA:




tt. Rujukan adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan
kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider
Tingkat Lanjutan;

uu. Rumah Sakit adalah sarana/fasilitas upaya kesehatan yang menyelenggarakan
kegiatan pelayanan kesehatan secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan untuk
pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;

vv. Surat Jaminan adalah dokumen keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh PIHAK
KEDUA sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di PIHAK KEDUA
berupa:

1) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK
KEDUA pada Aplikasi RS Online untuk eligibilitas Peserta Produk Mandiri Inhealth
Managed Care dan Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro; dan/atau

2) Letter of Authorization (LOA) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA pada Aplikasi
MI-Care yang menunjukan detail limit jaminan sesuai pertanggungan polis
Peserta Produk Mandiri Inhealth Indemnity dan Produk Mandiri Inhealth Managed
Care Skema I-Pro; dan/atau

3) Surat Eligibilitas Peserta (SEP) yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA yang
bekerjasama dengan BP]S Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.

ww. Telemedicine adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar
Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.

xx. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang
dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;

yy. Verifikasi Klaim adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas
kelayakan Klaim vyang diajukan kepada PIHAK PERTAMA oleh PIHAK
KEDUA/Peserta;

2. Para Pihak sepakat bahwa dalam Perjanjian ini bahwa:

a. Judul suatu Pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak
dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini;

b. Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;

c. Kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda,
termasuk perseorangan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerjasama lainnya,
pemerintahan dan badan-badan pemerintah;

d. Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini,
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
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PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Para Pihak sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan
kepada Pemegang Polis dan Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian ini.

2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Peserta.

PASAL 3
RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mengatur mekanisme dan hal-hal lainnya terkait
prosedur pelayanan kesehatan untuk Peserta.

2. Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian ini akan
diatur lebih rinci sebagaimana diatur dalam:
a. Lampiran I tentang Produk Mandiri Inhealth Managed Care dan Produk Mandiri

Inhealth Managed Care dengan Manfaat Top Up BPJS Kesehatan;

b. Lampiran II tentang Produk Mandiri Inhealth Indemnity;
c. Lampiran III tentang Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal
lain dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk:

a. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas
pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA melalui pertukaran
data elektronik, softcopy atau hardcopy dalam hal diperlukan oleh PIHAK
PERTAMA;

b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA
kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan
data dan informasi tentang fasilitas PIHAK KEDUA dan kunjungan Peserta;

c. Melakukan pemantauan atas ketersediaan dan mekanisme pemesanan obat yang
tercantum dalam Formularium Obat Inhealth pada PIHAK KEDUA;

d. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap PIHAK KEDUA apabila terdapatdugaan
penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada
Peserta atau non Peserta;

e. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK KEDUA
dalam hal PIHAK PERTAMA menemukan terjadinya penyimpangan terhadap
pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA;

f. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada PIHAK KEDUA, jika PIHAK
KEDUA terlambat membayar kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang
mengakibatkan pelayanan obat terhadap Peserta terganggu;
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g. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA
menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK
KEDUA berdasarkan Pasal 13 dalam Perjanjian ini;

h. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji
tuntas PIHAK KEDUA/Provider due diligence dalam rangka pemenuhan peraturan
perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan
PIHAK PERTAMA secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data
elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;

i. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi RS Online yang ditetapkan
PIHAK PERTAMA atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara
teratur setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA;

j. Menerima laporan bulanan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA yang mencakup
persediaan obat Formularium Obat Inhealth, pencatatan atas resep-resep obat yang
masuk dan bukti penerimaan obat Peserta;

k. Menerima dokumen untuk pengajuan Klaim sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA
yang diatur pada Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;

I. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan PIHAK KEDUA
kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan
kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan
kendali biaya serta pertanggungjawaban PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan
yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian
ini;

m.Menerima informasi dari PIHAK KEDUA atas karyawan/pegawai PIHAK KEDUA
yang bertanggung jawab atas Klaim kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan
mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari
waktu ke waktu;

n. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan Klaim
yang ditandatangani oleh perwakilan sah PIHAK KEDUA yang memiliki kapasitas,
kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut;

0. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen terkait dengan Klaim
untuk kepentingan audit internal/eksternal.

2. Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam

Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati
Para Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

b. Menyediakan dan memberikan kepada PIHAK KEDUA, daftar Formularium Obat
Inhealth (FOI) serta e-Book panduan/leaflet/petunjuk tata cara bagi Peserta yang
terdapat dalam Aplikasi SIMO untuk memperoleh hak atas pelayanan kesehatan dari
Provider PIHAK PERTAMA, format sistem pencatatan pelaporan;

c. Memberikan akses Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online), Aplikasi SIMO dan
Aplikasi MI-Care kepada PIHAK KEDUA untuk kepentingan pelayanan kesehatan
Peserta Mandiri Inhealth;

d. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA atas karyawan/pegawai yang bertanggung
jawab untuk menerima seluruh dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas
pada tagihan pelayanan kesehatan Peserta sesuai dengan mekanisme yang diatur
dalam Pasal 9 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.
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PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal
lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk:

a.

Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang
disediakan bagi Peserta;

. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK PERTAMA atas

pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA, sesuai dengan
ketentuan dan prosedur yang telah disepakati Para Pihak sebagaimana diatur
dalam Pasal 9 Perjanjian ini;

Memperoleh Formularium Obat Inhealth (FOI) e-Book panduan/leaflet/petunjuk tata
cara bagi Peserta yang terdapat dalam Aplikasi SIMO untuk memperoleh hak atas
pelayanan kesehatan dari Provider PIHAK PERTAMA, format sistem pencatatan
pelaporan;

. Mengakses Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online), Aplikasi SIMO dan Aplikasi MI-

Care PIHAK PERTAMA untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta;

2. Tanpa mengesampingkan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal-
pasal lain dari Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

a.

Memberikan PIHAK PERTAMA hak untuk mengakses dan/atau melihat kartu status
dan/atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data
elektronik, softcopy atau hardcopy apabila diperlukan;

. Menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) atau Letter of Authorization (LOA)

sebagai syarat memperoleh pelayanan;

. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam

Perjanjian ini;

. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur

pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu
dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya
selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

. Menjamin dan mengutamakan penulisan resep obat bagi Peserta yang berpedoman

pada Formularium Obat Inhealth yang berlaku;

Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat-obatan yang tercakup dalam
Formularium Obat Inhealth (FOI), kecuali dalam keadaan kosong yang dinyatakan
secara tertulis oleh Pedagang Besar Farmasi/Distributor Obat/Perusahaan Farmasi
setempat;

- Menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja dokter pada

PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA wajib menyediakan penggantinya dalam hal
dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di
PIHAK KEDUA;

. Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di PIHAK KEDUA

memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi
ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
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i. Mengajukan tagihan elektronik luaran aplikasi online yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur
setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA;

j. Dalam hal PIHAK KEDUA juga sebagai Provider Irisan maka PIHAK KEDUA wajib
memberikan pelayanan sesuai mekanisme Manfaat Top Up BP]S Kesehatan yang
diatur dalam Perjanjian ini, menerbitkan SEP dan juga mengajukan tagihan
elektronik dengan mekanisme split billing melalui INA-CBG;

k. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan PIHAK PERTAMA yang diatur
pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;

I. Sewaktu-waktu menyediakan data dan informasi termasuk namun tidak terbatas
pada dokumen uji tuntas PIHAK KEDUA/Provider due diligence, Berkas Elektronik
dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA secara benar,
sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik,
apabila diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;

m.Melakukan penyimpanan berkas dokumen fisik serta Berkas Elektronik dan/atau
dokumen yang telah dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA selama 5 (lima) tahun
sejak Bulan Pelayanan;

n. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan yang mencakup persediaan obat
Formularium Obat Inhealth, pencatatan atas resep-resep obat yang masuk dan bukti
penerimaan obat Peserta;

0. Mengakses dan menggunakan aplikasi PIHAK PERTAMA untuk kepentingan
pelayanan kesehatan Peserta Mandiri Inhealth yang terdiri dari Aplikasi Pelayanan
Kesehatan (RS Online) dan Aplikasi SIMO;

p. Bersama-sama PIHAK PERTAMA atau secara sendiri melaksanakan program
promotif dan preventif kepada Peserta;

g. Menetapkan dan memastikan memiliki kesepakatan tarif dan kerjasama serta
dengan Rumah Sakit yang berada di wilayah domisili PIHAK KEDUA ("Rumah
Sakit Rekanan”), agar Peserta mendapatkan kepastian Manfaat Pelayanan baik
untuk penunjang diagnostik atau tindakan pelayanan oleh PIHAK KEDUA dalam hal
dengan sebab apapun PIHAK KEDUA tidak dapat memberikan Manfaat Pelayanan
dengan merujuk Peserta ke Rumah Sakit Rekanan, biaya yang timbul atas Rujukan
tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

r. PIHAK KEDUA dengan usaha terbaiknya wajib menjaga kredibilitas dan reputasi
PIHAK PERTAMA sebagai rekanan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian
ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan atas seluruh pernyataan yang
cenderung memberikan dampak buruk pada kredibilitas dan reputasi PIHAK
PERTAMA yang dinyatakan oleh PIHAK KEDUA/setiap afiliasi/setiap pegawai dan
setiap dokter sehubungan dengan ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini.

s. Memberikan hak akses bagi PIHAK PERTAMA untuk menggunakan seluruh
dokumen elektronik terkait Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.

PASAL 6
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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PASAL 7
TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang disepakati oleh Para Pihak
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.

2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini
berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya
Perjanjian ini.

3. Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, hanya dapat
diubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak.

4. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang
Pelayanan Kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta
memenuhi prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8
BIAYA PELAYANAN OBAT

Biaya Pelayanan Obat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam Lampiran
Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9
TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PEMBAYARAN

1. Tata cara Pengajuan Klaim dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini
diatur dalam Lampiran Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilakukan melalui transfer ke rekening:

a. Nama Bank : Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah Kalbar)
b. Nama Cabang Bank : Bank Kalbar
c. Atas Nama : UPTD RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
d. No. Rekening : 1001013528
e. NPWP : 001431857707000
f.  Nama Wajib Pajak : Dinas Kesehatan Kota Pontianak

PASAL 10

PEMESANAN DAN PENGADAAN OBAT

1. Pemesanan dan pengadaan obat Formularium Obat Inhealth oleh PIHAK KEDUA kepada
Pedagang Besar Farmasi/Distributor dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIMO atau
berdasarkan mekanisme lain yang telah disepakati dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA
terlebih dahulu.
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. Pemesanan dan pengadaan obat oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini wajib memperhatikan pemakaian obat yang telah diberikan kepada Peserta
pada bulan sebelumnya dan sisa stok akhir yang ada di PIHAK KEDUA.

. Obat FOI yang dipesan oleh PIHAK KEDUA hanya diperuntukan bagi Peserta dari
PIHAK PERTAMA, dan tidak dapat dijualbelikan maupun digunakan untuk tujuan lain
oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11
TAHAP PENINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

. PIHAK KEDUA wajib mengikuti tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai
Provider yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil peninjauan dan
penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA.

. Apabila PIHAK KEDUA dinyatakan tidak lulus tahap peninjauan dan penilaian
sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan
peninjauan ulang atas Perjanjian ini atau memutuskan untuk mengakhiri atau
melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku
dalam Perjanjian ini.

PASAL 12
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh
Empat dan berlaku untuk jangka waktu dua tahun atau berakhir pada tanggal Tiga Puluh
Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (“Jangka Waktu Perjanjian™).

. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para
Pihak dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut waijib
disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-
lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum
berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu
Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka
Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini karena tidak diperpanjang lagi, mengharuskan
masing-masing Pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang masih ada
dan/atau tertunda terhadap Pihak lainnya sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.

PASAL 13
SANKSI

. Dalam hal PIHAK KEDUA terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Tidak melayani Peserta dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan kewajibannya sebagai
Provider dan/atau sesuai Perjanjian ini; dan/atau
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b. Tidak memberikan fasilitas, pelayanan kesehatan dan obat kepada Peserta dari
PIHAK PERTAMA sesuai dengan Plan/Manfaat ; dan/atau

c¢. Memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar kesepakatan yang diatur dalam
Perjanjian; dan/atau

maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menangguhkan pembayaran atas

tagihan/invoice yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA, sampai adanya penyelesaian

yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

2. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang
menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut PIHAK
KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK
PERTAMA dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan/atau tanggung jawab lainya yang
diajukan oleh Peserta dan atau pihak lainnya serta wajib mengganti PIHAK PERTAMA
atas segala bentuk kerugian yang timbul.

3. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini padahal PIHAK PERTAMA telah
menyetujui tagihan/invoice PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan
surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan
tanggapan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan Perjanjian
ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c.

PASAL 14
PENGAKHIRAN PERJANIJIAN

1. Perjanjian berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha
untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3
(tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal
14 (empat belas) Hari Kerja.

b. Izin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi
profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha, operasional
atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;

c. PIHAK KEDUA (Provider dokter keluarga/klinik/apotek) berhenti praktik atau
menutup kegiatan usahanya yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.

d. Dalam hal PIHAK KEDUA pindah praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh PIHAK
PERTAMA yang berlaku untuk Provider dokter keluarga/klinik/apotek.

e. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak lulus dalam tahap Peninjauan sesuai ketentuan pada
Pasal 11 Perjanjian ini;

f. PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit oleh pengadilan;

g. PIHAK PERTAMA mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.

2. Kecuali berdasarkan ketentuan Force Majeure, maka dalam hal salah satu Pihak
bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka
Waktu Perjanjian, PIHAK KEDUA wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada
PIHAK PERTAMA mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 60 (enam
puluh) Hari Kerja sebelumnya.
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3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk
mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau
penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu
Perjanjian.

4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri maka tidak menghapuskan kewajiban
yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak
lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan
tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang waijib
melaksanakannya.

PASAL 15
PENGALIHAN PERJANJIAN

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai Provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini
tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

PASAL 16
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin memberikan pelayanan
kesehatan kepada Peserta sesuai dengan Perjanjian ini dan standar pelayanan
kesehatan dan kode etik profesi yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan membebaskan PIHAK PERTAMA dan
bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian dan/atau tuntutan yang
diajukan oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak ketiga lainnya atas
segala tindakan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal terjadi kesalahan atau
malpraktik atas Peserta yang dilakukan oleh dan/atau terjadi di PIHAK KEDUA.

3. PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk menerapkan dan melaksanakan
strategi anti-fraud dalam melaksanakan kerjasama untuk mencegah penyalahgunaan
pelayanan kesehatan, pengajuan Klaim yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK
PERTAMA dan bertanggung atas segala akibat yang timbul.

4. PIHAK KEDUA dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:

a. Seluruh tagihan atas pelayanan kesehatan Peserta yang ditagihkan kepada PIHAK
PERTAMA beserta dokumen-dokumen pendukungnya baik yang disampaikan dalam
bentuk berkas fisik (hardcopy) maupun Berkas Elektronik merupakan dokumen yang
sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA.

b. Setiap dokumen yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sehubungan dengan
Perjanjian ini merupakan dokumen yang dapat dipertanggunjawabkan keabsahannya
dan ditandatangani oleh perwakilan sah.
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PASAL 17
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeure”) adalah suatu keadan yang
terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa
menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut
meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan),
pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan
Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang
terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut
kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat
terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat
yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak
yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir,

Apabila Force Majeure tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak
yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
Kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian
ini.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya
peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 18
TELEMEDICINE

Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan layanan Telemedicine maka:

1,

PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK PERTAMA diprioritaskan untuk mendapatkan
pelayanan Telemedicine bagi Peserta.

Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui Telemedicine diatur lebih lanjut oleh Para Pihak
pada Lampiran Perjanjian ini.

PASAL 19
KERAHASIAAN

Informasi dengan hak kepemilikan dan rahasia ("Informasi Rahasia”) sebagaimana
digunakan dalam Perjanjian ini, merujuk pada setiap dan segala informasi yang bersifat
rahasia termasuk namun tidak terbatas pada informasi lisan maupun tertulis atau
dalam bentuk visual, elektronik atau nyata yang berkaitan dengan suatu Pihak atau
dengan produk, resume medis, data pasien, teknologi, rahasia dagang, proses formula,
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sistem, data, know-how perkembangan, ciptaan, teknik, hak kekayaan intelektual atau
hal-hal bisnis lainnya dari Para Pihak.

2. Sehubungan dengan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang menerima
Informasi Rahasia ("Penerima”) berkewajiban kepada Pihak yang mengungkapkan
Informasi Rahasia ("Pengungkap”) (i) untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-
mata untuk tujuan Perjanjian ini dan (ii) untuk menjaga dan tidak membuka Informasi
Rahasia ke pihak ketiga manapun selain kepada kepada Direktur, Karyawan atau wakil
sah "Perwakilan”, kecuali untuk informasi yang:

a. Telah diketahui atau telah secara sah dimiliki oleh Penerima sebelum diungkapkan
oleh Pengungkap berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperoleh atau didapatkan
secara langsung dari Pengungkap;

b. Telah diketahui umum atau sudah menjadi milik penerima pada saat pengungkapan
dilakukan atau menjadi diketahui umum bukan karena perbuatan, kelalaian atau
kesalahan Penerima mengenai kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;

c. Dikembangkan secara independen oleh Penerima tanpa menggunakan atau merujuk
Informasi Rahasia Pengungkap;

d. diperoleh oleh Penerima dari suatu pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban
kerahasiaan apapun;

e. di mana Penerima telah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengungkap
bahwa Informasi Rahasia sudah tidak perlu lagi dijaga kerahasiaannya; dan

f. Penerima diisyaratkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan
perintah pengadilan atau atas perintah lembaga peradilan yang lainnya atau instansi
pemerintah yang berhak, Penerima akan segera, setelah menerima pemberitahuan
permintaan pembukaan Informasi Rahasia, memberikan pemberitahuan kepada
Pengungkap akan adanya permintaan pembukaan kerahasian tersebut dan
bekerjasama sepenuhnya dengan Pengungkap, sehingga memberikan kepada
Pengungkap kesempatan yang wajar untuk membatasi jenis pengungkapan atas
Informasi Rahasia.

3. Para Pihak harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sepenuhnya selama
Perjanjian dan untuk masa 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Penerima
Informasi Rahasia tidak boleh membuka atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut
untuk tujuan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini. Para Pihak harus menetapkan
dan menjaga langkah-langkah pengamanan yang cukup untuk melindungi Informasi
Rahasia dari penggunaan yang tidak sah.

4. Penerima mengetahui bahwa pelanggaran material olehnya berdasarkan Perjanjian ini
dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pengungkap dan
setuju bahwa upaya hukum atas pelanggaran material tersebut mungkin tidak memadai.
PARA PIHAK memahami dan setuju bahwa ganti rugi uang mungkin bukan upaya
pemulihan yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh
Penerima dan Pengungkap berhak atas penyélesaian yang adil, termasuk putusan dan
pelaksanaan tertentu, sebagai upaya pemulihan terhadap pelanggaran tersebut oleh
Pihak Penerima, Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai upaya
pemulihan eksklusif untuk pelanggaran ganti rugi, proses beracara hukum, tuntutan,
kewajiban dan pengeluaran Perjanjian ini namun akan merupakan tambahan terhadap
pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.
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PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah
dan mufakat oleh Para Pihak.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini
tidak berhasil mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan
penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Para Pihak memilih kediaman hukum
atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

PASAL 21
KOMUNIKASI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-
pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah
satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan
secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan
kepada:

PIHAK PERTAMA : PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
Mandiri Inhealth Tower
JI. Prof. Dr. Satrio Kav. E-IV No.6, Mega Kuningan
Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi
Jakarta Selatan 12950

Up. : Kepala Departemen Provider
Telp. : (021) 5250900
Faks. : (021) 5250708

Kantor Operasional Balikpapan
JI. Ruhui Rahayu No0.124-125 kelurahan Bahagia, kecamatan
Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76122.

Telp. : 0542-8707602
Fax. : 0542-8707603
Email : pelayanan.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Kantor Layanan Pontianak
JI. Gusti Hamzah No.4 G, Pontianak, Kalimantan Barat,
kode Pos 78115

Telp/ Fax : 0561-732499 / 0561-6783949
Email : pontianak@mandiriinhealth.co.id
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PIHAK KEDUA : UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
Jalan Komodor Yos Soedarso No.1 Pontianak, Kalimantan Barat

78113

Up. : Dir. RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
Telp/Fax : (0561) 8128963

Email : rsud.ssma@pontianak.go.id

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari
penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku
tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap
telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada
pengiriman teleks, konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili dan sent pada
pengiriman email.

3. Dalam hal salah satu Pihak melakukan perubahan domisili/alamat maka Para Pihak
wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 60 (enam puluh) Hari
Kalender sebelumnya.

PASAL 22
LAIN-LAIN

1. Keterpisahan
Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak
berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang
berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat
berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak
akan terpengaruh olehnya.

2. Penugasan
Perjanjian ini mengikat dan menjamin hak-hak dan kewajiban bagi Para Pihak,
penerus dan wakilnya.

3. P an
Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian
perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh Para
Pihak yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian ini.
4. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman di antara Para
Pihak yang berkaitan dengan pokok Perjanjian ini dan menggantikan perjanjian atau
pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok
masalah Perjanjian. Para Pihak masing-masing menyatakan memiliki kapasitas hukum
untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya dan telah memperoleh
semua pendaftaran yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang dimaksud di dalam Perjanjian ini.

5. Batasan T ung ]
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PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan
Kesehatan dari PIHAK KEDUA kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau
melanggar syarat ketentuan pada Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun
tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada PIHAK KEDUA yang disebabkan karena
kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan
tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan
dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi
medis atau kesalahan dalam memberikan Tindakan Medis.

6. Hukum Yang Berlaku
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah
menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama
bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama
setelah ditanda-tangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
Direktur

"51 87ALX053977075
r. Eva Nurfarih Sp.THT-KL, M. K
Pembina Tk.I
NIP. 197405272002122001

Kepala Kantor Operasional Balikpapan
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LAMPIRAN I

Nomor : 5.6/AJII/KOP-BPN/PKS/0524
Nomor : 445/ 13 / PJ / UPT RSUD PTK /2024

PETUNJUK TEKNIS

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PRODUK MANDIRI INHEALTH MANAGED CARE
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

1. Kepesertaan

A. Peserta yang dapat dilayani di PIHAK KEDUA adalah Peserta Mandiri Inhealth atau
Peserta dengan Manfaat Top Up BP]S Kesehatan yang mempunyai dan membawa
Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card pada Aplikasi PIHAK PERTAMA
dari handphone Peserta dengan status aktif pada Aplikasi RS Online yang divalidasi
dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).

B. Plan Peserta yang dapat dilayani di PIHAK KEDUA adalah Plan Peserta sesuai
kesepakatan Para Pihak yaitu:

v

Inhealth Diamond

a.

poog

Manfaat Utama, Pelayanan Khusus dan atau tanpa
Manfaat Pilihan;

Dapat memanfaatkan ke poli umum RS;

Pelayanan di poli spesialis RS tanpa Rujukan;

Berlaku Nasional dan Internasional;

Dapat dirujuk ke RS eksklusif, RS sekelas lainnya atau
RS diluar negeri;

Kelas rawat inap VVIP.

]

Inhealth Platinum

Q™

Manfaat Utama, Pelayanan Khusus dan atau tanpa
Manfaat Pilihan;

Dapat memanfaatkan ke poli umum RS;
Pelayanan di poli spesialis RS tanpa Rujukan;
Berlaku Nasional;

Dapat dirujuk ke RS eksklusif;

Kelas rawat inap VIP dan Kelas I.

Inhealth Gold

om0 an o

B

Manfaat utama dan atau tanpa manfaat pilihan,
pelayanan khusus;

Pelayanan spesialistik kandungan, THT, Mata dan Anak
berlaku tanpa Rujukan;

Berlaku Nasional;

Pelayanan pada seluruh jaringan Provider yang
ditunjuk, kecuali RS eksklusif;

Kelas rawat inap VIP, Kelas I dan Kelas II.

Inhealth Silver

o ool

Manfaat utama dan atau tanpa manfaat pilihan;
Berlaku Nasional.Tanpa pelayanan khusus;
Dapat dirujuk pelayanan pada seluruh jaringan
Provider yang ditunjuk , kecuali ke RS eksklusif;
Kelas rawat inap VIP, Kelas I dan Kelas II.

Inhealth Blue

o oTola

Manfaat utama dan atau tanpa manfaat pilihan;
Berlaku Regional/Provinsi.Tanpa pelayanan khusus;
Kelas rawat inap Kelas I dan Kelas II.
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C. Jenis Kartu Peserta Manfaat Top Up BP]S Kesehatan terdiri dari:

e Kartu Satu Logo (logo Mandiri Inhealth di sudut kanan atas); terdapat produk
Smart dan I-Flexy Smart, dengan produk minimal plan yang dapat dilayani
adalah Inhealth Diamond, Platinum, Gold. Ketentuan plan mengacu pada
Lampiran I huruf B Perjanjian ini.

« Kartu dua logo (logo BP]S Kesehtan di sudut kiri atas dan logo Mandiri Inhealth di
sudut kanan atas); terdapat produk Smart, I-Flexy Smart Plus dan Smart Plus,
dengan produk minimal plan yang dapat dilayani adalah Inhealth Diamond,
Platinum, Gold. Ketentuan plan mengacu pada lampiran I Perjanjian ini.

I1. Pelayanan kesehatan

A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan di RS terdiri atas:

N LIn R R

Rawat Jalan Lanjutan (RJTL);

Rawat Inap (RI);

Pelayanan Obat-obatan;

Pelayanan Khusus dan Canggih (untuk Produk Diamond, Platinum, dan Gold);
Pelayanan Gawat Darurat (emergency);

Transfusi Darah.

Manfaat Top Up BPJS Kesehatan

B. Penjelasan Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL):

a.

erpango

=Rl o

Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh
dokter spesialis/sub spesialis;

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;

Tindakan Medis;

Rehabilitasi medis;

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

Pemberian obat-obatan dengan mengutamakan Formularium Obat Inhealth;
Pemberian obat-obatan sitostatika atau kanker mengacu pada Formularium
Obat Inhealth;

Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

Pelayanan Gawat Darurat dengan kriteria emergency;

Pemberian Rujukan ke Provider lebih tinggi;

Pemberian Rujukan balik ke tingkat pertama;

Pelayanan One Day Care.

. Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan layanan Telemedicine, maka lingkup

pelayanan sebagai berikut :

1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter yang
terdaftar di PIHAK KEDUA;

2) Pelaksanaan Telemedicine Rawat Jalan Tingkat Lanjutan hanya untuk
kasus kronis, kasus kehamilan dan poli anak. Pelayanan Telemedicine
dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari PIHAK
PERTAMA;
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3) Pemberian surat Rujukan antar spesialis/sub spesialis, fasilitas penunjang
diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan Telemedicine;

2. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL):

Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/ sub-spesialis;

Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta;

Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;

Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif;

Rehabilitasi medis;

Keadaan darurat akibat kecelakaan, baik akibat kecelakaan Ilalu lintas

maupun kecelakaan kerja;

g. Pemberian obat-obatan sesuai dengan mengutaman Formularium Obat
Inhealth atau sesuai Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati;

h. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

i. Pelayanan transfusi darah;

j. Pemberian surat Rujukan.

moapow

3. Pelayanan Obat-obatan

Meliputi pemberian semua jenis obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan
medis, dapat diberikan dengan cara diminum/ disuntik/ dioles/ dihirup atau
diteteskan yang berpedoman kepada Formularium Obat Inhealth dan
Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati Para Pihak dalam rangka
penyembuhan, tidak termasuk obat-obatan yang masih merupakan percobaan/
hipotesa /riset. Pemberian obat sebagai tindak lanjut dari pelayanan yang
diberikan pada berbagai jenjang pelayanan kesehatan:

a. Obat Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

Pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang

terdaftar sebagai dokter Spesialis/Sub spesialis di Rumah Sakit PIHAK

KEDUA yang mengacu pada Formularium Obat Inhealth (FOI) serta

ketentuan lainnya yang berlaku yang kemudian dapat diambil pada Instalasi

Farmasi RS atau Apotek yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan layanan Telemedicine, pemberian

obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar di

PIHAK KEDUA yang mengacu kepada Formularium Obat Inhealth (FOI)

serta ketentuan lainnya yang berlaku dengan prosedur penyerahan obat

sebagai berikut :

1) Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan kepada
Peserta Mandiri Inhealth pada ruang chat/call/video call Telemedicine.

2) Obat akan diserahkan PIHAK KEDUA melalui pengiriman kepada alamat
Peserta Mandiri Inhealth. Biaya pengiriman obat dapat ditagihkan PIHAK
KEDUA kepada Peserta Mandiri Inhealth.

b. Obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RI)
Obat Rawat Inap diberikan langsung oleh Dokter yang terdaftar sebagai
Dokter Spesialis/Sub spesialis di Rumah Sakit PIHAK KEDUA vyang
mengacu kepada ketentuan dan daftar Formularium Obat Inhealth (FOI)
berlaku dan atau Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati yang
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selanjutnya Obat dapat diambil pada Apotek atau Instalasi Farmasi (IFRS)
yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA .

Pelayanan Obat Rawat Inap sedapat mungkin dilakukan dengan sistem
OUDD (One Unit Dispensing Dose) atau ODDD (One Day Dispensing Dose).

c. Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat
sitostatika atau obat-obatan kanker lainnya mengacu kepada ketentuan
pada buku Formularium Obat Inhealth yang berlaku.

d. Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat
khusus dan albumin mengacu kepada ketentuan pada buku Formularium
Obat Inhealth yang berlaku atau berdasarkan persetujuan PIHAK
PERTAMA.

4. Pelayanan Khusus dan Canggih

Pelayanan Khusus hanya diberikan pada Peserta yang memiliki plan Inhealth
Gold, Inhealth Platinum & Inhealth Diamond sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk Plan lain dapat dilakukan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA
sepanjang ditentukan dalam Polis Badan Usaha Peserta Mandiri Inhealth.

Pelayanan Khusus yang dilakukan bagi Peserta yang memiliki plan Alba, Blue dan
Silver atas persetujuan Peserta Mandiri Inhealth maka PIHAK PERTAMA hanya
menjamin akomodasi, pelayanan, obat pra dan post tindakan/operasi.

Pelayanan Khusus meliputi namun tidak terbatas pada :
a. Tindakan kasus jantung dan paru:
1) Operasi jantung dan paru, ketentuan jumlah pemasangan stent/ring dan
jenisnya mengacu pada indikasi dan kesepakatan Para Pihak
2) Kateterisasi dan dilatasi pembuluh darah perifer jantung
3) Pemasangan alat Pacu jantung
4) Thallium scanning
b. Tindakan bedah thorax (Pembedahan dengan membuka Thorax).
c. Tindakan terapi minimal invasif di bidang ortopedi, bidang kebidanan dan
kandungan, bidang bedah syaraf dan bidang bedah thorax cardiovaskular.
d. Tindakan craniotomi selain kasus kecelakaan.
e. Tindakan lasik, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Jika terdapat anisometropia, dimana terjadi perbedaan visus/refraksi
antara mata kanan dan kiri yang mencapai -/+7 dan
2) lJika terdapat kelainan diatas -/+ 7.
f. Tindakan Total Anterior Circulation Infark (TACI)/Trans Arterial
Chemoembolization (TACE), (chemo langsung ke organ target).
Tindakan radiotherapi.
Penunjang diagnostik kedokteran Nuklir.
i. Transplantasi organ (Jantung, Ginjal, Mata, Hati, Paru, Sumsum Tulang).

oo

5. Pelayanan Gawat Darurat, terdiri dari :
a. Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter UGD;
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Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;

Tindakan Medis;

d. Pemberian obat-obatan sesuai dengan mengutaman Formularium Obat
Inhealth atau sesuai Formularium Rumah Sakit yang telah disepakati;

e. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

f. Pemberian Rujukan ke spesialis/subspesialis dan rawat inap.

0 o

6. Pelayanan Transfusi Darah

a. Diberikan atas indikasi medis untuk pelayanan RI, Persalinan;

b. Darah diperoleh dari Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia
(PMI) setempat atau UTD di Rumah Sakit, dengan menyerahkan surat
permintaan kebutuhan darah dari dokter yang merawat;

c. Ketentuan pelayanan darah diatur berdasarkan perjanjian kerjasama antara
PIHAK PERTAMA dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia
(PMI) setempat atau dengan Rumah Sakit.

7. Manfaat Pelayanan Produk Mandiri Inhealth Managed Care

Uraian Smart I-Flexy Smart Smart Plus
Manfaat dijamin Rawat jalan dan | Rawat inap Rawat jalan dan rawat
rawat inap inap
Ruang lingkup (1. Pelayanan RJTL |1. Pelayanan RI 1. Pelayanan RITL
Pelayanan 2. Pelayanan RI 2. Pelayanan Obat (2. Pelayanan RI
3. Pelayanan Obat |3. Pelayanan 3. Pelayanan Obat
4, Pelayanan Khusus 4, Pelayanan Khusus
Khusus 4, Pelayanan 5. Pelayanan Gawat
5. Pelayanan Gawat Darurat Darurat
Gawat Darurat |5. Pelayanan 6. Pelayanan transfusi
6. Pelayanan transfusi darah darah
transfusi darah |6. Pelayanan lain |{7. Pelayanan lain
7. Pelayanan lain dengan dengan
dengan persetujuan persetujuan
persetujuan PIHAK PIHAK PERTAMA.
PIHAK PERTAMA.

PERTAMA.

Manfaat Top Up
BPJS Kesehatan: | Pelayanan Rawat | Pelayanan Rawat
a. Kartu Satu Inap di kelas rawat | Inap di  kelas

Logo satu tingkat lebih | rawat satu tingkat
tinggi dari  hak | lebih tinggi dari
kelas di kartu BPJS | hak kelas di kartu

Kesehatan. BP]S Kesehatan.
b. Kartu Dua Pelayanan Rawat Inap
Logo di kelas rawat satu
tingkat lebih tinggi
dari hak kelas di kartu
BP]S Kesehatan.
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Manfaat Top Up
Mandiri Inhealth

Obat-obatan

mengacu pada
Formularium
Obat Inhealth
(FOI) pada
rawat jalan,
ditambah
Formularium
Rumah Sakit
pada rawat
inap.

Pelayanan tanpa
Rujukan bagi
Plan Diamond,
Platinum, Gold
empat spesialis
(Mata, THT,
Anak dan
Obgyn).
Persalinan
normal di
Rumah Sakit.
Imunisasi dasar
sampai dengan
anak 2 tahun di
Rumah Sakit
termasuk
Imunisasi
Combo.

1. Obat-obatan
mengacu pada
Formularium

Obat Inhealth
(FOI) pada
rawat  jalan,
ditambah
Formularium
Rumah  Sakit
pada rawat
inap.

. Pelayanan

Obat-obatan
mengacu pada
Formularium Obat
Inhealth (FOI)
pada rawat jalan,
ditambah
Formularium
Rumah Sakit pada
rawat inap.

tanpa
Rujukan bagi Plan
Diamond,
Platinum, Gold
empat spesialis
(Mata, THT, Anak
dan Obgyn).

Persalinan normal
di Rumah Sakit.
Imunisasi dasar
sampai dengan
anak 2 tahun di
Rumah Sakit
termasuk
Imunisasi Combo.
Pelayanan Rujukan
bebas rayonisasi/
regionalisasi

8. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat Pelayanan dalam
Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

C. Kelas/Kamar Perawatan

Dalam hal Peserta harus menjalani rawat inap di PIHAK KEDUA, maka hak atas
kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:

1. Hak Peserta Mandiri Inhealth atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan
kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu
Mandiri Inhealth dari Peserta yang bersangkutan;

2. Peserta Manfaat Top Up BPJS Kesehatan berhak menempati

kelas/kamar

perawatan satu tingkat di atas hak kelas/kamar perawatan yang tercantum dalam
kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
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3. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil
kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya,
maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan
merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, tetapi akan menjadi tanggung
jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diKlaim ke PIHAK
PERTAMA, baik oleh Peserta maupun PIHAK KEDUA;

4. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi,
untuk maksimal 3 (tiga) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah
memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1;

b. Peserta yang memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih
Rumah Sakit lain yang telah bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA;

c. Apabila Hari Rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas terlewati
maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

5. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4.c) Lampiran ini, maka PIHAK KEDUA
wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang timbul dari
hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat
pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

D. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan

1. Persyaratan Administratif

Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider Tingkat lanjutan adalah:

a. Membawa dan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card
pada Aplikasi PIHAK PERTAMA dari handphone Peserta dengan status aktif
pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) yang divalidasi dengan kartu
identitas (KTP/SIM/Paspor).

b. Menyerahkan surat Rujukan dari Provider Tingkat Pertama kecuali pada Kasus
emergency atau pemegang kartu dengan Plan Diamond, Platinum dan Gold
untuk empat poli spesialis yaitu poli anak, poli mata, poli THT dan poli obgyn.

c. Menyerahkan surat perintah rawat inap baik dari dokter yang merawat di
Provider Tingkat Pertama atau poli atau unit gawat darurat Rumah Sakit.

2. Prosedur Pelayanan Peserta Mandiri Inhealth

a. Peserta Mandiri Inhealth ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan RITL
dengan memperlihatkan Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card
pada Aplikasi PIHAK PERTAMA dari handphone Peserta dengan status aktif
pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) yang divalidasi dengan kartu
identitas (KTP/SIM/Paspor) beserta surat Rujukan dari Provider Tingkat
Pertama.

b. Petugas Rumah Sakit meneliti kelengkapan dan keabsahan surat Rujukan dan
masa berlaku Kartu/ Identitas Mandiri Inhealth lain.
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¢ Surat Rujukan pada kasus akut berlaku satu bulan untuk satu diagnosa
dari tanggal surat Rujukan, sedang pada kasus kronis berlaku tiga bulan
dari tanggal surat Rujukan.

* Rujukan internal berlaku selama-lamanya satu bulan dari tanggal surat
Rujukan awal dari Provider Tingkat Pertama.

* Apabila berkas tidak lengkap, langsung dikembalikan ke Peserta untuk
melengkapinya, khusus untuk pelayanan Rawat Inap dapat diberi
kesempatan 3x24 jam bagi Peserta untuk melengkapi.

c. Petugas Rumah Sakit selanjutnya meng-entry dan menerbitkan Surat
Jaminan Pelayanan (SJP) tiga rangkap dan diberikan ke Peserta sebagai
syarat memperoleh pelayanan dan obat.

d. Setelah mendapatkan Surat Jaminan Pelayanan (SIP), Peserta Mandiri
Inhealth menuju poli spesialis/subspesialis/laboratorium/radiologi dan obat
bila memperoleh resep dokter.

e. Bila Peserta hanya mendapatkan pelayanan di satu poli spesialis/subspesialis,
maka Surat Jaminan Pelayanan (SJP) diserahkan di poli spesialis/subspesialis
tersebut.

f. Bila Peserta juga mendapatkan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik atau
tindakan, maka Peserta ke unit pelayanan penunjang diagnostik/tindakan
dengan membawa:

1) surat permintaan dari dokter

2) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar pertama dan bila pelayanan tak
berlanjut maka Surat Jaminan Pelayanan (SJP) lembar pertama
diserahkan pada poli spesialis/subspesialis.

g. Bila Peserta mendapat pelayanan di poli spesialis lain (Rujukan intern), poli
spesialis pertama memberikan “surat Rujukan/konsul intern”. Di poli spesialis
tempat penerima surat Rujukan intern, Peserta menyerahkan surat Rujukan
intern dan Surat Jaminan Pelayanan (SIP).

h. Khusus bagi Peserta yang mendapatkan pelayanan khusus, maka Peserta
wajib membawa surat perintah memperoleh Pelayanan Khusus dari PIHAK
PERTAMA, dan petugas PIHAK KEDUA wajib memintakan persetujuan dari
Petugas/Karyawan PIHAK PERTAMA. Setelah mendapatkan pelayanan
khusus, Peserta menyerahkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) kepada PIHAK
KEDUA.

i. Bila Peserta mendapat resep, selanjutnya resep tersebut dibawa ke
IFRS/Apotek yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA, diserahkan
bersama dengan Surat Jaminan Pelayanan (SIP).

j. Bila Peserta Mandiri Inhealth diberikan surat perintah rawat inap dari dokter
yang merawat maka petugas Rumah Sakit menerbitkan Surat Jaminan
Pelayanan (SJP) Rawat inap dan menyimpan Kartu Mandiri Inhealth. Setelah
pulang Peserta diarahkan untuk melapor ke admission Rawat Inap untuk
mengambil Kartu Mandiri Inhealth dan petugas RS menginput tanggal pulang
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dan tanggal kontrol bila ada pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan RS Online
(Aplikasi RS Online).

k. Peserta yang membawa surat perintah kontrol kembali, maka petugas Rumah
Sakit menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) yang baru.

3. Prosedur Pelayanan Manfaat Top Up BP]S Kesehatan

Secara umum, prosedur pelayanan Manfaat Top Up BP]S Kesehatan dengan
mekanisme yang berlaku, sebagai berikut :

PERMENKES 51 / 2018

Kartu JKN & kartu satu logo

Berjenjang ; Rujukan dr FKTP BPIS

FKRL di provider irisan, berlaku
regionalisasi/rayonisasi

Kenaikan kelas rawat inap

Penggantian tarif sesuai kelas
rawat BPJS & kelas RS

Adapun prosedur pelayanan Peserta Manfaat Top Up BP]S Kesehatan adalah
sebagai berikut :

Mekanisme pelayanan sesuai ketentuan dan prosedur BP]S Kesehatan sebagai
penjamin dan pembayar pertama.

a. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan (tidak berlaku bagi produk I-Flexy Smart):

1) PIHAK KEDUA menerbitkan Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) Rawat jalan
atas Peserta Manfaat Top Up BPJS Kesehatan yang datang ke Rumah Sakit
dengan membawa Kartu Mandiri Inhealth dan Kartu BP]S Kesehatan serta
Rujukan Pcare.

2) Khusus untuk Manfaat Top Up maka petugas Rumah Sakit juga
menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP) sebagai syarat memperoleh
pelayanan sesuai ketentuan,

3) SEP dan atau SJP selanjutnya dibawa Peserta ke Poli atau penunjang
diagnostik atau ke apotek/IFRS untuk memperoleh pelayanan,

b. Prosedur pelayanan Rawat Inap (RI)

1) Karena indikasi medis Peserta perlu mendapatkan pelayanan Rawat Inap
Lanjutan maka dokter menenerbitkan Surat Perintah Rawat Inap.

2) Peserta membawa Surat Perintah Rawat Inap, Kartu BP]S Kesehatan dan
Kartu Peserta Mandiri Inehalth, surat Rujukan dari Aplikasi PCare.
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3) Petugas Rumah Sakit menerbitkan Surat Eligibilitas Pelayanan (SEP) Rawat
Inap sesuai hak kelas Peserta yang tercantum dalam Kartu BPJS Kesehatan
Peserta sebagai syarat penagihan Klaim Rawat Inap ke BP]S Kesehatan.

4) Petugas Rumah Sakit juga menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJIP)

Rawat Inap sebagai syarat Peserta memperoleh pelayanan Rawat Inap
sesuai hak kelas di Mandiri Inhealth dan penagihan selisih hak kelas ke
PIHAK PERTAMA.

4. Prosedur Pelayanan Telemedicine

Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan Telemedicine, maka
mekanisme pelayanan Telemedicine di PIHAK KEDUA sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Peserta Mandiri Inhealth akan menghubungi ruang chat/call/video call pada
nomor/aplikasi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan
pendaftaran.

PIHAK KEDUA meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan
meminta Peserta mengirimkan foto kartu Peserta Mandiri Inhealth dan kartu
identitas (KTP/SIM) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap,
langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.

PIHAK KEDUA melakukan entri dan terbit SIP Telemedicine secara realtime
di Aplikasi RS Online.

PIHAK KEDUA selanjutnya meng-entry, mencetak, memberikan pernyataan
dan jaminan keaslian atas Surat Jaminan Pelayanan (SJP) dengan syarat dan
mekanisme setiap entry harus menggunakan Aplikasi Pelayanan Kesehatan
RS Online (Aplikasi RS Online)dengan mengakses melalui
https://pelkesonline.inhealth.co.id/ dan memilih SIP Telemedicine serta login
dengan username dan password yang sudah diberikan.

PIHAK KEDUA selanjutnya menerbitkan Surat Jaminan Pelayanan (SJP),
kemudian ditandatangani oleh Petugas dan tidak mensyaratkan tanda tangan
Peserta Mandiri Inhealth.

Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi Pelayanan Kesehatan RS
Online (Aplikasi RS Online)mendapatkan pelayanan Telemedicine yang
ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dengan memilih dokter yang available dan
Peserta akan dihubungi oleh dokter PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA akan merespon chat Peserta paling lambat dalam 3 menit dan
dokter PIHAK KEDUA akan menghubungi Peserta paling lambat dalam 3
menit sejak mendapat konfirmasi dari PIHAK KEDUA.

Setelah pelayanan Telemedicine selesai, dokter PIHAK KEDUA yang
memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti
kunjungan.

D. Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan RITL, beberapa kemungkinan sebagai tindak lanjut
bagi Peserta Mandiri Inhealth, adalah:

a. Pelayanan RITL selesai diberikan Rujukan balik;
b. Peserta pulang, tetapi disuruh kontrol kembali;
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C.

Peserta Mandiri Inhealth dirawat;

d. Peserta Mandiri Inhealth dirujuk.

2. Rujukan Intern

Bila diperlukan konsul kebagian/Poliklinik spesialis lain, maka Peserta diberikan surat
Rujukan/konsul intern di dalam lingkungan Rumah Sakit tersebut. Selanjutnya
perhatikan alur pelayanan diatas.

3. Rujukan Ekstern bila Peserta dirujuk keluar dari lingkungan Rumah Sakit tersebut,
maka Peserta diberikan surat Rujukan/konsul ekstern dari Rumah Sakit pengirim.

E. Pelayanan yang Tidak Ditanggung PIHAK PERTAMA (disesuaikan dengan
ketentuan dalam polis Peserta Mandiri Inhealth)

1. Tidak sesuai ketentuan, prosedur dan indikasi medis.

2. Pelayanan/pengobatan terhadap gangguan mental dan perilaku (schizophrenia,
schizotypal, delusional disorders) dalam kategori F20 - F29 ICD-10.

3. Penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri (upaya bunuh diri, olah raga
berbahaya, penyalah gunaan narkoba/zat adiktif lain)

4. Pelayanan bersifat kosmetik dan estetik, termasuk perawatan keloid yang tidak
menggangu fungsi.

5. Imunisasi diluar imunisasi dasar.

6. Khitanan tanpa indikasi medis.

7. Pelayanan yang belum diakui secara sah oleh Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia (masih dalam uji coba).

8. Pelayanan program dalam upaya memperoleh keturunan.

9. Alat bantu kesehatan antara lain dan tidak terbatas pada: kursi roda, tongkat
penyangga, korset, kantong es batu/air hangat, pispot, kasur decubitus, decker,
underpad.

10. Biaya transportasi/ambulance, fotocopy, telepon.

11.Biaya administrasi lain yang tidak terkait dengan pengobatan (misalnya.
administrasi pengurusan surat-surat keterangan kelahiran, resume medis,visum
dlil)

12. Memulihkan kesehatan selain di Rumah Sakit (Homecare, Sanatorium dan
sejenisnya).

13. AIDS dan ARC (Aids Relative Complex), HIV positive, termasuk dan tidak terbatas
pada pemeriksaan HIV dalam darah.

14, Kelainan bawaan/congenital dan herediter, misalnya: hernia pada usia sampai
dengan 8 tahun, VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism, thallasemia,
haemophilli, autism, dan lain-lain.

15. Kelainan Tumbuh Kembang.

16. General Check Up, screening kesehatan dan tes kesehatan yang tidak
berhubungan dengan pengobatan.

17. Pemeriksaan HBV-DNA secara langsung tanpa didahului pemeriksaan HbsAg.

18. Screening ulang darah oleh Rumah Sakit

19. Pembersihan karang gigi (scalling), upaya-upaya/tindakan perataan letak gigi
(orthodontie), pemutihan gigi (bleaching), mahkota selubung dan mahkota
jembatan.
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20. Dialisa (Peritoneal dialisa dan Haemodialisa)

21. Pembuatan Visum et repertum.

22, Vitamin, multivitamin, obat-obatan herbal dan suplemen diluar FOI.

23. Penyakit Menular Seksual dalam kategori A50 - A64 ICD-10.

24. Pengobatan akibat tindakan percobaan melanggar hukum, kriminal, melawan
penahanan yang sah, Peserta Mandiri Inhealth diserang akibat tindakan provokasi
yang dilakukannya.

25. Pelayanan khusus bagi plan Silver, Blue, Alba kecuali diatur dalam Polis Badan
usaha atau Para Pihak sepakat memberlakukan manfaat ini sesuai dengan tarif
yang disepakati.

Catatan : Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA, maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta
Mandiri Inhealth.

F. Tarif Pelayanan Kesehatan
1. Tarif pelayanan kesehatan Produk Mandiri Inhealth Managed Care
Tarif pelayanan kesehatan bagi Produk Mandiri Inhealth Managed Care

adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Pajak dan Restribusi Daerah Kota Pontianak.

2. Tarif pelayanan kesehatan Produk Mandiri Inhealth Managed Care dengan Manfaat

Top Up BP]S Kesehatan

a. Tarif pelayanan pada angka 1 huruf F Lampiran ini hanya berlaku untuk Manfaat
Top Up Rawat Jalan Lanjutan dan;

b. Pada pelayanan Rawat Inap bila Peserta menempati kelas rawat satu tingkat dari
hak BPJS Kesehatan (tidak termasuk bila karena kelas sesuai hak penuh) maka
tarif yang ditagihkan adalah tarif sesuai angka 1 huruf F Lampiran ini dikurangi
tarif INA-CBG kelas sesuai hak BP]S Kesehatan:

C. Apabila ternyata tarif kesepakatan Mandiri Inhealth pada 1 huruf F Lampiran ini
lebih kecil dari Biaya yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan (Hasil Luaran Grouper
INA-CBG) dengan mekanisme BP]S Kesehatan sebagai penjamin dan pembayaran
pertama maka PIHAK KEDUA tidak menagihkan biaya apapun ke PIHAK
PERTAMA / maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Administration Fee
sebesar 200.000

3. Tarif pelayanan pada angka 1 huruf F Lampiran I ini akan diinput sebagai Jenis
Pelayanan ke aplikasi PIHAK PERTAMA oleh Provider Relation Officer.

G. Biaya Pelayanan Obat dan Penyediaan Ketersediaan FOI di PIHAK KEDUA
1. Biaya Obat

a. Biaya pelayanan obat Formularium Obat Inhealth (FOI) bagi Peserta Mandiri
Inhealth sesuai dengan ketentuan dalam buku Formularium Obat Inhealth yang
berlaku.

b. Harga obat Formularium RS yang disepakati adalah sebesar :

Pilihan 1: Harga Netto Apotek (HNA)+PPN 10 % x Faktor Pelayanan FOI

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 Halaman 32

V=

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: /l /
| =

Paraf




Pilihan 2: Harga Netto Apotek (HNA)+PPN 10 % x Margin (maksimal 1,2 dari
harga obat yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA)

Harga satuan Fakt.o.:::lll:y::nan
< Rp 50.000,- 0.20
>Rp 50.000,- sampai dengan < Rp 250.000,- 0.15
>Rp 250.000,- sampai dengan < Rp 500.000,- 0.10
>Rp 500.000,- sampai dengan < Rp 1.000.000,- 0.05
>Rp 1.000.000,- 0.02

c. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta
sepanjang pelayanan obat bagi Peserta yang diberikan masih masuk dalam ruang
lingkup.

2. Prosedur Pelayanan

a. Alur Pelayanan Obat ke Peserta

1)

2)

3)

4)

Obat yang diresepkan kepada Peserta Mandiri Inhealth dan Peserta Manfaat

Top Up BP]S Kesehatan adalah sebagai berikut:

a) Rawat Jalan mengacu kepada Formularium Obat Inhealth (FOI) dan
Formularium Nasional (FORNAS);

b) Rawat Inap mengacu kepada Formularium Obat Inhealth (FOI),
Formularium Nasional (FORNAS) dan Formularium Rumah Sakit yang
disepakati.

Peresepan mengutamakan Obat Formularium Obat Inhealth (FOI), IFRS
menerima resep dari Peserta yang berasal dari Provider Mandiri Inhealth,
dengan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth asli yang diterbitkan oleh PIHAK
PERTAMA, SJIP-RIL dan lembar resep asli dari dokter yang sudah
ditandatangani dokter yang memeriksa/merawat.

Bila obat yang diresepkan oleh Dokter Mandiri Inhealth tidak terdapat dalam
Formularium Obat Inhealth (FOI) maka IFRS dapat mengganti obat tersebut
dengan obat yang kelas terapi, isi dan dosisnya sama dengan yang terdapat
dalam Formularium Obat Inhealth (FOI) dengan terlebih dahulu
menyampaikan hal tersebut kepada Dokter penulis resep baik secara
langsung maupun via telepon;

Bila obat Formularium Obat Inhealth (FOI) dan Formularium Nasional
(FORNAS) yang diresepkan oleh Dokter Mandiri Inhealth tidak tersedia di
IFRS, maka IFRS dapat mengganti obat tersebut dengan menggunakan obat
FOI merek dagang lainnya atau Formularium Rumah Sakit dengan harga FOI
atau kesepatan.

b. Prosedur penyerahan obat oleh IFRS sebagai berikut :

1) IFRS wajib menjelaskan jumlah / jenis dan harga obat yang diberikan kepada
Peserta Mandiri Inhealth.
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2) Peserta menandatangani tanda terima obat pada resep tersebut, setelah obat
diserahkan.

¢. Jumlah Obat Yang Diberikan :

Obat RIL diberikan sesuai kebutuhan medis dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obat simptomatik diberikan maksimum 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.

2) Obat kronis dapat diberikan maksimum untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari
pada kasus dan keadaan tertentu.

3) Antibiotika diberikan yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam FOI.

4) Obat Khusus dan Obat Kanker yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam
FOI.

4. Penyediaan dan Monitoring Ketersediaan FOI Di IFRS
a. Proses Pemesanan Obat :

Instalasi Farmasi (IFRS) memesan obat ke Distributor Obat atau PBF (Pedagang

Besar Farmasi) dengan syarat dan mekanisme sebagai berikut :

1) Setiap pemesanan dan pengadaan obat oleh PIHAK KEDUA kepada
Distributor Obat atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus menggunakan
Aplikasi SIMO, surat pemesanan obat tersebut diapprove atau disetujui
terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi SIMO.

2) IFRS melakukan akses aplikasi melalui https://simo.Inhealth.co.id/ dan login
dengan username dan password yang sudah diberikan.

3) Dalam pemesanan obat melalui Aplikasi SIMO IFRS harus memperhatikan
cabang distributor yang dipilih.

4) Jenis dan jumlah obat FOI yang dipesan melalui SIMO didasarkan pada:

» Jumlah dan jenis obat yang dipakai bulan sebelumnya.
» Perkiraan penambahan atau pengurangan jenis dan jumlah obat yang
dibutuhkan (dilihat dari rekapitulasi jumlah dan jenis obat dari tagihan
IFRS)
5) IFRS mengirimkan cetak SPO melalui SIMO kepada distributor

b. Alur pemesanan obat Mandiri Inhealth melalui Aplikasi SIMO

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 Halaman 34

o
PIHAK PERTAMA: Y
Paraf .-

S
PIHAK KEDUA: A/




‘ Login e =
" —>  Buat SPO _> Buat DO
' NO \L
R b4 . -
1 setuyjuan | — -
____SPO ,_<_‘— Input Data PO i
YES
Cetak SPO ———
Obat diterima &
Input data
(faktur)
Keterangan
e Maksimal pengiriman obat
acalan 3 nar zejar PO
SELESAI d-approve in=eath

c. Monitoring ketersediaan obat :
1) Instalasi Farmasi (IFRS) berkewajiban memberikan fotokopi dari setiap faktur
penjualan dari Pedagang Besar Farmasi kepada PIHAK PERTAMA.
2) Berdasarkan faktur tersebut PIHAK PERTAMA dapat mengetahui
ketersediaan obat di Instalasi Farmasi (IFRS).

d. Ketidaktersediaan obat Formularium Obat Inhealth (FOI) di Distributor/

Perusahaan Farmasi

IFRS yang ditunjuk untuk melayani Peserta Mandiri Inhealth berkewajiban untuk

menyediakan obat-obat yang sesuai dengan Formularium Obat Inhealth (FOI)

yang berlaku. Apabila obat Formularium Obat Inhealth (FOI) tidak tersedia atau
stok obat sedang kosong maka dalam melayani kebutuhan obat Peserta Mandiri

Inhealth Instalasi Farmasi (IFRS) dapat melakukan beberapa alternatif berikut :

1) Menggunakan stok obat Provider terlebih dahulu kemudian segera melakukan
pemesanan untuk menggantikan stok obat yang telah terpakai (pinjam
pakai).

2) Menggunakan obat pendamping yang ada didalam Formularium Obat Inhealth
(FOI) yaitu obat dengan zat aktif, dosis dan sediaan yang sama yang
diproduksi oleh Perusahaan Farmasi lain.

3) Jika tidak terdapat obat pendamping, dapat menggunakan stok obat Provider
dengan harga kesepakatan dalam batas waktu 7 (tujuh) Hari Kerja dengan
pemantauan ketat dari PRO/PetugasPIHAK PERTAMA.

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 & Halaman 35

PIHAK PERTAMA :\'t
Paraf

PIHAK KEDUA: A /
| v




4)

5)

Menggunakan obat Formularium Nasional (FORNAS) yang sejenis (memiliki
zat aktif yang sama) jika IFRS memiliki persediaan stok obat Formularium

Nasional (FORNAS).

Apabila terdapat kekosongan obat yang diresepkan dari perusahan farmasi
dan obat tersebut tidak memiliki sandingan dapat menggunakan stok obat

Provider yang dimiliki IFRS dengan harga sesuai kesepakatan dengan PIHAK
PERTAMA.
6) Mendapatkan obat yang diresepkan ke apotek lain atau apotek penyangga.

H. Tata Cara Pengajuan Tagihan oleh PIHAK KEDUA dan Tata Cara Pembayaran
oleh PIHAK PERTAMA

1. Ketentuan Umum

a. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta Mandiri Inhealth oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif.

b. Pengajuan tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan secara teratur setiap bulannya,
yaitu pelayanan Produk Managed Care selambat-lambatnya pada tanggal 10
(sepuluh) di Hari Kerja bulan berikutnya;

c. Tagihan Klaim baik pada kasus Rawat Jalan Tingkat Lanjutan ataupun kasus
Rawat Inap Tingkat Lanjutan, sebagai berikut :

1) Tagihan Klaim pelayanan Managed Care

Tagihan/invoice atas biaya Pelayanan Peserta oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif melalui aplikasi yang ditetapkan
PIHAK PERTAMA dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan
berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor SJ1P
per Peserta, berkas pengajuan Klaim pelayanan sebagai berikut:

a)
b)

c)
d)
e)

Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga).

Lampiran rekapitulasi pelayanan atau perincian biaya pelayanan luaran
aplikasi atau manual.

Surat Rujukan/keterangan gawat darurat.

Surat Jaminan Pelayanan (SJP) RITP/RI.

Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti permintaan dan
hasil penunjang diagnostik, bukti permintaan dan hasil tindakan medik,
bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya atau bukti resume
medis, bukti laporan operasi (bila diperlukan), bukti surat keterangan
gawat darurat/emergency bila Klaim Kasus Gawat Darurat (emergency).
Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab
dalam setiap kegiatan pelayanan.

2) Tagihan Klaim obat Managed Care

Tagihan/invoice atas biaya Pelayanan Obat Peserta oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif melalui aplikasi online
yang ditetapkan PIHAK PERTAMA dengan menyertakan berkas Klaim obat
(dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap
nomor SIP per Peserta, pengajuan berkas Klaim obat sebagai berikut:
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a) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga);

b) Asli Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Jalan Lanjutan/Rawat Inap
Lanjutan;

¢) Salinan Resep atau billing pelayanan;

d) Rekapitulasi pelayanan obat luaran aplikasi atau manual.

d. Pengajuan tagihan pelayanan Managed Care oleh PIHAK KEDUA sedapat
mungkin diajukan bersama tagihan Klaim Obat dalam satu waktu.

e. Pengajuan tagihan Managed Care oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA
wajib diajukan secara elektronik melalui aplikasi online yang ditetapkan PIHAK
PERTAMA disertai dokumen adminitrasi Klaim(dengan berkas fisik atau Berkas
Elektronik) sesuai yang tercantum pada angka I huruf C lampiran V ini. Dalam hal
SIM RS PIHAK KEDUA sudah bridging dengan aplikasi PIHAK PERTAMA maka
pengajuan tagihan cukup dinput dalam aplikasi SIM RS PIHAK KEDUA.

f. Dalam hal berkas tagihan Managed Care yang disampaikan tidak atau belum
memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak
lengkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau
dilengkapi. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib segera mengirimkan kembali berkas
tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke PIHAK PERTAMA
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berkas tersebut
dikembalikan dan selama-lamanya 3 (tiga) bulan hari dari tanggal pelayanan
dilakukan atau tanggal pulang bila Klaim Rawat Inap;

g. Masa kadaluwarsa Klaim Managed Care adalah bila melebihi 3 (tiga) bulan dari
tanggal pelayanan dilakukan atau tanggal pulang bila Klaim Rawat Inap.

h. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para
Pihak, maka pengajuan tagihan Managed Care yang dapat disampaikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib diajukan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.

i. PIHAK PERTAMA berhak melakukan Verifikasi atau pemeriksaan terhadap
tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal hasil Verifikasi terhadap
tagihan tersebut PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekeliruan atau
penyimpangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak pembayaran
tagihan atau meminta PIHAK KEDUA untuk memperbaiki tagihannya dan
menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada PIHAK PERTAMA.

j. Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari
ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA, maka
PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada
PIHAK PERTAMA atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya
begitupula sebaliknya.

k. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka PIHAK KEDUA bertanggung
jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada
kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan.

2. Tata cara pengajuan Klaim Managed Care bagi Provider Irisan BP]S Kesehatan
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a. Pengajuan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan

1)

2)

Klaim yang dapat diajukan ke PIHAK PERTAMA adalah Klaim sesuai hak

Peserta Mandiri Inhealth berdasarkan plan dan manfaat asuransi yang

dimilikinya dan prosedur Mandiri Inhealth yaitu:

a) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Peserta Mandiri
Inhealth, dan atau

b) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan atas pelayanan
Manfaat Top Up yang diperoleh Peserta Manfaat Top Up BP]S Kesehatan
dengan Kartu satu logo, dan atau

c) Klaim atas Manfaat Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Peserta Manfaat Top
Up BP1S Kesehatan dengan Kartu dua logo.

Pengajuan Klaim dilakukan langsung oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK

PERTAMA sesuai tarif pelayanan yang tercantum dalam lampiran IV

Perjanjian ini. Syarat dan dokumen Klaim mengacu pada point I. C lampiran

ini.

b. Pengajuan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap Lanjutan

1)

2)

3)

Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap dengan Manfaat Top Up BP]S Kesehatan
yaitu Klaim Rawat Inap Peserta yang dapat diajukan dengan mekanisme BPJS
Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama.

Pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA ke PIHAK PERTAMA diajukan secara

elektronik dalam dua register terpisah disertai dokumen administrasi Klaim

Manfaat Top Up BP]S Kesehatan sesuai lampiran ini.

Pengajuan Klaim Rawat Inap Manfaat Top Up BP]IS Kesehatan dengan

mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar pertama, PIHAK

KEDUA memisahkan tagihan Rawat Inap (Split Billing) sesuai hak dan

prosedur BP]JS Kesehatan ke BPJS Kesehatan, dan sesuai hak dan prosedur

PIHAK PERTAMA ke PIHAK PERTAMA.

Mekanisme penagihan BP]S Kesehatan sebagai penjamin dan pembayar

pertama dikenakan pada tagihan Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap Peserta

dengan Kartu Mandiri Inhealth Satu Logo yang memenuhi prosedur pelayanan

BP]S Kesehatan.

Langkah-langkah penagihan sebagai berikut:

(1) Klaim Rawat Inap sesuai hak kelas rawat Peserta yang tercantum di kartu
BPJS Kesehatan dan sesuai hak dan ketentuan BPJS Kesehatan diajukan
langsung oleh PIHAK KEDUA ke BP]S Kesehatan secara elektronik melalui
aplikasi INA-CBG. Syarat pengajuan dan dokumen Klaim mengacu pada
ketentuan BP]S Kesehatan.

(2) Dalam hal Peserta menempati kelas rawat satu tingkat lebih tinggi dari
hak kelas rawat yang tercantum dalam Kartu BP]S Kesehatan Peserta
maka selisih biaya Klaim yang timbul diajukan oleh PIHAK KEDUA ke
PIHAK PERTAMA melalui aplikasi online PIHAK PERTAMA. Syarat dan
dokumen Klaim Manfaat Pelayanan Rawat Inap mengacu kepada point I
Ketentuan Umum lampiran ini.

(3) Alur skema penagihan mekanisme BPJS Kesehatan sebagai penjamin dan
pembayar pertama sebagaimana pada bagan berikut:
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3. Tata Cara Pembayaran

a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung
sejak tanggal PIHAK PERTAMA telah menerima secara lengkap tagihan yang
diajukan oleh PIHAK KEDUA dan proses Verifikasi selesai dilaksanakan oleh
PIHAK PERTAMA.

b. Tagihan Produk Mandiri Inhealth Managed Care yang diajukan lebih dari 3 (tiga)
bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini
(tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini, berhak
untuk ditolak atau tidak membayarkan tagihan pembayarannya oleh PIHAK
PERTAMA.

c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang
diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang timbul oleh karena PIHAK KEDUA
memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta Mandiri
Inhealth yang tidak termasuk hak Peserta Mandiri Inhealth sesuai dengan plan
dan manfaat asuransi yang dimilikinya.
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LAMPIRAN II
Nomor : 5.6/AJII/KOP-BPN/PKS/0524
Nomor : 445/ 13 / P]J / UPT RSUD PTK / 2024

PETUNJUK TEKNIS
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PRODUK MANDIRI INHEALTH INDEMNITY
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

Petunjuk teknis ini berlaku untuk pelayanan kesehatan bagi Peserta Mandiri
Inhealth Indemnity.

I. Kepesertaan

Peserta yang dapat dilayani di PIHAK KEDUA adalah Peserta Mandiri Inhealth Indemnity
yang mempunyai dan membawa Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card pada
Aplikasi PIHAK PERTAMA dari handphone Peserta dengan status aktif pada Aplikasi MI-
Care atau Aplikasi RS Online yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor),
dengan tampilan kartu sebagai berikut :

it b ok iy o mandiri

PT. ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA Py,

1111564031107 4 Ri 1000 1101424459894
OP : RJ1TE

09 Desember 1973 DT : RG 6000 13 September 2079

(WLF) MT . RB 8000 (O\VF)

GL : KM 1500

Nopeg/NIK : 1180415509

£z
24 Juil 2019 5id 23 Juli 2020 'b:’ [2) mi-

*Warna dan logo dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan saat berlakunya
kartu Peserta

II. Pelayanan kesehatan
A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan di Rumah Sakit terdiri atas :
1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Gigi;
2. Rawat Inap (RI) dan Persalinan;

3. Pelayanan One Day Care;

4, Pelayanan Gawat Darurat (Emergency);

B. Penjelasan Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan (RJTL) dan Rawat Gigi
a. Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh
dokter umum/dokter spesialis/sub spesialis;
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
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Tindakan Medis;

Rehabilitasi medis;

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;

Pemberian obat-obatan;

Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP)

Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan layanan Telemedicine, maka lingkup

pelayanan sebagai berikut :

1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter yang
terdaftar di PIHAK KEDUA;

2) Pelaksanaan Telemedicine Rawat Jalan Tingkat Lanjutan hanya untuk
kasus kronis, kasus kehamilan dan poli anak. Pelayanan Telemedicine
dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari PIHAK
PERTAMA;

3) Pemberian surat Rujukan antar spesialis/sub spesialis, fasilitas penunjang
diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan Telemedicine,

4) Pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter
yang terdaftar di PIHAK KEDUA yang mengacu kepada ketentuan yang
berlaku dengan prosedur penyerahan obat sebagai berikut :

a. Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan
kepada Peserta Mandiri Inhealth pada ruang chat/call/video call
Telemedicine.

b. Obat akan diserahkan PIHAK KEDUA melalui pengiriman kepada
alamat Peserta Mandiri Inhealth. Biaya pengiriman obat dapat
ditagihkan PIHAK KEDUA kepada Peserta Mandiri Inehalth.

To roan

2. Pelayanan Rawat Inap (RI) dan Persalinan

Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/ sub-spesialis;
Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta;
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif;
Rehabilitasi medis;

Keadaan darurat akibat kecelakaan, baik akibat kecelakaan lalu lintas
maupun kecelakaan kerja;

g. Pemberian obat-obatan;

h. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

i

]

"o a0 o

Pelayanan transfusi darah;
Pelayanan Persalinan normal, Persalinan dengan tindakan serta Persalinan pre
dan post natal care.

3. Pelayanan One Day Care
a. Tindakan pembedahan oleh dokter umum/dokter spesialis/sub spesialis;
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
c. Tindakan Medis;
d. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP).

4. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency);
a. Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter UGD;
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
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c. Tindakan Medis;
d. Pemberian obat-obatan;
e. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

5. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat Pelayanan standar
Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

C. Kelas/Kamar Perawatan

Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di PIHAK KEDUA, maka hak atas
kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:

1. Hak Peserta Mandiri Inhealth adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang
menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu Mandiri Inhealth dari Peserta
yang bersangkutan atau sesuai konfirmasi PIHAK PERTAMA;

2. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil
kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya,
maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan
merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, tetapi akan menjadi tanggung
jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diKlaim ke PIHAK
PERTAMA, baik oleh Peserta maupun PIHAK KEDUA;

3. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka berlaku
ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi,
untuk maksimal 3 (tiga) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah
memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1;

b. Peserta yang memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih
Rumah Sakit Provider lainnya;

c. Apabila Hari Rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas terlewati
maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

4. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 huruf c) Lampiran ini, maka PIHAK
KEDUA wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang
timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat
pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

D. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan
1. Persyaratan Administratif

Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider adalah:

a. Membawa dan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card
pada Aplikasi PIHAK PERTAMA dari handphone Peserta dengan status aktif
pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) yang divalidasi dengan kartu
identitas (KTP/SIM/Paspor).

b. Petugas administrasi PIHAK KEDUA akan melakukan verifikasi Peserta
dengan melakukan prosedur tapping kartu Peserta pada alat mi-tap atau
dengan prosedur key-in pada Aplikasi RS Online untuk menerbitkan Surat
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Jaminan/Informasi Benefit serta akan mendapatkan penjaminan pelayanan
rawat jalan secara cashless. Jika limit manfaat telah habis, maka Peserta
dapat diberlakukan sebagai pasien umum dan/atau membayar kelebihan
biaya pelayanan yang timbul.

c. Menyerahkan surat perintah rawat inap baik dari dokter di Poli
spesialis/subspesialis atau dari Instalasi IGD.

2. Prosedur Pelayanan di PIHAK KEDUA.

a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Gigi

1) Peserta dinyatakan layak mendapatkan manfaat berdasarkan syarat-syarat
administratif angka II huruf F poin 1 Lampiran III ini.

2) Surat Pendaftaran/Informasi Benefit berisi manfaat yang dimiliki Peserta
dan wajib ditanda tangani oleh Peserta pada saat proses administrasi
pendaftaran.

3) Setelah selesai menerima pelayanan, Peserta Mandiri Inhealth Indemnity
akan menuju kasir dan kasir akan melakukan prosedur tapping kartu
Peserta pada alat mi-tap atau dengan prosedur Key-in pada aplikasi Pelkes
Online dan melakukan input diagnosis, jenis dan biaya atas pelayanan yang
berikan kepada Peserta untuk mendapatkan Surat Pengesahan Biaya
Pelayanan

4) Surat Pengesahan Biaya Pelayanan wajib ditandatangani oleh Peserta
sebelum meninggalkan Provider,

5) Bila diagnosis dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan manfaat yang
dimiliki Peserta, namun timbul excess/kelebihan biaya, maka Peserta harus
membayar kelebihan biaya tersebut sebelum meninggalkan Provider. Bila
diagnosis termasuk dalan pengecualian Polis, maka seluruh biaya
pelayanan yang timbul akan menjadi tanggungan Peserta,

6) Apabila diperlukan atau terdapat kendala dalam proses penjaminan dan
pengesahan, Provider dapat menghubungi PIHAK PERTAMA melalui
nomor telepon contact center di 14070.

b. Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan

1) Peserta dinyatakan layak mendapatkan Manfaat Pelayanan kesehatan
berdasarkan syarat-syarat administratif angka II huruf F poin 1 Lampiran
III ini.

2) PIHAK PERTAMA akan menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk
melakukan konfirmasi pendaftaran pelayanan rawat inap dan akan
mengeluarkan Surat Jaminan atas perawatan yang tidak termasuk dalam
pengecualian polis atau jika perawatan termasuk dalam pengecualian Polis
maka diterbitkan Surat Penolakan Penjaminan. Apabila diperlukan, PIHAK
PERTAMA akan menerbitkan surat laporan medis lanjutan kepada PIHAK
KEDUA sebagai konfirmasi atas rencana pelayanan yang akan dilakukan
oleh PIHAK KEDUA.

3) Surat saminan perawatan akan diterbitkan maksimal dalam waktu 1 x 24
jam dan wajib ditandatangani oleh Peserta.

4) Setelah surat jaminan kerawatan diterima, Peserta dapat menerima
pelayanan sesuai manfaat yang dimiliki dan PIHAK PERTAMA akan
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melakukan daily monitoring ke Provider sesuai jadwal waktu dan tatacara
yang disepakati bersama.

5) Setelah Peserta selesai mendapatkan pelayanan dan diperbolehkan pulang,
maka petugas Provider akan menghubungi PIHAK PERTAMA melalui
nomor telepon contact center di 14070 dan mengirimkan billing akhir
serta seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses
penyelesaian pemulangan Peserta (discharge plan). PIHAK PERTAMA
akan melakukan proses perhitungan biaya yang dapat dijaminkan dalam
waktu maksimal 30 menit sejak dokumen diterima lengkap dan
menerbitkan surat konfirmasi biaya pelayanan yang berisi biaya yang
dijaminakan oleh PIHAK PERTAMA dan Biaya yang menjadi tanggung
jawab Peserta (excess claim).

6) Excess claim yang menjadi tanggung jawab Peserta waijib diselesaikan
sebelum Peserta meninggalkan Provider.

7) Apabila diperlukan atau terdapat kendala dalam proses penjaminan, daily
monitoring dan pengesahan (discharge plan), PIHAK KEDUA dapat
menghubungi melalui nomor telepon contact center di 14070.

c. Pelayanan Telemedicine

Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan Telemedicine, maka
mekanisme pelayanan Telemedicine di PIHAK KEDUA sebagai berikut:

1) Peserta akan menghubungi ruang chat/call/video call pada nomor/aplikasi
yang telah disediakan PIHAK KEDUA untuk melakukan pendaftaran ke
PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan
meminta Peserta mengirimkan foto kartu Peserta dan kartu identitas
(KTP/SIM/paspor) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap,
langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.

3) PIHAK KEDUA akan melakukan verifikasi Peserta dengan melakukan
prosedur Key-in pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan Online untuk
menerbitkan surat jaminan/informasi benefit serta akan mendapatkan
penjaminan pelayanan rawat jalan secara cashless. Jika limit manfaat telah
habis, maka Peserta dapat diberlakukan sebagai pasien umum dan/atau
membayar kelebihan biaya pelayanan yang timbul.

4) Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi akan mendapatkan
pelayanan Telemedicine yang ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA dengan
memilih dokter yang available dan Peserta akan dihubungi oleh dokter
PIHAK KEDUA.

5) PIHAK KEDUA akan merespon chat Peserta paling lambat dalam 3 menit
dan dokter PIHAK KEDUA akan menghubungi Peserta paling lambat
dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari PIHAK KEDUA.

6) Setelah pelayanan Telemedicine selesai, dokter PIHAK KEDUA yang
memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada
bukti kunjungan.
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E. Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan RJTL, beberapa kemungkinan sebagai tindak

lanjut bagi Peserta, adalah:

a. Pelayanan RITL selesai;

b. Peserta pulang, tetapi diminta kontrol kembali;
c. Peserta dirawat;

2. Setelah mendapatkan pelayanan RI, kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi

Peserta adalah Peserta pulang, tetapi diminta kontrol kembali.

F. Pelayanan yang idak Dijamin PIHAK PERTAMA (disesuaikan dengan
ketentuan dalam polis Peserta)

1.

10.

11,

Peserta/Pemegang Polis bunuh diri, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri,
baik dalam keadaan waras atau tidak waras, Peserta/Pemegang Polis dengan
sengaja melibatkan diri kedalam situasi yang membahayakan dirinya.

Penyakit atau cidera yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan alkohol,
narkotika, psikotropika, obat-obatan bius atau sejenisnya.

Peserta/Pemegang Polis ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang
dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan
pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara,
keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinas di
angkatan bersenjata atau kepolisian. Untuk itu dalam hal Peserta/Pemegang Polis
adalah korban maka yang bersangkutan berhak atas jaminan manfaat.
Peserta/Pemegang  Polis  melakukan tindakan  percobaan melanggar
hukum/kriminal.

Penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat yang memiliki jadwal tetap,
diakui secara internasional, penerbangan komersial kecuali Peserta/Pemegang
Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi
ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau
limbah nuklir dari proses fissi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.

Biaya perawatan di rumah perawatan atau sanatorium untuk memulihkan
kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau yang sejenis untuk rawat istirahat.
Segala jenis cedera atau penyakit yang disebabkan olah raga berbahaya seperti
panjat gunung/tebing, bungy Jjumping, hang gliding, balap
mobil/motor/sepeda/lomba kecepatan kendaraan beroda lainnya, parasut/terjun
payung, tinju/olahraga kontak fisik lainnya, akrobatik, diving/scuba diving/selam,
gantole, terbang layang/layang gantung, arung jeram dan semua jenis olahraga
berbahaya lainnya.

Penyakit menular sexual.

AIDS (Acquired Immune Defieciency Syndrome) dan ARC (Aids Related Complex)
serta HIV positif dan semua penyakit yang disebabkan oleh atau berhubungan
dengan virus HIV positif.

Pengobatan dan Tindakan Medis yang masih dikategorikan eksperimental
misalnya Terapi Ozon, Hyperbaric Therapy, tindakan Laser Eximer atau
pelayanan kesehatan yang belum diakui secara resmi oleh Departemen
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12,
13.

14,
15.

16.
1.7,

18.

19.
20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.

275

28.
29,
30.

31.
32.

33.

Kesehatan RI dan obat yang belum terdaftar pada Kementerian kesehatan dan
atau BP POM.

Pembelian obat-obatan tanpa resep Dokter (over the counter drug).

Obat-obatan traditional/herbal/ obat yang belum terdaftar pada Kementerian
kesehatan dan atau BP POM.

Perawatan kesehatan di Spa, Health Hydros dan tempat perawatan tradisional.
Semua perawatan dan/ atau pengobatan yang berhubungan dengan infertilitas,
(termasuk inseminasi buatan, bayi tabung dan pengembalian kesuburan),
disfungsi seksual, Syndrome premenopause dan menopause.

Alat yang ditanam dalam tubuh (Implant)

Prothesa, orthesa, alat bantu dengar dan organ tubuh pada tindakan
transplantasi termasuk sumsum tulang kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan
perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.

Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan kesehatan mental
dan jiwa termasuk segala jenis Neurosis, Psikosomatis, Psikosis, gangguan
kepribadian, gangguan tidur.

Gangguan tumbuh kembang termasuk gangguan bicara, Autisme.

Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan kegemukan,
mengurangi berat badan atau menambahkan berat badan, yang berkaitan
dengan kecantikan, serta yang berhubungan dengan kosmetik.

Sirkumcisi bukan atas indikasi medis.

Multivitamin dan food supplement.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk deteksi dini (screening).

Kelainan bawaan/congenital dan herediter/keturunan, hernia di bawah usia 12
tahun.

Perawatan atau pelayanan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa.

Biaya non medis (seperti telepon, surat kabar/majalah/salon/makanan
tambahan, tempat tidur tambahan, termometer, underpad, popok sekali pakai)
atau yang secara medis tidak diperlukan (sabun, pembersih khusus, tissue,
pelembab atau krim pelindung), biaya yang secara medis tidak wajar, atau tidak
sesuai dengan standar perangkat medis atau biaya untuk memperoleh organ
atau biaya yang dikeluarkan oleh dan dari pendonor organ. Biaya pemberi jasa
medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Tertanggung atau oleh seseorang
yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Tertanggung.
Perawatan/pengobatan/operasi dengan tujuan untuk kecantikan/kosmetik
termasuk operasi rekonstruksi, operasi plastik dan atau bedah kecantikan oleh
sebab apapun.

Transplantasi organ tubuh.

Home Nursing (perawatan di rumah) atau untuk perawatan pribadi.

Haemodialisa (cuci darah) dan Radiotherapi/Kemoterapi untuk segala jenis
kanker kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat
tersebut berdasarkan Polis.

Komplikasi kehamilan pada Rawat Inap.

Semua jenis vaksinasi kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan
terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.

Pengobatan akupuntur yang dilakukan bertujuan untuk
kecantikan/estetika/fertilisasi (usaha mendapatkan keturunan)/menurunkan atau
menaikan berat badan.
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34. Medical/General Check Up kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan
terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.

35.KB/alat kontrasepsi/sterilisasi kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan
perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.

36. Refraksi Mata kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap
manfaat tersebut berdasarkan Polis.

37.Kawat Gigi dan Tindakan/layanan kesehatan gigi yang berhubungan dengan
estetika.

38. Bingkai, lensa dan atau lensa kontak yang bukan untuk kesehatan (berhubungan
dengan estetika).

Catatan : Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh PIHAK

PERTAMA, maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta

Mandiri Inhealth.

G. Tarif Pelayanan Kesehatan
Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta Mandiri Inhealth Indemnity adalah
sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak, Nomor 10 Tahun 2023
Tentang Pajak dan Restribusi Daerah Kota Pontianak.

H. Tata Cara Pengajuan Tagihan oleh PIHAK KEDUA dan Tata Cara Pembayaran
oleh PIHAK PERTAMA

1. Ketentuan Umum

a. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif.

b. Pengajuan tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan secara teratur setiap
bulannya, yaitu pelayanan Indemnity selambat-lambatnya pada tanggal 30
(tiga puluh) Hari Kalender setelah Peserta Mandiri Inhealth Indemnity keluar/
selesai perawatan.

c. Tagihan Klaim baik pada kasus Rawat Jalan ataupun kasus Rawat Inap
Indemnityatas biaya Pelayanan Peserta dilakukan melalui aplikasi yang
ditetapkan PIHAK PERTAMA dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan
(dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), sebagai berikut:

1) Kuitansi asli bermeterai cukup atau buti pembayaran lain yang sah sesuai
ketentuan yang berlaku;

2) Surat Jaminan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA;

3) Surat Pernyataan yang ditandatangani Peserta Mandiri Inhealth Indemnity;

4) Lampiran rekapitulasi pelayanan;

5) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti penunjang
diagnostik, bukti tindakan medik, bukti diagnosis yang menyebutkan nama
dokternya, bukti resep bukti/billing pelayanan dari masing-masing unit
pelayanan. Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang
bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelayanan;

6) Resume Medis.
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d. Dalam hal berkas tagihan Indemnity yang disampaikan tidak atau belum
memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak
lengkap akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau
dilengkapi. Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib segera mengirimkan kembali
berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke PIHAK
PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak
berkas tersebut dikembalikan;

e. Tagihan Indemnity yang diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak
berakhirnya Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada
kesepakatan Para Pihak untuk memperpanjang Perjanjian ini), berhak untuk
ditolak atau tidak diproses pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA;

f. PIHAK PERTAMA akan melakukan Verifikasi atas tagihan Indemnity
pelayanan dari PIHAK KEDUA dengan nilai ganti sesuai tagihan/kesepakatan .

g. Dalam hal jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para
Pihak, maka pengajuan tagihan Indemnity yang dapat disampaikan oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA wajib diajukan selambat-lambatnya
1 (satu) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.

h. PIHAK PERTAMA berhak melakukan Verifikasi atau pemeriksaan terhadap
tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal hasil Verifikasi
terhadap tagihan tersebut PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekeliruan
atau penyimpangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak
pembayaran tagihan atau meminta PIHAK KEDUA untuk memperbaiki
tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada PIHAK
PERTAMA.

i. Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari
ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA,
maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut
kepada PIHAK PERTAMA atau dikompensasikan di pembayaran bulan
berikutnya begitupula sebaliknya.

j. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka PIHAK KEDUA bertanggung
jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli
kepada kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan.

2. Tata Cara Pembayaran

a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja
terhitung sejak tanggal PIHAK PERTAMA telah menerima secara lengkap
tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan proses Verifikasi selesai
dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Tagihan Produk Mandiri Inhealth Indemnity sejak berakhirnya Bulan Pelayanan
dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk
memperpanjang Perjanjian ini, berhak untuk ditolak atau tidak membayarkan
tagihan pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA.
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c. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang
diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang timbul oleh karena PIHAK KEDUA
memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta Mandiri
Inhealth yang tidak termasuk hak Peserta Mandiri Inhealth sesuai dengan plan
dan manfaat asuransi yang dimilikinya.
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LAMPIRAN III
Nomor : 5.6/AJII/KOP-BPN/PKS/0524
Nomor : 445/ 13 / P] / UPT RSUD PTK / 2024

PETUNJUK TEKNIS
TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN
PRODUK MANDIRI INHEALTH MANAGED CARE SKEMA I-PRO
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

I. KePesertaan

A. Peserta yang dapat dilayani di PIHAK KEDUA adalah Peserta Mandiri Inhealth
Managed Care Skema I-Pro dengan produk yang dapat dilayani di Provider Mandiri
Inhealth Managed Care dan Indemnity. Peserta mempunyai dan membawa Kartu
Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card pada Aplikasi PIHAK PERTAMA dari
handphone Peserta dengan status aktif pada Aplikasi MI-Care atau Aplikasi RS Online
yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).

B. Plan Peserta yang dapat dilayani di PIHAK KEDUA adalah Plan Peserta Mandiri
Inhealth sesuai kesepakatan Para Pihak yaitu :

a. Manfaat Utama, Pelayanan Khusus dan Manfaat Pilihan;

b. Dapat memanfaatkan ke poli
umum/spesialis/subspesialis Rumah Sakit;

c. Berlaku Nasional dan Internasional;

Dapat dirujuk ke Rumah Sakit eksklusif, Rumah Sakit

sekelas lainnya atau Rumah Sakit diluar negeri;

Manfaat Utama, Pelayanan Khusus dan Manfaat Pilihan;

Dapat memanfaatkan ke poli umum Rumah Sakit;

Pelayanan di poli spesialis Rumah Sakit tanpa Rujukan;

Berlaku Nasional;

Dapat dirujuk ke Rumah Sakit eksklusif;

Manfaat Utama, Pelayanan Khusus dan Manfaat Pilihan;

Pelayanan spesialistik kandungan, THT, Mata dan Anak

berlaku tanpa Rujukan;

Berlaku Nasional;

I-Pro Gold d. Pelayanan pada seluruh jaringan provider yang

ditunjuk, kecuali Rumah Sakit eksklusif;

e

I-Pro Diamond

I-Pro Platinum

cSolpao T

I1. Pelayanan kesehatan
A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan Managed Care Skema I-Pro, terbagi atas :
1. Manfaat Utama
Pelayanan dengan prosedur Managed Care.

a. Rawat Inap (RI);
1) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/ sub-spesialis;
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2) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta;

3) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;

4) Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif;

5) Rehabilitasi medis;

6) Pelayanan Gawat Darurat (emergency) dengan keadaan darurat akibat
kecelakaan, baik akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja;

7) Pemberian obat-obatan sesuai dengan mengutaman Formularium Obat
Inhealth (FOI) atau sesuai Formularium Rumah Sakit yang telah
disepakati;

8) Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

9) Pelayanan transfusi darah.

b. Pelayanan One Day Care;

c. Pelayanan Obat-obatan;
Obat Rawat Inap Tingkat Lanjutan diberikan langsung oleh dokter yang
terdaftar sebagai dokter spesialis/sub spesialis di Rumah Sakit PIHAK
KEDUA vyang mengacu kepada ketentuan dan daftar Formularium Obat
Inhealth (FOI) berlaku dan atau Formularium Rumah Sakit yang telah
disepakati yang selanjutnya Obat dapat diambil pada Instalasi Farmasi
(IFRS).
Pelayanan Obat Rawat Inap sedapat mungkin dilakukan dengan sistem OUDD
(One Unit Dispensing Dose) atau ODDD (One Day Dispensing Dose).
Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat
sitostatika atau obat-obatan kanker lainnya mengacu kepada ketentuan pada
buku Formularium Obat Inhealth (FOI) yang berlaku.
Ruang lingkup pelayanan termasuk tata cara/mekanisme pengambilan obat
khusus dan albumin mengacu kepada ketentuan pada buku Formularium Obat
Inhealth (FOI) yang berlaku atau berdasarkan persetujuan PIHAK
PERTAMA.

d. Tindakan operatif khusus (jantung, paru, ginjal (tidak termasuk organ
transplantasinya)) termasuk pelayanan penunjang diagnostik sederhana
sampai canggih;

e. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat pelayanan standar
Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA

2. Manfaat Pilihan
Pelayanan dengan prosedur indemnity.

a. Rawat Tingkat Jalan Lanjutan (RJTL) dan Rawat Gigi;
1) Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan
oleh dokter spesialis/sub spesialis;
2) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
3) Tindakan medis;
4) Rehabilitasi medis;
5) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut (termasuk pembedahan gigi bungsu);
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6) Pemberian obat-obatan;

7) Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);

8) Pelayanan Gawat Darurat dengan kriteria emergency;

9) Dalam hal PIHAK KEDUA menyediakan layanan Telemedicine, maka
lingkup pelayanan sebagai berikut :

a) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter
yang terdaftar di PIHAK KEDUA;

b) Pelaksanaan Telemedicine Rawat Jalan Tingkat Lanjutan hanya untuk
kasus kronis, kasus kehamilan dan poli anak. Pelayanan Telemedicine
dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari
PIHAK PERTAMA;

c) Pemberian surat Rujukan antar spesialis/sub spesialis, fasilitas
penunjang diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan
Telemedicine;

d) Pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter
yang terdaftar di PIHAK KEDUA yang mengacu kepada ketentuan
yang berlaku dengan prosedur penyerahan obat sebagai berikut :

1) Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan
kepada Peserta Mandiri Inhealth pada ruang chat/call/video call
Telemedicine.

2) Obat akan diserahkan PIHAK KEDUA melalui pengiriman kepada
alamat Peserta Mandiri Inhealth. Biaya pengiriman obat dapat
ditagihkan PIHAK KEDUA kepada Peserta Mandiri Inehalth.

b. Rawat Bersalin;
1) Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/sub-spesialis;
2) Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta;
3) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
4) Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif;
5) Rehabilitasi medis;
6) Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);
7) Pelayanan transfusi darah.

c. Pelayanan Medical Check Up (MCU) atau General Check Up (GCU);
d. Kemoterapi dan/atau Haemodialisa;

e. Penyakit yang berhubungan dengan hormonal;

f. Tumbuh kembang (congenital);

Alat bantu tanam (implant) dan Alat bantu (prosthe);

o u

Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat pelayanan standar
Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

B. Kelas/Kamar Perawatan

Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di PIHAK KEDUA, maka hak atas
kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:
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1. Hak Peserta Mandiri Inhealth I-Pro adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan
yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu Mandiri Inhealth dari
Peserta yang bersangkutan;

2. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil
kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya,
maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan
merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, tetapi akan menjadi tanggung
jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diKlaim ke
PIHAK PERTAMA, baik oleh Peserta maupun PIHAK KEDUA;

3. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka
berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi,
untuk maksimal 3 (tiga) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah
memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1;

b. Peserta yang memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih
Rumah Sakit Provider lainnya;

c. Apabila Hari Rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas terlewati
maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab
PIHAK KEDUA.

4. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3.c) angka II huruf B Lampiran ini,
maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai
konsekuensi yang timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk
menandatangani surat pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

C. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan

1. Persyaratan Administratif

Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider Tingkat lanjutan adalah:

a. Membawa dan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card
pada Aplikasi PIHAK PERTAMA dari handphone Peserta dengan status aktif
pada Aplikasi RS Online yang divalidasi dengan kartu identitas
(KTP/SIM/Paspor).

b. Pada Pelayanan Manfaat Pilihan, petugas administrasi PIHAK KEDUA akan
melakukan verifikasi Peserta dengan melakukan prosedur tapping kartu
Peserta pada alat mi-tap atau dengan prosedur Key-in pada Aplikasi
Pelayanan Kesehatan Online untuk menerbitkan Surat Jaminan/Informasi
Benefit serta akan mendapatkan penjaminan pelayanan rawat jalan secara
cashless. Jika limit manfaat telah habis, maka Peserta dapat diberlakukan
sebagai pasien umum dan/atau membayar kelebihan biaya pelayanan yang
timbul.

c. Peserta menyerahkan surat perintah rawat inap baik dari dokter yang
merawat di Provider Tingkat Pertama atau poli atau unit gawat darurat
Provider Rumah Sakit.

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 Halaman 53
o~

PIHAK PERTAMA:

PIHAK KEDUA: /

Paraf




D.

5. Prosedur Pelayanan di Provider Rumah Sakit.

a. Prosedur Pelayanan Manfaat Utama merujuk pada huruf D angka 2 Lampiran
I Perjanjian ini.

b. Prosedur Pelayanan Manfaat Pilihan merujuk pada huruf D angka 2 Lampiran
IT Perjanjian ini.

Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan RITL, beberapa kemungkinan sebagai tindak
lanjut bagi Peserta Mandiri Inhealth, adalah:

a. Pelayanan RJTL selesai diberikan Rujukan balik;
b. Peserta pulang, tetapi disuruh kontrol kembali;
c. Peserta Mandiri Inhealth dirawat;

2. Rujukan Intern bila diperlukan konsul kebagian/Poliklinik spesialis lain, maka
Peserta diberikan surat konsul intern di dalam lingkungan RS tersebut.
Selanjutnya perhatikan alur pelayanan diatas.

3. Rujukan Ekstern bila Peserta dirujuk keluar dari lingkungan RS tersebut, maka
Peserta diberikan surat Rujukan/konsul ekstern dari RS pengirim. Surat
Rujukan/konsul ekstern harus dilegalisasi oleh Petugas Mandiri Inhealth atau
Petugas PRO di RS.

E. Pelayanan yang Tidak Ditanggung PIHAK PERTAMA (disesuaikan dengan
ketentuan dalam Polis dan Endorsement Peserta Mandiri Inhealth)

1. Tidak sesuai ketentuan, prosedur dan indikasi medis;

2. Pelayanan/pengobatan terhadap gangguan mentaldan  perilaku
(schizophrenia, schizotypal, delusional disorders) dalam kategori F20 - F29 ICD-
10;

3. Penyakit yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri (upaya bunuh diri, olah raga
berbahaya, Penyalahgunaan Narkoba/Zat adiktif lain);

4. Pelayanan bersifat kosmetik dan estetik, termasuk perawatan keloid yang tidak
mengganggu fungsi;

5. Imunisasi diluar imunisasi dasar;

6. Khitanan tanpa indikasi medis;

7. Pelayanan yang belum diakui secara sah oleh Kementerian Kesehatan RI (masih
dalam uji coba);

8. Pelayanan program dalam upaya memperoleh keturunan;

9. Alat bantu kesehatan antara lain dan tidak terbatas pada: kursi roda, tongkat
penyangga, korset, kantong es batu/air hangat, pispot, kasur decubitus, decker,
underpad;

10. Biaya transportasi/ambulance, fotocopy, telepon;

11.Biaya administrasi lain yang tidak terkait dengan pengobatan (misalnya.
administrasi pengurusan surat-surat keterangan kelahiran, resume medis, visum
din);

12. Memulihkan kesehatan selain di Rumah Sakit (Homecare, Sanatorium dan
sejenisnya);

13. AIDS dan ARC (Aids Relative Complex), HIV positive, termasuk dan tidak terbatas
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pada pemeriksaan HIV dalam darah;

14. Kelainan bawaan/congenital dan herediter, misalnya: hernia pada usia sampai
dengan 8 (delapan) tahun, VSD, ASD, debil, embicil, mongoloid, cretinism,
thallasemia, haemophilli, autism, dan lain-lain;

15. Kelainan Tumbuh Kembang;

16. General Check Up, screening kesehatan dan tes kesehatan yang tidak berhubungan
dengan pengobatan;

17. Pemeriksaan HBV-DNA secara langsung tanpa didahului pemeriksaan HbsAg;

18. Screening ulang darah oleh Rumah Sakit;

19. Pembersihan karanggigi  (scalling), upaya-upaya/tindakan perataan
letak gigi (orthodontie), pemutihan gigi (bleaching), mahkota selubung dan
mahkota jembatan;

20. Dialisa (Peritoneal dialisa dan Haemodialisa);

21.Pembuatan Visum et repertum;

22.Vitamin, multivitamin, obat-obatan herbal dan suplemen diluar FOI;

23. Penyakit Menular Seksual dalam kategori A50 - A64 ICD-10;

24.Pengobatan akibat tindakan melanggar hukum, kriminal, melawan penahanan
yang sah, Peserta diserang akibat tindakan provokasi yang dilakukannya;

25.1kut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak),
keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan pengacauan, pemberontakan,
perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan criminal,
aktivitas yang melanggar hukum atau berdinas di angkatan bersenjata atau
kepolisian. Untuk itu dalam hal tertanggung adalah korban maka yang
bersangkutan berhak atas jaminan manfaat;

26.Bencana Alam (bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, dan
sebagainya), atau kondisi lain berdasarkan keputusan Pemerintah dinyatakan
sebagai kondisi dengan status keadaan darurat bencana atau keadaan
kedaruratan lainnya;

27.Penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat yang memiliki jadwal tetap,
diakui secara internasional, penerbangan komersial kecuali Tertanggung diberikan
perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis;

28.Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi
ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau
limbah nuklir dari proses fissi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir;

29.Segala jenis cedera atau penyakit yang disebabkan olah raga berbahaya seperti
panjat gunung/tebing, bungy jumping, hang gliding, balap
mobil/motor/sepeda/lomba kecepatan kendaraan beroda lainnya, parasut/terjun
payung, tinju/olahraga kontak fisik lainnya, akrobatik, diving/scuba diving/selam,
gantole, terbang layang/layang gantung, arung jeram dan semua jenis olahraga
berbahaya lainnya;

30.Pembelian  obat-obatan tradisional/herbal/yang belum terdaftar pada
Kementerian kesehatan dan atau BP POM/tanpa resep dokter (over the counter
drug);

31. Perawatan kesehatan di Spa, Health Hydros dan tempat perawatan tradisional;

32. Alat yang ditanam dalam tubuh (Implant)

33. Multivitamin dan food supplement;

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 Halaman 55

PIHAK PERTAMA:
Paraf

PIHAK KEDUA: /(P /




34.
35.
36.
37.
38.
39,
40.

41.
42.

43

44,

45

Perawatan atau pelayanan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa;
Transplantasi organ tubuh;

Home Nursing (perawatan di rumah) atau untuk perawatan pribadi;

Haemodialisa (cuci darah) dan Radiotherapi/Kemoterapi untuk segala jenis kanker;
Komplikasi kehamilan;

Semua jenis vaksinasi;

Pengobatan akupuntur yang dilakukan bertujuan untuk
kecantikan/estetika/fertislisasi (usaha mendapatkan keturunan)/menurunkan
atau menaikan berat badan;

KB/alat kontrasepsi/sterilisasi;

Refraksi Mata;

.Kawat Gigi atau tindakan/layanan kesehatan gigi yang berhubungan dengan

estetika;
Bayi Tabung;

.Kacamata atau lensa bukan untuk kesehatan (berhubungan dengan estetika);
46.
Catatan :

Evakuasi medis.

Inhealth,

F. Tarif Pelayanan Kesehatan

Tarif pelayanan Peserta Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro berlaku ketentuan

sebagai berikut :

1.

2.

Pada pelayanan kesehatan dengan Manfaat Utama maka tarif yang ditagihkan adalah

tarif sesuai Lampiran I Perjanjian ini;

Pada pelayanan kesehatan dengan Manfaat Pilihan maka tarif yang ditagihkan adalah

tarif sesuai Lampiran II Perjanjian ini.

G. Biaya Pelayanan Obat dan Penyediaan Ketersediaan FOI di PIHAK KEDUA

1.

Biaya Obat

Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA,
maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta Mandiri

a. Biaya pelayanan obat Formularium Obat Inhealth (FOI) bagi Peserta Mandiri

Inhealth Produk Managed Care Skema I-PRO dengan Manfaat Utama Rawat Inap
sesuai dengan ketentuan dalam buku Formularium Obat Inhealth (FOI) yang
berlaku.

. Harga obat Formularium RS yang disepakati adalah sesuai Lampiran I Perjanjian

ini.

. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta

sepanjang pelayanan obat bagi Peserta yang diberikan masih masuk dalam ruang
lingkup.

2. Prosedur Pelayanan

a. Alur Pelayanan Obat ke Peserta

1) Obat yang diresepkan kepada Peserta Mandiri Inhealth adalah Rawat Inap
mengacu kepada Formularium Obat Inhealth (FOI) dan Formularium Rumah
Sakit yang disepakati.
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2) Peresepan mengutamakan Obat Formularium Obat Inhealth (FOI), IFRS
menerima resep dari Peserta yang berasal dari Provider Mandiri Inhealth,
dengan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth asli yang diterbitkan oleh PIHAK
PERTAMA, SIP-RIL dan lembar resep asli dari dokter yang sudah
ditandatangani dokter yang memeriksa/merawat.

3) Bila obat yang diresepkan oleh Dokter Mandiri Inhealth tidak terdapat dalam
Formularium Obat Inhealth (FOI) maka IFRS dapat mengganti obat tersebut
dengan obat yang kelas terapi, isi dan dosisnya sama dengan yang terdapat
dalam Formularium Obat Inhealth (FOI) dengan terlebih dahulu
menyampaikan hal tersebut kepada Dokter penulis resep baik secara
langsung maupun via telepon;

b. Bila obat Formularium Obat Inhealth (FOI) yang diresepkan oleh Dokter Mandiri
Inhealth tidak tersedia di IFRS, maka IFRS dapat mengganti obat tersebut dengan
menggunakan obat FOI merek dagang lainnya atau Formularium Rumah Sakit
dengan harga FOI atau kesepakatan.

c. Prosedur penyerahan obat oleh IFRS sebagai berikut :

1) IFRS wajib menjelaskan jumlah / jenis dan harga obat yang diberikan kepada
Peserta Mandiri Inhealth.

2) Peserta menandatangani tanda terima obat pada resep tersebut, setelah obat
diserahkan.

d. Jumlah Obat Yang Diberikan :

Obat RIL diberikan sesuai kebutuhan medis dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obat simptomatik diberikan maksimum 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.

2) Obat kronis dapat diberikan maksimum untuk keperluan 30 (tiga puluh) hari
pada kasus dan keadaan tertentu.

3) Antibiotika diberikan yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam FOI,

4) Obat Khusus dan Obat Kanker yang diberikan mengacu pada ketentuan dalam
FOI.

3. Penyediaan dan Monitoring Ketersediaan FOI Di IFRS
a. Proses Pemesanan Obat :

Instalasi Farmasi (IFRS) memesan obat ke Distributor Obat atau PBF (Pedagang
Besar Farmasi dengan syarat dan mekanisme sebagai berikut :

1) Setiap pemesanan dan pengadaan obat oleh PIHAK KEDUA kepada
Distributor Obat atau PBF (Pedagang Besar Farmasi) harus menggunakan
Aplikasi SIMO, surat pemesanan obat tersebut diapprove atau disetujui
terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA melalui Aplikasi SIMO.

2) Instalasi Farmasi (IFRS) melakukan akses aplikasi melalui

https://simo.Inhealth.co.id/ dan login dengan username dan password yang
sudah diberikan.

3) Dalam pemesanan obat melalui Aplikasi SIMO, Instalasi Farmasi (IFRS) harus
memperhatikan cabang distributor yang dipilih.

4) Jenis dan jumlah obat FOI yang dipesan melalui SIMO didasarkan pada:
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« Jumlah dan jenis obat yang dipakai bulan sebelumnya.

e Perkiraan penambahan atau pengurangan jenis dan jumlah obat yang
dibutuhkan (dilihat dari rekapitulasi jumlah dan jenis obat dari tagihan
Instalasi Farmasi (IFRS))

5) Instalasi Farmasi (IFRS) mengirimkan cetak SPO melalui SIMO kepada
distributor.

b. Alur pemesanan obat Mandiri Inhealth melalui Aplikasi SIMO

Mulai
! Login | Login ¢ =
>  Buat SPO —>  BuatDO
NO \l/

HF e Kitim Obat Ke
. e innm t Ke
Lo spO ) &—— Input Data PO el

YES
Cetak SPO —
Obat diterima <
input data
(faktur)
Keterangan
Stok Makzimal pengiriman cbat
agslah 3 har :Qjar PO
SELESAI di-zpprove inHeaith

c. Monitoring ketersediaan obat :
1) IFRS berkewajiban memberikan fotokopi dari setiap faktur penjualan dari
Pedagang Besar Farmasi kepada PIHAK PERTAMA.
2) Berdasarkan faktur tersebut PIHAK PERTAMA dapat mengetahui
ketersediaan obat di IFRS.

d. Ketidaktersediaan FOI di Distributor/ Perusahaan Farmasi
IFRS yang ditunjuk untuk melayani Peserta Mandiri Inhealth berkewajiban untuk
menyediakan obat-obat yang sesuai dengan Formularium Obat Inhealth (FOI)
yang berlaku. Apabila obat Formularium Obat Inhealth (FOI) tidak tersedia atau
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stok obat sedang kosong maka dalam melayani kebutuhan obat Peserta Mandiri
Inhealth IFRS dapat melakukan beberapa alternatif berikut :

1)

2)

3)

4)

3)

6)

Menggunakan stok obat Provider terlebih dahulu kemudian segera melakukan
pemesanan untuk menggantikan stok obat yang telah terpakai (pinjam
pakai).

Menggunakan obat pendamping yang ada didalam Formularium Obat Inhealth
(FOI) vyaitu obat dengan zat aktif, dosis dan sediaan yang sama yang
diproduksi oleh Perusahaan Farmasi lain.

Jika tidak terdapat obat pendamping, dapat menggunakan stok obat Provider
dengan harga kesepakatan dalam batas waktu 7 (tujuh) Hari Kerja dengan
pemantauan ketat dari PRO/Petugas Mandiri Inhealth.

Menggunakan obat Formularium Nasional (FORNAS) yang sejenis (memiliki
zat aktif yang sama) jika IFRS memiliki persediaan stok obat Formularium
Nasional (FORNAS).

Apabila terdapat obat kosong pabrikan yang tidak memiliki sandingan dapat
menggunakan stok obat Provider yang dimiliki IFRS dengan harga sesuai
kesepakatan dengan Mandiri Inhealth.

Mengusahakan ke apotek lain atau apotek penyangga.

H. Tata Cara Pengajuan Tagihan oleh PIHAK KEDUA dan Tata Cara Pembayaran
oleh PIHAK PERTAMA

1. Ketentuan Umum

da.

b.

C.

Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta Mandiri Inhealth oleh
PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif.

Pengajuan tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dilaksanakan secara teratur setiap bulannya,
yaitu :

1)

2)

Manfaat utama dengan pelayanan Managed Care selambat-lambatnya pada
tanggal 10 (sepuluh) di Hari Kerja bulan berikutnya;

Manfaat pilihan dengan pelayanan Indemnity selambat-lambatnya pada
tanggal 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Peserta Mandiri Inhealth
Indemnity keluar / selesai perawatan.

Tagihan Klaim Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-PRO

Tagihan/invoice atas biaya Pelayanan Peserta oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif melalui aplikasi yang ditetapkan
PIHAK PERTAMA dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan berkas
fisik atau Berkas Elektronik), sebagai berikut:

1) Persyaratan Klaim Rawat Inap

Tagihan/invoice atas biaya Pelayanan Peserta oleh PIHAK KEDUA kepada
PIHAK PERTAMA dilakukan secara kolektif melalui aplikasi yang ditetapkan
PIHAK PERTAMA dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan
berkas fisik atau Berkas Elektronik), yang dilampirkan pada setiap nomor SJP
per Peserta, berkas pengajuan Klaim pelayanan sebagai berikut:
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a) Kuitansi asli bermaterai cukup atau buti pembayaran lain yang sah sesuai
ketentuan yang berlaku Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang diisi dan
ditanda tangani oleh Peserta.

b) Formulir Pengajuan Klaim (FPK) rangkap 3 (tiga).

c) Lampiran rekapitulasi pelayanan atau perincian biaya pelayanan luaran
aplikasi atau manual.

d) Surat Rujukan/keterangan gawat darurat.

e) Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Rawat Inap.

f) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti permintaan dan
hasil penunjang diagnostik, bukti permintaan dan hasil tindakan medik,
bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya atau bukti resume
medis, bukti laporan operasi (bila diperlukan), bukti surat keterangan
gawat darurat/emergency bila Klaim Kasus Gawat Darurat (emergency).
Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab
dalam setiap kegiatan pelayanan.

g) Salinan Kartu Mandiri Inhealth atau surat keterangan bila belum
mendapatkan Kartu Mandiri Inhealth

h) Pengajuan tagihan pelayanan rawat inap oleh PIHAK KEDUA sedapat
mungkin diajukan bersama tagihan Klaim Obat dalam satu waktu.

2) Persyaratan Klaim Rawat Jalan dan Rawat Gigi

a) Kuitansi asli bermaterai cukup atau buti pembayaran lain yang sah sesuai
ketentuan yang berlaku Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang diisi dan
ditanda tangani oleh Peserta.

b) Surat Jaminan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

c) Salinan Kartu Mandiri Inhealth atau surat keterangan bila belum
mendapatkan Kartu Mandiri Inhealth.

d) Formulir Rawat Jalan yang telah diisi lengkap dan jelas, atau bentuk berkas
lain berisi informasi tentang tanggal pelayanan, diagnosa lengkap dan
rincian pelayanan gigi serta obat-obatan yang diberikan, ditandatangani
dan stempel/cap dari dokter yang memeriksa.

e) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti penunjang
diagnostik, bukti tindakan medik, bukti diagnosis yang menyebutkan nama
dokternya, bukti resep obat / billing pelayanan dari masing - masing unit
pelayanan. Bukti - bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang
bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelayanan.

f) Lampiran rekapitulasi pelayanan.

g) Resume Medis.

3) Persyaratan Klaim Persalinan

a) Kuitansi asli bermaterai cukup atau buti pembayaran lain yang sah sesuai
ketentuan yang berlaku Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang diisi dan
ditanda tangani oleh Peserta

b) Surat Jaminan yang diterbitkan PIHAK PERTAMA.

c) Formulir Rawat Inap yang telah diisi lengkap dan jelas dan atau Resume
Medis lengkap yang berisikan riwayat pelayanan medis, diagnosa lengkap,
pengobatan, tindakan/pelayanan yang diberikan serta tanggal pelayanan
yang ditandatangani dokter yang merawat dan stempel/cap Provider

PKS RS & IF RS MC IRISAN, INDEMNITY & MC I-PRO Ver.1 022021 A Halaman 60

PIHAK PERTAMA: t’
Paraf
PIHAK KEDUA: /\ /
P




d) Salinan Kartu Mandiri Inhealth atau surat keterangan bila belum
mendapatkan Kartu Mandiri Inhealth

e) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti permintaan dan
hasil penunjang diagnostik, bukti permintaan dan hasil tindakan medik,
bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya atau bukti resume
medis, bukti laporan operasi (bila diperlukan), bukti surat keterangan
gawat darurat/emergency bila Klaim Kasus Gawat Darurat (emergency).
Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab
dalam setiap kegiatan pelayanan.

f) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA.

d. Dalam hal berkas tagihan yang disampaikan tidak atau belum memenuhi
persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan
dikembalikan kepada PIHAK KEDUA untuk diperbaiki atau dilengkapi.
Selanjutnya PIHAK KEDUA wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan
yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke PIHAK PERTAMA. Prosedur
lebih lanjut dengan lingkup pelayanan manfaat utama mengacu pada huruf H
Lampiran I Perjanjian ini atau lingkup pelayanan manfaat pilihan di mengacu pada
huruf H Lampiran II Perjanjian ini;

e. Prosedur masa kadaluwarsa Klaim dengan lingkup pelayanan manfaat utama
diatur pada huruf H Lampiran I Perjanjian ini atau lingkup pelayanan manfaat
pilihan diatur pada huruf H Lampiran II Perjanjian ini;

f. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para
Pihak, maka pengajuan tagihan yang dapat disampaikan oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA diatur pada huruf H Lampiran I Perjanjian ini untuk
lingkup pelayanan manfaat utama atau diatur pada huruf H Lampiran II Perjanjian
ini untuk lingkup pelayanan Manfaat Pilihan;

g. PIHAK PERTAMA berhak melakukan Verifikasi atau pemeriksaan terhadap
tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal hasil Verifikasi terhadap
tagihan tersebut PIHAK PERTAMA menemukan adanya kekeliruan atau
penyimpangan maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak pembayaran
tagihan atau meminta PIHAK KEDUA untuk memperbaiki tagihannya dan
menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada PIHAK PERTAMA;

h. Apabila PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari
ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada PIHAK KEDUA, maka
PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada
PIHAK PERTAMA atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya
begitupula sebaliknya;

i. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka PIHAK KEDUA bertanggung
jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada
kepada PIHAK PERTAMA apabila dibutuhkan.
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2. Tata Cara Pembayaran
a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung
sejak tanggal PIHAK PERTAMA telah menerima secara lengkap tagihan yang
diajukan oleh PIHAK KEDUA dan proses Verifikasi selesai dilaksanakan oleh

PIHAK PERTAMA.

b. Tagihan Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro untuk Manfaat
Utama yang diajukan lebih dari 3 (tiga) bulan atau tagihan Produk Mandiri
Inhealth Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro untuk Manfaat
Utama yang diajukan lebih dari 1 (satu) bulan sejak berakhirnya Bulan Pelayanan
dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan Para Pihak untuk
memperpanjang Perjanjian ini, berhak untuk ditolak atau tidak membayarkan
tagihan pembayarannya oleh PIHAK PERTAMA.

d. PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang
diajukan oleh PIHAK KEDUA, yang timbul oleh karena PIHAK KEDUA
memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta Mandiri
Inhealth yang tidak termasuk hak Peserta Mandiri Inhealth sesuai dengan plan
dan manfaat asuransi yang dimilikinya.
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FORM KENDALI PKS /
R§~ SUHO“ Mo ‘\ah\d\a —1V/ o} ( 21024 v8: 30/ 6 /2626 Nama PRO: NANA MAULIDIAN
No Kondisi SLA Kerja Paraf TTZ’:“:‘:' 7"‘;:::’"" Tanggal Selesai | Kapitasi/FFs Cm;“::";‘;’ai”i“"‘
1 |Pembuatan Draft PKS (3 bulan sebelum TMB) 7 gimish peseita, 1 teax %
Fmrdaftar: ......... } 3 4
2 |Ada paraf Kanit Pelkes/ Ka Kly tiap halaman /ry;l tidak Sl S5
3 [Checkiist TMT-TMB oleh Koord. PRO vV %) T e e !vaf
Proses Cek Narasi dan Administrasi oleh PRO 4 [ Fee For service :
KOP___ (dalam bentuk Scan pdf PKS) t.p ('1$ -
roses Pengecekal i
£ i ot AR !
6 |Persetujuan Kanit Pelkes 3 J 'j .M q’g ’\"’)
7 |TTD Kepala KOPS 3
irim Pusat dan Hard i ]
8 it:n PKS Kirim Pusat da lcopy Kirim ke N J ‘/8'A
% RUANG LINGKUP PKS () RIP DR UMUM |() RI GIGI ()RIL ( JRITP ( ) OBATRIP ( ) OBATRITL
( JLAIN-LAIN SEBUTKAN :
SUMMARY UNTUK ADD/ BERITA ACARA a) NO PKS INDUK
10 b). PKS INDUK BERLAKU MULAL.....c...cccc00e./Dcrnrrrcnncrens
). PERUBAHAN / PENAMBAHAN (pilih) TENTANG :
11 |Ada perubahan tarif 6a 3 tidak jika ya, berapa kenaikannya dari yang terdahulu
12 Jf:::‘:(]:(lil:::::mplran tarif dan - tidak {keterangan :
anal : Juni 2024
BERKAS LAMPIRAN B'E(LR;TAND‘:(SI;S
- (
[KELENGKAPAN PKS (WAIIB) PP bl sesun
SIP/ SIO v v
Lampiran No rekening v J
Lampiran NPWP v J
SQ Perpanjangan PKS/ PKS Baru v J
SQ Kesesuaian Mapping v /
Lembar Kontroler Mapping
S.Shoot Mapping (s.file)
Re-credentialing v /
Surat Komitmen J
SQ TAMBAHAN BILA PERUBAHAN PROMIS
Approval Promis v ||ow
SQ Perubahan NPWP
SQ Perubahan No rekening
SQ Perubahan Plan/ BU

SQ Perubahan BPJ

Telaahan BPJ

Analisa Perubah Plan

Lampiran persetujuan BU jika BU Khusus

KELENGKAPAN BILA PERUBAHAN TARIF

Surat Permohonan dari Provider

Perbandingan tarif, simulasi & analisa

Catatan :

BA atau MOM harap dilengkapi apabila PKS telah habis masa TMB namun masih proses perpanjangan
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FORMULIR PANDUAN PENGISIAN TARIF JENPEL APLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
(MANAGED CARE)

Ceklist] pada tabel jika sudah di update pada aplikasi Pelayanan Kesehatan dan telah di validasi oleh Kepala Unit serta
mengirimkan dokumen pendukung via email untuk approval berkas lengkap pada Aplikasi PROMIS

1 Nama Provider : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE / IFRS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
2 Kode Provider : 1501R010 / 1501A022
3 Jenis Provider :  Rumah Sakit
4 Periode Kerjasama : 01 Juli 2024 - 30 Juni 2026
Pengisian Aplikasi Pelayanan Kesehatan Dokumen Pendukung
I(ode Jenis Pelayanan PKS/Berih Acara/Notulen Kesepakatan
Janls Pelayanan Tarlf Kesepakatan

Tar" Pelayanan

Mapping Jenis Pelayanan

Bahwa data tersebut diatas sudah id k penduk dan sudah diinput pada aplikasi Pelayanan Kesehatan
serta telah divalidasi oleh Kepala Unit dan di email ke providermc@inhealth.co.id

Wajib diisi
Pontianak , 25 Juni 2024
Diajukan oleh, Disetujui oleh, Mengetahui,
Provider Relation Officer Kepala Kly Pontianak fapeia Kstrfor,Opersstonal
Balikpapan
r »
\ i J
)

¥

Nana Maulidiah Yugo Akhsono R

tharina Sitorus
Disclaimer :
Jika terjadi keti pengisian tarif jenis pelayanan Rumah Sakit/Klinik pada daftar tarif referensi di aplikasi Pelayanan Kesehatan

Online dengan d p maka k tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Operasional.




FORMULIR PENGAJUAN APPROVAL PROMIS
(INDEMNITY)

FPAPIDM.2020.01

[ s [ Jrrevie xeans

mmmn : TMT PERPANJANGAN

1 Nama Provider
2 Kode Provider
3 Jenis Provider

1501R011
RUMAH SAKIT

RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

D Addendum

Dscuap hari/tertentu

4 Jenis PKS D Baru Renewal
5 Keberadaan PKS KOPS Ds.lml tanda tangan dalam proses tanda tangan
4 Tanggal Mulai PKS : 01/07/2024~- 30/06/2026
5 Jenis PKS : PERPANJANGAN
6 Nomor PKS KOPS 5.6/AJI1/KOP-BPN/PKS/0524
7 Waktu Pelayanan : Provider RIP 24 jam/tidak
Provider RIL Alamat website

Geo Location

8 Tipe Produk NOM COR (MANAGED COB IRISAN (COMBINE)
CARE)

9 NPWP : 00.143.185.7-707.000
10 Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
11 No Rekening : 1001013528

12 Atas Nama Pemilik Rekenin : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

13 Nama Bank dan Cabang : BANK KALBAR
14 Badan Usaha (BU) khusus :
a. Nama Badan Usaha (BU) :

b. Kode Badan Usaha (BU) :

-0.336695,111.740223

Kode Faskes BPJS :

Bahwa data tersebut diatas sudah sesuai dengan PKS, diinput pada aplikasi PROMIS dan di email ke providernmc®inhealth.co.id

Pontianak, 25 Juni 2024

Diajukan oleh,
Provider Relation Officer

Direview oleh,

ik |

Kepala Kly Pontianak

Disetujui oleh,

Kepala Kantor Operasional

Mengetahui, (*)
Kepala Departemen Provider

Rifki Umar Prawira

0%,
3
J
Nana Maulidiah Yugo Akhsono Rebekka K§tharina Sitorus
Disclaimer :
1. Untuk nomor wajib scan buku atau surat nomor
2. Pengisian data pada form approval sudah sesuai dengan isi PKS
3. Jika ada kesalahan pengisian data pada form yang kepada data di aplikasi PROMIS maka

dari Provider yang sudang ditandatangan oleh pihak Provider

tersebut ‘menjadi Jjawab KOP




mandiri
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FORMULIR PANDUAN PENGISIAN RENEWAL PKS APLIKASI PROMIS
(MANAGED CARE)
Ceklis®] pada tabel jika sudah di update pada aplikasi PROMIS dan g pp via email
1 Nama Provider : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE / IFRS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
2 Kode Provider : 1501R010 / 1501A022
3 Jenis Provider : Rumah Sakit

Pengisian Aplikasi PROMIS

Tanggal Mulai PKS Elhmn Eﬂama Bank EPRO

Etanggnl Habis PKS E'ulepon Nama Pemilik Rekening Pelavanan Tidak Kerjasama
DCOB EEm:il Ehomor Rekening Eladvnl Dokter
Eﬂon coB EG:O Location ENomw Npwp DBPJ

[ Jrisan [ ] eamvar provider [ Jnama pemink newr [Jsu xnusus
Dﬂnn Irisan Nomor Kontrak 1 Eﬂan DEPJS

DJeﬂls Kapitasi Enomor Kontrak 2 EPIC Provider (HLO) DPlan Spesial

Bahwa data tersebut diatas sudah sesuai dengan PKS, diinput pada aplikasi PROMIS dan di email ke providermc@®inhealth,co.id

Wajib diisi
Pontianak, 25 Juni 2024
Disetujui oleh,
Diajukan oleh, Kepala Kly Pontianak

Provider Relation Officer

[
)ﬁfa}ﬁ& | '\
' . Yugo Akhsono

Nana Maulidiah
Disclaimer :

Jika terjadi i ian data di data pada aplikasi PROMIS maka jé Jawab KOP




Communication/ Meeting

Date
Location :
Attendee:

19 Juni 2024
RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (RSUD KOTA)

1. dr. Eva Nurfarihah, Sp.THT-KL, M.Kes (Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie)
2. Suriati, S.Si.T, MPH (Kepala Bidang Pengendalian, Pengembangan Mutu, Pemasaran dan Hubungan

Masyarakat)

3. Yugo Akhsono (Ka Kly Mandiri Inhealth Pontianak)

4. Nana Maulidiah (PRO Mandiri Inhealth)
Agenda : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dengan Mandiri Inhealth
No Pokok Bahasan Keputusanl Issue PIC Target
1. | Kesepakatan - Perpanjangan Kerjasama periode 01/07/2024 s.d 30/06/2026 Provider Closed
kerjasama - Produk yang dikerjasamakan Managed Care dan Indemnity dan
- Tarif pelayanan kesehatan bagi Produk Mandiri Inhealth Mandiri
Managed Care dan Indemnity adalah Peraturan Daerah Kota | Inhealth
Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Pontianak
2. | Penginputan - Rumah sakit bersedia menginput layanan dan upload berkas | Provider Closed
laporan kunjungan pada aplikasi pelkes online (digitalisasi) dan
dan pengajuan - Untuk klaim indemnity, RS bersedia melakukan batching online | Mandiri
klaim pada Aplikasi dan upload berkas pada aplikasi (digitalisasi) Inhealth
Online Mandiri
Inhealth
3. | Penjaminan Skema | RS bersedia untuk menjalankan penjaminan Top Up Split Billing Provider Closed
Top Up COB BPJS {untuk peserta COB) baik produk Managed Care dan Indemnity dan
Kesehatan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BPJS Kesehatan. Mandiri
mekanisme Split Inhealth

Billing

RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie

(dr. Eva Nurfarihah, Sp.THT-KL, M.Kes)
‘Direktur Rumah Sakit

Pontianak, 19 Juni 2024
PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

24 2 4
g
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( Yugo Akhson
Head Of Service Office - Pontianak
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

1zin Komersial/Operasional
Izin Operasional Rumah Sakit

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan [zin Komersial/Operasional
berupa 1zin Operasional Rumah Sakit telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha :  Badan Layanan Umum (BLU) UPTD RSUD SULTAN
SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
Nomor Induk Berusaha : 8120117071319
Alamat Perusahaan 1 Jl. Komeodor Yos Sudarso
Lokasi Usaha
a. Alamat : Il Komodor Yos Sudarso
b. Desa/Kelurahan :  Sungaibeliung
c. Kecamatan . Pontianak Barat
d. Kabupaten/Kota :  Kota Pontianak
e. Provinsi :  Kalimantan Barat

Izin Izin Operasional Rumah Sakit ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Pontianak terlampir sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Operasional Rumah Sakit ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2020 QOleh : Walikota Kota Pontianak

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan
keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS

menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax, 582949 Pontianak 78124.
Website : http://DPMTK.pontianakkota.go.id E-Mail : dpmtkpontianak@yahoo.com

— il

SURAT PEMENUHAN KOMITMEN

NOMOR : 503/02 / DPMTKPTSP.2 / IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
TIER- € f 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,
Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Pontianak menyatakan kepada

. BADAN LAYANAN UMUM UPTD RSUD SULTAN

Nama Perusahaan : qynprp MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

Alamat . JL.KOMODOR YOS SUDARSO KEL.SUNGAI
Perusahaan " BELIUNG KEC.PONTIANAK BARAT

NIB : 8120117071319

Jenis Izin : IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C
masa berlaku : 08 APRIL 2021 08 APRIL 2026

KBLI : sebagaimana terlampir

JL.KOMODOR YOS SUDARSO KEL.SUNGAI

Lokasi Usaha * BELIUNG KEC.PONTIANAK BARAT

Menyetujui 121n Usaha yang diterbitkan Lembaga 0SS yang telah
memenuhi komitmen serta berlaku efektif selama Pelaku Usaha
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan
Peraturan Perundangan-Undangan.

Pontianak, 08 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

N

| DHAS PENANAMAN
i 0| ionAL TENAGA KER
DANPTSP

I

|

BUTAR BUTAR, SH

3aﬁb{na Tindgkat I
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
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00.143.185.7-707.000

DINAS KESEMATAN KOTA PONTIAMAK

2 ANMAD TAMNL FARTORATYA SONTIMAMAK STLATAN
NOTE STONTAMAM, KALIMAMTAN LARAT, TAT71

Targusd Feaiier 01042020 Q o_,d]p



WALI KOTA PONTIANAK

Membaca

Menimbang

Mengingat

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR : 821.2.23 / 2 /| BKPSDM-M /2023
Tentang

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

WALI KOTA PONTIANAK

Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi dan
Pejabat Administrasi (TPK-PPTPA) Pemerintah Kota Pontianak Nomor :
1/TPK-PPTPA/2023 Tanggal 04 Januari 2023;

a.

bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera mengangkat
Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam
lajur 7 daftar Lampiran Keputusan ini di lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak ;

bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural
tersebut di atas telah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja
Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi (TPK-PPTPA)
Pemerintah Kota Pontianak dengan surat yang nomor dan
tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 8 dan 9 daftar
Lampiran Keputusan ini ;

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2
daftar Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan
dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan yang dimaksud
dalam huruf a;

bahwa pengangkatan dalam jabatan tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;



Menetapkan
KESATU

KEDUA
KETIGA

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007
tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6
dan mengangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan
diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10,
daftar Lampiran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan;

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 06 Januari 2023
WALI KOTA PONTIANAK,
TTD
EDI RUSDI KAMTONO



DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR : 821.2.23/ 2 /BKPSDM-M / 2023

TANGGAL 6 JANUARI 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BESARNYA
TAN MBANGAN TPK-PPTPA
NO NAMA NIP TEMPAT/ PANGKAT/ UEIIATNG Jian PERTL TUNJANGAN KETERANGAN
TGL GOLONGAN JABATAN
BARU
LAHIR RUANG s NOMOR TANGGAL SETIAP BULAN
1 2 R R ] 6 i . U 8 9 10 : §
1 |MUCH. YAMIN, S.Sos, 197603121 Pontianak, Pembina |Jabatan Administrator sebagai Kepala|Jabatan Administrator Sebagai pibnrik.an tunjangan
M.Ec.Dev 998031004 12/03/1976 V/a Bidang Anggaran pada Badan Keuangan|Sekretaris Dinas Kepemudaan ljabatan setara '-“1“"'{
Daerah Kota Pontianak Olahraga dan  Pariwisata  Kota| 01 / TPK-PPTPA / _ |Esclon Mla scsuai
Pontianak 2023 04/01/2023 Rp. 1.260.000, desigan Yeisnitias
yang berlaku
TMT Pelantikan
2 |dr. RIFKA, MM 197403032 Yogvakarta, Pembina Tk.l |Jabatan Administrator sebagai Direktur|Jabatan Administrator Sebagai Diberikan tunjangan
002122006 03/03/1974 v/b pada UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad|Sekretaris Dinas Kesehatan Kota jabatan setara untulf
Alkadrie Kota Pontianak Pontianak 01 / TPK-PPTPA / Eselon [llLa sesuai
/ s 04/01/2023 Rp. 1.260.000,- |qencan  jetentuan
vang berlaku
TMT Pelantikan
3 |DADANG FITRAJAYA, SKM 196607121 Pontianak, Pembina [Jabatan Administrator sebagai Kepala|Jabatan Administrator Sebagai Diberikan tunjangan
986031007 12/07 /1966 V/a Bidang Pencegahan, Pengendalian | Sekretaris Dinas Sosial Kota Pontianak jabatan setara uumlf
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 01 / TPK-PPTPA / i 3 000.- Eselon Illa  sesuail
pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2023 S/la0e Rp. 1.260.000,- |gengan  ketentuan
yang berlaku
TMT Pelantikan
4 |dr. EVA NURFARIHAH, Sp.THT- | 197405272 Sukabumi, Pembina Tk.I |Dokter Madya pada Seksi Pelayanan|Jabatan Administrator Sebagai Diberikan  tunjangan|
KL 002122001 27/05/1974 V/b Medik UPT RSUD Sultan Syarif Mochamad|Direktur Pada UPT RSUD Sultan Syarif] jabatan setam '-m“-“"
Alkadrie Kota Pontianak Mohamad Alkadrie Kota Pontianak 01 / TPK-PPTPA / Eselon Ila sesuai
/ SRS 04/01/2023 Ry LIBOR00F Taereen:  ssatomn
yang berlaku
TMT Pelantikan
5 |MOHAMAD YASIN, SE 197806282 Jember, Penata Tk.l |Analis Kebijakan Muda pada Bagian|Jabatan Administrator Sebagai Kepala| Diberikan tunjangan
002121002| 28/06/1978 1i/d Umum  Sekretariat Daerah  Kota|Sekretariat Badan Penanggulangan jabatan setara “mulf
Pontianak Bencana Daerah Kota Pontianak 01 / TPK-PPTPA / Eselon ILb sesuai
/ 2023 04/01/2023 Rp. 980.000,- dengan ketentuan|
vang berlaku
TMT Pelantikan
6 |YENNIE MURDIANI, SE 198206072 Mempawah, Penata Tk.I |Analis Keuangan Pusat dan Daerah|Jabatan Administrator Sebagai Kepala Diberikan  tunjangan
005012013 07/06/1982 1/d Muda pada Bidang Anggaran Badan|Bidang  Anggaran pada Badan ljabatan setara untuk
Keuangan Daerah Kota Pontianak Keuangan Daerah Kota Pontianak 01 / TPK-PPTPA / Eselon [llLb sesuai
" / i 04/01/2023 Rp. 980.000,- |joncan  ketentuan
vang berlaku
TMT Pelantikan
7 |URAY RANDY DWI SAPUTRA, 198603192 Pontianal Penata Tk.l |Teknik Tata Bangunan dan Perumahan|Jabatan Administrator Sebagai Kepala) Diberikan tunjangan
ST 009031005| 19/03/1986 /d Muda pada Bidang Cipta Karya dan Jasa|Bidang Pertamanan dan jabatan setara untuk
Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan|Pengembangan Sistem Persampahan| 01 / TPK-PPTPA / 04/01/2023 Rp. 980.000.- Eselon IILb  sesuai
Penataan Ruang Kota Pontianak pada Dinas Pekerjaan Umum dan 2023 PSR dengan ketentuan
Penataan Ruang Kota Pontianak yang berlaku
‘TMT Pelantikan
8 |DAYANG YULIANI, SKM, MPH |197202091| Kapuas Hulu, Pembina Administrator Kesehatan Muda padalJabatan Adminisrator Sebagai Kepala Diberikan  tunjangan
992022002 09/02/1972 IV/a Bidang Pencegahan, Pengendalian|Bidang Pencegahan, Pengendalian jabatan setara unt.ul.f
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan|Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan| 01 / TPK-PPTPA / Ru. 980.000.- Eselon [lLb sesuai
Dinas Kesehatan Kota Pontianak pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak 2023 asjor/a0es B SRS dengan ketentuan
yang berlaku

TMT Pelantikan
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9 |KANTI APRIANI, SP., MT 198104092 Pontianak, Pembina |Analis Kebijakan Muda pada Sekretariat|Jabatan Adminisrator Sebagai Kepala Diberikan  tunjangan
002122001 09/04/1981 V/a Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan|Bidang Pertanian pada Dinas Pangan, jabatan setara untuk
Kota Pontianak Pertanian dan  Perikanan  Kota| 01 / TPK-PPTPA / Eselon [Lb  sesuai
Pontianak 2023 el B Rp. 980.000,- dengan ketentuan
yang berlaku
TMT Pelantikan
10 |IMANSYAH, ST., M.Eng. 197001042 Pontianak, Pembina [Jabatan Administrator sebagai Kepala|Jabatan Administrator Kepala Bidang Diberikan  tunjangan
003121003| 04/01/1970 IV/a Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah|Analisis Data, Perencanaan Ijabnmn setara untuk
B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota|Pembangunan, Perencanaan Program 01 / TPK-PPTPA / Eselon [Lb sesuai
Pontianak Monev dan Pelaporan pada Badan 2023 04/01/2023 Rp. 980.000,-  |dengan keteutuan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berlaku
Kota Pontianak ‘TMT Pelantikan
11 [IVAN KURNIAWAN, ST., MT 197005272 Pontianal, Pembina |.Jabatan Administrator sebagai Kepala|Jabatan Administrator sebagai Kepala Diberikan  tunjangan
002121004| 27/05/1970 IV/a Bidang Pertamanan dan Pengembangan|Bidang Pengelolaan Sampah dan jabatan setara untuk
Sistem  Persampahan pada Dinas|Limbah B3 pada Dinas Lingkungan| 01 / TPK-PPTPA / R Eselon [llLb  sesuai
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang|Hidup Kota Pontianak 2023 sl Ly Rp:990:200, dengan ketentuan
Kota Pontianak yang berlaku
TMT Pelantikan
WALIKOTA PONTIANAK,
TTD

Page 2
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FORMULIR KREDENSIALING/REKREDENSIALING
PROVIDER RUMAH SAKIT MANDIRI INHEALTH

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI ( MUTLAK )

: RSUD SULTAN MOHAMAD ALKADRIE
: JLKOM YOS SUDARSO
KEL SUNGAI BELIUNG

1. Nama Provider
2. Alamat Praktek

3. No. Telepon

4. Email

5. Dokumen Pendukung

c. Surat Akreditasi Rumah Sakit
d. Kontrak degan jejaring (jika ada)

* iaan memberikan

Keterangan
o Persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh setiap calon Provider Mandiri Inhealth

o Penilaian terhadap kriteria teknis dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

a. Surat / Aplikasi Permohonan Kerjasama menjadi PROVIDER Mandiri Inhealth
b. Surat ljin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku

e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha dan Nomor rekening pembayaran Giro/Badan Usaha
f. Akta pendirian dan perubahan terakhir, TDP/NIB, SK Kemenhumham
g. Menyatakan kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Mandiri Inhealth meliputi :

* Kesediaan mematuhi peraturan Perundangan yang berlaku

akses rekam medis peserta Mandiri Inhealth

Il. PERSYARATAN TEKNIS
KRITERIA BOBOT
NILAI KOR x BOBOT
A KUALITAS 25% SKOR x KRITERIA PENILAIAN
1. Ketenagaan 25%
a Pelayanan Medik Umum
- Dokter Umum |:|< 12 orang 212 orang 15% 100 0,94 <12 orang nilai 50, 2 50 orang nilai 100
- Dokter Gigi Umum <3orang I:la 3 orang 10% 50 0,31 <3 orang nilai 50, 2 3 orang nilai 100
b Pelayanan Spesialis Dasar ( P. Dalam, Bedah, Anak, Obgyn )
Dokter Spesialis tidak lengka < 3 orang per spesialis 15% 100 0,94 Tidak lengkap nilai 50, lengkap <3 orang
P gkap 8 per sp: ! per spesialis nilai 80, lengkap > 3 orang per
>3 orang per spesialis spesialis nilai 100
¢ Pelayanan Spesialis Dasar Penunjang Medik ( Radiologi, Pat.Klinik, Anestesi, Pat. Anatomi, Rehab. Medik )
Dokter Spesiali tidak lengk: <2 Zali 15% 20 075 Tidak lengkap nilai 50, lengkap < 2 orang
okter Spesialis 1dak lengkap orang per spesialis ' per spesialis nilai 80, lengkap > 2 orang per
| |22 orang per spesialis spesialis nilai 100
d Pelayanan Medik Spesialis lain (THT,Mata, Gigi dan mulut dll )
Dokter Spesialis Tidak ada I < 5 spesialis sebutkan spes ........... 20% 100 1,25 Tidak ada nilai m.JI,VAd? < 5 spesialis nilai 80,
lengkap 2 5 spesialis nilai 100
v |55 spesialis Spesialis THT, Bedah Syaraf,
P bedah tulang,
mata, paru, jantung, syaraf,
kulit kelamin, jwa
e Pelayanan Medik Sub Spesialis Tidak ada < 4 sub spesialis sebutkan spes ..... 15% 100 0,94 Tidak ada nilai m.Jl,vAd? <,4 spesialis nilai 80,
lengkap > 4 spesialis nilai 100
- 24 sub spesialis sebutkan spes .....
f Rasio Perawat/Bidan dibanding TT I:l 1:>2 01 10% 100 0,63 1:>2 nilai 50, 1:2 nilai 80, 1:1 nilai 100
2. Kiasifikasi RS [Inon kias 15% 100 3,75 Non Kias nilai 50, Kias nilai 100
3. Akreditasi RS Dasar Madya Utama Paripurna 30% 100 7,5 Dasar r1|\a| 50, h.lla.dya nilai 70, Utama nilai
90, Paripurna nilai 100
4. Pengalaman kerjasama dengan I:ltidak ya tahun (2020 s/d 2025) 20% 100 5 Tidak nilai 50, Ada nilai 100
Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan
/ Asuransi ( Sebutkan... )
5. Penghargaan / Prestasi/ Pengakuan profesionalisme I:ltidak ada ada (sebutkan..... 10% 100 2,5 Tidak nilai 50, Ada nilai 100
SUBTOTAL SUMBER DAYA MANUSIA 100% 24,5




B. SARANA DAN PRASARANA 25%
1. Bangunan 20%
a. Kepemilikan I:lSewa Hak Milik 20% 100 1 Sewa nilai 80, Kepemilikan nilai 100
b. Akses Lokasi dilalui kendaraan umum I:lTidak dilalui kend. Umum Roda 4 dilalui kend. Umum roda 4 40% 100 2 Tidak dilalui nilai 50, dilalui nilai 100
<10 mobil nilai 50, 10-25 mobil nilai 70,
. Te it Parki i 10 - 25 mobil lebih di 25 mobil 40% 100 2 ! ’
- Tempat parr |:|< 10 Mobil D mod! ° lebih dr 25 mobil nilai 100
2. Jumlah Tempat Tidur <1007 [ J1200-200 orang =220t 20%
o ilai 50, <30%
a. Kelas Il > 30% dr total TT <30% dr total TT 50% 50 1,25 > 30%dr total TT nilai 50, <30% dr total TT
nilai 100
< -
b. Ruang ICU <5%dr total TT >5%dr total TT 50% 50 1,25 < 5% dr total TT nilai 50, > 5% dr total TT
nilai 100
3. Pelayanan Penunjang Administrasi 30%
. . . . . . - Tidak tersendiri nilai nol, tersendiri nilai 80,
a. Ruang Pendaftaran bagi pasien asuransi/umum tidak tersendiri tersendiri khusus Mandiri Inhealth 20% 0 0 o
loket khusus Ml nilai 100
b. Lounges peserta prioritas/eksekutif RS Tidak Ada Ada khusus Mandiri Inhealth 15% 0 0,00 Tidak tersendiri m_‘a'_ 50, tersendiri nilai 80,
loket khusus M1 nilai 100
c. Jaringan Internet I:l Tidak Ada Ada 15% 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
d. Sistem Informasi Manajemen RS I:l Tidak Ada I:l Ada ( Tdk Online ) Ada (Online) 15% 100 1,13 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
e. Komputer Khusus Klaim Tidak Ada Ada 15% 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
f. Elektronik prescribtion Tidak Ada Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
8. Rekam Medik I:l Tidak Ada I:l Ada (Manual) . Ada (Manual dan Komputerisasi) 10% 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
4. Pelayanan Penunjang Klinik 30%
a.Ruang Rehabilitasi Medik D Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
b. Ruang Laboratorium [ ridak Ada 15% 100 113 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
c. Ruang Radiologi [] idak Ada 15% | 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
d. Ruang Farmasi [] idak Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
e. Ruang Pelayanan Darah [] idak Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
f. Ruang Gizi/Dapur I:l Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
g. Ruang Sterilisasi I:l Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
h. Laundry [] idak Ada [ Jada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
i. Ambulans [] idak Ada Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
SUBTOTAL SARANA DAN PRASARANA 100% 19,88
C. SISTEM DAN PROSEDUR 15%
1 Penetapan Hospital Bylaws [ ridak Ada Ada 20% 0 0 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
2 Standar Operasional Prosedur (SOP) /clinical guidline I:l Tidak Ada Ada 40% 100 6 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
3 Promosi Kesehatan dan edukasi I:l Tidak Ada 20% 100 3 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
a. Poster/Leaflet/Booklet
b. Alat Peraga / Model
c. DVD Player/LCD
4 Survei Kepuasan Pasien |:| Tidak Ada Ada ; Berkala/Tidak berkala 20% 100 3 Tidak ada nilai nol, ada tidak berkala nilai




|zsu, aaa peraia niar 10U

SUBTOTAL SISITEM DAN PROSEDUR 100% 12 I
Ill. KOMITMEN PELAYANAN 35%

1 Men'ggu‘nakan Apllkasw SIM Mandiri Inhealth Tidak bersedia Bersedia Bersedia dengan bridging SIM RS-MI 17% 100 5,95 Tidak b.ersedla I',I|a! nol,.Be.rsedla nilai 80,
(Aplikasi RS Online, SIMO dan MI-Care) Bersedia dgn bridging nilai 100

2 Memberikan Pelayanan sesuai panduan Klinis / Standar Operasional/PKS I:l Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100
Provider yang berlaku
a. dan FOI bagi layanan Managed i ia nilai i

3 p Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tl.da.k bersedia nA|Ia| T‘?I (ksus RS eksklusif

are nilai 50), Bersedia nilai 100
b. Harga obat Formularium RS sesuai kesepakatan bagi layanan Managed Care
& Indemnity

4 Tarif pelayanan sesuai kesepakatan I:l Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tidak bersedia nilai 50, Bersedia nilai 100
Diskon tarif pelayanan sesuai kesepakatan bagi layanan managed care dan ) . .

5 indemnity Tidak bersedia Bersedia 16% 50 2,8 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100
Menyediakan layanan split billing BPJSK dan melaksanakan Program Rujuk . . . N R P
balik ke Provider Tk.1 bagi layanan Managed Care Tidak bersedia Bersedia 16% 100 56 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100

SUBTOTAL KOMITMEN 100% 32,2
TOTAL 88,58

Hasil Kredensialing :
Kategori A (85-100)

Sangat Direkomendasikan

Kategori B (70-84) = Direkomendasikan
Kategori C (60 - 69 ) = Dapat Direkomendasikan

Kategori D (< 60 )

Tidak Direkomendasikan

Disposisi Kepala Unit MC/KLy

=SETUJU PKS
=TIDAK SETUJU PKS

Setuju PKS

Catatan Kepala Unit Managed Care/Kepala Kantor Layanan;

Catatan Kepala Kantor Operasional ;

Penanggung Jawab Inhealth

1%

v
Yugo Akhsono

Tim Seleksi Inhealth

¥
A

'
Nana Maulidiah




Nama PPK

LEMBAR KONTROLER MAPPING

: RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Tambalan Sementara gigi 12 v
2 Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 38 v
3 Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 21 v
4 Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 33 v
> Tambalan Amalgam per lubang gigi 11 v
6 Pulp Capping gigi 17 v
7 Pulpotomi gigi 36 v
8 Open bur/trepanasi gigi 35 v
9 Devitalisasi Pulpa gigi 34 v
10 Cabut Gigi Dewasa gigi 11 v

Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024

Keterangan :
1.

2.
3.
4

PRO Ka Kly

\ V
(NANA %VIAULIDIAH) ( YUGO AKHSONO )

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops
S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO
Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) : Mapping RIP (minin
15 Jenpel RI 10 Jenpel RJ
15 Jenpel RJ 10 Jenpel Gigi (Dokt

8 Jenpel Gigi



Nama PPK

LEMBAR KONTROLER MAPPING

: RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Visite Dokter Umum v
2 Visite Dokter Spesialis v
3 |ctG v
4 |eke v
S Monitor vital sign dan ECG (per hari) v
6 |eeG v
7 USG pembuluh darah v
8 USG neoromuscular v
9 Hematologi Onkologi v
10 BMP aspirasi v
11 BMP aspirasi v
12 |FNAB v
13 Spirometri v
14 Ganti verban kecil v
15 Ganti verban sedang v
16 Infant warmer (per hari) v
17 Inkubator (per hari) v
18 Infus pump 1 - 3 alat (per hari) v
19 Infus pump 4 - 6 alat (per hari) v

Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024
Ka Kly

PRO

(NANA MAULIDIAH)

Keterangan :

1.

2.
3.
4.

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops

S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO
Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) :

15 Jenpel RI

15 Jenpel RJ

8 Jenpel Gigi

( YUGO AKHSONO )

Mapping RJP (minimal ) :
10 Jenpel RJ
10 Jenpel Gigi (Dokter gigi)



LEMBAR KONTROLER MAPPING

Nama PPK : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Dokter Umum/Gigi Umum Rawat Jalan Poli v
2 Home Care Rawat Jalan Poli \
3 LDL Cholesterol \
4 Trigliserida v
5 Asam Urat (Uric Acid) v
6 Ureum \
7 Creatinin \
8 Creatinin Clearence Test \
9 Protein Total \
10 Klinik Diabetes Mellitus Terpadu v
1 Slit Lamp v
12 Nasoendoskopi dengan tindakan v
13 Sinuskopi / sinoskopi v
14 USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, pengukuran tr{ v
15 CT, vertebra lumbal, tanpa kontras v
16 CT Scan Angiografi (Kontras) v
17 CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung) v
18 CT Scan Calcium Score \
19 CT Scan Cervical \
Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024
(’ \ PRO Ka Kly
anare. [ [

i
(NANA MAULIDIAH)

Keterangan :

1.

2.
3.
4

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops
S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO

Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) :

15 Jenpel RI

15 Jenpel RJ

8 Jenpel Gigi

|

V
( YUGO AKHSONO )

Mapping RIP (minimal ) :
10 Jenpel RJ
10 Jenpel Gigi (Dokter gigi)



SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)
TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
NAMA PROVIDER NAMA SGR| KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START
PROVIDER SGR AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001022|Tambalan Sementara gigi 11 90000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001023|Tambalan Sementara gigi 12 90000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001097 |Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 38 630000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001098|Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 41 630000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001127 |Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 12 940000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001134 |Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 21 940000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001196 |Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 33 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001202|Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 41 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001292 |Labial Veneering Komposit resin gigi 23 500000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001303 |Labial Veneering Komposit resin gigi 36 500000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001334|Tambalan Amalgam per lubang gigi 11 190000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001342|Tambalan Amalgam per lubang gigi 21 190000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001444 |Pulp Capping gigi 17 70000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001466 |Pulp Capping gigi 45 70000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001563 |Pulpotomi gigi 36 210000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001770|Open bur/trepanasi gigi 35 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001781|Open bur/trepanasi gigi 48 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001821 |Devitalisasi Pulpa gigi 34 80000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001894 |Cabut Gigi Dewasa gigi 11 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001941|Cabut Gigi Dewasa dengan Komplikasi gigi 28 180000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010002019 |Insisi Abses Ekstra Oral gigi 22 150000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002248|Angkat/ Buka jahitan gigi 47 60000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002249|Angkat/ Buka jahitan gigi 48 60000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002322|Gingivektomi gigi 11 420000] 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002426 |Alveolektomi/ Operculectomi>1 kuadran gigi 11 280000( 23/06/2024 22.30.03 1

Mengetahui, Pontianak, 12 Agustus 2024
Kepala KLy Pontianak
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SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
PROVIDER NAMA PROVIDER SGR NAMA SGR KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400201 Akomodasi 401501R010000001 [Kamar Rawat Inap 380000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400201 Akomodasi 401501R010000002 |Perinatologi 270000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000005 [Sectio caesaria tanpa penyulit 2800000 24/06/2024 22.30.03 1
Sectio caesaria dengan penyulit
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000006 |(perlekatan berat, histerorafi) 3500000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000007 |Sectio caesaria + histerectomi obstetri 4000000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 401201 Dialisa 401501R010000009 |Hemodialisa 570000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400401 Pemeriksaan 401501R010000010 |Visite Dokter Umum 50000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400401 Pemeriksaan 401501R010000011 |Visite Dokter Spesialis 100000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000013 |CTG 50000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000014 |EKG 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000015 |Monitor vital sign dan ECG (per hari) 80000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000016 |EEG 570000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000026 |USG pembuluh darah 550000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000027 |USG neoromuscular 550000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000028 |Hematologi Onkologi 400000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000029 |BMP aspirasi 880000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000029 |BMP aspirasi 880000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000033 |FNAB 220000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000034 |Spirometri 220000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000425 |Ganti verban kecil 10000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000426 |Ganti verban sedang 20000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000430 |Infant warmer (per hari) 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000431 |Inkubator (per hari) 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000435 |Infus pump 1 - 3 alat (per hari) 20000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000436 |Infus pump 4 - 6 alat (per hari) 40000 24/06/2024 22.30.03 1

Mengetahui, Pontianak, 12 Agustus 2024
Kepala KLy Pontianak
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SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)
TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
PROVIDER NAMA PROVIDER SGR NAMA SGR KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000012 [Dokter Umum/Gigi Umum Rawat Jalan Poli 60000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000013 |Home Care Rawat Jalan Poli 200000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000330 [LDL Cholesterol 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000331 |[Trigliserida 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000332 |Asam Urat (Uric Acid) 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000333 [Ureum 10000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000334 |Creatinin 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000335 |Creatinin Clearence Test 30000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000336 |Protein Total 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000015 |Klinik Diabetes Mellitus Terpadu 60000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000070 [Slit Lamp 50000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000071 [Visus 30000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000077 [Nasoendoskopi 200000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 [RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000078 |Nasoendoskopi dengan tindakan 390000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000079 |[Sinuskopi / sinoskopi 220000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000170 |USG, uterus hamil, real time dengan dokume 430000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000211 |CT, vertebra lumbal, tanpa kontras 2140000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000237 |CT Scan Angiografi (Kontras) 3130000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000238 |CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung) 4380000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000239 |CT Scan Calcium Score 2130000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000240 |CT Scan Cervical 2130000 23/06/2024 22.30.03 1

Mengetahui, Pontianak, 12 Agustus 2024
Kepala KLy Pontianak

A
),

( Yugo Akhsono )




Menimbang :

Mengingat

SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

jdih.pontianak.go.id



4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nornor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5952);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

jdih.pontianak.go.id



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3281);

Peraturan Pemerintahn Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian
Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6628);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang
Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1283);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air
Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor
207);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK
dan

WALI KOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Kota Pontianak.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.

Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD-PPD adalah Instansi Pemerintah Kota Pontianak yang melakukan
pelayanan pendapatan daerah.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah
dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pontianak.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
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23.
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26.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi
kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati
pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di
atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB
adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagairnana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan
oleh orang pribadi atau Badan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak
yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa
tertentu.

Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau
diserahkan kepada konsumen akhir.

Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang
disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak
langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman
dengan dipungut bayaran.

Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit
tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
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Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan
jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di
area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
Kendaraan Bermotor.

Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua
jenis tontonan, pertunjukan, permainan ketangkasan, rekreasi, dan/atau
keramaian untuk dinikmati.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak
ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu colincalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta dan collocalia linchi.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah
Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen
BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah
nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Nomor Pokok Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPOPD adalah
nomor registrasi yang diberikan kepada objek pajak daerah.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana
tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga
dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi
yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan
atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

SKP adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan
subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek
pajak daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Formulir Permohonan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat Formulir
adalah yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan rencana pemasangan
reklame.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah
surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya
termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,
melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang
dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu
tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua
jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.

Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan yang tercantum dalam
surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.
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Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib
Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya I (satu) tahun kalender, kecuali
apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

Billing sistem yang selanjutnya disebut bon bill adalah sistem pemungutan berupa
daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada
subyek pajak sebagai bukti pembayaran.

Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM adalah suatu tanda atau
alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan
untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi
pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh
masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.

Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem
lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

Cash Management Sistem yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan
perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang
mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan dan likuiditas
management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi lebih efektif dan
efisien.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan
pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, rumah susun,
dan asrama.
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Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau selanjutnya dapat
disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang mengolah air limbah domestik
di lokasi sumber, selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana
pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk
mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Kakus adalah tempat pembuangan kotoran manusia yang dibangun untuk
menghindari kontak langsung antara kotoran tersebut dengan manusia, hewan
dan serangga.

Limbah cair atau air limbah non-kakus (grey water) adalah sisa dari suatu usaha
dan/atau kegiatan yang berwujud cair, selain dari air limbah kakus (blackwater)
dan tidak termasuk Limbah Beracun dan Berbahaya.

Lumpur Tinja adalah material berupa padatan dan cairan endapan yang
dihasilkan dari proses pengolahan air limbah domestik dalam Sub-sistem
Pengolahan Setempat orang pribadi atau Badan.

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Sub-
sistem pengolahan lumpur tinja yang dirancang hanya menerima dan mengolah
lumpur tinja yang diangkut dari Sub-sistem Pengolahan Setempat melalui
kendaraan pengangkut tinja.

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas layanan pengangkutan dan penyedotan lumpur tinja
dari kakus dalam Sub-sistem Pengolahan Setempat, serta pengolahan lumpur
tinja di IPLT yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan
keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan
yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG
adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
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97.

98.

99.

100.

101.

Bangunan Gedung Cagar Budaya adalah Bangunan Gedung yang sudah
ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam
dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya
fungsi Bangunan Gedung.

Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan teknologi
sederhana, jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai, luas sampai dengan 500
m? (lima ratus meter persegi).

Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan teknologi
dan spesifikasi tidak sederhana, jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai, luas lebih
dari 500 m? (lima ratus meter persegi).

Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya
paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk
pembangunan Bangunan Gedung.

Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara adalah Standar Harga Satuan
tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik per m? pembangunan
bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan
pembangunannya.

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing
pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA
adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu
tertentu.

Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut
Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak
Pasal 2

(1) Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;
2. Tenaga Listrik;
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3. Jasa Perhotelan;

4. Jasa Parkir; dan

S. Jasa Kesenian dan Hiburan
Pajak Reklame;

Pajak Sarang Burung Walet;
Pajak Air Tanah

Opsen PKB; dan

Opsen BBNKB.

SR o A

(2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan
jenis pajak yang tidak dipungut.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
a. PBB-P2;
b. pajak reklame;
c. opsen PKB; dan
d. opsen BBNKB.
(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak
terdiri atas:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:
1. makanan dan/atau minuman;
2. tenaga listrik;
3. jasa perhotelan;
4. jasa parkir; dan
S. jasa kesenian dan hiburan
c. pajak sarang burung walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasali,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan wusaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil
kegiatan reklamasi atau pengurukan.
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(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah
Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai
barang milik negara atau barang milik Daerah;

b. Bumidan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat
makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan
tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik
dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan
lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu
(Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang
sejenis;

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP
tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan

i. Bumidan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh
pemerintah pusat.

Pasal 5

Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Bangunan.

Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai
suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau
memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2
NJOP
Pasal 6

Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses
penilaian PBB-P2.

NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
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(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-
P2 di satu wilayah kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun
Pajak.

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun,
kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai
dengan perkembangan wilayah Daerah.

Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peratuan Wali Kota yang berpedoman pada
Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
ditetapkan paling rendah 20 % (dua Puluh persen) dan paling tinggi 100%
(seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.

Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan 0,06 (nol koma nol enam persen).
Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak di
tetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima persen)

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan
tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan,
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1
Januari.

Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah yang
meliputi letak objek PBB-P2 di daerah.
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(1)
(2)

(3)

(4)

Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut

berada:

a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang
konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 3
BPHTB
Pasal 10

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1. jual beli;
2 tukar-menukar;
3 hibah;
4. hibah wasiat;
S. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. diluar pelepasan hak.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan:
a. tanah dan/atau bangunan untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat
sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
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(5)

(6)

(1)

(2)

(1)
(2)

b. tanah dan/atau bangunan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. tanah dan/atau bangunan untuk badan atau perwakilan lembaga
internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga
tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan;

d. tanah dan/atau bangunan untuk perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

e. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena konversi
hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan
nama;

f. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;

g. tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan
untuk kepentingan ibadah; dan

h. tanah dan/atau bangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah

pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan

kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat..

Pasal 11

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.

Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;
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b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan
dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas
tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas
tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan
usaha,pemekaran usaha, dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan
pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam
pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp
80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib
Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

(5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat
atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena
pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5%
(lima persen); dan
b. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan khusus waris ditetapkan
sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah
dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah
dan/atau Bangunan dengan ketentuan:

a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual
beli untuk jual beli;
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(4)

(2)

(3)

(4)

(1)

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar,
hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan
usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris
mendaftarkan peralihanhaknya ke kantor bidang pertanahan waris;

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang
tetap untuk putusan hakim;

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atastanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian

pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat

terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual
beli.

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota

Pontianak tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah pembayaran
BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB tervalidasi.
Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat
menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau
Bangunan setelah wajib pajak menyerahkan SSPD BPHTB tervalidasi.
Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak
atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pembayaran
BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB.

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek
BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:

a. menggunakan dokumen SSPD BPHTB yang telah tervalidasi untuk
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
dan
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(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Wali Kota Pontianak cq
kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah paling
lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya secara manual
dan/atau digital.

Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif

berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum

menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal

10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak
atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah pembayaran
BPHTB yang ditandai dengan melampirkan SSPD BPHTB tervalidasi.
Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
PBJT
Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan
jasa tertentu yang meliputi:

°po0 o

makanan dan/atau minuman;
tenaga listrik;

jasa perhotelan;

jasa parkir; dan

jasa kesenian dan hiburan.
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Pasal 19

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman
yang disediakan oleh:

a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan
dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan
minum;

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan,
penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;

2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda
dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan
dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

a. Dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta

rupiah) perbulan;

b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata

menjual Makanan dan/atau Minuman;

c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya

menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar
udara.

Pasal 20

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b
adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah
Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;

b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan,
konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;

c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan,
dan panti sosial lainnya yang sejenis;

d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas
tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

(3) Penjelasan berkaitan konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Wali Kota.
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Pasal 21

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ meliputi
jasa penyediaan akomodasi dan/atau fasilitas penunjangnya, fasilitas
olahraga dan hiburan yang dikhususkan untuk tamu seperti:

hotel;

hostel,

vila;

pondok wisata;

motel;

losmen;

wisma pariwisata;

pesanggrahan;

rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;

tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

glamping.
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(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah
pusat atau Pemerintah Daerah;

b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti
asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah;
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya
digunakan untuk karyawannya sendiri;dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan
perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
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(1)

(2)

(1)
(2)

(1)

Pasal 23

Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hurufe
meliputi:

a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang
dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;

pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

kontes kecantikan;

kontes binaraga;

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

permainan ketangkasan;

olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau
peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

MOS0 0o

] rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,
dan kebun binatang;
k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
L. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen

barang atau jasa tertentu, meliputi:

a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau
Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas
Jasa Perhotelan;

d. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyedia atau
penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan
kendaraan untuk PBJT atasJasa Parkir termasuk potongan harga parkir
dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir;
dan
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian
dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),menggunakan

voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata

uang lain, dasar pengenaan PBJT di tetapkan sebesar nilai rupiah atau mata

uang lainnya tersebut.

Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dasar pengenaan PBJT di hitung berdasarkan harga jual barang dan jasa

sejenis yang berlaku di wilayah daerah.

Dalam hal pemerintah daerah menetapkan kebijakan pengendalian

penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT

atas jasa parkir, pemerintah daerah dapat menetapkan dasar pengenaan

sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf

b ditetapkan untuk:

a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan

b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal

dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, dihitung berdasarkan:

a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian
kWh /variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar;
dan

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan

sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan

kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian
listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik

yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan
penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan
tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sembilan persen).

(2)

(3)

Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam,

bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan
minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
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b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar
1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT
atas Makanan dan/atau Minuman,;

b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga
Listrik;

c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa
Perhotelan;

d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT
atas Jasa Parkir; dan

e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT
atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

(3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penjualan,
penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 5
Pajak Reklame
Pasal 29

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron,
. reklame kain;
reklame melekat/stiker;
. reklame selebaran;
reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
reklame udara;
reklame apung;
. reklame film/ slide; dan
. reklame peragaan.
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian,
warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang
berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan

dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran,
bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan
berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha
atau profesi tersebut;

. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah

Daerah; dan

. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan

keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
Pasal 30

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan
Reklame.
Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak
Reklame.

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(1)

(2)

Pasal 33

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32.

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya
penyelenggaraan reklame.
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(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat penyelenggaraan reklame.

(4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang
terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame
terdaftar.

Paragraf 6
Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 34

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang Burung Walet;

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang
telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 35

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 36

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang
Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung
Walet.

Pasal 37

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 38

(1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang
Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
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(2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang
merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan
sarang burung walet.

Paragraf 7
Opsen PKB
Pasal 39

opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB.

Pasal 40
Saat terutang opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 41
Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan
bermotor terdaftar.

Pasal 42
(1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
(2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak
terutang dari PKB.
Pasal 43
Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
Pasal 44
Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
Pasal 45
Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Paragraf 8
Opsen BBNKB
Pasal 46

Opsen BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB terutang.
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Pasal 47

(1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
(2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan
Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48
Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
Pasal 49

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung
dari besaran pajak terutang.

Pasal 50

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah
Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 51

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pemenuhan
pembayaran pajak, setiap wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan
bon bill.

(2) Bon bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap
dengan ketentuan bahwa:

a. lembar I untuk objek pajak;
b. lembar II untuk SKPD-PPD; dan
c. lembar III untuk wajib pajak.

(3) Bon bill harus diporporasi terlebih dahulu oleh SKPD-PPD.

(4) Terhadap penggunaan bon bill secara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilaporkan secara rutin sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari kewajiban lapor atas omset berupa SPTPD kepada kepala
SKPD-PPD.
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(6)

(7)

(8)

9)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bon Bill secara digital diperoleh melalui aplikasi perekaman transaksi
online dan/atau Aplikasi kasir online yang terhubung aplikasi sistem
informasi pajak dan retribusi terintegrasi online Dalam mendukung
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan percepatan perluasan digitalisasi daerah, efisiensi dan
efektifitas layanan publik serta upaya mencegah terjadinya penyelewengan
dan/atau manipulasi data omset Wajib Pajak.

Aplikasi Kasir online Wajib Pajak akan terhubung ke sistem informasi pajak
dan retribusi terintegrasi online sebagai media pelaporan pajak online WP
dan monitoring pajak secara online oleh SKPD-PPD.

Penggunaan Bonbill secara manual yang diporporasi oleh SKPD-PPD tetap
masih di perkenankan dengan mempertimbagkan jumlah omset penjulan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ketersediaan teknis
peralatan Teknologi Informasi atau aplikasi kasir online yang digunakan,
dan kondisi karyawan yang tersedia, serta faktor lain yang mempengaruhi.
Penolakan terhadap penggunaan Bonbill yang diporporasi sebagai
kewajiban dalam penyelenggaran pajak baik secara manual maupun secara
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) akan
ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pajak oleh SKPD-PPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bon bill diatur dengan
Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

Wali Kota melalui Kepala SKPD-PPD berwenang memasang alat dan/atau
menghubungkan alat dan/atau sistem informasi data transaksi usaha
yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi pajak dan retribusi
terintegrasi online dalam rangka pelaporan data transaksi usaha wajib
pajak secara online sistem.

online sistem perekaman data transaksi usaha dengan sistem informasi
pajak dan retribusi terintegrasi online dalam rangka pelaporan data
transaksi usaha wajib pajak secara online sistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang dapat menjadi dasar
pengenaan pajak daerah dan/atau data potensi pajak daerah dan/atau
data-data lain yang diperlukan dalam rangka monitoring terhadap usaha
wajib pajak.

Wajib pajak yang dilakukan pelaksanaan perekaman data transaksi wajib
pajak secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
kewajiban dan mematuhi larangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan online sistem diatur dengan
Peraturan Wali Kota.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(7)

(8)

(1)

Pasal 53

Wali Kota melalui Kepala SKPD-PPD menunjuk pihak lain untuk
melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan
pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang
terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antar pihak yang
bertransaksi.

Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap
Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik
dimaksud dapat dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberikan
teguran.

Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
diberikan teguran, terhadap pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan
akses.

Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
dilakukan pemutusan akses, terhadap pihak lain dilakukan normalisasi
akses kembali.

SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berdasarkan permintaan Kepala SKPD-PPD.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pihak lain untuk melakukan
pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak
Pasal 54

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah
memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu
kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam
Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.
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(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Syarat Subjektif atas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan ketentuan
mengenai subjek pajak diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1),
Pasal 30 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 50 ayat (1), dan Pasal 55 ayat (1).
Syarat objektifitas suatu jenis pajak dalam satu kurun waktu tertentu
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sesuai dengan ketentuan
mengenai objek pajak diatur padapasal 4 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal
18, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 54.

Saat terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
administrasi yang diatur dalam perpajakan terdiri atas:

a. saat terutang pajak pada suatu saat tertentu, yaitu : BPHTB;

b. saat terutang pajak pada akhir Masa Pajak, yaitu : PBJT; atau

c. pajak pada suatu Tahun Tertentu, yaitu : PBB-P2.

Masa Pajak Saat terutang berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka
waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 55

Pemerintah Daerah berwenang membentuk dan/atau melaksanakan perjanjian
dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra
atau yurisdiksi mitra, baik secara bilateral maupun multilateral dalam rangka:
a. penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak;

b. pertukaran informasi perpajakan;

c. bantuan penagihan pajak; dan

d. kerja sama perpajakan lainnya.
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Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah
Ditentukan
Pasal 56

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh
persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan
jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk
penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
c, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan
kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:

a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu

Jenis Retribusi
Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

a. retribusi jasa umum,;

b. retribusi jasa usaha; dan

c. retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 58

(1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 59

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

a. pelayanan kesehatan;

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

d. pelayanan pasar.

Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang

diberikan oleh BLUD.

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang

diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian

detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detai rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan,menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali

Kota di tetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

badan usaha mili negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas
keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum
daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan
administrasi.
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(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1)
huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan
sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau
pemusnahan akhir sampah;

c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan
akhir sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan

jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Besaran tarif pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat (1) huruf ¢, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Besaran tarif pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d
merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa
pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)

Pasal 64

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

jdih.pontianak.go.id



(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan
ketentuan:

a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi
pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;

b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi
pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau
limbah cair;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis
kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan
dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan

d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka
waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas
pasar.

(3) Tngkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan atau Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi
dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan
jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk
menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 67
(1)  Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)  Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
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(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Pasal 68

Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang
menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 69

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b

meliputi:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat

pelelangan;

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;

penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

pelayanan jasa kepelabuhanan;

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;

pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan

kendaraan di air;

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah

dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau

pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

T0Q Th O QO
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(4)

(9)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang

diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian

detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam

negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali

Kota ditetapkan.

Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat,

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 70

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf a, merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang
dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif pelayanan kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan,
dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat
khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Pasal 72

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat
penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas
pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Besaran tarif Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantun dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif pelayanan Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
VIII dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah Ini.
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(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 76

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan
kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h,
merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan
menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil
produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Besaran tarif pelayanan Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantun dalam Lampiran
IX sampai dengan Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat
usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas
pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan
jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu
pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;

d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis
hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka
waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;

e. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan,
jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan,
dan/atau volume penggunaan pelayanan;
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f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan
jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian
fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

g. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan
dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;

h. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau
volume produksi usaha Daerah; dan

i. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset,
jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu
pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 79

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha
ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang
diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 81

(1) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;
c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
d. kerja sama penyediaan Infrastruktur.
Tata cara penghitungan tarifnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik
daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
(3) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;
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(5)

(6)
(7)

(8)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu
Pasal 82

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan
yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 83

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan
Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf ¢ meliputi:

a. persetujuan bangunan gedung; dan

b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan
oleh PemerintahDaerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
dan pihak swasta.

Pasal 84

Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a
meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan
PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta
pencetakan plakat SLF.
Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan
persetujuan:
a. Pembangunan baru;
b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG
dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
perubahan fungsi Bangunan Gedung;
perubahan lapis Bangunan Gedung;
perubahan luas Bangunan Gedung;
perubahan tampak Bangunan Gedung;
perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan
Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau
kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang
atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar
budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar
budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan
pekerjaan perawatan.
Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi
keagamaan atau peribadatan.

nhwb=

Pasal 85

Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga
kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi
pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
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Pasal 86

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan
jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang
dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang
bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya
penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan
frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

(3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
1. luas total lantai;
2. indeks lokalitas;
3. indeks terintegrasi; dan
4. indeks bangunan gedung terbangun.
b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
1. volume;
2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 87

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh
biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum,
penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.

(3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a,
biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, biaya
penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 88

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
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(2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran
Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat
penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan
Retribusi PBG.

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas:

a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 89

(1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung
besaran Retribusi yang terutang.

(2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud
tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan
menggunakan kurs yang Ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam
Lampiran XIV sampai dengan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian,
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau
indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.

(7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 90

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan

untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
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(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

()

(6)

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan layanan yang dipungut dan dikelola oleh
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai BLUD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Wali Kota.

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga
Pasal 91

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukkan
pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.

Kerja Sama atau penunjukkan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban
Wajib Retribusi.

Penerimaan Reribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara Bruto.
Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama
atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak
Pasal 92

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali
Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk
jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya
kepada SKPD-PPD.

jdih.pontianak.go.id



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(1)

Pejabat SKPD-PPD yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk
informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan
daerah.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang
dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi SPTPD.

Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

Pejabat SKPD-PPD yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis
Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2).

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB,
SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam
Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi
Pasal 93

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen
elektronik.

Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu
langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari
aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi
Pasal 94

Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu S (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.
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(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota berbeda dengan saat penetapan SKPD
atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), jangka waktu
S (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat
penetapan SKPD atau SPPT.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 95

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.
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(9)

(1)

(3)
(4)

()

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi
Pasal 96

Wali Kota melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan
prioritas Penagihan Pajak.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk
melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak wuntuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu
kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1)
atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan
Penagihan.

Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat
pengawas internal pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak
diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 97

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur
dengan Peraturan Wali Kota.
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BAB V
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 98

(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek
Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek
pajak atau objek Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.

(4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan
pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib
Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas
tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-
hara, dan/atau kerusuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok
retribusi dan/atau sanksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI
INSENTIF FISKAL PAJAK BAGI PELAKU USAHA
Pasal 99

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota atau
Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok
Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara
jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam,
kebakaran;
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(4)

(6)

(2)

(3)

(4)

c. penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan
untuk menghindari pembayaran Pajak;

d. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

e. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas
Daerah; dan/atau

f. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah.

Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Wali Kota dalam

memberikan insentif fiskal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian

insentif fiskal diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK
Pasal 100

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap

tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan Daerah.

Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli
dalam sidang pengadilan; dan

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
Keuangan Daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis

kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak

yang ditunjuk.
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(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan
hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti
tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Pidana
Pasal 101

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau
SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga
merugikan Keuangan Daerah, diancam denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak sah atau kurang bayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan
Daerah, diancam dengan pidana denda denda paling banyak 4 (empat)
jumlah pajak terutang yaang tidak sah atau kurang bayar.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau
masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang
bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan
yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam
diancam pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang
yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib
Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 105

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal
102 dan Pasal 103 merupakan pendapatan negara.

(1)

(3)

(4)

(1)

(3)

(1)
(2)

Bagian Kedua
Sanksi Administratif
Pasal 106

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan
Pajak atau Retribusi.

besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam Peraturan Wali Kota.

Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Wali Kota atas jumlah Retribusi yang kurang
bayar.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratuan Wali Kota.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 107

Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi Insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan
insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 108

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai
berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Dalam hal telah ditetapkan kewajban mencantumkan tarif pajak PBJT atas
makanan dan minuman pada bill/kwitansi maka nilai minimal nilai
penjualannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a
tidak berlaku.
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(3)

(4)

(9)

(6)

(8)

)

(10)

Pada saat diberlakukannya integrasi Sistem Pengadaan online Pemerintah
dengan aplikasi sistem informasi pajak dan retribusi terintegrasi online yang
menghasilkan informasi realtime atas belanja melalui APBD dan/atau APBD
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) dan (2) yang menggunakan
penyedia terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak Daerah dan memiliki
NPWD sebagaimana database pada Aplikasi sistem informasi pajak dan
retribusi terintegrasi online, maka masa pajak yang ditetapkan untuk jangka
waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang sebagaimana dijelaskan
pada Pasal 52 ayat (6) dapat di kecualikan dengan adanya integrasi sistem
bersifat realtime.

Terkait pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil
kerjsama dengan pihak lain, APBD dan Lain lain pendapatan BLUD yang
sah dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA
kecuali dari Hibah terikat dan langsung masuk ke rekening kas BLUD untuk
digunakan.

Ketentuan Pasal 91 ayat (4) terkait Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan
oleh pihak ketiga disetor ke rekening kas umum daerah secara Bruto paling
lambat 1 (satu) tahun setelah peraturan Daerah ini di undangkan.

Untuk pengangkutan sampah yang mengunakan tosa dan Pickup mulai
tahun 2024 harus ditutup dengan menggunakan terpal atau sejenisnya.
Parkir yang berada di dalam maupun diluar lingkungan Pasar yang dikelola
oleh pemerintah daerah maka pengelolaan parkir itu menjadi kewenangan
Dinas perhubungan dalam bentuk retribusi.

selama belum tersedianya alat meter parkir yang menghitung pemakaian
parkir berdasarkan durasi waktu maka, tarif ditetapkan secara flat.

Pasar yang dikelola oleh pihak swasta yang berada di lingkungan pasar
dikenakan pajak parkir kecuali yang diluar lingkungan pasar dikenakan
retribusi.

Terhadap ruko ruko pada pasar yang tanahnya belum berstatus Hak Guna
bangunan diatas hak Pengelolaan maka penarikan retribusi pemakaian
kekayaan daerah menjadi kewenangan dinas yang membawahi urusan
pengelolaan pasar sampai dengan pengurusan Sertifikat Hak Guna
bangunan diatas hak Pengelolaan terhadap tanah tersebut selesai.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8);

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);
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c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 185) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 203); dan

d. Peraturan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa
Usaha (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 211).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2023
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO
Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd
MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT:(10/2023)

alinan sesuai dengan aslinya
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah
mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi sebagai
bagian dari ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah. Adapun pokok-pokok kebijakan Pajak dan
Retribusi tersebut, antara lain restrukturisasi jenis Pajak, rasionalisasi
jenis Retribusi, serta pengenaan Opsen. Kebijakan pengenaan Opsen
ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara provinsi dan
kabupaten/kota dalam pemungutan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.
Pengenaan Opsen dilakukan dengan tidak menambah beban maksimum
yang dapat ditanggung Wajib Pajak pada saat berlakunya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak
merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak
terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah
mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan
kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaanya. Adapun,
salah satu perubahan fundamental mengenai dasar pengenaan Pajak
adalah kebijakan terkait dasar pengenaan PBB-P2 yaitu melalui
pengaturan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan untuk
perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan
paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak
kena pajak. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah,
Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan
penetapan dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak
guna melengkapi pengaturan yang telah ada dalam Undang-Undang.
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Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan,
dan kepastian hukum, Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu
komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya
apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah
simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya
dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang
dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak
orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini
sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan
administrasi perpajakan.
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, subjek pajak dan Wajib Pajak, Subjek
Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan retribusi, dasar pengenaan
pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah
pemungutan pajak, serta tata cara pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis
pajak retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi
dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah, Sehingga perlu
mengganti Peraturan Daerah Kota pontianak yaitu:

1. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8);

2. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);

3. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota
Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 185) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak
Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 203);
dan

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 211).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
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Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Setiap orang atau badan yang melakukan PPBJ yang
dimaksudkan untuk memperoleh hak atas tanah dan/atau
bangunan dengan memasukan BPHTB sebagai komponen
pada harga transaksi, wajib menyetorkan BPHTB kepada
Pemerintah Kota Pontianak.Perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan meliputi rumah umum milik dan rumah
komersial milik yang berbentuk rumah tinggal, rumah deret
dan rumah susun. BPHTB yang disetorkan oleh penjual
berdasarkan PPJB harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Objek PPBJ telah selesai dibangun;
b. BPHTB menjadi komponen pada harga transaksi;
c. Pembeli telah membayar lunas uang muka atau telah
selesai memenuhi kewajiban pembayaran atas objek PPBJ.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
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Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
ayat (1)
Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman
yang disediakan oleh Restoran Termasuk objek pajak
restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh
restoran, rumah makan, rumah minum, kafetaria,
kantin, warung nasi, warung kopi, bar, pedagang
kaki lima atau tempat lainnya yang menyediakan dan
menjual makanan dan/atau minuman dan sejenisnya
termasuk jasa boga/katering;
ayat (2)
yang dikecualikan dari objek PBJT Nilai penjualan yang
dimaksud adalah nilai penjualan rata-rata perbulan
dalam 1 tahun berdasarkan hasil pengujian petugas

pajak.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Pengelolaan Gedung parkir yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah masuk kedalam retribusi parkir, dalam hal pengelolaan
tersebut dilakukan oleh penyelenggara selain Pemerintah
Daerah maka tidak dikecualikan sebagai Pajak Daerah.
Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Jelas.
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Ayat (2)
yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa
kesenian semata mata untuk :
Yang dimaksud dengan “hiburan berupa kesenian
rakyat/tradisional” adalah hiburan kesenian
rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk
dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang
dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.
Dalam hal penyelenggaraan “hiburan berupa kesenian
rakyat/tradisional” oleh EO/penyelenggara yang
didalamnya terdapat manfaat ekonomi/keuntungan
yang ditimbulkan/diperoleh dari kegiatan tersebut,
maka tidak dikecualikan dari Pajak Hiburan.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
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Pasal 40

Cukup Jelas.
Pasal 41

Cukup Jelas.
Pasal 42

Cukup Jelas.
Pasal 43

Cukup Jelas.
Pasal 44

Cukup Jelas.
Pasal 45

Cukup Jelas.
Pasal 46

Cukup Jelas.
Pasal 47

Cukup Jelas.
Pasal 48

Cukup Jelas.
Pasal 49

Cukup Jelas.
Pasal 50

Cukup Jelas.
Pasal 51

Cukup Jelas.
Pasal 52

Cukup Jelas.
Pasal 53

Cukup Jelas.
Pasal 54

Cukup Jelas.
Pasal 55

Cukup Jelas.
Pasal 56

Cukup Jelas.
Pasal 57

Cukup Jelas.
Pasal 58

Cukup Jelas.
Pasal 59

Cukup Jelas.
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Pasal 60
Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan
pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan
pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan
pelayanan kesehatan.
Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
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Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas
Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang
dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya
yangn lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya,
dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah
Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang
optimal.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
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Pasal 93

Cukup Jelas.
Pasal 94

Cukup Jelas.
Pasal 95

Cukup Jelas.
Pasal 96

Cukup Jelas.
Pasal 97

Cukup Jelas.
Pasal 98

Cukup Jelas.
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

A. RAWAT JALAN

NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
KLINIK MEDIS UMUM / GIGI UMUM
1.RJ | a. Dokter Umum/Gigi Umum 60.000
2.RJ | b. Home Care 200.000
3.RJ | c. VCT (Voluntary Counseling and Testing) 70.000
KLINIK DIABETES MELLITUS TERPADU
4.RJ | Klinik Diabetes Mellitus Terpadu 60.000
KLINIK PSIKOLOGI
5.RJ | Klinik Psikologi 60.000
KLINIK SPESIALIS/ GIGI SPESIALIS
(KONSULTASI)
6.RJ | Spesialis 80.000
7.RJ | Home Care 325.000
8.RJ | KLINIK MEMORY 375.000
oy | dminisies Medicel Chlcup OICU) Suret | 30,000
ASUHAN KEPERAWATAN / KEBIDANAN
10.RJ Home Care 150.000
B. RAWAT INAP
NO URAIAN
Tarif (Rp)
1 2
RAWAT INAP UMUM
1.RI | KELAS III 120.000
2.RI | KELASII 170.000
3.RI | KELASI 220.000
4RI | VIP 380.000
100.000

5.RI | DOKTER SPESIALIS
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6.RI | DOKTER UMUM 50.000

ASUHAN (PELAYANAN) KEPERAWATAN /

KEBIDANAN
7 Rl | Minimal Care, per hari 20.000
8.RI | Parsial Care, per hari 30.000
9.R1 | Total Care, per hari 40.000

Intensive Care, per hari 50.000
10.RI | ASUHAN (PELAYANAN) GIZI 20.000
11.RI | RAWAT INAP NON KELAS:
12.RI | PERINATOLOGI 270.000
13.RI | ISOLASI / ISOLASI BERSALIN +OBSERVASI 320.000
14.RI | ICU / ICCU / PICU / NICU 600.000
15.RI | HCU 380.000
16.RI | ONE DAY CARE 230.000

C. TINDAKAN MEDIS
NO JENIS PELAYANAN TARIF/Rp
1 2 3

1.TM | Aspirasi sumsum tulang 110.000
2. TM | Back slap 80.000
3.TM | Bladder Training 30.000
4. TM | Buka gipsum 70.000
5.TM | Buka jahitan (per jahitan) 10.000
6.TM | Circumsisi (khitan) tanpa penyulit 340.000
7 ™ l(f)ilizlﬁmsisi dengan penyulit (dengan anestesi 480.000
8. TM | Cpap / ventilator non invasif (per hari) 80.000
9.TM | CTG 50.000
10.TM | DC shock 130.000
11.TM | Dilatasi phimosis 70.000
12.TM | Doppler (per kali) 10.000
13.TM | EKG 70.000
14.TM | Ekstirpasi kuku (per kuku) 70.000
15.TM glgbaSI atau ekstubasi pipa endotrakeal / 880.000
16.TM | Fototerapi (per jam) 20.000
17.TM | Ganti verban kecil 10.000
18.TM | Ganti verban sedang 20.000
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19.TM | Ganti verban besar 30.000
20.TM | Gibs dewasa / anak 80.000
21.TM | Gibs kupukupu 30.000
22.TM | Infant warmer (per hari) 70.000
23.TM | Inkubator (per hari) 70.000
24.TM | Invasif mekanik ventilator (per hari) 90.000
2s.m | il (treetan, sublwtan, ntravens, 10,009
26.TM IPr;f:asn};:rlfer, tranfusi, NGT, kateter (per kali 20.000
27.TM | Infus pump 1 3 alat (per hari) 20.000
28.TM | Infus pump 4 6 alat (per hari) 40.000
29.TM | Incisi abses besar 130.000
30.TM | Incisi abses kecil 90.000
31.TM | Jahit luka (1 5 jahitan) 40.000
32.TM | Jahit luka (6 15 jahitan) 70.000
33.TM | Jahit luka (16 30 jahitan) 100.000
34.TM | Jahit luka > 30 jahitan 170.000
35.TM | Klisma 100.000
36.TM | Kumbah lambung 100.000
37.TM | Luka bakar < 10 % (perawatan) 70.000
38.TM | Luka bakar 10% 40 % (perawatan) 90.000
39.TM | Luka bakar > 40 % ( perawatan) 110.000
40.TM | Monitor vital sign dan ECG (per hari) 80.000
41.TM | Nebulizer 40.000
42.TM | Ransel verband 40.000
43.TM | RJP (Resusitasi Jantung paru) 60.000
44.TM | Pungsi blast 100.000
45.TM | Spalk infus anak 30.000
46.TM | Spalk kecil (<50 cm) 50.000
47.TM | Spalk sedang (50 100 cm) 70.000
48.TM | Spalk besar (>100 cm) 90.000
do.m | Syien per el (me 10 kel il e dert 10,000
50.TM | Syringe pump (1 3 alat) per hari 20.000
51.TM | Syringe pump (4 6 alat) per hari 40.000
52.TM | Spooling WSD / blast 40.000
53.TM | Ventilator (per hari) 90.000
54.TM | Wound toilet kecil 30.000
55.TM | Wound toilet sedang 50.000
56.TM | Wound toilet besar 70.000
57.TM | Pemasangan infus umbilikal 90.000
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58.TM | Resusitasi bayi baru lahir 50.000
59.TM | Vena Sectie di NICU 150.000
D. PERAWATAN LUKA
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.PL | Luka kronik dekubitus
Derajat I 150.000
Derajat II 170.000
Derajat III 280.000
Derajat III + Debridement 330.000
Derajat IV 500.000
Derajat IV + Debridement 580.000
2.PL | Diabetik ulcer
Derajat I 190.000
Derajat II 210.000
Derajat III 280.000
Derajat III + Debridement 330.000
Derajat IV 480.000
Derajat IV + Debridement 580.000
3.PL | Luka diabetic neuropatic
Tanpa debridement 210.000
Dengan debridement 330.000
4.PL | Venous ulcer
Ringan 100.000
Sedang 210.000
Berat 330.000
5.PL | Arterial ulcer
Ringan 80.000
Sedang 210.000
Berat 330.000
6.PL | Stoma/urostomi
Making size stoma 160.000
Tanpa komplikasi 150.000
Dengan komplikasi 300.000
7.PL | Luka Dehiscence
Ringan 80.000
Sedang 210.000
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Berat 330.000

Dengan debridement 430.000
8.PL | Luka fistula

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
9.PL | Luka Malinace cutaneous

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000

Konsultasi diabetic foot care 70.000
10.PL | Luka bakar

Ringan 190.000

Sedang 250.000

Berat 430.000
11.PL | Luka trauma

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
12.PL | Luka infeksi post operasi

Ringan 160.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
13.PL | Celulitis

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
14.PL | Bandaging 60.000
15.PL | Pemeriksaan doppler vasculer 280.000
16.PL | Pemeriksaan doppler dengan wavefe 280.000
17.PL | Stimulasi elektrik 260.000
18.PL | Vacuum assisted closure 330.000
19.PL | Debridement dengan versajet 390.000
20.PL | Post skin graf/flap

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
21.PL | Post op amputasi

Ringan 80.000

Sedang 210.000

Berat 330.000
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22.PL | Vasculer diabetik ulcer
Ringan 130.000
Sedang 280.000
Berat 480.000
23.PL | Angkat jahitan (per jahitan) 10.000
24 .PL | Luka komplek
Ringan 210.000
Sedang 330.000
Berat 580.000
25.PL | Atypical wound
Ringan 80.000
Sedang 210.000
Berat 330.000
E. KLINIK TUMBUH KEMBANG
NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.KTK | Tes Denver 150.000
2.KTK | Skrining Autism 90.000
3.KTK | Skrining ADHD 90.000
4 KTK | Imunisasi Intrakutan 130.000
S5.KTK | Imunisasi Intramuscular 50.000
6.KTK | Imunisasi Subkutan 50.000
CAT CLAMS (Cognitive Adaptive Test/
7.KTK | Clinical Linguistic and Auditory Milestone 150.000
Scale)
8. KTK | Peds QL (Pediatrics Quality of Life) 120.000
9.KTK | Tes Daya Dengar (TDD) 70.000
10.KTK | Tes Daya Lihat (TDL) 70.000
11.KTK | Mantoux Test 130.000
12.KTK | Skrining ROP 190.000
13.KTK | Skrining OAE 600.000
14.KTK | Uji BERA 1.000.000
15.KTK giigsgiz’;fr Pra Skrining 50.000
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F. KULIT DAN KELAMIN

NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.KK Bedah skapel I 2.450.000
2.KK Bedah skapel I 2.540.000
3.KK Bedah skapel III 2.630.000
4.KK Bedah Listrik I 1.190.000
5.KK Bedah Listrik II 1.230.000
6.KK | Bedah Listrik III 1.270.000
7.KK Steroid intralesi LII, III 220.000
8.KK Ekstrasi komedo I, II, III 220.000
9.KK Subsicion I (12 lesi) 420.000
10.KK | Subsicion II (35 lesi) 440.000
11.KK | Subsicion III (68 lesi) 460.000
12.KK | Enukleasi Moluskum I (15 lesi) 420.000
13.KK | Enukleasi Moluskum II (> 5 lesi) 440.000
14.KK | Uji Penisillin 620.000
15.KK | Insisi abses 440.000
16.KK | Pengambilan spesimen duh pria 220.000
17 KK Zggﬁiﬁzillan spesimen duh wanita tanpa 920.000
G. NEORULOGI
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.N Cerebral DSA 5.250.000
2.N Spinal DSA 5.250.000
3.N IV Trombolisis 3.350.000
4.N IA Trombolisis 3.350.000
S5.N Thrombectomi 6.220.000
6.N Stent carotis 6.130.000
7.N Stent vertebralis 6.130.000
8.N Stent intrakranial 7.880.000
9.N Embolisasi 7.880.000
10.N | Coiling 7.880.000
11.N | Lumbal punksi 640.000
12.N | Blok epidural 640.000
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13.N | Long term monitoring EEG 2.450.000
14.N | EEG 570.000
15.N | NCV 570.000
16.N | EMG 570.000
17.N | NCV + EMG 620.000
18.N | Evoked Potensial 1.140.000
19.N | PSG 2.450.000
20.N |IOM 8.000.000
21.N | sTMS (diagnostik) 570.000
22.N | r'TMS (terapeutik) 230.000
23.N | Fungsi luhur diagnostik 570.000
24.N | Fungsi luhur terapeutik 80.000
25.N | Neurorestorasi (neurofasilitasi) 80.000
26.N | Neurorestorasi (diagnostik) 570.000
27.N | NO / NOT diagnostik 570.000
28.N | Funduskopi 550.000
29.N | TCD 570.000
30.N | TCD buble contrast 570.000
31.N | Duplex perifer 570.000
32.N | Carotid dopler 570.000
33.N | USG pembuluh darah 550.000
34.N | USG neoromuscular 550.000
35.N | Trigger point manual 260.000
36.N | Trigger point USG 660.000
37.N | Intraartikular 1 manual 260.000
38.N | Intraartikular 1 USG 640.000
39.N | Intraartikular 2 manual 260.000
40.N | Intraartikular 2 USG 640.000
40.N | Carpal Tunnel Syndrome Manual 260.000
41.N | Carpal Tunnel Syndrome USG 640.000
42.N | De Quervain Syndrome Manual 260.000
43.N | De Quervain Syndrome USG 640.000
44.N | Guyon Syndrome manual 260.000
45.N | Guyon Syndrome USG 640.000
46.N | Tennis Elbow manual 260.000
47.N | Tennis Elbow USG 640.000
48.N | Golver Elbow Manual 260.000
49.N | Golver Elbow USG 640.000
50.N | Tendinitis Bicipitalis Manual 260.000
51.N | Tendinitis Bicipitalis USG 640.000
52.N | Impingement USG 640.000
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53.N | Suprascapular USG 640.000

54.N | Suprascapular C ARM 1.320.000
55.N | Gleno humeral USG 640.000

56.N | Gleno humeral C ARM 1.320.000
57.N | Acromioclavicular joint USG 640.000

58.N | Acromioclavicular joint C ARM 1.320.000
59.N | Teres mayor manual 640.000

60.N | Teres mayor USG 640.000

61.N | PRPP injection manual 2.540.000
62.N | PRPP injection USG 2.630.000
63.N | PRPP injection C ARM 2.720.000
64.N | Radiofrekuensi manual 2.540.000
65.N | Radiofrekuensi USG 2.540.000
66.N | Radiofrekuensi C ARM 2.630.000
67.N | Fluid collection aspiration manual 1.270.000
68.N | Fluid collection aspiration USG 1.910.000
69.N | Injeksi botox manual 1.270.000
70.N | Injeksi botox USG 1.910.000
71.N | Trigger finger manual 1.270.000
72.N | Trigger finger USG 1.910.000
73.N | Fascitis plantaris manual 1.270.000
74.N | Fascitis plantaris USG 1.910.000
75.N | Tarsal tunnel syndrome manual 1.270.000
76.N | Tarsal tunnel syndrome USG 1.910.000
77.N | Peroneal entrapment manual 1.270.000
78.N | Peroneal entrapment USG 1.910.000
79.N | Tibial entrapment manual 1.270.000
80.N | Tibial entrapment USG 1.910.000
81.N | Tendinitis patella manual 1.270.000
82.N | Tendinitis patella USG 1.910.000
83.N | Tendinitis patella C ARM 2.630.000
84.N | Popliteal entrapment manual 1.270.000
85.N | Popliteal entrapment USG 1.910.000
86.N | Baker's cyst manual 1.270.000
87.N | Baker's cyst USG 1.910.000
88.N | Femoral entrapment manual 1.270.000
89.N | Femoral entrapment USG 1.910.000
90.N | Piriformis syndrome USG 1.910.000
91.N | Piriformis syndrome C ARM 2.630.000
92.N | Sacroiliac joint dysfunction USG 1.910.000
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93.N | Sacroiliac joint dysfunction C ARM 2.630.000
94.N | Thoracal facet joint injection USG 1.910.000
95.N | Thoracal facet joint injection C ARM 2.630.000
96.N | Thoracal median branch injection USG 1.910.000
97.N | Thoracal median branch injection C ARM 2.630.000
98.N | Thoracal transforaminal injection USG 1.910.000
99.N | Thoracal transforaminal injection C ARM 2.630.000
100.N | Thoracal interlaminar injection manual 1.270.000
101.N | Thoracal interlaminar injection USG 1.910.000
102.N | Thoracal interlaminar injection C ARM 2.630.000
103.N | PRPP injection thoracal USG 1.970.000
104.N | PRPP injection thoracal C ARM 2.720.000
105.N | Radiofrekuensi thoracal USG 2.040.000
106.N | Radiofrekuensi thoracal C ARM 2.800.000
107.N | Neuromodulasi thoracal 2.800.000
108.N | Lumbar facet joint injection USG 1.910.000
109.N | Lumbar facet joint injection C ARM 2.630.000
110.N | Lumbar median branch injection USG 1.970.000
111.N | Lumbar median branch injection C ARM 2.630.000
112.N | Lumbar transforaminal injection USG 1.910.000
113.N | Lumbar transforaminal injection C ARM 2.630.000
114.N | Lumbar interlaminar injection manual 1.270.000
115.N | Lumbar interlaminar injection USG 1.910.000
116.N | Lumbar interlaminar injection C ARM 2.630.000
117.N | Lumbar intradiscal injection USG 1.910.000
118.N | Lumbar intradiscal injection C ARM 2.450.000
119.N | Lumbar sympathetic injection USG 1.910.000
120.N | Lumbar sympathetic injection C ARM 2.630.000
121.N | Sacral transforaminal injection USG 1.910.000
122.N | Sacral transforaminal injection C ARM 2.630.000
123.N | Sacral epidural injection manual 1.270.000
124.N | Sacral epidural injection USG 1.910.000
125.N | Sacral epidural injection C ARM 2.630.000
126.N | Sacral adhesiolisis C ARM 2.630.000
127.N | Kyphoplasty C ARM 2.630.000
128.N | Radiofrekuensi ilumbosacral USG 1.970.000
129.N | Radiofrekuensi ilumbosacral C ARM 2.720.000
130.N | Neuromodulasi lumbosacral C ARM 2.720.000
131.N | Servikal facet joint injection USG 1.970.000
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132.N | Servikal facet joint injection C ARM 2.720.000
133.N | Servikal median branch injection USG 1.970.000
134.N | Servikal median branch injection C ARM 2.720.000
135.N | Servikal interlaminar injection USG 1.970.000
136.N | Servikal interlaminar injection C ARM 2.720.000
137.N | Servikal sympathetic injection manual 1.270.000
138.N | Servikal sympathetic injection USG 1.970.000
139.N | Servikal sympathetic injection C ARM 2.720.000
140.N | PRPP injection servikal USG 1.970.000
141.N | PRPP injection servikal C ARM 2.720.000
142.N | Radiofrekuensi servikal USG 1.970.000
143.N | Radiofrekuensi servikal C ARM 2.720.000
144.N | Neuromodulasi servikal 2.800.000
H. PENYAKIT DALAM
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
Endokrin

1.PD | FNAB (bipsi tiroid) 400.000
2.PD | Aspirasi tiroid 400.000
3.PD | Aspirasi + biopsi tiroid 400.000
4.PD | FNAB (bipsi tiroid) USG guided 880.000
S5.PD | Pemeriksaan kaki (deteksi dini) 90.000
6.PD | Perawatan kaki non ulkus 220.000
7.PD | Hematologi Onkologi 400.000
8.PD | BMP aspirasi 880.000
9.PD | BMP aspirasi + biopsi 1.930.000
10.PD | Transfusi komponen darah 270.000
11.PD | Phlebotomi 270.000
12.PD | Rhematologi 400.000
13.PD | Injeksi intra arkuler + jar lunak 440.000
14.PD | Pulmonologi 400.000
15.PD | Pungsi pleura 310.000
16.PD | Pungsi pleura guided USG 220.000
17.PD | FNAB 220.000
18.PD | Spirometri 220.000
19.PD | Mantoux test 220.000
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20.PD | USG paru 220.000
21.PD | Terapi oksigen 220.000
22.PD | Hepatologi 400.000
23.PD | USG hepar 490.000
24 .PD | Aspirasi abses hepar 1.100.000
25.PD | Pungsi ascites guided USG 490.000
26.PD | Pungsi Ascites 490.000
27.PD | Alergi Imunologi 400.000
28.PD | Skin prick test 220.000
29.PD | Kardiologi 400.000
30.PD | Ginjal hipertensi 400.000
31.PD | Hemodialisis 140.000
32.PD | USG ginjal 380.000
I. FISIOTERAPI
NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.F Latihan Fisik (per sesi) 100.000
2.F Micro Wave Diathermia (MWD) 30.000
3.F Short Wave Diatermia (SWD) 30.000
4.F Infra Red/ Ultra violet 30.000
5.F Ultra Sound 40.000
6.F Traksi elektrik 40.000
7.F Parafin bath 30.000
8.F Magneto terapi 40.000
9.F TENS 40.000
10.F | Postural drainase 40.000
11.F | Manipulasi terapi 40.000
12.F | Therapi Exercise Khusus 40.000
13.F | Muscle Test 40.000
14.F | Stimulasi elektrik 40.000
15.F | Massage 40.000
16.F | Terapi wicara 40.000
17.F | Senam hamil/ LBP/ Stroke 40.000
18.F | Sinar Laser 60.000
19.F | Bio Feedback 60.000
20.F | Vacuum Compression Treatment 50.000
21.F | Stress Test ECG (Ergometer) 330.000
22.F | Cybex 60.000
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23.F | Treadmill fitness 50.000
24.F | Pool Therapy 90.000
25.F | Long Leg Brace 540.000
26.F | Milwauke Brace 540.000
27.F | Taylor Brace 540.000
28.F | Corset Canggih Boston 540.000
29.F | Corset Sedang 190.000
30.F | Short Leg Brace 190.000
31.F | Toe Rising Brace 190.000
32.F | Knee Brace 190.000
33.F | Cervical Colar 190.000
34.F | Hand Splint 190.000
35.F | Double Crush Kayu sedang 100.000
36.F | Prothese Tangan atas siku (AS) 780.000
37.F | Prothese Kaki atas (AL) 780.000
38.F | Prothese kaki bawah lutut (BL) 720.000
39.F | Prothese kaki bawah siku (BS) 720.000
40.F | Koreksi Sepatu Spoor Sedang 30.000
41.F | Static Cycle 40.000
42.F | Quadricep Bendi 40.000
43.F | Paralel Bar 40.000
44.F | Shoulder Will 40.000
J. GIGI
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
KONSERVASI GIGI
1.G Tambalan Sementara 90.000
2.G Perawatan Endodontik gigi anterior 630.000
3.G Perawatan Endodontik gigi posterior 940.000
4.G Tambalan Glass lonomer Cement per lubang 100.000
5.G Tambalan Light Curing composite per lubang 190.000
6.G Labial Veneering Komposit resin 500.000
7.G Tambalan Amalgam per lubang 190.000
8.G Mahkota Resin Composite/ Veneer 440.000
9.G Pulp Capping 70.000
10.G | Pulpotomi 210.000
11.G | Sementasi ulang 230.000
12.G | Pin/ Pasak post perawatan endodontik 750.000
13.G | Apeks Reseksi 270.000
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14.G | Perawatan LSTR/3 mix 210.000
15.G |Inlay / onlay 450.000
16.G | Occlusal adjustment 50.000
17.G | Open bur/trepanasi 100.000
18.G | Devitalisasi Pulpa 80.000
EXODONTIA
19.G | Cabut Gigi Anak tanpa injeksi per gigi 90.000
20.G | Cabut Gigi Anak dengan Injeksi per gigi 300.000
21.G | Cabut Gigi Dewasa per gigi 100.000
29 G gizliaut Gigi Dewasa dengan Komplikasi per 180.000
23.G | Insisi Abses Intra Oral (I0)/Trepanasi abses 100.000
24.G | Insisi Abses Ekstra Oral 150.000
25.G | Jahit (Intra oral) 130.000
26.G | Jahit (Extra oral) 1 5 jahitan 60.000
27.G | Jahit: > 5 jahitan (per jahitan) 70.000
28.G | Angkat/ Buka jahitan 60.000
29.G | Perawatan dry socket 40.000
30.G | Gingivektomi 420.000
31.G | Alveolektomi / Operculectomi < 1 kuadran 170.000
32.G | Alveolektomi / Operculectomi >1 kuadran 280.000
33.G | Biopsi Lokal 190.000
34.G | Buka Fixsasi 80.000
35.G | Marsupialisasi/ enukleasi kista < 3cm 270.000
36.G | Ekstirpasi Epulis/ fibroma / Mucocel 100.000
37 G Ei;;i élx]/;:l})ar/ Dental Sederhana (tanpa 950.000
38.G | Reposisi & fiksasi mandibula tertutup 1.380.000
39.G | Reposisi & fiksasi mandibula + miniplate 970.000
40.G | Buka Fixsasi (wire) 70.000
41.G | Frenectomi 100.000
42.G | Odontektomi Kelas LII,III A dan B 290.000
43.G | Odontektomi Kelas LIIIII C 820.000
44.G | Reposisi Luksasi Mandibula 320.000
45.G | Kuretase Osteomielitis/ Squesterectomi 140.000
46.G | Cetak/ Pasang Plate/ Surgical Plate 720.000
47.G | Reduksi Alveolar Eyelet splinting 500.000
48.G | Rekonstruksi jaringan lunak (fistula) 240.000
49.G | Reimplantasi Gigi Avulsi 320.000
50.G | Reshaping eksostosis / torus 290.000
51.G | Wiring intra Maks (Splint) 440.000
52.G | Buka Plat/ Miniplate 350.000
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53.G | Labioplasti Unilateral 1.040.000
54.G | Skin graft/ Mucosal graft 1.020.000
55.G | Penutupan Oroantral fistula 160.000
56.G | Ekstirpasi Kista Rahang (besar) > 3cm 1.500.000
57.G | Ridge Augmentation per Rahang 1.300.000
58.G | Sialolitektomi superficial 1.500.000
59.G | Vestibulektomivestibuloplasti 500.000
60.G | Implant dental / Maksilofacial per unit 1.160.000
61.G | Osteodistraksi 1.160.000
62.G | Rekonstruksi Abbe Flap 2.500.000
63.G ?gﬁgsﬁi?si) Pemasangan Obturator 940.000
64.G | Debridement 60.000
65.G | Ganti drain 40.000
66.G | Ekstraksi corpus alineum orofaring 100.000
67.G | Punksi dan irigasi sinus maksilaris 100.000
PROSTODONTIA DAN ORTHODONTIA
68.G Pembuatan /Pemasangan Mahkota Jacket 380.000
Crown
69.G | Pasak tuang (Post core) 380.000
70.G | Orthodonti Removable (inc lab) 1.250.000
71.G | Partial Denture Satu Gigi (inc lab) 440.000
79 .G gilzllzz?enture Gigi Kedua dan Seterusnya 950.000
73.G | Prothesa Full 1 rahang (inc.lab) 1.380.000
74.G | Rebasing Prothesa 1 rahang (inc.lab) 250.000
75.G | Reparasi Heat Curing (inc.lab) 250.000
76.G | Reparasi Self Curing 130.000
77.G | Space Maintainer Lepasan (inc.lab) 630.000
78.G | Space Maintener Cekat (inc.lab) 1.090.000
79.G g:ﬁ;fggg 21:}1;10d0ntik Cekat (Rahang Atas / 5.000.000
80.G | Interceptif Orthodontik Lepasan 2.500.000
81.G | Kontrol Alat Lepasan 110.000
80.G g;)tr)l)trol Alat Cekat Biasa (dengan ganti karet 120.000
83.G | Kontrol Alat Cekat dengan Penggantian Wire 120.000
84.G | Reparasi Alat Lepasan 630.000
85.G | Incline Bite Plane 190.000
86.G | Lingual Arch Wire 190.000
87.G | Palatal Arch Wire 190.000
88.G | Palatal Crib 2.500.000
PERIODONTIA DAN PEDODONTIA
89.G | DHE, Profilaksis 80.000
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90.G | Aplikasi Fluor / Rahang 80.000
91.G | Pit & Fissure Sealent /regio 120.000
992.G Tambalan Gigi Sulung dengan Glass Ionomer 100.000
(per lubang)
93.G Tumpatgn Gigi Sulung dengan Resin 190.000
Komposit (per lubang)
94.G Perawatan Endodontik gigi sulung anterior 440.000
/paket
95.G Perawatan Endodontik gigi sulung posterior 500.000
/paket
96.G | Perawatan LSTR gigi Sulung 210.000
97 G Scaling / Pembersihan Karang Gigi (per 80.000
rahang)
98.G | Kuretase periodontium per segmen 100.000
99.G | Flap Periodontal per segmen 190.000
100.G Perawatan gigi non bedah dengan anestesi 3.000.000
umum
K. ANAK
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1A Continous reqal replacement therapy (CRRT) 920.000
plasmapheresis (per hari)
Inotropes / cardiac output study and
2.A management (termasuk uscom / echo oleh 810.000
intensivist ) (per hari)
3.A Intracranial pressure monitor (per hari) 620.000
4.A Intra aortic ballon pump (IABP) (per hari) 2.190.000
5.A Sedation / paralysis / analgesis (per hari) 1.140.000
6.A | Total paranteral nutrition (TPN) (per hari) 130.000
7.A Ventilator termasuk recruitment, CPAP, HFO 880.000
8.A | Bronchoscopy 1.930.000
9A Cardlop}llmonary resucitation (termasuk 1.270.000
intubasi)
Central venous pressure / dialysis catheter
10.4 insertion / jugular / PICC 1.670.000
Central venous pressure / dialysis catheter
11.4 insertion / jugular with USG / PICCO 1.840.000
12.A | Chest tube insertion / pleural puncture 1.840.000
13.A | Intubasi pipa endotrakeal 880.000
14.A | Double lumen tube intubation 1.750.000
15.A | IABP insertion and removal 4.820.000
16.A | Intra arterial line insertion 1.270.000
17.A | Intracranial pressure monitor insertion 3.070.000
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18.A Pulmona}”y arte;ry catheter insertion / PICCO 3.850.000
catheter insertion

19.A | Transvenous pacing wire insertion 4.990.000

20.A | Exchange transfusion 1.490.000
21.A | Intraosseus accsess 220.000
22.A | Lumbar puncture 220.000
23.A | Head ultrasound (neonatus) 350.000

L. OBSTETRI DAN GINEKOLOGI
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3

1.0G | Pasang IUD 82.500
2.0G | Ekstraksi IUD 82.500
3.0G | Pasang implant 84.500
4.0G | Aff implant 102.000
5.0G | Kolposkopi 300.000
6.0G | Kardiotokografi 155.000
7.0G | Papsmear 172.000
8.0G |IVA 100.000
9.0G | Biopsi 240.000
10.0G | Hidrotubasi 220.000
11.0G | Swim up sperma + insemainasi 140.000
12.0G | Irigasi / vaginal toilet 105.000
13.0G | Mikrokuret 180.000
14.0G | Punksi cavum douglas 140.000
15.0G | Pasang + laminaria 153.000
16.0G | Podofilin 52.500
17.0G | Pasang pesarium 125.000
18.0G | Swab vagina 52.500
19.0G | Ekstirpasi polip 332.500
20.0G | Pasang / angkat tampon 52.500
21.0G | Suntik KB / obat / vaksin 21.000
22.0G | Dasar (konsultasi tingkat IV oleh expert) 140.000
23.0G | Lanjut (konsultasi tingkat IV oleh expert) 262.500
24.0G | Pemeriksaan dalam 35.000
25.0G | Pasang balon kateter 95.000
26.0G | Induksi / akselerasi persalinan 210.000
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27.0G | Partus pervaginam tanpa penyulit 607.500
28.0G gﬁ;”tus pervaginam dengan penyulit (EVEF 790.000
29.0G | Manual plasenta post partum 310.000
30.0G | Manual plasenta rujukan 450.000
32.0G | Kuretase pascapersalinan 1.100.000
33.0G | Kuretase abortus 1.590.000
34.0G | Sectio caesaria tanpa penyulit 2.800.000
350G ng;it(’) ﬁ?sei[za;lc‘)iraa i(i})engan penyulit (perlekatan 3.500.000
36.0G | Sectio caesaria + histerectomi obstetri 4.000.000
37.0G | Operasi obstetri khusus 1.855.000
38.0G | Kista bartholin / kista gartner 1.025.000
39.0G | Ekstraksi IUD dengan anestesi 1.130.000
40.0G | Polip serviks 630.000
41.0G | Penjahitan laserasi ringan 630.000
42.0G | Drainase abses 630.000
43.0G | Shirodkar 630.000
44.0G | Ekstirpasi 700.000
45.0G | Mioma geburt 770.000
46.0G | Robekan serviks / forniks 700.000
47.0G | Hematoma / ruptur 700.000
48.0G | Histerorafi 1.900.000
46.0G | Kolporafi anterior 1.760.000
47.0G | Kolporafi anterior 1.760.000
48.0G | Repair fistula 2.320.000

Tindakan Ginokologi

Kecil
49.0G | Tubektomi 1.330.000

Sedang
50.0G | Kehamilan ektopik 1.900.000
51.0G | Miomektomi 1.900.000
52.0G | Kistektomi 1.900.000
53.0G | Salpingoooforektomi 1.900.000

Besar
54.0G | Histerektomi 2.320.000
55.0G | Miomektomi 2.320.000

Laparoskopi / Histeroskopi

Kecil
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56.0G | Tubektomi 1.960.000
Sedang
57.0G | Kistektomi 2.950.000
58.0G | Ooforektomi / salpingektomi 2.950.000
59.0G | Eksplorasi ekstraksi IUD translokasi 2.950.000
60.0G | Adhesiolisis perlekatan ringan 2.950.000
Besar
61.0G | Histerektomi 3.650.000
62.0G | Miomektomi 3.650.000
63.0G | Reseksi adenomiosis 3.650.000
64.0G | Periksa Dalam 54.000
65.0G | Inspekulo 54.000
M. MATA
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
Diagnostik I
1.MT | Keratometri 40.000
2.MT | Refraksi 40.000
3.MT | Tonometri 70.000
4.MT | Lensometer 30.000
5.MT | Automated refacto keratometer 70.000
Diagnostik II
6.MT | Funduscopy Indirect 100.000
7.MT | Funduscopy Direct 70.000
8.MT | Pemeriksaan follow up lensa kontak 150.000
Tindakan non bedah
9.MT | Anel test 180.000
10.MT | Epilasi Trikiasis 130.000
11.MT | Epilasi bulu mata 130.000
12.MT | Ekstaksi corpus alienum cornea 270.000
13.MT | Ekstaksi corpus alienum cunjungtiva 230.000
14.MT | Oklusi punctum dengan silicone plug 330.000
15.MT lPaeCrfr?lr;%katan silicone plug pada punctum 330.000
16.MT | Lithiasis 270.000
17.MT | Spoeling/irigasi bola mata 120.000
Tindakan bedah minor
18.MT | Eksisi chalazion/hordeolum 530.000
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19.MT | Corpus alenum dengan operating microscope 470.000

20.MT | Injeksi botox pada blefarospasme 780.000

21.MT | Slit Lamp 50.000

22.MT | Visus 30.000

23.MT | Tes Buta warna 70.000

Kamar bedah

24 .MT | Angkat jahitan cornea 800.000

25.MT | Aspirasi / irigasi / reformasi COA 1.490.000
26.MT | Flap conjunctiva / amnion graft 2.540.000
27.MT | ECCE/ICCE/SICS 3.500.000
28.MT | ECCE/SICS/IOL 3.590.000
29.MT | Eksisi pterigium 2.020.000
30.MT | Repair of laceration, cornea non perforating 2.190.000
31 MT E:ffii; 81;1 lgaceration, cornea and / or sclera, 3.500.000
32.MT | Reposisi IOL 2.450.000
33.MT | Reposisi iris 1.930.000
34.MT | Sekunder IOL 2.890.000
35.MT | Tatto cornea 2.450.000
36.MT | Ekstraksi IOL 2.190.000
37.MT | Ekstraksi corpus alienum cornea 1.490.000
38.MT | Implantasi piggyback IOL 2.450.000
39.MT | Implansi iris artificial 2.450.000
40.MT | Ekstirpasi kelainan cornea 2.540.000
41.MT | Ekstraksi corpus alienum segmen anterior 2.540.000
42.MT | Repar iridodyalisis 2.540.000
43.MT | Exchange IOL 2.540.000
44 MT | Ekstraksi epithelial downgrowth 2.190.000

Glaukoma
45.MT | Iridectomy perifer 1.540.000
46.MT | Paracentesis 1.930.000
47.MT | Trabeculectomi 1.930.000
48.MT | Revisi blab 1.160.000
49.MT | Reformasi COA 1.160.000
50.MT | Trabeculotomi (pada anak / bayi) 2.630.000
51 MT ’é‘;&}l}lia)eculotomi + trabeculektomi (pada anak / 5. 800.000
Vitreo retina
52.MT | Injeksi intravitreal 970.000
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Rekonstruksi bedah mata
53.MT | Blefaroplasty 2 kelopak 4.550.000
54.MT | Cryo / cauter pada trichiasis 1.550.000
55.MT | Eksisi tumor kecil kelopak 1.730.000
56.MT | Ekstirpasi tumor adnexa + rekonstruksi 7.000.000
57.MT | Ektropion 1 kelopak 2.520.000
58.MT | Entropion 1 kelopak 2.520.000
59.MT | Eviserasi /enukleasi + implan 4.120.000
60.MT | Eviserasi / enukleasi 2.890.000
61.MT | Oklusi punctum lakrimal 500.000
62.MT | Koreksi simblifaron 2.800.000
63.MT | Probing 1.550.000
64.MT | Repair ruptur palpebra 2.800.000
ss.um | Sepair naptur palpere (dengan Bttt 200,000
66.MT | Tarsorafi 1.450.000
Tumor
67.MT | Biopsi tumor orbita 2.540.000
68.MT | Biopsi tumor kelopak 2.450.000
69.MT | Eksenterasi 4.120.000
70.MT | Eksisi tumor adneksa 3.770.000
71.MT | Ekstirpasi tumor orbita 3.770.000
Pediatric oftalmologi
72.MT | Pediatric cataract 4.630.000
73.MT | Hemangioma : injeksi intralesi 3.040.000
N. BEDAH UMUM
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
1. B | Aff arch barr 2.170.000
2. B | Aff arch barr dan suspensi maksila 2.690.000
3. B | Amputasi above knee 3.340.000
4. B | Amputasi below knee 3.340.000
5. B | Amputasi jari (phalangs traumatik) 1.640.000
6. B | Amputation of digiti single 2.250.000
7. B | Anal fistulectomy 3.170.000
8. B | Anal fistulotomy 3.170.000
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9. B | Aneurisma a. brachialis (di luar graft) 3.590.000
10. B | Aneurisma a. femoralis (di luar graft) 3.940.000
11. B | Appendicostomy 3.870.000
12. B | Arterial pungsi, kanulasi, sectie 2.120.000
13. B Arter.loveno.us shunt (AV shunt) 3.240.000
brakiosefalika
14. B | Arteriovenous shunt (AV shunt) radiosefalika 3.240.000
15. B | AV shunt (lokal anestesi) 2.720.000
16. B | Axillary dissection 3.340.000
17. B | Babcock 3.250.000
18. B | Batu saluran kemih 3.240.000
19. B Bilateral excision of sctopic breast tissue 3.340.000
(mamma aberans)
20. B Bllatera} inguinal her.ma repair with graft or 3.420.000
prothesis, not otherwise specified
01 B B1.1atera1 multipel excision of lesion of breast 3.590.000
with narcose
22. B | Bilateral ovariectomy 4.200.000
23. B | Bilateral radical mastectomy 5.250.000
24. B | Bilateral repair of direct inguinal hernia 3.420.000
25 B Bilateral repair qf direct inguinal hernia with 3.420.000
graft or prosthetis
Bilateral repair of direct femoral hernia
26.B with /without graft or prosthetis 3.420.000
27. B | Bilateral repair of indirect inguinal hernia 3.420.000
08 B B%lateral repair of 1nd1.rect inguinal hernia 3.420.000
with graft or prosthesis
29 B Bllatergl repair of inguinal hernia, not 3.420.000
otherwise specified
30. B Bilateral repair of inguinal hernia, one direct 3.420.000
and one indirect
Bilateral repair of inguinal hernia, one direct
31.B and one indirect, with graft or prosthesis 3.420.000
32. B | Bilateral simple mastectomy 3.770.000
33. B | Biopsi pembuluh darah (perifer) 1.850.000
34. B | Biopsi perikardium 3.780.000
35. B | Biopsi terbuka diafragma 2.730.000
36. B | Biopsi terbuka mediastinum 3.500.000
37. B | Biopsi terbuka paru 3.500.000
38. B | Biopsi terbuka pleura 3.250.000
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39. B | Biopsi terbuka tumor dinding thoraks 2.290.000
40. B | Biopsi insisional dengan anestesi lokal 1.640.000
41. B | Biopsi of anus 1.640.000
42. B | Biopsi of perineal tissue 1.640.000
43. B | Caecostomy 3.690.000
44. B | Cholecystectomy 3.870.000
45. B | Choledochoplasty 4.640.000
46. B | Closure of anal fistula 2.640.000
47. B | Closure of appendical fistula 3.250.000
48. B | Closure of cholecystotomy 3.250.000
49. B | Closure of fistula of large intestine 3.250.000
50. B Closure of fistula of small intestine, exept 3.950.000
duodenum
51. B | Closure of intestinal stoma 3.250.000
52. B | Closure of laceration of liver 4.220.000
53. B | Colostomy, not otherwise specified 3.340.000
54. B | Combustio (luka bakar) 2.550.000
55 B Common duct exploration for removal of 4.290.000
calculus
56. B | Compartement excision 4.040.000
57. B | Complete glossectomy 5.170.000
58. B | Complete thyroidectomy 3.870.000
59. B | Control of hemorrhage of anus 2.640.000
60. B | Debridement mediastinum (sternotomi) 3.590.000
61. B | Debridement nekrotomi luka gangren 2.120.000
62. B | Deseksi submandibula 3.870.000
63. B | Disartikulasi sendi extremitas 2.640.000
64. B D.1sek51_ leher radikal / radikal neck 3.950.000
dissection
65. B | Dislokasi bahu 1.850.000
66. B | Drainage of appendical abscess 3.250.000
67. B | Drainage of panreatic cyst by catheter 3.690.000
68. B | Eksisi biopsi tumor pembuluh darah 2.900.000
69. B | Eksisi glandula submandibula 3.340.000
70. B | Eksisi higroma leher 3.430.000
71. B | Eksisi kista tiroglosus 3.340.000
Eksisi luas tumor ganas bibir dengan
72.B rekonstruksi flap lokal 3.690.000
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73 B Eksisi luas t.umor.ganas dengan 4 640.000
rekonstruksi flap jauh

74 B Eksisi luas t}lmor ganas kulit tanpa 3.340.000
rekonstruksi
Eksisi luas tumor ganas rongga mulut

7. B dengan rekonstruksi flap lokal 4.390.000

76. B | Eksisi parsial + marsupialisasi ranula 2.990.000

77. B | Eksisi pseudoaneurisma 3.590.000

78. B | Eksisi tumor dinding dada 2.730.000

79 B Eksisi tumao ganas kulit dengan flap lokal 3.040.000
atau graft kulit

80. B | Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal 1.550.000

81. B | Eksisi tumor pembuluh darah perifer 2.730.000

82 B Eksisi tu.mor pembuluh darah perifer 2.730.000
(hemangioma)

83. B | Ekskokleasi epulis 2.340.000

84. B | Ekskokleasi kista follikuler 2.820.000

85. B | Ekskokleasi kista radikuler 2.820.000

86. B | Eksplorasi vaskuler (trauma / non trauma) 3.940.000

387 B Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan 9.170.000
lunak ukuran <2 cm

88. B | Ekstirpasi kista dermoid 1.730.000

89. B | Ekstrksi corpus alienum di regio thoraks 3.250.000

90. B | Embolektomi (di luar alat) 2.660.000

91. B | Embolektomi / trombektomi aorta 3.500.000
Embolektomi / trombektomi pembuluh

92.B darah arteri ekstremitas bawah 2.380.000

93. B Embolektorpl / trombektoml pembuluh 3.500.000
darah arteri abdominal
Embolektomi / trombektomi pembuluh

94.B darah ekstremitas atas (diluar alat) 2.980.000
Embolektomi / trombektomi pembuluh

95. B darah ekstremitas bawah (diluar alat) 2.980.000
Embolektomi / trombektomi pembuluh

96. B | darah regio servikal (karotis, jugular) (diluar 2.980.000
alat)

97. B | Evakuasi hematom (pasca pungsi) 1.770.000
Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca

98.B pungsi HD / traumatik) 2.290.000

99. B | Excision of ectopic breast tissue 2.820.000
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100. B | Excision of hemorrhoids 2.640.000
101. B | Excision of lesion of breast with narcose 3.080.000
102. B | Excision of other bile duct 4.390.000
103. B | Excision of perianal skin tags 2.380.000
104. B | Excision of thyroglossal duct or tract 3.340.000
105. B | Exploration of common duct 4.290.000
106. B | Exploratory laparotomy 3.870.000
107. B | Exteriorization of large intestine 3.690.000
108. B | Exteriorization of small intestine 3.690.000
109. B | Fasciotomy 2.730.000
110. B | Free skin graft 2.520.000
111. B | Fullthickness skin graft to hand 2.520.000
112. B | Fullthickness skin graft to other site 2.380.000
113. B | Gastrostomi 1.830.000
114. B | Groin dissection 2.950.000
115. B | Hemiglosektomi 2.950.000
116. B | Hidrokel testis / funikuli 2.730.000
117. B | Hipertropi prostat benigna (BPH) 2.990.000
118. B | Ileostomy, not otherwise specified 3.080.000
119. B | Incision of perianal abscess 1.940.000
120. B | Incisional hernia repair 3.340.000
121. B | Incisional hernia repair with prothesis 3.590.000
122. B | Insertion of synthetic implant in fascial bone 3.690.000
123. B | Insisi abses dengan anestesi lokal 1.640.000
124. B | Insisi flegmon dasar mulut 3.170.000
125. B | Internal drainage of pancreatic cyst 3.690.000
126. B Intraabdomlnal ma}mpulatlon of intestine, 3.870.000
not otherwise specified
127 B ?ntraa.bdommal manipulation of large 3.870.000
Iintestine
128 B ?ntraa.bdommal manipulation of small 3.870.000
Iintestine
129. B | Labioshisis 2.290.000
130. B | Largetolarge intestinal anastomosis 3.950.000
131. B | Laringectomi 4.300.000
132. B | Laringectomi dengan diseksi leher 4.300.000
133. B | Left hemicolectomy 4.040.000
134. B | Left lateral anal sphincterotomy 3.340.000
135. B | Ligasi vaskuler ekstremitas 1.940.000
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136. B | Ligation of hemorrhoids 2.640.000
137. B | Lobektomi parsial (reseksi paru segmental) 4.300.000
138. B | Local excision of lesion of breast 2.380.000
139. B | Local excision of rectal lesion or tissue 2.470.000
140. B | Maksilektomi total + rekonstruksi 3.950.000
141. B | Modifikasi RND / functional neck dissection 4.920.000
142 B Multipel excision of lesion of breast with 3.430.000
narcose
143. B | Muscle flap graft to breast 4.290.000
144. B Muscle flap graft to breast (TRAM flap / LD 4.290.000
flap)
145. B | Mutilasi digiti ekstremitas (multiple) 3.080.000
146. B | Open biopsi of breast 2.990.000
147. B | Open biopsi of gallblader or bile duct 3.340.000
148. B | Open biopsi of liver 3.340.000
149. B | Open biopsi of pancreas 3.340.000
150. B | Open biopsi of rectum 2.290.000
151. B | Open biopsi of salivary gland or duct 2.820.000
152. B | Operasi commando 5.090.000
153. B | Osteotomi eksisi tulang maksilofasial 3.520.000
154. B | Other appendectomy (elective) 2.640.000
155. B | Other bilateral femoral hernioraphy 3.170.000
156. B | Other destruction of lesion of liver 4.220.000
157 B Other diagnostic procedures of abdominal 9. 470.000
region
158. B | Other excision of perianal tissue 2.120.000
159. B | Other hernia repair 3.080.000
160. B | Other incidental appendectomy 2.640.000
161. B | Other incision of anus 2.470.000
162. B cher incision of skin and subcutaneus 9.290.000
tissue
163. B | Other laparotomy 4.220.000
164. B Oth.er local excision or destruction qf lesion 9.290.000
or tissue of skin and subcutaneus tissue
165. B | Other lysis of peritoneal adhesions 3.170.000
166. B | Other operations on anus 2.470.000
167. B | Other operations on intestines 3.870.000
168. B | Other operations on pancreas 4.920.000
169. B Other operafuons on the breast / 4.390.000
reconstruction of the breast
170. B | Other operations on trachea 2.820.000
171. B | Other pancreototomy 5.090.000
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172. B | Other partial excision of large intestine 4.040.000
173. B | Other partial thyroidectomy 3.870.000
174. B | Other procedures on hemorrhoids 3.170.000
175. B | Other reconstruction of other facial bone 4.040.000
176. B | Other reconstruction of mandible 4.040.000
177. B | Other repair and plastic operation of tongue 4.040.000
178. B | Other repair of abdominal wall 2.820.000
179. B | Other repair of anal sphincter 2.820.000
180. B | Other repair of intestine 3.690.000
181. B | Other repair of mesentery 3.690.000
182. B | Other skin graft to hand 2.380.000
183. B | Other skin graft to other site 2.820.000
184. B | Other smalltolarge intestinal anastomosis 4.040.000
185. B | Other suture of abdominal wall 3.690.000
186. B | Other umbilical herniorraphy 3.250.000
187. B | Other unilateral femoral herniorrhapy 3.080.000
188. B | Palatoshisis 2.730.000
189. B | Parathyroidectomy subtotal 4.570.000
190. B | Parathyroidectomy total 4.570.000
191. B | Paratidektomi superfisial 3.080.000
192. B | Paratidektomi total 5.000.000
193. B | Partial gastrectomy 5.090.000
194. B | Partial glossectomy 3.690.000
195. B Part1.a1 mapdlbulectomy 4.570.000
hemimandibulectomy
196. B | Partial splenectomy 4.220.000
197 B Pgsang double lumen hemodyalisis (HD) 2.640.000
diluar alat
Pasang implantable central venous access
198. B (diluar alat : portacath, celsite) 2.290.000
199. B | Pasang thoraks drain / WSD ( di luar alat) 2.630.000
200. B | Pedicle or flaps graft, not otherwise specified 4.040.000
201. B Pelepasan plat c!an skrup maksilofasial 3 9.820.000
tempat atau lebih
202. B Pelepgsan Plat dan skrup tulang 9. 820.000
maksilofasial 1 2 tempat
203. B quasangan central venous catheter (CVC) 1.680.000
(di luar alat)
204. B | Pemasangan interdental writing / arch bar 2.640.000
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205. B quasangan peritoneal dialysis (PD) catheter 9 640.000
(diluar alat)
206. B | Pembedahan telangiectasis 3.870.000
207. B | Pembuatan thoracic window 3.340.000
208. B | Pericardiocentesis 2.720.000
209. B | Perikardiektomi 3.850.000
210. B | Perikardiotomi / pericardial window 3.500.000
211. B | Permanent colostomy 3.690.000
212. B | Permanent ileostomy 3.690.000
213. B | Pionephrosis 3.870.000
214. B | Pleural window (eloeser flap) 2.730.000
215. B | Pleurektomi 4.130.000
216. B | Pleurodesis (pleurosklerosis) 1.680.000
217. B | Plikasi bulae / bleb emfisematous 3.340.000
218. B | Plikasi diafragma 3.950.000
219. B | Pneumonectomy 4.300.000
220. B | Prosedur sistrunk kista duktus iroglosus 3.340.000
221. B | Pulmonary decortication 3.600.000
222. B | Pungsi hematom / seroma 1.770.000
223. B | Radical excision of skin lesion 3.340.000
224 B Reclosqre post operative disruption of 3.170.000
abdominal wall
225. B | Redo torakotomi 3.950.000
226. B | Reduction of anal prolapse 3.340.000
Rekonstruksi arteri ekstremitan dengan
227.B bypass graft synthetic (diluar protesa) 5.340.000
228. B | Reonstruksi menggunakan flap bebas 5.340.000
Rekonstruksi vaskuler ekstremitas inferior
229.B (arteri femoralis dan poplitea) (diluar graft) 4.640.000
Rekonstruksi vaskuler ekstremitas superior
230. B | (arteri brakhialis, radialisn dan ulnaris) 4.640.000
(diluar graft)
231. B | Release kontraktur mandibula 2.900.000
232. B | Release tong tie 2.380.000
233. B | Release tortikolis 3.690.000
034. B Rerpoval of foreign body from retroperitoneal 3.690.000
cavity
235. B Rerpoval of foreign body from peritoneal 3.690.000
cavity
236. B | Reopening of recent laparotomy site 3.690.000
037 B Repair aneurisma aorta abdominalis (diluar 5.950.000
protesa)
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038 B Repair arteri poplitea dan femoralis (diluar 4 470.000
graft)
239. B | Repair laserasi diafragma 3.250.000
040. B Repair of diaphragmatic hernia, abdominal 3.690.000
approach
241. B | Repair of direct inguinal hernia 3.080.000
042 B Repair c?f direct inguinal hernia with graft or 3.080.000
prothesis
243. B | Repair of gastroschisis 4.740.000
244. B | Repair of indirect inguinal hernia 3.080.000
045 B Repair of 1pd1rect inguinal hernia with graft 3.080.000
or prothesis
246. B | Repair of laceration of gallbladder 4.220.000
247. B | Repair of other bile duct 4.920.000
048. B Repair of other hernia of anterior abdominal 2.820.000
wall
049 B Repalr. of other h§rn1a of anterior abdominal 3.340.000
wall with prothesis
250. B | Repair of umbilical hernia with prothesis 2.980.000
251 B Repauj p.embuluh darah regio servikal 4.380.000
(karotis jugular)
252, B Repo§131 dislokasi sendi rahang dengan 2.550.000
pembiusan (TMJ)
253. B | Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan 1.940.000
254. B | Reposisi tertutup fraktur nasal 2.120.000
255. B | Resection of transverse colon 4.040.000
256. B | Revisi arteriovenous shunt 2.980.000
Revisi thoraks drain / water sealed drainage
257.B (WSD) (diluar alat) 2.470.000
258. B | Revision of anastomosis of large intestine 3.690.000
259. B | Revision of anastomosis of small intestine 3.690.000
260. B | Revision of stoma of large intestine 2.820.000
261. B | Revision of stoma of small intestine 2.820.000
262. B | Revision of tracheostomy 2.640.000
263. B | Right hemicolectomy 4.040.000
264. B | Rupture bulibuli 3.250.000
265. B | Rupture tendon achiles 3.340.000
266. B | Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma 2.470.000
267. B | Sigmoidectomy 4.040.000
268. B | Simple suture of common bile duct 4.220.000
269. B | Sirkumsisi 1.590.000
270. B | Skleroterapi vena (varises, hemangioma) 1.680.000
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271. B | Smalltosmall intestinal anastomosis 4.040.000
272. B | Splitthicness graft to breast 3.770.000
273. B | Stripping varises ekstremitas inferior 3.590.000
274. B | Subtotal mastectomy 4.220.000
275. B | Suture of laceration of anus 3.170.000
276. B | Suture of laceration of large intestine 3.340.000
077 B Suture of laceration of small intestine, except 3.340.000
duodenum
278. B | Suture of peritoneum 3.690.000
279. B | Temporary colostomy 3.340.000
280. B | Temporary ileostomy 3.600.000
281. B | Thoracocentesis 2.470.000
282. B | Tiroidektomi subtotal / total nodul tiroid 2.730.000
283. B | Tiroidektomi total dengan berry picking 4.570.000
084 B T1r01d§ktom1 total dengan diseksi leher 4 570.000
fungsional
285. B | Torakotomi / strenotomi eksplorasi 3.600.000
286. B | Torsio testis 3.430.000
287. B | Total gastrectomy 6.130.000
288. B | Total splenectomy 3.850.000
089 B Trakeostomi dengan penyulit tumor pada 3.330.000
akses trakea
290. B | Trakeostomi temporary 2.100.000
291 B Turpor jinak kulit dan tumor non neoplastik 1.680.000
kulit
292 B Unilateral excision of ectopic breast tissue 2.990.000
(mamma aberans)
293. B | Unilateral radical mastectomy 4.220.000
Unilateral repar of femoral / inguinal herna
294. B with / without graft or prosthesis 3.080.000
295. B | Unilateral simple mastectomy 3.170.000
296. B | Unilateral thyroid lobectomy 3.870.000
297 B Vascular shunting (splenorenal shunt, de 6.130.000
palma shunt)
298. B | Vena punctie, kanulasi, sectie 1.680.000
299. B | Whipple procedure 6.130.000
300. B | Wide excision of soft tissue tumor 3.250.000
301. B | Jasa Laparascopic usus buntu 6.000.000
302. B | Jasa Laparascopic Batu Empedu 7.000.000
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303. B | Jasa Laparascopic Hernia 7.000.000
304. B | Jasa operasi Open (Asisten I) 150.000
305. B | Jasa operasi Open (Instrumen) 120.000
306. B | Jasa Operasi Laparascopic (Asisten I) 300.000
307. B | Jasa Operasi Laparascopic (Instrumen) 200.000
O. BEDAH SARAF
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
Kraniotomi / trepanasi konvensional
Neoplasma / proses desak ruang
1.BS |lama operasi lebih dari 4 jam 9.720.000
2.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 8.070.000
3.BS | Koreksi likworhoe 5.780.000
4.BS | Penyakit vaskuler 9.890.000
5.BS | Epidural / subdural hematom 5.600.000
Kraniotomi / trepanasi bedah mikro
Neoplasma basis kranium
6.BS | lama operasi lebih dari 4 jam 12.870.000
7.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 11.220.000
Operasi Endoskopi
8.BS | lama operasi lebih dari 4 jam 9.020.000
9.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 8.070.000
Kranioplasti
10.BS | lama operasi lebih dari 4 jam 4.550.000
11.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 3.600.000
Koreksi Impresi Fraktur Komplikata Disertai
Laserasi Cerebri
12.BS | lama operasi lebih dari 4 jam 5.870.000
13.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 4.650.000
Kraniotomi / trepanasi konvensional
14.BS | kranial anterior / posterior 4.200.000
15.BS | spinal (spina bifida) 4.380.000
Kraniotomi / trepanasi konvensional
Fusi Korpus Vertebare
Approach anterior
16.BS | anterior cervical corpectomy + fusion (ACCEF) 8.140.000
anterior cervical discectomy + fusion (ACDF) 8.140.000
Laminektomi
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Laminektomi kompleks
17 BS f;lir;f;{gﬁirrsl; ;:liekompresikasus spondilolitesis 8.140.000
Laminektomi sederhana
18. BS lamine.ktomi (1 level) pada simple spine 8.140.000
stenosis
19 BS lamipfektgmi decompresi HNP with 8.140.000
stabilization
Tumor spinal
20.BS | daerah torakolumbal 6.740.000
Prosedur lain
21.BS | biposi vertebra (1 level) 4.550.000
22.BS | debridement and anterior fusion in TB spine 8.140.000
23.BS (f)r];;irtlur:eductlon and stabilization of spinal 8.140.000
24 .BS | removal of implants (plate, nail, screw) 6.740.000
Neuroplasti/anastomosis dan eksplorasi
Konvensional
25.BS | ventriculoperitonium (VPshunt) 3.850.000
Koreksi impresi fraktur sederhana
26.BS | lama operasi lebih dari 4 jam 4.820.000
27.BS | lama operasi kurang dari 4 jam 4.390.000
28.BS | pemasangan fiksasi interna 5.700.000
Ektirpasi tumor
29.BS | ekstirpasi kista jinak kranium 3.420.000
30.BS | ekatirpasi eksostose tulang 3.420.000
Ventrikulostomi
31.BS | continuous ventricular drainage 3.420.000
32.BS | pemasangan traksi cervical 2.890.000
33.BS | pungsi cairan otak 2.540.000
P. THT
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
Neurootologi
1. THT Audiometri nada murni 200.000
2.THT BERA NO 800.000
3.THT Test keseimbangan dengan frezels 250.000
4. THT OAE NO 490.000
S5.THT Tes keseimbangan sederhana 170.000
Otologi
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6. THT Irigasi liang telinga 160.000
7. THT Ekstraksi benda asing telinga 160.000
8. THT Ear toilet 130.000
9.THT Ambil bahan kultur 130.000
10.THT | Benda asing dengan penyulit 130.000
11.THT | Kaustik jaringan granulasi 130.000
12.THT | Serumen dengan penyulit 180.000
13.THT | Ekstraksi kolesteatom eksterna 240.000
Rhinologi
14. THT | Pasang tampon anterior 120.000
15.THT | Pasang tampon posterior 170.000
16. THT | Angkat tampon anterior 120.000
17.THT | Angkat tampon posterior 190.000
18.THT | Ekstraksi benda asing hidung 130.000
19.THT | Nasoendoskopi 200.000
20.THT | Nasoendoskopi dengan tindakan 390.000
21.THT | Sinuskopi / sinoskopi 220.000
22. THT | Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan 240.000
23.THT | Penatalaksanaan epistaksis 210.000
24 . THT | Ekstraksi polip 310.000
25.THT | Insisi abses / hematoma septum 270.000
Laring Faring
26.THT | Telelaringoskopi rigid/Nasoertoscops 240.000
27.THT | Insisi abses peritonsil 620.000
28.THT | Insisi abses submandibula 620.000
29.THT | [0 endofaringis viista 560.000
30.THT | Biopsi tumor hipofaring LF 600.000
31.THT | Pasang NGT 210.000
32.THT gi?r;t;e‘flffc?ri?/ Nasolaringoskopi +kultur 230.000
33.THT | Ganti cuci kanul 230.000
34. THT | Dekanulasi/Gastritis kanul 500.000
35.THT | Nasolaringoskopi 290.000
Plastik Rekonstruksi
36. THT | Pseudokista THT 620.000
37 THT E;?;rgggéiz; dan tata laksana THT/ 90.000
38.THT | Reposisi hidung THT/gastritis kanul 590.000
39.THT iigerggilslt{‘gor jinak THT / 550.000
40.THT | Inj kenacort THT 240.000
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41. THT | Insisi abses plastik THT 590.000
42. THT | Revisi jaringan parut THT 550.000
43.THT | Angkat jahitan plastik THT 180.000
44. THT | Wound toilet THT 160.000
Alergi
45. THT | Tes alergi : skin prik test 340.000
Onkologi
46.THT | Nasoendoskopi hidung rigid 200.000
47.THT | Biopsi tumor hidung onko 620.000
48. THT | Biopsi sinus maksila onko 620.000
49.THT | Biopsi lidah palatum onko 620.000
50.THT | Biopsi hipofaring onko 620.000
51.THT | Biopsi nasofaring rigid onko 620.000
52.THT | Ekstirpasi tumor jinak 620.000
53.THT | Tampon hidung anterior onko 270.000
54. THT | Tampon hidung posterior 270.000
55.THT | Angkat tampon anterior 270.000
56.THT | Angkat tampon sinus 270.000
57. THT | Ganti provox 370.000
58.THT | Ambil sediaan spes kultur 240.000
59.THT | Wound toilet 200.000
60.THT | Pain manajement 240.000
61.THT | Debridement 200.000
62.THT | Pasang NGT 210.000
THT Komunitas
BOA / RVA
63.THT | Speech assessement 40.000
64.THT | Tes psikolog 20.000
65. THT | Terapi wicara 40.000
66. THT | DPOAE skrining 600.000
67. THT | DPOAE diagnosis 899.000
68. THT | ASSR kom 800.000
69.THT | ABR skrining 1.110.000
70.THT | Ear toilet 210.000
71.THT | Timpano high frekuensi 210.000
72.THT | Biopsi endoskopi 700.000
73. THT | Transnasal esophagoskopi 920.000
Operasi
74. THT | Turbinoplasty 2.200.000
75.THT | Tonsilectomy 4.640.000
Laring Faring

jdih.pontianak.go.id




76.THT | Laringoskopi diagnostik 1.550.000
77. THT | Eksplorasi abses submandibula 1.110.000
78. THT | Eksplorasi abses parafaring 2.290.000
79.THT | Eksplorasi abses multipel 2.640.000
80.THT | Trakeostomi 1.730.000
81.THT | Trakeostomi dengan penyulit 3.080.000
82.THT | Pemasangan T tube 3.170.000
Rhinologi
83.THT | Ekstraksi benda asing (narkosis) 2.080.000
84.THT | Konkotomi / konkoplasti 2.080.000
85.THT | Septum reseksi / SMR 2.080.000
86.THT | Septoplasti 2.170.000
87. THT | Caldwell luc 2.170.000
88.THT | Irigasi sinus / DAWO 1.770.000
89.THT | Sinuskopi / sinoskopi (narkosis) 2.200.000
90.THT | Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan 2.290.000
91.THT | Nasoendoskopi dengan tindakan 2.290.000
92.THT | BSEF/FESS 1 : mini 2.730.000
PLASTIK REKONSTRUKSI

93.THT | Reseksi septum THT 2.200.000
94. THT | Pembukaan lubang hidung THT 2.200.000
95.THT | Revisi parut THT 2.200.000
96.THT | Rhinoplasty THT 4.130.000
97.THT | Ekstirpasi preaurikuler fistel THT 2.690.000
98.THT | OAE + BERA 1.110.000
99.THT | OAE + BERA + ASSR 1.610.000
100.THT | Kanaloplasty / kanalomeatoplasty 3.250.000
101.THT | Miringoplasty 3.600.000
102.THT | Mastoidektomi sederhana 3.520.000
103.THT | Timpanoplasty 4.650.000
104.THT | Pemasangan grommet 2.600.000
105.THT | Belloque tampon dengan narkose 1.700.000
106.THT fi{vsi‘ii;pasi tumor jinak sinonasal, oral 3.330.000
107.THT | Audiometry Nada Murni 300.000

108.THT | Behavioral Observation Audiometry (BOA) 300.000

109.THT | Eustachian Tube Fuction Test 300.000

110.THT | Fitting Alat bantu Dengat 490.000

111.THT | Mapping Koklear Implan 530.000

112 THT Refleks Stapedius Ipsilateral / 300.000

Kontralateral
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113.THT | SISI 470.000
114. THT | Timpanometri 300.000
115.THT | Tone Decay 470.000
Q. RADIOLOGI
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
1R Pemenksgan radiologi mata untuk deteksi 140.000
benda asing
2R Peme1j1ksaan radlolog} mandibula . 150.000
sebagian, kurang dari empat proyeksi
3R qugnksaan radiologi rpandlbula lengkap, 170.000
minimal empat proyeksi
4R Perr.lel.‘lksaan rad_lologl mastoid, kurang 160.000
dari tiga proyeksi
5R Pemer1ksaa.n .radlologl tglang wajah, 140.000
kurang dari tiga proyeksi
6.R Pemer1ksaap .radlolog.l t}llang wajah, 170.000
lengkap, minimal dari tiga proyeksi
7R Pemerlksaa.n .radlol.ogl tulang pasal, 160.000
lengkap, minimal tiga proyeksi
8 R qu@nksaan radiologi qrblta, lengkap, 170.000
minimal empat proyeksi
9R Pemer1ksaap 'radlologl,smus, paranasal, 150.000
kurang dari tiga proyeksi
10.R Pemerlksagn .radlol.ogl,smus, paranasal, 170.000
lengkap, minimal tiga proyeksi
11.R Pemeriksaan radiologi, sella tursika 130.000
12.R Pemeriksaan radiologi, gigi, satu proyeksi 130.000
Pemeriksaan radiologi, sendi
13.R temporomandibula, buka dan tutup 180.000
mulut, unilateral
Pemeriksaan radiologi, sendi
14.R temporomandibula, buka dan tutup 200.000
mulut, bilateral
15 R Pemeriksaan radiologi, leher, jaringan 170.000
lunak
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16.R Pemerlk.saan radiologi, thorax, satu 150.000
proyeksi, frontal
Pemeriksaan radiologi, thorax, dua

17.R proyeksi, frontal dan lateral, dengan 160.000
prosedur top lordotik
Pemeriksaan radiologi, thorax, dua

18.R proyeksi, frontal dan lateral, dengan 160.000
proyeksi oblik

19.R Pemenkgaan radiologi, iga, bilateral, tiga 140.000
proyeksi

20.R Pemenkgaan radiologi, iga, bilateral, tiga 140.000
proyeksi

21 R Pemerlksaag radiologi, sternum, minimal 70.000
dua proyeksi

29.R Pemenksaan'radlologl, tulang belakang, 70.000
satu proyeksi, level tertentu

23 R Pemferlksaan radlol(?gl, tulang belakang, 190.000
servikal, dua atau tiga proyeksi

04 R Pem.erlksaa.n.radmlogl, tulang be}akang, 190.000
servikal, minimal empat proyeksi
Pemeriksaan radiologi, tulang belakang,

25.R servikal, lengkap, termasuk pemeriksaan 190.000
oblik dan fleksi dan/atau extensi
Pemeriksaan radiologi, tulang belakang,

26.R torakolumbal, tegak (skoliosis) 180.000

27 R Pemeriksaan radlologl, tulang belakang, 200.000
torakol, dua proyeksi

28 R Pemerlks..aan rad1olog1, tulang belakang, 200.000
torakol, tiga proyeksi

29 R Pemenksagg radiologi, tulang bglakang, 200.000
torakol, minimal empat proyeksi

30.R Pemeriksaan radiologi, tulapg belakang, 200.000
torakolumbal, dua proyeksi

31 R Pemeriksaan radiologi, tglang belak:atng, 200.000
lumbosakral, dua atau tiga proyeksi

32 R Pemeriksaan rad1910g1, tulang belakagg, 200.000
lumbosakral, minimal empat proyeksi

33 R Pemerlksaag radiologi, pelvis, satu atau 130.000
dua proyeksi

34 R Pgrgerlkse}an rad1olog1, pelvis, lengkap, 160.000
minimal tiga proyeksi

35.R Pemeriksaan radiologi, klavikula, lengkap 140.000

36.R Pemeriksaan radiologi, skapula, lengkap 70.000

37 R Pemerlk.saan radiologi, bahu, satu 70.000
proyeksi

38 R Pe.m_erlksaan radlologl, bahu,lengkap, 170.000
minimal dua proyeksi
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39 R Pemerlksaag radiologi,humerus, minimal 140.000
dua proyeksi

40.R Pemenkgaan radiologi, antebrachii, dua 140.000
proyeksi

41 R Pemeriksaan radlologl, pergelangan 140.000
tangan, dua proyeksi

49 R Pemeriksaan radlolf)g}, pergelangan . 170.000
tangan, lengkap, minimal tiga proyeksi

43R Pemer1k.saan radiologi, tangan, dua 140.000
proyeksi

44 R P_emerlksaar.l radiologi, tangan, minimal 170.000
tiga proyeksi

45R Pemer1ksaan.radlolog1, coxae, unilateral, 130.000
satu proyeksi

46.R Pemerlksagn .radlologl, coxae, },mllateral, 140.000
lengkap, minimal dua proyeksi
Pemeriksaan radiologi, coxae, bilateral,

47 R lengkap, minimal dua prgyek31 untuk t.1ap 160.000
coxae, termasuk proyeksi anteroposterior
pelvis

48 R Pemerlksaan rad1qlog1, pelvis dan coxae, 140.000
bayi atau anak, minimal dua proyeksi

49 R Pemerlk_saan radiologi, femur, dua 170.000
proyeksi

50.R Pemer1ksaag radiologi, genu, satu atau 140.000
dua proyeksi

S51.R Pemeriksaan radiologi, genu, tiga proyeksi 140.000

50 R Pemeriksaan rgdlologl, genu, lengkap, 170.000
empat proyeksi atau lebih

53R Pemeriksaan radlol'ogl, genu, bilateral, 170.000
erect, anteroposterior

54 R Pemerl.ks.aan r.ad1olog1, genu, grtrograﬁ, 700.000
supervisi dan interpretasi radiologi

55 R Pemerlksaan. radiologi, tibia dan fibula, 170.000
dua proyeksi

56.R Perr}erlksgan radiologi, extremltas bawah, 170.000
bayi, minimal dua proyeksi

57 R Pemerlksaag radiologi, pergelangan kaki, 140.000
dua proyeksi

58 R Pemerlksaa.n .rad101.0g1, pergela.ngan kaki, 140.000
lengkap, minimal tiga proyeksi
Pemeriksaan radiologi, pergelangan kaki,

59.R artrografi, supervisi dan interpretasi 700.000
radiologi

60.R Pemerlksaan radiologi, pedis, dua 140.000
proyeksi

61.R Pe.m_erlkse.lan rad1010g_1, pedis, lengkap, 140.000
minimal tiga proyeksi

62.R Pgmgnksaan radlologl, calcaneus, 140.000
minimal dua proyeksi

63.R Pemerlksaan. radiologi, jari kaki, minimal 140.000
dua proyeksi
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64.R

Pemeriksaan radiologi, abdomen, satu
proyeksi anteroposterior

130.000

65.R

Pemeriksaan radiologi, abdomen, proyeksi
anteroposterior dan proyeksi tambahan
oblik dan cone

160.000

66.R

Pemeriksaan radiologi, abdomen, lengkap,
termasuk proyeksi decubitus dan/atau
erect

210.000

67.R

Pemeriksaan radiologi, abdomen, serial
akut abdomen lengkap, termasuk
proyeksi supine, erect, dan/atau
dekubitus, toraks proyeksi tunggal

210.000

68.R

Pemeriksaan radiologi, faring dan/atau
esofagus servikal

170.000

69.R

Pemeriksaan radiologi, traktus
gastrointestinal, atas, dengan atau t
delayed, dengan BNO

160.000

70.R

USG intravaskuler (nonkoroner) saat
evaluasi diagnostik atau terapetik,
pembuluh darah awal

620.000

71.R

USG intravaskuler (nonkoroner),
supervisis dan interpretasi radiologi,
pembuluh darah awal

620.000

72.R

USG mata lokalisasi benda asing

340.000

USG Carotid Dopler

650.000

73.R

USG jaringan lunak kepala dan leher
(tiroid, paratiroid, parotis), Bscan,
dan/atau real time dengan dokumentasi
gambar

430.000

74.R

USG toraks, Bscan(termasuk
mediastenum) dan/atau real time dengan
dokumentasi gambar

340.000

75.R

USG payudara, (unilateral atau bilateral),
Bscan dan/atau real time dengan
dokumentasi gambar

430.000

76.R

USG, abdominal, Bscan dan/atau real
time dengan dokumentasi gambar
lengkap

430.000

77.R

USG, abdominal, Bscan dan/atau real
time dengan dokumentasi gambar
terbatas (satu organ, kuadran, follow up)

340.000

78.R

USG, retroperitoneal (renal, aorta, KGB),
Bscan dan/atau real time dengan
dokumentasi gambar, terbatas

340.000

79.R

USG, renal hasil transplantasi, real time
dengan dengan dopler duplex dan
dokumentasi gambar

340.000

80.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, trimester pertama (< 14 minggu
O hari), transabdominal, gestasi tunggal
atau petama

430.000
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81.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, trimester pertama (< 14 minggu
O hari), transabdominal, tiap gestasi
tambahan (daftar terpisah selain kode
prosedur utama)

340.000

82.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, setelah trimester pertama (>
atau = 14 minggu O hari),
transabdominal, gestasi tunggal atau
petama

430.000

83.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, setelah trimester pertama (>
atau = 14 minggu O hari),
transabdominal, tiap gestasi tambahan
(daftar terpisah selain kode prosedur
utama)

340.000

84.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, dengan pemeriksaan anatomi
fetus detail, transabdominal, gestasi
tunggal atau pertama

340.000

85.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, evaluasi fetal dan
maternal, dengan pemeriksaan anatomi
fetus detail, transabdominal, tiap gestasi
tambahan (daftar terpisah selain kode
prosedur utama)

340.000

86.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, pengukuran
translusensi nuchal fetus pada trimester
pertama, transvaginal atau
transabdominal, gestasi pertama atau
tunggal

340.000

87.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, pengukuran
translusensi nuchal fetus pada trimester
pertama, transvaginal atau
transabdominal, tiap gestasi tambahan

340.000

88.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, terbatas (denyut
jantung janin, lokasi plasenta, posisi janin
dan/atau volume cairan amnion
kualitatif), satu fetus atau lebih

340.000

89.R

USG, uterus hamil, real time dengan
dokumentasi gambar, follow up
(reevaluasi ukuran janin dengan
menentukan parameter ukuran standar
dan volume cairan amnion, reevaluasi
sistem organ yang terduga atau pasti
abnormal pada scan sebelumnya),
transabdominal, per fetus

340.000

90.R

USG uterus hamil lainnya yang tidak
tercantum

350.000
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91.R

USG, pelvis (nonobstetrik), Bscan
dan/atau real time dengan dokumentasi
gambar, lengkap

350.000

92.R

USG, pelvis (nonobstetrik), Bscan
dan/atau real time dengan dokumentasi
gambar, terbatas atau followup (untuk
follikel)

350.000

USG, skrotum dan isinya

450.000

93.R

USG, transrectal, transvaginal
pemeriksaan volume prostat untuk
rencana terapi brakhiterapi (prosedur
terpisah)

370.000

94.R

USG, ekstremitas, non vaskuler, real time
dengan dokumentasi gambar, lengkap

370.000

95.R

USG, ekstremitas, non vaskuler, real time
dengan dokumentasi gambar, terbatas

340.000

96.R

Panduan USG untuk pemasangan jarum
(biopsi, aspirasi, injeksi, lokalisasi alat),
supervisi dan interpretasi gambar

340.000

97.R

Prosedur USG yang tidak tercantum
(diagnostik, intervensi), USG doppler, USG
muskuloskeletal, TCD

650.000

98.R

USG doppler transkranial untuk menilai
arteri intrakranial, pemeriksaan lengkap

540.000

99.R

USG doppler transkranial untuk menilai
arteri intrakranial, pemeriksaan terbatas
atau follow up

470.000

100.R

USG doppler transkranial untuk menilai
arteri intrakranial, pemeriksaan reaksi
pembuluh darah

470.000

101.R

USG doppler transkranial untuk menilai
arteri intrakranial, deteksi emboli tanpa
injeksi gelembung mikro intravena

540.000

102.R

USG doppler transkranial untuk menilai
arteri intrakranial, deteksi emboli dengan
injeksi gelembung mikro intravena

540.000

103.R

USG skrining aorta abdominal dengan
Bscan dan atau secara langsung dengan
dokumentasi gambar

340.000

104.R

Mamografi, unilateral

230.000

105.R

Mamografi, bilateral

230.000

106.R

Mamografi skrining, bilateral (setiap
payudara diperiksa dengan dua proyeksi)

250.000

107.R

Mamografi skrining, menghasilkan citra
digital langsung, bilateral semua proyeksi

250.000

108.R

Mamografi diagnostik, menghasilkan citra
digital langsung, bilateral semua proyeksi

250.000
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Mamografi diagnostik, menghasilkan citra
109.R digital langsung, unilateral semua 250.000
proyeksi
110.R CT, kepala atau otak, tanpa kontras 880.000
111.R CT, kepala atau otak, dengan kontras 1.500.000
CT, orbita, sella, atau fossa posterior,
112.R atau telinga luar, tengah, atau dalam 1.070.000
tanpa kontras
CT, orbita, sella, atau fossa posterior,
113.R atau telinga luar, tengah, atau dalam 1.690.000
dengan kontras
114.R CT, regio maksilofasial, tanpa kontras 1.130.000
115.R CT, regio maksilofasial, dengan kontras 2.130.000
116.R CT, jaringan lunak leher, tanpa kontras 880.000
117.R CT, jaringan lunak leher, dengan kontras 1.500.000
CT angiografi, kepala, tanpa kontras,
118.R diikuti dengan kontras dan potongan lain, 3.130.000
termasuk gambar pasca proses
CT angiografi, leher, tanpa kontras,
119.R diikuti dengan kontras dan potongan lain, 3.750.000
termasuk gambar pasca proses
120.R CT, toraks, tanpa kontras 880.000
121.R CT, toraks, dengan kontras 1.700.000
122.R CT, vertebra servikal, tanpa kontras 1.130.000
123.R CT, vertebra servikal, dengan kontras 1.750.000
124.R CT, vertebra torakal, tanpa kontras 1.130.000
125.R CT, vertebra torakal, dengan kontras 1.750.000
126.R CT, vertebra lumbal, tanpa kontras 1.130.000
127.R CT, vertebra lumbal, dengan kontras 1.750.000
128.R CT, pelvis, tanpa kontras 1.130.000
129.R CT, pelvis, dengan kontras 1.750.000
130.R CT, ekstremitas atas, tanpa kontras 1.130.000
131.R CT, ekstremitas atas, dengan kontras 1.880.000
132.R CT, ekstremitas bawah, tanpa kontras 1.130.000
133.R CT, ekstremitas bawah, dengan kontras 1.750.000
134.R CT, abdomen, tanpa kontras 880.000
135.R CT, abdomen, dengan kontras 1.690.000
136.R CT, abdomen dan pelvis, tanpa kontras 1.130.000
137.R CT, abdomen dan pelvis, dengan kontras 1.750.000
138 R Kolonografi CT, diagnostik, termasuk 2.500.000
gambar pasca proses, tanpa kontras
Kolonografi CT, diagnostik, termasuk
139 R gambar pasca proses, dengan kgntras 3.750.000
(termasuk gambar nonkontras jika
dikerjakan)
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140.R

Kolonografi CT, skrining, termasuk
gambar pasca proses

3.750.000

141.R

CT, jantung, tanpa kontras, dengan
pemeriksaan kalsium koroner secara
kuantitatif

2.500.000

142.R

CT, jantung, dengan kontras, untuk
pemeriksaan struktur dan morfologi
jantung (termasuk gambar 3D, penilaian
fungsi jantung, dan evaluasi struktur
vena jika dilakukan)

3.750.000

143.R

CT, jantung, dengan kontras, untuk
pemeriksaan struktur dan morfologi pada
kondisi penyakit jantung bawaan
(termasuk gambar 3D, penilaian fungsi
ventrikel kiri jantung, fungsi dan struktur
ventrikel kanan, dan evaluasi struktur
vena)

5.000.000

144.R

Angiografi CT, jantung, arteri koroner dan
bypass graft (jika ada), dengan kontras,
termasuk gambar 3D (meliputi evaluasi
struktur dan morfologi jantung, penilaian
fungsi jantung, dan evaluasi struktur
vena jika dikerjakan)

5.000.000

145.R

Angiografi CT, pemeriksaan aorta
abdominalis dan iliofemoral bilateral,
dengan kontras, (termasuk gambar
nonkontras jika dikerjakan) dan gambar
pasca proses

5.000.000

146.R

Panduan radiologik(contoh: fluoroskopi,
USG, atau CT) untuk drainage perkutan
(contoh: abses, penga,bilan spesimen),
dengan penempatan kateter, interpretasi
dan supervisi radiolog

2.500.000

147.R

Panduan CT untuk penempatan jarum
(contoh: biopsi, aspirasi, penyuntikan dan
penentuan letak), interpretasi dan
supervisi radiologi

1.880.000

148.R

Panduan CT untuk ablasi dan
pemantauan jaringan parenkimal

1.880.000

149.R

CT, pemeriksaan densitas mineral tulang,
satu lokasi atau lebih, tulangtulang aksial
(contoh: pelvis, vertebra)

1.250.000

150.R

Analisis perfusi serebral menggunakan CT
dengan kontras, termasuk peta
parametrik pasca proses dengan
penentuan aliran darah otak, volume
darah otak, dan rerata waktu transit

1.570.000

151.R

Angiografi CT untuk perencanaan
tindakan bedah

3.130.000
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152.R CT Scan Angiografi (Kontras) 3.130.000
153.R CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung) 4.380.000
154.R CT Scan Calcium Score 2.130.000
155.R CT Scan Cervical 2.130.000
156.R CT Scan Cervical (Kontras) 2.820.000
157.R CT Scan Larynx 2.140.000
158.R CT Scan Larynx (kontras) 2.410.000
159.R CT Scan Lumbal 2.140.000
160.R CT Scan Lumbosacral 2.140.000
161.R CT Scan Nasopharynx 2.140.000
162.R CT Scan Nasopharynx (kontras) 2.410.000
163.R CT Scan Pefusi (kontras) 3.090.000
164.R CT Scan Sinus Paranasal 2.140.000
165.R CT Scan Sinus Paranasal (kontras) 2.410.000
166.R CT Scan Thoracal 2.140.000
167.R CT Scan Thyroid (kontras) 3.250.000
168.R CT Scan Urologi 2.590.000
169.R CT Scan Urologi (kontras) 2.810.000
170.R CT Scan Vertebra 1.130.000
171.R CT Scan Vertebra (kontras) 1.750.000
172.R CT Scan Elbow (12) 880.000

173.R CT Scan Leher (12) 880.000

174.R CT Scan Mandibula (12) 880.000

175.R CT Scan Ovarium (12) 880.000

176.R CT Scan Paha (12) 880.000

177.R CT Scan Pipi (12) 880.000

178.R CT Scan Sinus (12) 880.000

179.R CT Scan Tangan (12) 880.000
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180.R CT Scan SPN Non Kontras 1.130.000
181.R CT Scan SPN Kontras 1.250.000
182.R CT Scan Mastoid Non Kontras 1.130.000
183.R CT Scan Mastoid Kontras 1.250.000
184.R CT Scan Pelvis Non Contras 1.630.000
R. LABORATORIUM (PATOLOGI ANATOMI)
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3
I. Sitologi

1.PA Pap Smear 85.000
2.PA Sitologi 1 Tempat 115.000
3.PA Sitologi > 1 Tempat 145.000

II. P.A Kecil
4.PA Biopsi Permukaan 1 Tempat 95.000
(Kulit, THT, Gigi Mulut)
S.PA Kerokan Endometrium,Biopsi Cervik 95.000
III. P.A. Sedang
6.PA Excisi Tumor 150.000
(KGB, THT, Sof Tissue, Mata, Gilut)

rea | Enoskori dengm pengectan
8.PA Biopsi Permukaan > 1 Tempat 150.000
9.PA ’]?;(iglsllg)()rgan Dalam (Ginjal, Hepar, 150.000
10.PA FAM (Tumor, Mamma) > 2 cm 150.000
11.PA Kerokan Prostat/Prostatectoy, Bulibuli 150.000
12.PA Thyroid, Gall Bladder, Appendix 150.000
13.PA Tumor Kandungan/Ovariium, 1 Tempat 150.000

IV. Besar

14.PA Hyterectomy, Conisasi Cervix 185.000
15.PA Reseksi usus, Laparatomy 185.000
16.PA Thoractomy 185.000
17.PA Craniotomy 185.000
18.PA Nephrectomy 185.000
19.PA Laringectomy, RND 185.000
20.PA Tumor + Radikalitas 185.000
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21.PA Mastectomy 195.000
22 PA Amputasi / Operasi Tulang 195.000
V. Khusus
23.PA Fine Needle Aspiration Biopsi 195.000
24 PA Potong Beku 237.000
95.PA il:gf)lgglindmg / dengan Tuntunan 315.000
S. LABORATORIUM (PATOLOGI KLINIK)
No JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
I Hematologi
1 PK Paket hematologi (hemoglobin, eritrosit3
hematokrit, MCV, MVH, MCHC, leukosit)

2.PK Hemoglobin 10.000
3.PK Eritrosit 10.000
4.PK Hematokrit 10.000
5.PK MCV 10.000
6.PK M VH 10.000
7.PK MCHC 10.000
8.PK Lekosit 10.000
9.PK Laju Endap Darah 20.000
10.PK Retikulosit 20.000
11.PK Trombosit 10.000
12.PK Hitung Jenis 10.000
13.PK Morfologi darah 70.000
14.PK pH darah 30.000
15.PK Elektrolit 200.000
16.PK Golongan Darah 20.000
17.PK Malaria 20.000
18.PK Filaria 30.000
19.PK Sel LE 20.000
20.PK Limfosit Plasma Biru 10.000
21.PK Gambaran Darah Tepi 70.000
22.PK SumSum Tulang 70.000
23.PK Resistensi Osmotik 20.000
24.PK Rumple Leed 10.000
25.PK Bleeding Time 10.000
26.PK Clothing Time 10.000
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27.PK Kadar Febrinogen 40.000
28.PK Protrombin Time 10.000
29.PK APTT 30.000
30.PK Paket Cell Counter (MS 9, celldyne) 20.000
31.PK Trombin Time 30.000
II Kimia Klinik
32.PK Gula Darah Sewaktu 10.000
33.PK Gula Darah Puasa 10.000
34.PK Gula Darah 2 Jam PP 10.000
35.PK Glucose Tolerance Test 40.000
36.PK Cholesterol Total 10.000
37.PK HDL Cholesterol 10.000
38.PK LDL Cholesterol 10.000
39.PK Trigliserida 10.000
40.PK Asam Urat (Uric Acid) 10.000
41.PK Ureum 10.000
42.PK Creatinin 10.000
43.PK Creatinin Clearence Test 30.000
44 .PK Protein Total 10.000
45.PK Albumin / Globulin 10.000
46.PK Globulin 10.000
47.PK Bilirubin Total 10.000
48.PK Bilirubin Direk 10.000
49.PK Bilirubin Indirek 10.000
50.PK Alkali Phospatase 10.000
51.PK Acid Phospatase 10.000
52.PK SGOT 10.000
53.PK SGPT 10.000
54.PK CK NAC 10.000
55.PK CK MB 10.000
56.PK LDH 10.000
S7.PK Gamma GT 20.000
58.PK Elektrolit (Na, K, Cl, Ca) 40.000
59.PK Natrium 10.000
60.PK Kalium 10.000
61.PK Chlorida 10.000
62.PK Calsium 10.000
63.PK Phosphor 10.000
64.PK Fe Serum 10.000
65.PK TIBC 10.000
66.PK Amylase 10.000
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67.PK Lipase 10.000
68.PK Urin rutin 20.000
69 PK ’?‘SHIE/(?:reening Hipotiroid Kongenital)/ 90.000
70.PK T3 dengan alat Vivading 220.000
71.PK T4 dengan alat Vivading 220.000
72.PK Keton Darah 70.000
I Immunologi Serologi
73.PK Widal 30.000
74.PK Tubex TF 240.000
75.PK ASTO 30.000
76.PK CRP 30.000
77.PK Rheuma Factor 30.000
77.PK VDRL 28.000
78.PK TPHA 30.000
79.PK HBsAG (Kromatografi) 70.000
80.PK HBsSAG (mEIA) 30.000
81.PK Anti HBS (Kromatografi) 30.000
82.PK Anti HBS (mEIA) 30.000
83.PK Anti HCV (Kromatografi) 130.000
84.PK Anti HIV (Kromatografi) 140.000
85.PK HbA1C 200.000
86.PK HBsAg dengan Alat TOSOH 300.000
87.PK HBsAb dengan Alat TOSOH 300.000
88.PK TSH dengan Alat TOSOH 300.000
89.PK FT4 dengan Alat TOSOH 300.000
90.PK Troponinl dengan Alat vivading 220.000
91.PK Ferritin dengan Alat TOSOH 340.000
92.PK DDimer dengan Alat TOSOH 1.310.000
93 PK ’l;eorggp;in /Procalcitonin dengan Alat 1.420.000
94.PK CystatinC dengan Alat TOSOH 820.000
95.PK DDimer dengan Alat Imser VivaDiag 330.000
96.PK Procalcitonin dengan Alat Imser VivaDiag 360.000
I Hematologi
I. Mikrobiologi dan Cairan Tubuh
97.PK Pengecatan Gram 20.000
98.PK Pengecatan BTA 20.000
99.PK Pengecatan Diphteri 20.000
100.PK Pengecatan Methyleen Blue 20.000
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101.PK Preparat KOH 20.000
102.PK Preparat Native 20.000
103.PK Cairan Transudat/Eksudat 20.000
104.PK Cairan Pleura 30.000
105.PK Cairan Otak/ LCS 30.000
II. Urinalisa dan Feses
106.PK Urine Lengkap 20.000
107.PK Ph, Protein, Glukosa Urine 10.000
108.PK Darah Samar Urine 20.000
109.PK Protein Bakar 10.000
110.PK Protein Esbach 10.000
111.PK Protein Bence Jones 10.000
112.PK Tes Kehamilan (Kaset) 10.000
113.PK Opiates 30.000
114.PK Canabinoides 30.000
115.PK Metamphetamine 30.000
116.PK Faeces Rutin 20.000
117.PK Darah Samar Feces (FOB) 55.000
III. Kelompok Lain
118.PK Analisa Sperma 30.000
119.PK Rapid Test 90.000
120.PK PCR (Polymerase Chain Reaction) 380.000
121.PK Antigen 60.000
122.PK Analisa Gas Darah (AGD) 400.000
123.PK CRP dengan alat Vivading 100.000
124.PK NS 1 Dengue 190.000
125.PK IgG/IgM Dengue 160.000
T. BANK DARAH
NO JENIS PELAYANAN TARIF (RP)
1 2 3

1 BD Golongan Darah 18.000
2 BD Cross Matching 25.000
3 BD Caomb's Test 30.000
4 BD ]S?ig?;il Fr’;rllﬁig:ﬁ:nZengolahan Darah 335.000
5 BD Eé?glzgir;igiﬁzggPengolahan Darah 360.000
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U. HEMODIALISA

NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.HD Hemodialisa 570.000
V. PEMULASARAN JENAZAH
NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
Perawatan/ Memandikan membersihkan
1.RJ Jenazah dan mengkafankan jenazah 130.000
2 PJ Perawatan/ Memandikan member31hkan 350.000
Jenazah dan penguburan jenazah
3 PJ Penitipan J.enazah.tanpa pendingan 55.000
(konservasi) / hari
4 PJ Pen}tlpan jenazah dengan pendingan / 150.000
hari
5.PJ Pengawetan Jenazah tanpa formalin 60.000
6.PJ Pengawetan Jenazah dengan formalin 310.000
W. MEDICOLEGAL
NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
Visum Et Repertum (VER)
1.M 3.1. Hidup (pem. Luar) 120.000
2.M 3.2. Mati (pem Luar) 120.000
3.M Pemeriksaan Autopsi ringan 140.000
4.M Pemeriksaan Autopsi Umum 670.000

jdih.pontianak.go.id




X. MAKAN PASIEN

NO JENIS DIIT Tarif (Rp)
1 2 3

Makanan biasa

1.MP Pagi 20.000

2.MP Siang 40.000

3.MP Sore 30.000
Makanan lunak

4. MP Pagi 20.000

S5.MP Siang 40.000

6.MP Sore 20.000
Makanan saring

7.MP Pagi 20.000

8.MP Siang 30.000

9.MP Sore 20.000
Makanan cair

10.MP per saji (250 kal) 20.000
Anak 1 3th

11.MP Pagi 30.000

12.MP Siang 30.000

13.MP Sore 20.000
Anak 4 6 th

14.MP Pagi 30.000

15.MP Siang 30.000

16.MP Sore 20.000
Anak 7 14 th

17.MP Pagi 30.000

18.MP Siang 40.000

19.MP Sore 20.000

Tinggi kalori tinggi
protein bubur (TKTP

bubur)
20.MP Pagi 20.000
21.MP Siang 40.000
22.MP Sore 20.000

Tinggi kalori tinggi
protein nasi (TKTP nasi)

23.MP Pagi 20.000
24 MP Siang 40.000
25.MP Sore 30.000

Diabetes Mellitus (DM)
1500 kalori
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26.MP Pagi 10.000
27.MP Siang 50.000
28.MP Sore 20.000
Diabetes Mellitus (DM)
1700 kalori
29.MP Pagi 10.000
30.MP Siang 50.000
31.MP Sore 20.000
Diabetes Mellitus (DM)
1900 kalori
32.MP Pagi 20.000
33.MP Siang 50.000
34.MP Sore 20.000
Diabetes Mellitus (DM)
2100 kalori
35.MP Pagi 20.000
36.MP Siang 50.000
37.MP Sore 30.000
Rendah protein 40 gr
38.MP Pagi 10.000
39.MP Siang 30.000
40.MP Sore 20.000
NO JENIS DIIT
1 2 10.000
Hemodialisa protein 50
gr
41.MP Pagi 10.000
42.MP Siang 40.000
43.MP Sore 20.000
Hemodialisa protein 60
gr
44.MP Pagi 20.000
45.MP Siang 40.000
46.MP Sore 20.000
Hemodialisa protein 70
gr
47.MP Pagi 30.000
48.MP Siang 40.000
49.MP Sore 30.000
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Y. TARIF PELAYANAN DI INSTALASI FARMASI

KOMPONEN TARIF (RP)/

HARGA JUAL
NO URAIAN OB(?,IS/ ﬁgg?sp / JASA SARANA | JASA PELAYANAN /JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.IF Obat Generik Harga Dasar (HD) 0.10 HD 0.15 HD MAX =HET
2.IF Obat merk dagang/BAKHP Harga Dasar (HD) 0.10 HD 0.15 HD 1.25 HD
Tidak melebihi HET
3.IF Oksigen Harga Beli (HB) 0.15 HB 3+ 4+ 5 (per liter)
4.1IF N20O Harga Beli (HB) 0.15 HB 3 +4 + 5 (per liter)
5.IF CO2 Harga Beli (HB) 0.15 HB 3+ 4+ 5 (per liter)
6.IF Konseling Farmasi 20.000 20.000
Z. AMBULANCE
JENIS JARAK / KOMPONEN TARIF (RP)
NO AMBULANCE KM JASA JASA JASA BBM/LTR | JUMLAH | KETERANGAN
SARANA SUPIR PARAMEDIS
1 2 3 4 6 7 8 10
1.AM ﬁ?;ﬁslggfte 0s/d 10 15.000 20.000 30.000 3 BBM

jdih.pontianak.go.id




1.000 /

11t:4,5

11s/d 50 km 1.000 / km | 2.500 / km Km Disesuaikan

51 s/d 100 1?{?3 / 1.000 / km | 2.000 / km 1 1‘{{;14,5 dengan harga
10210%/(1 1(1){?3 / 1.000 / km | 1.500 / km 1 li{;n‘}’s pasar
> 200 H009 /" 11.000/ km | 1.000 / km | 1{{;”5

2.AM Agi;‘éf;fe 0s/d 10 15.000 20.000 40.000 3 Semua

10 s/d 50 1'?{?3 /" 11.000 / km | 3.000 /km | 111;;;’5 Perhitungan

515/d 100 | 299/ 11,000/ km | 2.500 /km | 11:%D mje:rljﬁai
10210%/ d 1'?{?3 /1 1.000 / km | 2.000/km | ! IL;;"S sekali tempuh
> 200 1'?{?3 /" 11.000/km| 1.500 /km | IL;;"S
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AA. TARIF PELAYANAN TINDAKAN ANESTESI

NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 AN | Kuretase abortus

477.000,00
2 AN | Sectio caesaria tanpa penyulit

840.000,00
3 AN | Sectio caesaria dengan penyulit

(perlekatan berat, histerorafi) 1.050.000,00

4 AN | Sectio caesaria + histerectomi obstetri

1.200.000,00
S AN | Operasi obstetri khusus

556.500,00
6 AN | Histerorafi

570.000,00
7 AN | Kolporafi anterior

528.000,00
8 AN | Kolporafi anterior

528.000,00
9 AN | Repair fistula

696.000,00
10 | AN | Tubektomi

399.000,00
11 | AN | Kehamilan ektopik

570.000,00
12 | AN | Miomektomi

570.000,00
13 | AN | Kistektomi

570.000,00
14 | AN | Salpingoooforektomi

570.000,00
15 | AN | Histerektomi

696.000,00
16 | AN | Miomektomi

696.000,00
17 | AN | Tubektomi

588.000,00
18 | AN | Kistektomi

885.000,00
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19 | AN | Ooforektomi / salpingektomi

885.000,00
20 | AN | Eksplorasi ekstraksi IUD translokasi

885.000,00
21 | AN | Histerektomi

1.095.000,00
22 | AN | Miomektomi

1.095.000,00
23 | AN | Reseksi adenomiosis

1.095.000,00
24 | AN | Aspirasi / irigasi / reformasi COA

447.000,00
25 | AN | Flap conjunctiva / amnion graft

762.000,00
26 | AN | ECCE/ICCE/SICS

1.050.000,00
27 | AN | ECCE/SICS/IOL

1.077.000,00
28 | AN | Eksisi pterigium

606.000,00
29 | AN | Repair of laceration, cornea non

perforating 657.000,00
30 | AN | Repair of laceration, cornea and / or
sclera, perforating 1.050.000,00

31 | AN | Reposisi IOL

735.000,00
32 | AN | Reposisi iris

579.000,00
33 | AN | Sekunder IOL

867.000,00
34 | AN | Tatto cornea

735.000,00
35 | AN | Ekstraksi IOL

657.000,00
36 | AN | Ekstraksi corpus alienum cornea

447.000,00
37 | AN | Implantasi piggyback IOL

735.000,00
38 | AN | Implansi iris artificial

735.000,00
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39 | AN | Ekstirpasi kelainan cornea

762.000,00
40 | AN | Ekstraksi corpus alienum segmen

anterior 762.000,00

41 | AN | Repar iridodyalisis

762.000,00
42 | AN | Exchange IOL

762.000,00
43 | AN | Ekstraksi epithelial downgrowth

657.000,00
44 | AN | Iridectomy perifer

462.000,00
45 | AN | Paracentesis

579.000,00
46 | AN | Trabeculectomi

579.000,00
47 | AN | Revisi blab

348.000,00
48 | AN | Reformasi COA

348.000,00
49 | AN | Trabeculotomi (pada anak / bayi)

789.000,00
50 | AN | Trabeculotomi + trabeculektomi (pada

anak / bayi) 840.000,00

51 | AN | Blefaroplasty 2 kelopak

1.365.000,00
52 | AN | Cryo / cauter pada trichiasis

465.000,00
53 | AN | Eksisi tumor kecil kelopak

519.000,00
54 | AN | Ekstirpasi tumor adnexa + rekonstruksi

2.100.000,00
55 | AN | Ektropion 1 kelopak

756.000,00
56 | AN | Entropion 1 kelopak

756.000,00
57 | AN | Eviserasi /enukleasi + implan

1.236.000,00
58 | AN | Eviserasi / enukleasi

867.000,00
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59 | AN | Koreksi simblifaron

840.000,00
60 | AN | Probing

465.000,00
61 | AN | Repair ruptur palpebra

840.000,00
62 | AN | Repair ruptur palpebra (dengan rupture

canalis lacrimalis) 1.260.000,00

63 | AN | Tarsorafi

435.000,00
64 | AN | Biopsi tumor orbita

762.000,00
65 | AN | Biopsi tumor kelopak

735.000,00
66 | AN | Eksenterasi

1.236.000,00
67 | AN | Eksisi tumor adneksa

1.131.000,00
68 | AN | Ekstirpasi tumor orbita

1.131.000,00
69 | AN | Pediatric cataract

1.389.000,00
70 | AN | Hemangioma : injeksi intralesi

912.000,00
71 | AN | Aff arch barr

651.000,00
72 | AN | Aff arch barr dan suspensi maksila

807.000,00
73 | AN | Amputasi above knee

1.002.000,00
74 | AN | Amputasi below knee

1.002.000,00
75 | AN | Amputasi jari (phalangs traumatik)

492.000,00
76 | AN | Amputation of digiti single

675.000,00
77 | AN | Anal fistulectomy

951.000,00
78 | AN | Anal fistulotomy

951.000,00
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79 | AN | Aneurisma a. brachialis (di luar graft)
1.077.000,00
80 | AN | Aneurisma a. femoralis (di luar graft)
1.182.000,00
81 | AN | Appendicostomy
1.161.000,00
82 | AN | Arterial pungsi, kanulasi, sectie
636.000,00
83 | AN | Arteriovenous shunt (AV shunt)
brakiosefalika 972.000,00
84 | AN | Arteriovenous shunt (AV shunt)
radiosefalika 972.000,00
85 | AN | AV shunt (lokal anestesi)
816.000,00
86 | AN | Axillary dissection
1.002.000,00
87 | AN | Babcock
975.000,00
88 | AN | Batu saluran kemih
972.000,00
89 | AN | Bilateral excision of sctopic breast tissue
(mamma aberans) 1.002.000,00
90 | AN | Bilateral inguinal hernia repair with graft
or prothesis, not otherwise specified 1.026.000,00
91 | AN | Bilateral multipel excision of lesion of
breast with narcose 1.077.000,00
92 | AN | Bilateral ovariectomy
1.260.000,00
93 | AN | Bilateral radical mastectomy
1.575.000,00
94 | AN | Bilateral repair of direct inguinal hernia
1.026.000,00
95 | AN | Bilateral repair of direct inguinal hernia
with graft or prosthetis 1.026.000,00
96 | AN | Bilateral repair of direct femoral hernia
with /without graft or prosthetis 1.026.000,00
97 | AN | Bilateral repair of indirect inguinal
hernia 1.026.000,00
98 | AN | Bilateral repair of indirect inguinal
hernia with graft or prosthesis 1.026.000,00
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99 | AN | Bilateral repair of inguinal hernia, not
otherwise specified 1.026.000,00
100 | AN | Bilateral repair of inguinal hernia, one
direct and one indirect 1.026.000,00
101 | AN | Bilateral repair of inguinal hernia, one
direct and one indirect, with graft or 1.026.000,00
prosthesis
102 | AN | Bilateral simple mastectomy
1.131.000,00
103 | AN | Biopsi pembuluh darah (perifer)
555.000,00
104 | AN | Biopsi perikardium
1.134.000,00
105 | AN | Biopsi terbuka diafragma
819.000,00
106 | AN | Biopsi terbuka mediastinum
1.050.000,00
107 | AN | Biopsi terbuka paru
1.050.000,00
108 | AN | Biopsi terbuka pleura
975.000,00
109 | AN | Biopsi terbuka tumor dinding thoraks
687.000,00
110 | AN | Biopsi insisional dengan anestesi lokal
492.000,00
111 | AN | Biopsi of anus
492.000,00
112 | AN | Biopsi of perineal tissue
492.000,00
113 | AN | Caecostomy
1.107.000,00
114 | AN | Cholecystectomy
1.161.000,00
115 | AN | Choledochoplasty
1.392.000,00
116 | AN | Closure of anal fistula
792.000,00
117 | AN | Closure of appendical fistula
975.000,00

jdih.pontianak.go.id




118 | AN | Closure of cholecystotomy
975.000,00
119 | AN | Closure of fistula of large intestine
975.000,00
120 | AN | Closure of fistula of small intestine,
exept duodenum 975.000,00
121 | AN | Closure of intestinal stoma
975.000,00
122 | AN | Closure of laceration of liver
1.266.000,00
123 | AN | Colostomy, not otherwise specified
1.002.000,00
124 | AN | Combustio (luka bakar)
765.000,00
125 | AN | Common duct exploration for removal of
calculus 1.287.000,00
126 | AN | Compartement excision
1.212.000,00
127 | AN | Complete glossectomy
1.551.000,00
128 | AN | Complete thyroidectomy
1.161.000,00
129 | AN | Control of hemorrhage of anus
792.000,00
130 | AN | Debridement mediastinum (sternotomi)
1.077.000,00
131 | AN | Debridement nekrotomi luka gangren
636.000,00
132 | AN | Deseksi submandibula
1.161.000,00
133 | AN | Disartikulasi sendi extremitas
792.000,00
134 | AN | Diseksi leher radikal / radikal neck
dissection 1.185.000,00
135 | AN | Dislokasi bahu
555.000,00
136 | AN | Drainage of appendical abscess
975.000,00
137 | AN | Drainage of panreatic cyst by catheter
1.107.000,00
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138 | AN | Eksisi biopsi tumor pembuluh darah
870.000,00
139 | AN | Eksisi glandula submandibula
1.002.000,00
140 | AN | Eksisi higroma leher
1.029.000,00
141 | AN | Eksisi kista tiroglosus
1.002.000,00
142 | AN | Eksisi luas tumor ganas bibir dengan
rekonstruksi flap lokal 1.107.000,00
143 | AN | Eksisi luas tumor ganas dengan
rekonstruksi flap jauh 1.392.000,00
144 | AN | Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa
rekonstruksi 1.002.000,00
145 | AN | Eksisi luas tumor ganas rongga mulut
dengan rekonstruksi flap lokal 1.317.000,00
146 | AN | Eksisi parsial + marsupialisasi ranula
897.000,00
147 | AN | Eksisi pseudoaneurisma
1.077.000,00
148 | AN | Eksisi tumor dinding dada
819.000,00
149 | AN | Eksisi tumao ganas kulit dengan flap
lokal atau graft kulit 1.182.000,00
150 | AN | Eksisi tumor jinak dengan anestesi lokal
465.000,00
151 | AN | Eksisi tumor pembuluh darah perifer
819.000,00
152 | AN | Eksisi tumor pembuluh darah perifer
(hemangioma) 819.000,00
153 | AN | Ekskokleasi epulis
702.000,00
154 | AN | Ekskokleasi kista follikuler
846.000,00
155 | AN | Ekskokleasi kista radikuler
846.000,00
156 | AN | Eksplorasi vaskuler (trauma / non
trauma) 1.182.000,00
157 | AN | Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan
lunak ukuran <2 cm 651.000,00
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158 | AN | Ekstirpasi kista dermoid
519.000,00
159 | AN | Ekstrksi corpus alienum di regio thoraks
975.000,00
160 | AN | Embolektomi (di luar alat)
798.000,00
161 | AN | Embolektomi / trombektomi aorta
1.050.000,00
162 | AN | Embolektomi / trombektomi pembuluh
darah arteri ekstremitas bawah 714.000,00
163 | AN | Embolektomi / trombektomi pembuluh
darah arteri abdominal 1.050.000,00
164 | AN | Embolektomi / trombektomi pembuluh
darah ekstremitas atas (diluar alat) 894.000,00
165 | AN | Embolektomi / trombektomi pembuluh
darah ekstremitas bawah (diluar alat) 894.000,00
166 | AN | Embolektomi / trombektomi pembuluh
darah regio servikal (karotis, jugular) 894.000,00
(diluar alat)
167 | AN | Evakuasi hematom (pasca pungsi)
531.000,00
168 | AN | Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca
pungsi HD / traumatik) 687.000,00
169 | AN | Excision of ectopic breast tissue
846.000,00
170 | AN | Excision of hemorrhoids
792.000,00
171 | AN | Excision of lesion of breast with narcose
924.000,00
172 | AN | Excision of other bile duct
1.317.000,00
173 | AN | Excision of perianal skin tags
714.000,00
174 | AN | Excision of thyroglossal duct or tract
1.002.000,00
175 | AN | Exploration of common duct
1.287.000,00
176 | AN | Exploratory laparotomy
1.161.000,00
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177 | AN | Exteriorization of large intestine

1.107.000,00
178 | AN | Exteriorization of small intestine

1.107.000,00
179 | AN | Fasciotomy

819.000,00
180 | AN | Free skin graft

756.000,00
181 | AN | Fullthickness skin graft to hand

756.000,00
182 | AN | Fullthickness skin graft to other site

714.000,00
183 | AN | Gastrostomi

549.000,00
184 | AN | Groin dissection

885.000,00
185 | AN | Hemiglosektomi

885.000,00
186 | AN | Hidrokel testis / funikuli

819.000,00
187 | AN | Hipertropi prostat benigna (BPH)

897.000,00
188 | AN | Ileostomy, not otherwise specified

924.000,00
189 | AN | Incision of perianal abscess

582.000,00
190 | AN | Incisional hernia repair

1.002.000,00
191 | AN | Incisional hernia repair with prothesis

1.077.000,00
192 | AN | Insertion of synthetic implant in fascial

bone 1.107.000,00

193 | AN | Insisi abses dengan anestesi lokal

492.000,00
194 | AN | Insisi flegmon dasar mulut

951.000,00
195 | AN | Internal drainage of pancreatic cyst

1.107.000,00
196 | AN | Intraabdominal manipulation of

intestine, not otherwise specified 1.161.000,00
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197 | AN | Intraabdominal manipulation of large
intestine 1.161.000,00
198 | AN | Intraabdominal manipulation of small
intestine 1.161.000,00
199 | AN | Labioshisis
687.000,00
200 | AN | Largetolarge intestinal anastomosis
1.185.000,00
201 | AN | Laringectomi
1.290.000,00
202 | AN | Laringectomi dengan diseksi leher
1.290.000,00
203 | AN | Left hemicolectomy
1.212.000,00
204 | AN | Left lateral anal sphincterotomy
1.002.000,00
205 | AN | Ligasi vaskuler ekstremitas
582.000,00
206 | AN | Ligation of hemorrhoids
792.000,00
207 | AN | Lobektomi parsial (reseksi paru
segmental) 1.290.000,00
208 | AN | Local excision of lesion of breast
714.000,00
209 | AN | Local excision of rectal lesion or tissue
741.000,00
210 | AN | Maksilektomi total + rekonstruksi
1.185.000,00
211 | AN | Modifikasi RND / functional neck
dissection 1.476.000,00
212 | AN | Multipel excision of lesion of breast with
narcose 1.029.000,00
213 | AN | Muscle flap graft to breast
1.287.000,00
214 | AN | Muscle flap graft to breast (TRAM flap /
LD flap) 1.287.000,00
215 | AN | Mutilasi digiti ekstremitas (multiple)
924.000,00
216 | AN | Open biopsi of breast
897.000,00
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217 | AN | Open biopsi of gallblader or bile duct
1.002.000,00
218 | AN | Open biopsi of liver
1.002.000,00
219 | AN | Open biopsi of pancreas
1.002.000,00
220 | AN | Open biopsi of rectum
687.000,00
221 | AN | Open biopsi of salivary gland or duct
846.000,00
222 | AN | Operasi commando
1.527.000,00
223 | AN | Osteotomi eksisi tulang maksilofasial
1.056.000,00
224 | AN | Other appendectomy (elective)
792.000,00
225 | AN | Other bilateral femoral hernioraphy
951.000,00
226 | AN | Other destruction of lesion of liver
1.266.000,00
227 | AN | Other diagnostic procedures of
abdominal region 741.000,00
228 | AN | Other excision of perianal tissue
636.000,00
229 | AN | Other hernia repair
924.000,00
230 | AN | Other incidental appendectomy
792.000,00
231 | AN | Other incision of anus
741.000,00
232 | AN | Other incision of skin and subcutaneus
tissue 687.000,00
233 | AN | Other laparotomy
1.266.000,00
234 | AN | Other local excision or destruction of
lesion or tissue of skin and subcutaneus | 687.000,00
tissue
235 | AN | Other lysis of peritoneal adhesions
951.000,00
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236 | AN | Other operations on anus
741.000,00
237 | AN | Other operations on intestines
1.161.000,00
238 | AN | Other operations on pancreas
1.476.000,00
239 | AN | Other operations on the breast /
reconstruction of the breast 1.317.000,00
240 | AN | Other operations on trachea
846.000,00
241 | AN | Other pancreototomy
1.527.000,00
242 | AN | Other partial excision of large intestine
1.212.000,00
243 | AN | Other partial thyroidectomy
1.161.000,00
244 | AN | Other procedures on hemorrhoids
951.000,00
245 | AN | Other reconstruction of other facial bone
1.212.000,00
246 | AN | Other reconstruction of mandible
1.212.000,00
247 | AN | Other repair and plastic operation of
tongue 1.212.000,00
248 | AN | Other repair of abdominal wall
846.000,00
249 | AN | Other repair of anal sphincter
846.000,00
250 | AN | Other repair of intestine
1.107.000,00
251 | AN | Other repair of mesentery
1.107.000,00
252 | AN | Other skin graft to hand
714.000,00
253 | AN | Other skin graft to other site
846.000,00
254 | AN | Other smalltolarge intestinal
anastomosis 1.212.000,00
255 | AN | Other suture of abdominal wall
1.107.000,00
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256 | AN | Other umbilical herniorraphy
975.000,00
257 | AN | Other unilateral femoral herniorrhapy
924.000,00
258 | AN | Palatoshisis
819.000,00
259 | AN | Parathyroidectomy subtotal
1.371.000,00
260 | AN | Parathyroidectomy total
1.371.000,00
261 | AN | Paratidektomi superfisial
924.000,00
262 | AN | Paratidektomi total
1.500.000,00
263 | AN | Partial gastrectomy
1.527.000,00
264 | AN | Partial glossectomy
1.107.000,00
265 | AN | Partial mandibulectomy
hemimandibulectomy 1.371.000,00
266 | AN | Partial splenectomy
1.266.000,00
267 | AN | Pasang double lumen hemodyalisis (HD)
diluar alat 792.000,00
268 | AN | Pasang implantable central venous
access (diluar alat : portacath, celsite) 687.000,00
269 | AN | Pasang thoraks drain / WSD ( di luar
alat) 789.000,00
270 | AN | Pedicle or flaps graft, not otherwise
specified 1.212.000,00
271 | AN | Pelepasan plat dan skrup maksilofasial 3
tempat atau lebih 846.000,00
272 | AN | Pelepasan plat dan skrup tulang
maksilofasial 1 2 tempat 846.000,00
273 | AN | Pemasangan central venous catheter
(CVC) (di luar alat) 504.000,00
274 | AN | Pemasangan interdental writing / arch
bar 792.000,00
275 | AN | Pemasangan peritoneal dialysis (PD)
catheter (diluar alat) 792.000,00
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276 | AN | Pembedahan telangiectasis

1.161.000,00
277 | AN | Pembuatan thoracic window

1.002.000,00
278 | AN | Pericardiocentesis

816.000,00
279 | AN | Perikardiektomi

1.155.000,00
280 | AN | Perikardiotomi / pericardial window

1.050.000,00
281 | AN | Permanent colostomy

1.107.000,00
282 | AN | Permanent ileostomy

1.107.000,00
283 | AN | Pionephrosis

1.161.000,00
284 | AN | Pleural window (eloeser flap)

819.000,00
285 | AN | Pleurektomi

1.239.000,00
286 | AN | Pleurodesis (pleurosklerosis)

504.000,00
287 | AN | Plikasi bulae / bleb emfisematous

1.002.000,00
288 | AN | Plikasi diafragma

1.185.000,00
289 | AN | Pneumonectomy

1.290.000,00
290 | AN | Prosedur sistrunk kista duktus iroglosus

1.002.000,00
291 | AN | Pulmonary decortication

1.080.000,00
292 | AN | Pungsi hematom / seroma

531.000,00
293 | AN | Radical excision of skin lesion

1.002.000,00
294 | AN | Reclosure post operative disruption of

abdominal wall 951.000,00

295 | AN | Redo torakotomi

1.185.000,00
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296 | AN | Reduction of anal prolapse
1.002.000,00
297 | AN | Rekonstruksi arteri ekstremitan dengan
bypass graft synthetic (diluar protesa) 1.602.000,00
298 | AN | Reonstruksi menggunakan flap bebas
1.602.000,00
299 | AN | Rekonstruksi vaskuler ekstremitas
inferior (arteri femoralis dan poplitea) 1.392.000,00
(diluar graft)
300 | AN | Rekonstruksi vaskuler ekstremitas
superior (arteri brakhialis, radialisn dan | 1.392.000,00
ulnaris) (diluar graft)
301 | AN | Release kontraktur mandibula
870.000,00
302 | AN | Release tong tie
714.000,00
303 | AN | Release tortikolis
1.107.000,00
304 | AN | Removal of foreign body from
retroperitoneal cavity 1.107.000,00
305 | AN | Removal of foreign body from peritoneal
cavity 1.107.000,00
306 | AN | Reopening of recent laparotomy site
1.107.000,00
307 | AN | Repair aneurisma aorta abdominalis
(diluar protesa) 1.575.000,00
308 | AN | Repair arteri poplitea dan femoralis
(diluar graft) 1.341.000,00
309 | AN | Repair laserasi diafragma
975.000,00
310 | AN | Repair of diaphragmatic hernia,
abdominal approach 1.107.000,00
311 | AN | Repair of direct inguinal hernia
924.000,00
312 | AN | Repair of direct inguinal hernia with
graft or prothesis 924.000,00
313 | AN | Repair of gastroschisis
1.422.000,00
314 | AN | Repair of indirect inguinal hernia
924.000,00

jdih.pontianak.go.id




315 | AN | Repair of indirect inguinal hernia with
graft or prothesis 924.000,00
316 | AN | Repair of laceration of gallbladder
1.266.000,00
317 | AN | Repair of other bile duct
1.476.000,00
318 | AN | Repair of other hernia of anterior
abdominal wall 846.000,00
319 | AN | Repair of other hernia of anterior
abdominal wall with prothesis 1.002.000,00
320 | AN | Repair of umbilical hernia with prothesis
894.000,00
321 | AN | Repair pembuluh darah regio servikal
(karotis jugular) 1.314.000,00
322 | AN | Reposisi dislokasi sendi rahang dengan
pembiusan (TMJ) 765.000,00
323 | AN | Reposisi dislokasi TMJ tanpa pembiusan
582.000,00
324 | AN | Reposisi tertutup fraktur nasal
636.000,00
325 | AN | Resection of transverse colon
1.212.000,00
326 | AN | Revisi arteriovenous shunt
894.000,00
327 | AN | Revisi thoraks drain / water sealed
drainage (WSD) (diluar alat) 741.000,00
328 | AN | Revision of anastomosis of large intestine
1.107.000,00
329 | AN | Revision of anastomosis of small
intestine 1.107.000,00
330 | AN | Revision of stoma of large intestine
846.000,00
331 | AN | Revision of stoma of small intestine
846.000,00
332 | AN | Revision of tracheostomy
792.000,00
333 | AN | Right hemicolectomy
1.212.000,00
334 | AN | Rupture bulibuli
975.000,00
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335 | AN | Rupture tendon achiles
1.002.000,00
336 | AN | Scleroterapi dan / atau ligasi
hemangioma 741.000,00
337 | AN | Sigmoidectomy
1.212.000,00
338 | AN | Simple suture of common bile duct
1.266.000,00
339 | AN | Sirkumsisi
477.000,00
340 | AN | Skleroterapi vena (varises, hemangioma)
504.000,00
341 | AN | Smalltosmall intestinal anastomosis
1.212.000,00
342 | AN | Splitthicness graft to breast
1.131.000,00
343 | AN | Stripping varises ekstremitas inferior
1.077.000,00
344 | AN | Subtotal mastectomy
1.266.000,00
345 | AN | Suture of laceration of anus
951.000,00
346 | AN | Suture of laceration of large intestine
1.002.000,00
347 | AN | Suture of laceration of small intestine,
except duodenum 1.002.000,00
348 | AN | Suture of peritoneum
1.107.000,00
349 | AN | Temporary colostomy
1.002.000,00
350 | AN | Temporary ileostomy
1.080.000,00
351 | AN | Thoracocentesis
741.000,00
352 | AN | Tiroidektomi subtotal / total nodul tiroid
819.000,00
353 | AN | Tiroidektomi total dengan berry picking
1.371.000,00
354 | AN | Tiroidektomi total dengan diseksi leher
fungsional 1.371.000,00
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355 | AN | Torakotomi / strenotomi eksplorasi
1.080.000,00
356 | AN | Torsio testis
1.029.000,00
357 | AN | Total gastrectomy
1.839.000,00
358 | AN | Total splenectomy
1.155.000,00
359 | AN | Trakeostomi dengan penyulit tumor
pada akses trakea 999.000,00
360 | AN | Trakeostomi temporary
630.000,00
361 | AN | Tumor jinak kulit dan tumor non
neoplastik kulit 504.000,00
362 | AN | Unilateral excision of ectopic breast
tissue (mamma aberans) 897.000,00
363 | AN | Unilateral radical mastectomy
1.266.000,00
364 | AN | Unilateral repar of femoral / inguinal
herna with / without graft or prosthesis | 924.000,00
365 | AN | Unilateral simple mastectomy
951.000,00
366 | AN | Unilateral thyroid lobectomy
1.161.000,00
367 | AN | Vascular shunting (splenorenal shunt,
de palma shunt) 1.839.000,00
368 | AN | Vena punctie, kanulasi, sectie
504.000,00
369 | AN | Whipple procedure
1.839.000,00
370 | AN | Wide excision of soft tissue tumor
975.000,00
371 | AN | Jasa Laparascopic usus buntu
1.800.000,00
372 | AN | Jasa Laparascopic Batu Empedu
2.100.000,00
373 | AN | Jasa Laparascopic Hernia
2.100.000,00
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374

AN

Kraniotomi / trepanasi konvensional
Neoplasma / proses desak ruang lama
operasi >4 jam

2.916.000,00

375

AN

Kraniotomi / trepanasi konvensional
Neoplasma / proses desak ruang lama
operasi <4 jam

2.421.000,00

376

AN

Koreksi likworhoe

1.734.000,00

377

AN

Penyakit vaskuler

2.967.000,00

378

AN

Epidural / subdural hematom

1.680.000,00

379

AN

Kraniotomi / trepanasi bedah mikro
Neoplasma basis kranium lama operasi
lebih dari 4 jam

3.861.000,00

380

AN

Kraniotomi / trepanasi bedah mikro
Neoplasma basis kranium lama operasi
kurang dari 4 jam

3.366.000,00

381

AN

Operasi Endoskopi lama operasi lebih
dari 4 jam

2.706.000,00

382

AN

Operasi Endoskopi lama operasi kurang
dari 4 jam

2.421.000,00

383

AN

Kranioplastilama operasi lebih dari 4
jam

1.365.000,00

384

AN

Kranioplastilama operasi kurang dari 4
jam

1.080.000,00

385

AN

Koreksi Impresi Fraktur Komplikata
Disertai Laserasi Cerebri lama operasi
lebih dari 4 jam

1.761.000,00

386

AN

Koreksi Impresi Fraktur Komplikata
Disertai Laserasi Cerebri lama operasi
kurang dari 4 jam

1.395.000,00

387

AN

Kraniotomi / trepanasi konvensional
kranial anterior / posterior

1.260.000,00

388

AN

Kraniotomi / trepanasi konvensional
kranial spina bifida

1.314.000,00

389

AN

Kraniotomi / trepanasi konvensional

Fusi Korpus Vertebare Approach anterior

anterior cervical corpectomy + fusion
(ACCF)

2.442.000,00
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390 | AN | Kraniotomi / trepanasi konvensional
Fusi Korpus Vertebare Approach anterior | 2.442.000,00
anterior cervical discectomy + fusion
(ACDF)
391 | AN | laminektomi dekompresikasus
spondilolitesis dan stabilisasi 2.442.000,00
392 | AN | laminektomi (1 level) pada simple spine
stenosis 2.442.000,00
393 | AN | laminektomi decompresi HNP with
stabilization 2.442.000,00
394 | AN | Tumor spinal daerah torakolumbal
2.022.000,00
395 | AN | biposi vertebra (1 level)
1.365.000,00
396 | AN | debridement and anterior fusion in TB
spine 2.442.000,00
397 | AN | open reduction and stabilization of
spinal fracture 2.442.000,00
398 | AN | removal of implants (plate, nail, screw)
2.022.000,00
399 | AN | Neuroplasti/anastomosis dan eksplorasi
Konvensional ventriculoperitonium 1.155.000,00
(VPshunt)
400 | AN | Koreksi impresi fraktur sederhana lama
operasi lebih dari 4 jam 1.446.000,00
401 | AN | Koreksi impresi fraktur sederhana lama
operasikurang dari 4 jam 1.317.000,00
402 | AN | pemasangan fiksasi interna
1.710.000,00
403 | AN | ekstirpasi kista jinak kranium
1.026.000,00
404 | AN | ekatirpasi eksostose tulang
1.026.000,00
405 | AN | continuous ventricular drainage
1.026.000,00
406 | AN | pemasangan traksi cervical
867.000,00
407 | AN | Trakeostomi
519.000,00
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408 | AN | Trakeostomi dengan penyulit

924.000,00
409 | AN | Pemasangan T tube

951.000,00
410 | AN | Ekstraksi benda asing (narkosis)

624.000,00
411 | AN | Konkotomi / konkoplasti

624.000,00
412 | AN | Septum reseksi / SMR

624.000,00
413 | AN | Septoplasti

651.000,00
414 | AN | Caldwell luc

651.000,00
415 | AN | Irigasi sinus / DAWO

531.000,00
416 | AN | Sinuskopi / sinoskopi (narkosis)

660.000,00
417 | AN | Sinuskopi / sinoskopi dengan tindakan

687.000,00
418 | AN | Nasoendoskopi dengan tindakan

687.000,00
419 | AN | BSEF/FESS 1 : mini

819.000,00
420 | AN | Reseksi septum THT

660.000,00
421 | AN | Pembukaan lubang hidung THT

660.000,00
422 | AN | Revisi parut THT

660.000,00
423 | AN | Rhinoplasty THT

1.239.000,00
424 | AN | Ekstirpasi preaurikuler fistel THT

807.000,00
425 | AN | Kanaloplasty / kanalomeatoplasty

975.000,00
426 | AN | Miringoplasty

1.080.000,00
427 | AN | Mastoidektomi sederhana

1.056.000,00
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428 | AN | Timpanoplasty
1.395.000,00
429 | AN | Pemasangan grommet
780.000,00
430 | AN | Belloque tampon dengan narkose
510.000,00
431 | AN | Ekstirpasi tumor jinak sinonasal, oral
cavity 999.000,00
432 | AN | Pencabutan gigi sulit dengan komplikasi
+ bur + jahitan 120.000,00
433 | AN | Odontektomi gigi impaksi
300.000,00
434 | AN | Odontektomi gigi impaksi kasus sulit
450.000,00
435 | AN | Alveolektomi 4 regio
300.000,00
436 | AN | Surgical exposure
300.000,00
437 | AN | Apkes Reseksi akar ganda tanpa
pengisian 300.000,00
438 | AN | Replantasi gigi
300.000,00
439 | AN | Heckting vulnus intra oral uk > Smm
330.000,00
440 | AN | Heckting vulnus ekstra oral uk > Smm
384.000,00
441 | AN | Dental implant per gigi
1.800.000,00
442 | AN | Penutupan flap fistula oroantral
450.000,00
443 | AN | Sinus lifting
450.000,00
444 | AN | Labioplasty dengan LA
1.350.000,00
445 | AN | Squestrektomi
300.000,00
446 | AN | Surgical obturator
300.000,00
447 | AN | Vestibuloplasty
450.000,00
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448 | AN | Bucal fat graft
450.000,00
449 | AN | ALVEOLAR BONE GRAFT DENGAN
ALLOGRAFT, GA 1.687.500,00
450 | AN | AMPUTASI KOMPLEK, GA
1.687.500,00
451 | AN | AMPUTASI SEDERHANA, GA
1.125.000,00
452 | AN | ANGKAT JAHITAN, LA
750.000,00
453 | AN | ANKYLOSIS RELEASE, GA
3.375.000,00
454 | AN | BEDAH MIKRO, GA
5.812.500,00
455 | AN | BURIED DERMAL FLAP (THOMPSON
PROCEDURE), GA 3.375.000,00
456 | AN | CHORDEE EXCISION +
URETHROPLASTY 1 TAHAP, GA 4.218.750,00
457 | AN | CHORDEE EXCISION, GA
1.687.500,00
458 | AN | CIRCUMFERENTIAL WIRING +
ARCHBARR, GA 1.687.800,00
459 | AN | CLOSED RECUCTION + IMF(EYELET),
GA 1.687.500,00
460 | AN | CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA
1.687.500,00
461 | AN | COMMISSUROPLASTY COMPOSITE
FLAP(MICROSURGERY), GA 5.812.500,00
462 | AN | COMMISSUROPLASTY GASTRO
OMENTAL FREE 5.813.400,00
FLAP(MICROSURGERY), GA
463 | AN | COMMISSUROPLASTY JEJUNAL FREE
AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA 5.812.500,00
464 | AN | COMMISSUROPLASTY SKIN GRAFT, GA
2.512.500,00
465 | AN | CROSSFACIAL VERVE GRAFT, GA
5.812.500,00
466 | AN | DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE
AKUT > 30 %, GA 1.687.500,00
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467 | AN | DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE
AKUT 15 30 %, GA 1.687.500,00
468 | AN | DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE
AKUT <15%, GA 1.125.000,00
469 | AN | DISTANT FLAP, GA
2.512.500,00
470 | AN | DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA
2.512.500,00
471 | AN | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN
COMPOSITE FLAP, GA 3.375.000,00
472 | AN | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN
SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, GA 1.687.500,00
473 | AN | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN SKIN
FLAP, GA 2.512.500,00
474 | AN | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN
SKINGRAFTING, GA 2.512.500,00
475 | AN | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING
KOMPLEK, GA 2.512.500,00
476 | AN | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING
REVISI DENGAN MULTIPLE Z PLAST, 1.687.500,00
GA
477 | AN | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING
REVISI DENGAN SIMPLE 1.687.500,00
ADVANCEMENT, GA
478 | AN | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING
REVISI DENGAN SINGLE Z PLASTY, GA | 1.687.500,00
479 | AN | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA
1.687.500,00
480 | AN | EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA
3.375.000,00
481 | AN | EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA
3.375.000,00
482 | AN | EKSISI RINOFIMA, GA
3.375.000,00
483 | AN | EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT DI
LUAR WAJAH, GA 1.125.000,00
484 | AN | EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT
WAJAH, GA 1.687.500,00
485 | AN | ENDOSCOPIC RECONSTRUCTIVE
SURGERY, GA 5.812.500,00
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486 | AN | ESCHARECTOMY DENGAN
TANGENSIAL EKSISI, GA 1.125.000,00
487 | AN | FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA
4.218.750,00
488 | AN | FASCIOCUTANEUS FLAP, GA
3.375.000,00
489 | AN | FASCIOTOMY BURNED
COMPARTEMENT SYNDROME, GA 1.125.000,00
490 | AN | FINGER TIP INJURY REPAIR
NEUROVASCULAR ISLAND /DISTANT 3.375.000,00
FLAP, GA
491 | AN | FINGER TIP INJURY REPAIR TOE
TRANSFER, GA 5.812.500,00
492 | AN | FRAKTUR DAN DISLOKASI ORIF
DENGAN MINIPLATE, GA 3.375.000,00
493 | AN | FREE FLAP, GA
5.812.500,00
494 | AN | FREE GRACILLIS TRANSFER, GA
5.812.500,00
495 | AN | FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY
SUSPENSION, GA 3.375.000,00
496 | AN | FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)
DAERAH DI LUAR WAJAH, GA 2.512.500,00
497 | AN | FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)
PADA WAJAH, GA 3.375.000,00
498 | AN | INSISI ABSES PERIKONDRITIS, GA
750.000,00
499 | AN | INJEKSI HAEMANGIOMA DENGAN
SKLEROTING AGENT ATAU 1.125.000,00
TRIAMCINOLON ACETONID, GA
500 | AN |IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA
1.125.000,00
501 | AN |IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA
1.125.000,00
502 | AN | IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI,
GA 1.125.000,00
503 | AN | JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH
ESTETIK UNIT, GA 2.512.500,00
504 | AN | JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN
KERUSAKAN KOMPLEK, GA 375.000,00
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505 | AN | JAHIT LUKA DI WAJAH DENGAN
KERUSAKAN SEDANG, GA 2.512.500,00
506 | AN | KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA
375.000,00
507 | AN | KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, GA
4.218.750,00
508 | AN | LABIOPLASTY BILATERAL, GA
2.512.500,00
509 | AN | LABIOPLASTY SUMBING BIBIR
UNILATERAL, GA 1.125.000,00
510 | AN | LABIOPLASTY UNILATERAL DENGAN
NASOPLASTY, GA 2.512.500,00
511 | AN | LE FORT I OSTEOTOMY, GA
5.812.500,00
512 | AN | MANDIBULAR DISTRACTION, GA
5.812.500,00
513 | AN | MANDIBULAR RECONST WITH NON
VASCULARIZED BONE GRAFT, GA 4.218.750,00
514 | AN | MANDIBULAR RECONST WITH TMJ
PLATE REKONSTRUCTION, GA 5.812.500,00
515 | AN | MANDIBULAR RECONST WITH
VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) 5.812.500,00
DEFEK BOYD T, GA
516 | AN | MASTOPEXY, GA
5.812.500,00
517 | AN | MAXILLARY RECONST.WITH NON
VASCULARIZED BONE GRAFT, GA 5.812.500,00
518 | AN | MAXILLARY RECONST.WITH
VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO), | 5.812.500,00
GA
519 | AN | MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA
4.218.750,00
520 | AN | MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA
1.125.000,00
521 | AN | MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA
3.375.000,00
522 | AN | MYOCUTANEUS FLAP, GA
3.375.000,00
523 | AN | OMENTAL FLAP, GA
5.812.500,00
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524 | AN | OPEN REDUCTION WITH

WIRE/TITANIUM IMPLANT, GA 5.812.500,00
525 | AN | OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN,

GA 5.812.500,00
526 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG,

GA 4.218.750,00
527 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA,

GA 4.218.750,00
528 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : TANGAN

DAN JARI JARI, GA 4.218.750,00
529 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA,

GA 4.218.750,00
530 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, GA

4.218.750,00

531 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : PAYUDARA

DAN SEKITARNYA, GA 4.218.750,00
532 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : BOKONG,

GA 4.218.750,00
533 | AN | OPERASI REKONSTRUKSI : GENITALIA

EKSTERNA DAN SEKITARNYA, GA 4.218.750,00
534 | AN | OPERASI SKIN FLAP YANG LAIN YANG

LEBIH KOMPLEK, GA 4.218.750,00
535 | AN | OPS. REKONSTRUKSI : DEFEK/

KELAINAN MUKA, GA 4.218.750,00
536 | AN | OPS.REK. : DEFAK/KELAINAN TUBUH

YANG LAIN, GA 4.218.750,00
537 | AN | ORBITAL BONE AND EYE SOCKET

RECONSTRUCTION, GA 5.812.500,00
538 | AN | ORIF + ORBITAL WALL

RECONSTRUCTION DENGAN RIBS 5.812.500,00

BONE GRAFT, GA
539 | AN | ORIF + ORBITAL WALL

RECONSTRUCTION DENGAN SILICON | 5.812.500,00

PLATE, GA
540 | AN | ORIF + TITANIUM MINI PLATE

APPROACH EKTRA ORAL 1 SISI, GA 2.512.500,00
541 | AN | ORIF + TITANIUM MINI PLATE

APPROACH EKTRA ORAL 2 SISI, GA 4.218.750,00
542 | AN | ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA

2.512.500,00
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543 | AN | ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA
3.375.000,00
544 | AN | ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA
4.218.750,00
545 | AN | ORIF DENGAN GINGGIVOBUCAL
APPROACH, GA 2.512.500,00
546 | AN | ORIF DENGAN INFRACILIAR
APPROACH, GA 2.512.500,00
547 | AN | ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL
APPROACH, GA 2.512.500,00
548 | AN | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA
2.512.500,00
549 | AN | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA
3.375.000,00
550 | AN | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III
BICORONAL APPROACH, GA 5.812.500,00
551 | AN | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA
5.812.500,00
552 | AN | OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR
IMPLANT CLOSE PRIMARY, GA 4.218.750,00
553 | AN | OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR
IMPLANT DISTANT/FREE FLAP, GA 5.812.500,00
554 | AN | OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR
IMPLANT, GA 3.375.000,00
555 | AN | PALATOPLASTY COMPLETE, GA
2.512.500,00
556 | AN | PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA
2.512.500,00
557 | AN | PHARYNGOPLASTY, GA
4.218.750,00
558 | AN | PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE
INJURY (BEDAH MIKRO), GA 5.812.500,00
559 | AN | RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY
DEFICIENCY, GA 2.512.500,00
560 | AN | RECONSTRUCTION OF RADIAL RAY
DEFICIENCY, GA 2.512.500,00
561 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE
FLAP (MICROSURGERY), GA 5.812.500,00
562 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN COMPOSITE
FLAP (MICROSURGERY), GA 5.812.500,00
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563 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN FREE

VASCULARIZED BONE GRAFT, GA 5.812.500,00
564 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN

MENGGUNAKAN TISSUE EXPANSION, 2.512.500,00

GA
565 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE

FLAP DENGAN SKIN GRAFT, GA 4.218.750,00
566 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN

MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA 4.218.750,00
567 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP

KOMPLEK, GA 3.375.000,00
568 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP

LOKAL, GA 3.375.000,00
569 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN SKIN

GRAFTING, GA 2.512.500,00
570 | AN | REKONSTRUKSI DENGAN TISSUE

EXPANTION+SKIN FLAP, GA 4.218.750,00
571 | AN | REKONSTRUKSI IBU JARI BONE

GRAFT + MYOCUTANEUS FREE FLAP, 5.812.500,00

GA
572 | AN | REKONSTRUKSI IBU JARI BONE

GRAFT + REGIONAL FLAP, GA 4.218.750,00
573 | AN | REKONSTRUKSI IBU JARI DEEPENING

FIRST DIGITAL WEB SPACE, LA 3.375.000,00
574 | AN | REKONSTRUKSI IBU JARI

POLICIZATION, GA 4.218.750,00
575 | AN | REKONSTRUKSI IBU JARI TOE TO

THUMB TRANSFER, GA 4.312.500,00
576 | AN | REKONSTRUKSI KELAINAN GENITALIA

EKSTERNA YANG LAIN, GA 4.218.750,00
577 | AN | REKONSTRUKSI KELAINAN TELINGA

YANG LAIN, GA 4.218.750,00
578 | AN | REKONSTRUKSI MANDIBULA DENGAN

COSTOCHONDRAL GRAFT, GA 5.812.500,00
579 | AN | REKONSTRUKSI SOFT TISSUE DAN

TULANG, GA 5.812.500,00
580 | AN | REKONSTRUKSI SOFT TISSUE YANG

LAIN, GA 4.218.750,00
581 | AN | REKONSTRUKSI SOFTTISSUE PADA

HIPERTELORISM, GA 4.218.750,00
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582 | AN | REKONSTRUKSI TELINGA ELEVASI
FLAP DAUN TELINGA + SKIN GRAFT, 5.812.500,00
GA
583 | AN | REKONSTRUKSI TELINGA OPERASI
INSERSI GRAFT TULANG RAWAN, GA 5.812.500,00
584 | AN | REKONSTRUKSI TELINGA REPAIR
LOBULUS DAN KELAINAN PENYERTA, 3.375.000,00
GA
585 | AN | REKONSTRUKSI VERMILION, GA
1.687.500,00
586 | AN | REKOSTRUKSI SOFTTISSUE DAN
TULANG PADA HIPERTELORISM, GA 5.812.500,00
587 | AN | RELEASE BURIED PENIS, GA
1.687.500,00
588 | AN | RELEASE EKSTROPION, GA
1.687.500,00
589 | AN | RELEASE KONTRAKTUR DENGAN FREE
FLAP, GA 5.812.500,00
590 | AN | RELEASE KONTRAKTUR DENGAN SKIN
FLAP, GA 4.218.750,00
591 | AN | RELEASE KONTRAKTUR DENGAN
SKINGRAFT, GA 3.375.000,00
592 | AN | RELEASE KONTRAKTUR DENGAN Z
PLASTY, GA 3.375.000,00
593 | AN | RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA
4.218.750,00
594 | AN | RELEASE KONTRAKTUR LINIER, GA
3.375.000,00
595 | AN | RELEASE VAGINA ACRETA, GA
3.375.000,00
596 | AN | REPAIR BLEPHAROPTOSIS, GA
4.218.750,00
597 | AN | REPAIR BIBIR DENGAN ESTLANDER
FLAP, GA 4.218.750,00
598 | AN | REPAIR BIBIR DENGAN
BERNARDBUROWS FLAP, GA 4.218.750,00
599 | AN | REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC
METHODE, GA 4.218.750,00
600 | AN | REPAIR CAMPTODACTYLY, GA
4.218.750,00
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601 | AN | REPAIR CLINODACTYLY, GA
4.218.750,00
602 | AN | REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA
4.218.750,00
603 | AN | REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA
4.218.750,00
604 | AN | REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA
5.812.500,00
605 | AN | REPAIR EPISPADIA, GA
4.218.750,00
606 | AN | REPAIR FISTEL PALATUM DENGAN
BUCAL ATAU LINGUAL FLAP, GA 4.218.750,00
607 | AN | REPAIR FISTEL PALATUM, GA
3.375.000,00
608 | AN | REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX,
GA 4.218.750,00
609 | AN | REPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA,
GA 3.375.000,00
610 | AN | REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA
4.218.750,00
611 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN
TARSOCONJUNCTIVAL GRAFT, GA 4.218.750,00
612 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN HARD
PALATE MUCOSAL GRAFT, GA 4.218.750,00
613 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN LOCAL
SKIN FLAP, GA 3.375.000,00
614 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL
MUCOSAL GRAFT, GA 2.512.500,00
615 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN
POSTERIOR LAMELLAR 2.512.500,00
RECONSTRUCTION, GA
616 | AN | REPAIR PALPEBRA DENGAN SEPTAL
CHONDROMUCOSAL GRAFT, GA 4.218.750,00
617 | AN | REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA
4.218.750,00
618 | AN | REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA
3.375.000,00
619 | AN | REPAIR SYARAF TEPI, GA
5.812.500,00
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620 | AN | REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA
3.375.000,00
621 | AN | REPAIR TENDON EKSTENSOR TANGAN
MULTIPLE, GA 4.218.750,00
622 | AN | REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN
MULTIPEL+ PULLEY RECONST, GA 5.812.500,00
623 | AN | REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN
MULTIPLE, GA 4.218.750,00
624 | AN | REPAIR TENDON FLEKSOR TANGAN
TUNGGAL + PULLEY RECONST, GA 5.812.500,00
625 | AN | REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK,
GA 2.512.500,00
626 | AN | REPALATOPLASTY, GA
3.375.000,00
627 | AN | REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA
5.812.500,00
628 | AN | REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA
5.812.500,00
629 | AN | REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA
1.687.500,00
630 | AN | RESEKSI RAHANG, GA
3.375.000,00
631 | AN | RESTORASI DAN REKONSTRUKSI
SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE | 5.812.500,00
APPROACH, GA
632 | AN | REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA
5.812.500,00
633 | AN | REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA
5.812.500,00
634 | AN | REVISI DENGAN MULTIPLE Z
PLASTY/W PLASTY, GA 4.218.750,00
635 | AN | REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA
4.207.500,00
636 | AN | REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA
3.375.000,00
637 | AN | REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA
1.687.500,00
638 | AN | REVISI PARUT DENGAN SIMPLE
ADVANCEMENT FLAP, GA 1.687.500,00
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639 | AN | REVISI PARUT, GA
1.687.500,00
640 | AN | NAILBED RECONSTRUCTION, GA
1.687.500,00
641 | AN | SECONDARY LIP REPAIR , GA
2.512.500,00
642 | AN | SEMI OPEN REDUCTION (GILLIES
PROCEDURE), GA 1.687.500,00
643 | AN | SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY,
GA 2.512.500,00
644 | AN | SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA
3.375.000,00
645 | AN | SEPARASI SYNDACTYLY, GA
2.512.500,00
646 | AN | SIMPLE ADVANCEMENT FLAP (FLAP
KULIT SEDERHANA), LA 750.000,00
647 | AN | SINGLE ROTATION/ TRANSPOSITION
SKIN FLAP, GA 1.687.500,00
648 | AN | SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA
2.512.500,00
649 | AN | SKIN FLAP KOMPLEK LEBIH DARI SATU
FLAP, GA 3.375.000,00
650 | AN | SKIN FLAP KOMPLEK, GA
3.375.000,00
651 | AN | SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA
2.512.500,00
652 | AN | SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA
1.687.500,00
653 | AN | SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA
4.218.750,00
654 | AN | SKIN GRAFTING DENGAN LUAS
SEDANG, GA 3.375.000,00
655 | AN | SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA
2.512.500,00
656 | AN | SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG)
LUAS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, 3.375.000,00
GA
657 | AN | SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG)
LUAS, GA 2.512.500,00
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658 | AN | SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG)
SEDERHANA, GA 1.687.500,00
659 | AN | STAGED SUBCUTANEOUS EXCISION
UNDERNEATH FLAPS, GA 4.218.750,00
660 | AN | STIFF FINGER JOINT FINGER
ARTHOPLASTY WITH SILICONE 5.812.500,00
IMPLANT, GA
661 | AN | STIFF FINGER JOINT FINGER
ARTHOPLASTY WITH TITANIUM 5.812.500,00
IMPLANT, GA
662 | AN | SUPRAORBITAL BONE
RECONSTRUCTION, GA 5.812.500,00
663 | AN | SURGICAL DEBRIDEMENT/SHARP
DEBRIDEMENT, GA 1.125.000,00
664 | AN | TANGENSIAL EKSISI DINI DENGAN
SKIN GRAFTING, GA 2.512.500,00
665 | AN | TEMPORALIS MUSCLE FASCIA
TRANSFER, GA 4.218.750,00
666 | AN | TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA
5.812.500,00
667 | AN | TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA
5.812.500,00
668 | AN | TENDOPLASTY, GA
4.218.750,00
669 | AN | TISSUE EXPANTION, GA
4.218.750,00
670 | AN | TMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT,
GA 5.812.500,00
671 | AN | TMJ ARTHROTOMY, GA
5.812.500,00
672 | AN | TMJ LAVAGE DENGAN CARM, GA
5.812.500,00
673 | AN | TOTAL CRANIAL VAULT
RECONSTRUCTION, GA 5.812.500,00
674 | AN | TOTAL JOINT REPL WITH
VASCULARIZED BONE GRAFT, GA 5.812.500,00
675 | AN | TOTAL JOINT REPLACEMENT WITH
IMPLANT, GA 5.812.500,00
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676 | AN | TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS
TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT 4.218.750,00
(CHARLES), GA
677 | AN | TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA
5.812.500,00
678 | AN | TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA
5.812.500,00
679 | AN | TRANSPLATATION PENIS, GA
5.812.500,00
680 | AN | URETHROPLASTY, GA
4.218.750,00
681 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING ANGLE
RESHAPING, GA 5.812.500,00
682 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING
GENIOPLASTY WITH SILICONE 5.812.500,00
IMPLANT, GA
683 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING
MALARPLASTY WITH SILICONE 5.812.500,00
IMPLANT, GA
684 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING
OSSEOUS GENIOPLASTY, GA 5.812.500,00
685 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING
OSSEOUS MALARPLASTY, GA 5.812.500,00
686 | AN | FACIAL BONE COUNTOURING SPLIT
MANDIBLE OSTEOTOMY, GA 5.812.500,00
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AB. AKUPUNKTUR

NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3

1.AP Akupunktur tubuh 290.000
2.AP | Akupunktur telinga 420.000
3.AP Akupunktur kulit kepala 420.000
4.AP Akupunktur pergelangan tangan 420.000
S5.AP Akupunktur pergelangan kaki 420.000
6.AP | Akupunktur hidung 420.000
7.AP Akupunktur mata 420.000
8.AP Akupunktur tubuh + telinga 440.000
9.AP Akupunktur tubuh + kulit kepala 440.000
10.AP | Akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala 460.000
11.AP | Akupunktur INMAS 420.000
12.AP | Elektro akupunktur tubuh 840.000
13.AP | Elektro akupunktur telinga 840.000
14.AP | Elektro akupunktur kulit kepala 840.000
15.AP | Elektro akupunktur pergelangan tangan 840.000
16.AP | Elektro akupunktur pergelangan kaki 840.000
17.AP | Elektro akupunktur hidung 840.000
18.AP | Elektro akupunktur mata 840.000
19.AP | Elektro Akupunktur tubuh + telinga 880.000
20.AP | Elektro akupunktur tubuh + kulit kepala 880.000
21 AP E:;l:l;o akupunktur tubuh + telinga + kulit 920.000
22.AP | Elektro akupunktur INMAS 840.000
23.AP | Akupunktur tubuh + TDP (termis) 570.000
24 AP | Akupunktur telinga + TDP (termis) 840.000
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25.AP | Akupunktur kulit kepala + TDP (termis) 840.000
26.AP Akup}lnktur pergelangan tangan + TDP 840.000
(termis)
27 AP Akup}lnktur pergelangan kaki + TDP 840.000
(termis)
28.AP | Akupunktur hidung + TDP (termis) 840.000
29.AP | Akupunktur mata + TDP (termis) 840.000
30.AP | Akupunktur tubuh + telinga + TDP (termis) 880.000
31 AP Akuppnktur tubuh + kulit kepala + TDP 830.000
(termis)
Akupunktur tubuh + telinga + kulit kepala
32.AP | | TDP (termis) 920.000
33.AP | Akupunktur INMAS + TDP (termis) 840.000
34.AP | Elektro akupunktur tubuh + TDP (termis) 1.250.000
35.AP | Elektro akupunktur telinga + TDP (termis) 1.250.000
36.AP Elekt%‘o akupunktur kulit kepala + TDP 1.950.000
(termis)
37 AP Elektro ak_upunktur pergelangan tangan + 1.950.000
TDP (termis)
38 AP Elektro ak_upunktur pergelangan kaki + 1.950.000
TDP (termis)
39.AP | Elektro akupunktur hidung + TDP (termis) 1.250.000
40.AP | Elektro akupunktur mata + TDP (termis) 1.250.000
41 AP Elektro akupunktur tubuh + telinga + TDP 1.320.000
(termis)
49 AP Elektro ak.upunktur tubuh + kulit kepala + 1.320.000
TDP (termis)
Elektro akupunktur tubuh + telinga + kulit
43.AP kepala + TDP (termis) 1.380.000
44.AP | Elektro akupunktur INMAS + TDP (termis) 1.250.000
45.AP | Laserpunktur wajah 1.250.000
46.AP | Laserpunktur tubuh 1.250.000
47.AP | Laserpunktur telinga 1.250.000
48.AP | Laserpunktur kulit kepala 1.250.000
49.AP | Laserpunktur pergelangan tangan 1.250.000
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50.AP | Laserpunktur pergelangan kaki 1.250.000

51.AP | Laserpunktur hidung 1.250.000

S52.AP | Laserpunktur tubuh + telinga 1.320.000

53.AP | Laserpunktur tubuh + kulit kepala 1.320.000

54.AP | Laserpunktur tubuh + telinga +kulit kepala 1.380.000

S55.AP | Laserpunktur INMAS 1.250.000

56.AP ta;derpunktur wajahmenggunakan multi 1.670.000

57 AP fg;s;rpunktur tubuhmenggunakan multi 1.670.000

58 AP Laserpunktur telinga menggunakan multi 1.670.000
lead

50 AP Lasel."punktur kulit kepala menggunakan 1.670.000
multi lead

60.AP Laserpunktur perge}angan tangan 1.670.000
menggunakan multi lead

61.AP Laserpunktur perge.langan kaki 1.670.000
menggunakan multi lead

62 AP Laserpunktur hidung menggunakan multi 1.670.000
lead

63. AP Laserpunktur tubuh + telinga 1.750.000
menggunakan multi lead

64.AP Laserpunktur tubuh + telinga + kulit kepala 1.840.000
menggunakan multi lead

65.AP t&;scfrpunktur INMAS menggunakan multi 1.670.000

66.AP {,:;derpunktur wajah menggunakan single 1.950.000

67 AP {ée;derpunktur tubuh menggunakan single 1.250.000

68.AP Laserpunktur telinga menggunakan single 1.250.000
lead

69. AP Lgserpunktur kulit kepala menggunakan 1.250.000
single lead

70.AP Laserpunktur pe_:rgelangan tangan 1.250.000
menggunakan single lead

71 AP Laserpunktur pe;rgelangan kaki 1.250.000
menggunakan single lead
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79 AP Laserpunktur hidung menggunakan single 1.250.000
lead

73 AP Laserpunktur tqbuh + telinga 1.320.000
menggunakan single lead

74 AP Laserpunktur tqbuh + kulit kepala 1.320.000
menggunakan single lead

75 AP Laserpunktur tqbuh + telinga + kult kepala 1.380.000
menggunakan single lead

76.AP Laserpunktur INMAS menggunakan single 1.950.000
lead

77.AP | Aquapunktur tubuh 420.000

78.AP | Aquapunktur telinga 420.000

79.AP | Aquapunktur kulit kepala 420.000

80.AP | Aquapunktur tubuh + telinga 840.000

81.AP | Aquapunktur tubuh + kulit kepala 840.000

82.AP | Aquapunktur tubuh + telinga + kulit kepala 1.250.000

83.AP | Aquapunktur INMAS 840.000

84.AP | Akupunktur telinga dengan seed 840.000

85 AP Akupunktur telinga dan pemasangan jarum 840.000
tekan

86.AP | Akupunktur telinga dengan magnit 1.250.000

87.AP | Cupping 290.000

88.AP | Moksibusi 290.000

89.AP | Sonopunktur 1.250.000

90.AP Akupunktur angste& untqk pembedahan 4.290.000
singkat (sampai dengan 2 jam)
Akupunktur anestesi untuk pembedahan

ILAP sedang (lebih dari 2 jam hingga 4 jam) 4.640.000
Akupunktur anestesi untuk pembedahan

92.AP lama (lebih dari 4 jam hingga 6 jam) 4.990.000

93. AP Akupunktur tubuh dan tanam benang 1.250.000
catgut

94 AP Akupunktur extremitas dan tanam benang 1.250.000
catgut
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95 AP Akupunktur wajah dan tanam benang 1.250.000
catgut

96.AP Akupunktur tubuh + extremitas dan tanam 1.320.000
benang catgut

97 AP Akupunktur tubuh + wajah dan tanam 1.320.000
benang catgut

98. AP Akupunktur extremitas + wajah dan tanam 1.320.000
benang catgut

99. AP Akupunktur tubuh + extremitas + wajah 1.380.000
dan tanam benang catgut

100.AP Akupunktur.tubuh dan.tanam benang 1.670.000
dengan teknik penetrasi

101 AP Akupunktur.extremnas.dan tanam benang 1.670.000
dengan teknik penetrasi

102.AP Akupunktur.wajah dan .tanam benang 1.670.000
dengan teknik penetrasi

103.AP Akupunktur tubuh + wajah daq tanam 1.750.000
benang dengan teknik penetrasi

104 AP Akupunktur extrem1jcas + wajah dan tanam 1.750.000
benang dengan teknik penetrasi

105.AP Akupunktur tubuh + extrem1tas. + wajah . 1.840.000
dan tanam benang dengan teknik penetrasi

106.AP éé{ﬁlpunktur diagnosis dan terapi dengan 840.000

107.AP | Diagnosis dengan kirlian photography 840.000

108.AP | Diagnosis dengan neurometer 840.000

109.AP | Akupresur tubuh 290.000

110.AP | Akupresur telapak tangan 290.000

111.AP | Akupresur telapak kaki 290.000

112.AP | Akupresur kulit kepala 290.000

113.AP | Akupresur tulang belakang 290.000

114.AP | Akupresur tubuh + telapak tangan 310.000

115.AP | Akupresur tubuh + telapak kaki 310.000

116.AP | Akupresur tubuh + kulit kepala 310.000

117.AP | Akupresur tubuh + tulang belakang 310.000
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118 AP élf;l}}):);ﬁslzl; ktiubuh + telapak tangan + 330.000
120.AF | o i tulang betakang 330.000
Akupresur tubuh + telapak tangan +
121.AP | telapak kaki + + kulit kepala + tulang 350.000
belakang
AC. PSIKOLOGI
NO URAIAN Tarif (Rp)
1 2 3
Konseling
Konseling individual
1.P Reguler A 40.000
2.P Reguler B 50.000
3.P Reguler C 70.000
4.P Konseling kelompok 110.000
S5.P Konseling keluarga 90.000
Observasi klinis
6.P Observasi klinik 20.000
7.P Observasi lapangan 30.000
Psokidiagnostika
Tes Intelegensia
8.P APM 1 40.000
9.P APM 11 40.000
10.P CFIT 2A 40.000
11.P CFIT 2B 40.000
12.P CFIT 3A 40.000

jdih.pontianak.go.id




13.P CFIT 3B 40.000
14.P SPM 60.000
15.P CPM 50.000
16.P WAIS 220.000
17.P WISC 220.000
18.P WPPSI 220.000
19.P Binet 220.000
20.P Tes Intelegensia lainnya 80.000
Tes Kemampuan
21.P A3 20.000
22.P AS 20.000
23.P C4 20.000
24P D4 20.000
25.P Al 20.000
26.P C1 20.000
27.P C2 20.000
28.P D2 20.000
29.P D3 20.000
30.P Rg B 20.000
31.P MP 20.000
32.P Tes Kemampuan lainnya 20.000
Tes Kepribadian
33.P A4 20.000
34.P EPPS 70.000
35.P C3 20.000
36.P M3 Kuder 30.000
37.P B3 20.000
38.P Grafis 40.000
39.P Wartegg 40.000
40.P Kraeplin 130.000
41.P Pauli 160.000
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42.P Rorschach 250.000

43.P TAT 240.000

44 P CAT 240.000

45.P Tes Kepribadian lainnya 110.000
Tes Perkembangan

46.P i?gle Scale, VMSC atau tes perkembangan 40.000
Tes Psikologi lainnya

47.P SSCT, CHAT, CHARS atau skala psikologi 20.000
Terapi Psikologi (paket)

48.P Sederhana 30.000

49.P Sedang 40.000

50.P Kompleks 50.000
Relaksasi

S51.P Sederhana 30.000

52.P Sedang 40.000

53.P Kompleks 50.000
Modifikasi perilaku

54.P Sederhana 30.000

S55.P Sedang 40.000

56.P Kompleks 60.000
Kelompok (5 10 orang)

57.P Sederhana 120.000

58.P Sedang 150.000

59.P Kompleks 190.000
Keluarga

60.P Sederhana 40.000

61.P Sedang 50.000

062.P Kompleks 70.000
Brief theraphy

63.P Sederhana 50.000
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64.P Sedang 80.000
65.P Kompleks 100.000
66.P Intervensi krisis 70.000
67.P Uji / check up kesehatan jiwa / rohani 190.000
Pemeriksaan Psikologi forensik
68.P Kategori A 190.000
69.P Kategori B 220.000
70.P Kategori C 320.000
71p Terapi EMDR (Eye Movement . 190.000
Desensitization and Reprocessing)
AD. PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH/Rp
1 2 3
L Prosedur Diagnostik Non Invasif
1.PJ EKG 131.000
Ekokardiografi (Transthoracal
2.PJ Echocardiography/TTE) 333.642
3.PJ Treadmill Test 326.360
4.PJ Dobutamin Stress Echocardiography 676.100
5.PJ Bubble Test Echocardiography 640.000
6.PJ Doppler Ultrasound Pembuluh Darah 642.100
Perifer
7.PJ Doppler Ultrasound Arteri Karotis 562.100
8.PJ Holter Monitoring 356.160
II. Pelayanan Kegawatdaruratan
9.PJ Fibrinolitik/ tromb_ohtlk dengan 1.310.300
pengawasan kardiovaskular
10.PJ | Resusitasi Jantung Paru Otak 419.700
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11.PJ | Defibrilasi 395.000

12.PJ Kardioversi Elektrik 444.300

13.PJ Kardioversi Medlkamentosa dengan 390.300
pengawasan kardiovaskular

14.PJ Kardioversi Pijat KarotlsManuver Vagal 369.000
dengan pengawasan kardiovaskular

15.PJ | Perikardiosintesis 812.800

16.PJ | Pemasangan Pacu Jantung Transkutan 1.249.200

17.PJ | Intubasi 517.500

18.PJ | Ventilasi Mekanik Non Invasif/NIPPV 1.571.900

19.PJ | Ventilasi Mekanik Invasif 1.620.800

20.PJ | Akses Vena Sentral 2.082.400

21.PJ | Akses Arteri 1.994.400

22.PJ | Heparinisasi 550.500
CDL Anastesi Local (harga

23.RJ terendah)+BAKHP (harga terendah) 2.310.000
CDL Anastesi Local (harga

24.BJ terendah)+BAKHP (harga tertinggi) 2.610.000

95 PJ CDL Anastesi Local (harga tinggi)+BAKHP 2 850.000
(harga terendah)
CDL Anastesi Local (harga

26.pJ tertinggi)+BAKHP (harga tertinggi) 3.150.000
CVC Anastesi Local (harga terendah) +

27.RJ BAKHP (harga terendah) 1.590.000
CVC Anastesi Local (harga terendah)

28.pJ +BAKHP (harga tertinggi) 1.940.000
CVC Anastesi Local (harga tertinggi)

29.BJ +BAKHP (harga terendah) 2.750.000
CVC Anastesi Local (harga

30.PJ tertinggi)+BAKHP (harga tertinggi) 3.100.000

31.PJ | Hemodinamic Electrocardiography 580.000
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AE. BEDAH MULUT

NO JENIS PELAYANAN JUMLAH/Rp
1 2 3

1 BM Tindakan emergency / Relief of pain / Open 50.000
bur

2.BM Kontrol tanpa perawatan 30.000

3 BM Kontrol c}engan pe.rawatan paska operasi / 50.000
ekstraksi / punksi

4.BM Kontrol perawatan dry socket 50.000

5.BM Kontrol arch bar 100.000

6.BM Kontrol luka dengan perawatan ringan 100.000

7.BM Kontrol luka dengan perawatan sedang 150.000

8.BM Kontrol luka dengan perawatan berat 200.000

9.BM Kontrol dengan cetak RA dan RB 155.000

10.BM Kontrol dengan repiar obturator 100.000

11.BM Pencabutan gigi dengan anastesi topikal 100.000

12.BM Pencabutan gigi dengan anastesi lokal 150.000

13.BM Peqcabutan gigi dengan anastesi lokal + 200.000
jahitan

14.BM Pencabutan gigi dengan teknik open method 350.000

15.BM Pencal'aut.an gigi sulit dengan komplikasi + 400.000
bur + jahitan
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16.BM Odontektomi gigi impaksi 1.000.000

17.BM Odontektomi gigi impaksi kasus sulit 1.500.000

18.BM Alveolektomi 1 regio 250.000

19.BM | Alveolektomi 2 regio 500.000

20.BM Alveolektomi 3 regio 750.000

21.BM Alveolektomi 4 regio 1.000.000

29 BM In31§10na1 biopsi jaringan keras dengan 350.000
trepine bur

23 BM Insisional biopsi jaringan keras tanpa trepine 300.000
bur

24.BM Insisional biopsi jaringan lunak 250.000
Eksisional biopsi epulis

25.BM /lipoma/papiloma/tumor jinak lainnya uk < 350.000
4mm
Eksisional biopsi epulis

26.BM /lipoma/papiloma/tumor jinak lainnya uk > 500.000
4mm

27.BM Eksisi torus palatinus 750.000

28.BM Eksisi torus mandibularis per regio 500.000

29.BM Surgical exposure 1.000.000

30.BM Enukleasi kista uk <1 cm 350.000

31.BM Enukleasi kista uk >1 cm 500.000

32.BM Prosedur pungsi 140.000

33.BM Apkes Reseksi akar tunggal tanpa pengisian 750.000

34.BM Apkes Reseksi akar ganda tanpa pengisian 1.000.000
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35.BM Splinting dengan Arch bar per rahang 800.000
36.BM Replantasi gigi 1.000.000
37.BM Insisi abses intra oral 300.000
38.BM Insisi abses ekstra oral 500.000
39.BM Eksisi tumor jinak kelenjat liur / mucocele 500.000
40.BM Heckting vulnus intra oral uk < Smm 725.000
41.BM Heckting vulnus intra oral uk > Smm 1.100.000
42.BM Heckting vulnus ekstra oral uk < Smm 900.000
43.BM Heckting vulnus ekstra oral uk > Smm 1.280.000
44.BM Dental implant per gigi 6.000.000
45.BM Penutupan flap fistula oroantral 1.500.000
46.BM Sinus lifting 1.500.000
47.BM Reposisi dislokasi TMJ 150.000
48.BM Labioplasty dengan LA 4.500.000
49.BM Squestrektomi 1.000.000
50.BM Surgical obturator 1.000.000
51.BM Bone augmentation 500.000
52.BM Vestibuloplasty 1.500.000
53.BM Frenectomi 750.000
54.BM Bucal fat graft 1.500.000
55.BM Kontrol angkat jahitan 50.000
56.BM Debriment luka 150.000
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AF. BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK

NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.BP ﬁiﬁgg;ﬁﬁ%? GRAFT DENGAN 5.625.000
2.BP | AMPUTASI KOMPLEK, GA 5.625.000
3.BP | AMPUTASI SEDERHANA, GA 3.750.000
4BP | ANGKAT JAHITAN, LA 2.500.000
5BP | ANKYLOSIS RELEASE, GA 11.250.000
6.BP | BEDAH MIKRO, GA 19.375.000
7BP | BIOPSI, LA 1.250.000
8BP | BOUTONNNIERE DEFORMITY REPAIR, LA |  3.750.000
9.BP ?Sgg%gggﬁ“gk FLAP (THOMPSON 11.250.000
L0.BP ?I;SSEEEGiXCISION + URETHROPLASTY | ., o
11.BP | CHORDEE EXCISION, GA 5.625.000
12.BP g;RCCHUBI\f\I;E}fEﬁTIAL WIRING + 5.626.000
13.BP | CIRCUMSISI, LA 2.500.000
14BP | CLOSED RECUCTION + IMF(EYELET), GA 5.625.000
15BP | CLOSED REDUCTION + ARCHBARR, GA 5.625.000
16.BP | CLOSED REDUCTION + BANDAGE, LA 2.500.000
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17.BP CLOSED REDUCTION WITH SPLINT, LA 2.500.000
COMMISSUROPLASTY COMPOSITE
18.BP FLAP(MICROSURGERY), GA 19.375.000
19 BP ESMMISSUROPLASTY DIRECT CLOSURE, 8.375.000
COMMISSUROPLASTY EAR CARTILAGE
20.BP GRAFT, LA 11.250.000
COMMISSUROPLASTY GASTRO
21.BP OMENTAL FREE FLAP(MICROSURGERY), 19.378.000
GA
COMMISSUROPLASTY JEJUNAL FREE
22.BP AUTOGRAFT (MICROSURGERY), GA 19.375.000
93 BP ESMMISSUROPLASTY REGIONAL FLAP, 14.062.500
24 BP ESMMISSUROPLASTY SKIN FLAP LOKAL, 11.250.000
25.BP COMMISSUROPLASTY SKIN GRAFT, GA 8.375.000
26.BP COMMISSUROPLASTY, LA 8.375.000
27.BP CROSSFACIAL VERVE GRAFT, GA 19.375.000
DEBRIDEMEN DAN NEKROTOMI
28.BP DEKUBITUS, LA 2.500.000
29 BP DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 5.625.000
> 30 %, GA
DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT
30.BP 15 30 %, GA 5.625.000
31 BP DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 3.750.000
<15%, GA
32 BP DEBRIDEMENT LUKA BAKAR FASE AKUT 2.500.000
<15%, LA
33.BP DISTANT FLAP, GA 8.375.000
34.BP DORSUMSISI, LA 2.500.000
35.BP DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, GA 8.375.000
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36.BP DOUBLE ROTATION SKIN FLAP, LA 5.625.000
37 BP EESISI BASALIOMA DENGAN SKIN FLAP, 11.250.000
38.BP EKSISI FISTEL PREAURIKULA, LA 3.750.000
39.BP EKSISI GANGLION, LA 5.625.000
so.p | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN 11250000
s1.8p | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN 575,000
44 BP gEE;SEgII?ELI\’/IﬁEGIOMA DENGAN SKIN 5.625.000
45 BP glll{ig)’SIG?AEMANGIOMA DENGAN SKIN 8.375.000
s6.5p | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN 5.375.000
47.8p | EKSISI HAEMANGIOMA DENGAN 5.625.000
48 BP EESISI INTRAKELOIDAL + JAHIT PRIMER, 3.750.000
49 BP EESISI INTRAKELOIDAL DILUAR WAJAH, 9.500.000
50.BP EKSISI INTRAKELOIDAL WAJAH, LA 5.625.000
sipp | EKSISIKELOID ¢ SKIN GRAFTING 5.375.000
o | ESSLKELOD | SN ORATING REVS! |5 00 oo
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55.BP | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING , GA 5.625.000
56.8BP | EKSISI KELOID + SKIN GRAFTING, LA 3.750.000
57.BP | EKSISI KELOID DENGAN FLAP, LA 5.625.000
58.BP | EKSISI KISTA DERMOID, LA 2.500.000
Sopp | EKSISINEVUS DILUAR WAJAH SIMPLE, ) 500,000
60.BP I\EA%SLI%IPIEEVEE DILUAR WAJAH 3.750.000
61.BP | EKSISI NEVUS WAJAH MULTIPLE , LA 5.625.000
62.BP | EKSISI NEVUS WAJAH SIMPLE , LA 3.750.000
63.BP | EKSISI POLIDAKTILI SIMPLE DEWASA, LA |  8.375.000
64.BP | EKSISI POLYDACTYLY COMPLEX, GA 11.250.000
65.BP | EKSISI POYDACTYLY SIMPLE, GA 11.250.000
66.BP | EKSISI RINOFIMA, GA 11.250.000
67.BP | EKSISI RINOFIMA, LA 8.375.000
68.BP | EKSISI TRAGUS ASESORIUS, LA 2.500.000
69.BP | EKSISI VERUKA, LA 2.500.000
O.BP \E;/I/{_\i'ggrjﬁl TUMOR JINAK, DILUAR 5 500.000
71pp | EXSTIRPASI P{UCIQ/IAOR JINAK KULIT DI 4 750,000
72pp | EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, | 5 6o o0q
73pp | EKSTIRPASI TUMOR JINAK KULIT WAJAH, | 3 750 000
74.BP | EKSTRAKSI CORPUS ALIENUM, LA 3.750.000
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75.BP EKTIRPASI ATEROM DILUAR WAJAH, LA 2.500.000
76.BP EKTIRPASI ATEROM WAJAH, LA 3.750.000
77.BP EKTIRPASI LIPOMA DILUAR WAJAH, LA 2.500.000
78.BP EKTIRPASI LIPOMA WAJAH, LA 3.750.000
79.BP gggg;ggpéi RECONSTRUCTIVE 19.375.000
30 BP g}s{gfls?’RgACTOMY DENGAN TANGENSIAL 3.750.000
81.BP ESCHAROTOMY, LA 2.500.000
82.BP FACIAL SLING DENGAN ALOGRAFT, GA 14.062.500
83.BP FASCIOCUTANEUS FLAP, GA 11.250.000
84 BP gé;%?gﬁg,YgiURNED COMPARTEMENT 3.750.000
85 BP gIRNAC}FE’)TI’Q EjiP INJURY REPAIR COMPOSITE 3.750.000
FINGER TIP INJURY REPAIR
86.BP NEUROVASCULAR ISLAND/DISTANT 11.250.000
FLAP, GA
37 BP Eg\IKC;Eil,QI;TPIxP INJURY REPAIR SKIN FLAP 11.250.000
33 BP glgfgrl?NgP’)I{lj\iJURY REPAIR SKIN 5.625.000
89.BP gg?\]%iggj g\IA}URY REPAIR TOE 19.375.000
90 BP &%ﬁ{gﬁ;éﬂDlSLOMSI ORIF DENGAN 11.250.000
92 BP gl;éIIIEIT’;‘U’II‘QAEéil\]ID,IEkOKASI PEMASANGAN 3.750.000
93.BP FREE FLAP, GA 19.375.000
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94.BP FREE GRACILLIS TRANSFER, GA 19.375.000
FRONTOZYGOMATICOMAXILLARY

95.BP SUSPENSION, GA 11.250.000
FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)

96.BP DAERAH DI LUAR WAJAH, GA 8.375.000
FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)

97.BP DAERAH DI LUAR WAJAH, LA 5.625.000
FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)

98.BP PADA WAJAH, GA 11.250.000
FULL THICKNESS SKIN GRAFT (FTSG)

99.BP PADA WAJAH, LA 8.375.000

100.BP | INSISI ABSES PERIKONDRITIS, GA 2.500.000

101.BP | INSISI ABSES PERIKONDRITIS, LA 1.250.000

102.BP | INSISI ABSCESS, LA 1.250.000
INDEKSI HAEMANGIOMA DENGAN

103.BP | SKLEROTING AGENT ATAU 3.750.000
TRIAMCINOLON ACETONID, GA
INDEKSI HAEMANGIOMA DENGAN

104.BP | SKLEROTING AGENT ATAU 2.500.000
TRIAMCINOLON ACETONID, LA

105.BP | INJEKSI SKLEROTING AGENT, LA 2.500.000
INSERSI TULANG RAWAN TELINGA

106.BP AKIBAT AVULSI TELINGA, LA 5.625.000

107.BP | IOID + ARCHBARR FRAKTUR 1 SISI, GA 3.750.000

108.BP | IOID + ARCHBARR FRAKTUR 2 SISI, GA 3.750.000

109.BP |IOID + IMF(EYELET) FRAKTUR 1 SISI, GA 3.750.000
JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK

110.BP UNIT, GA 8.375.000
JAHIT LUKA DI WAJAH DAERAH ESTETIK

111.BP UNIT, LA 5.625.000
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O Y R
s | AN DN |
116.BP | KAUTERISASI LESI KULIT JINAK, LA 1.250.000
117.BP | KAUTERISASI PAPILOMA KULIT , LA 1.250.000
118.BP | KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, LA 11.250.000
119.BP | KONTRAKTUR TANGAN DAN JARI, GA 14.062.500
120.BP | LABIOPLASTY BILATERAL, GA 8.375.000
121.BP | LABIOPLASTY PADA MICROFORM, LA 8.375.000
122.BP {‘&?ﬁi%%i{? SXMBING BIBIR 3.750.000
123.BP ;ﬁfg’fﬁggg DNILATERAL DENGAN 5.625.000
124.BP ;ﬁgggﬁ&s’gg ONILATERAL DENGAN 8.375.000
125.BP | LE FORT I OSTEOTOMY, GA 19.375.000
126.BP | LOBULOPLASTY, LA 2.500.000
127.BP | MALLET FINGER REPAIR, LA 5.625.000
128.BP | MANDIBULAR DISTRACTION, GA 19.375.000
o | YAREECOSTIIO | o
130.BP gggg&iﬁéﬁ%’ﬁ%ﬁ?ﬁf WITHTMJ PLATE |14 375 000
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MANDIBULAR RECONST WITH
131.BP VASCULARIZED BONE GRAFT(MIKRO) 19.375.000

DEFEK BOYD T, GA
132.BP MASTOPEXY, GA 19.375.000
135.BP MEDIAL/LATERAL CANTHOPLASTY, GA 14.062.500
136.BP MELAKUKAN NEKROTOMI LUAS, GA 3.750.000
137.BP MELAKUKAN NEKROTOMI SEDANG, LA 2.500.000
138.BP MUSCULOCUTANEUS FLAP, GA 11.250.000
139.BP MYOCUTANEUS FLAP, GA 11.250.000
140.BP OMENTAL FLAP, GA 19.375.000
1a1.8p | OPEN REDUCTION WITH IMPLANTAND |- 19,375 09
142 BP %’IEZITAI}\QI'EF)’DCI}JETION WITH WIRE /TITANIUM 19.375.000
143.BP OPERASI BEDAH MIKRO YANG LAIN, GA 19.375.000
144 .BP OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, LA 8.375.000
145.BP OPERASI REKONSTRUKSI : HIDUNG, GA 14.062.500
146.BP SiERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, 8 375.000
147 BP 8}2ERASI REKONSTRUKSI : PALPEBRA, 14.062.500
148.BP ?igﬁ?}\sélf{EEONSTRUKSI : TANGAN DAN 8.375.000
149 BP ?igﬁ?féfgIgONSTRUKSI : TANGAN DAN 14.062.500
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150.BP | OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, LA 8.375.000
151.BP | OPERASI REKONSTRUKSI : TELINGA, GA |  14.062.500
152.BP | OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, LA 11.250.000
153.BP | OPERASI REKONSTRUKSI : WAJAH, GA 14.062.500
154.BP giﬁRsAEsélﬁggYNingKSI + PAYUDARA 14.062.500
155.BP | OPERASI REKONSTRUKSI : BOKONG, GA |  14.062.500
157.BP Sggﬁ;gﬁ%&%f*g ANG LAINYANG 14.062.500
158.BP Sggﬁf%ﬁg&%f | ANG LAINYANG 8.375.000
159.BP gg;&iﬁoﬂig?ﬁl + DEFEK/ 8.375.000
160.BP ggiﬁ\%\?ﬂ%ﬁ?éﬂ + DEFEK/ 14.062.500
L61.Bp Sc()plz:?léali:ifl.l\}’[ﬁFAK/KELAINAN TUBUH 4 375 000
162.BP 8§§§E§I‘I\},%Ej\FAK/ KELAINAN TUBUH 14.062.500
v | R ORBIAL WAL SSONSTRUCTON | 1
166.5p | ORIF *+ TITANIUM Sl\;I,IIEI}IAPLATE APPROACH & 375 000
167.8P | pn DN oY g‘lsl\f,ﬂgApLATE APPROACH |14 062,500
168.BP | ORIF DENGAN 1 APPROACH, GA 8.375.000
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169.BP | ORIF DENGAN 2 APPROACH, GA 11.250.000

170.BP | ORIF DENGAN 3 APPROACH, GA 14.062.500
ORIF DENGAN GINGGIVOBUCAL

171BP | ooROACH. GA 8.375.000

|75 5P 811§IF DENGAN INFRACILIAR APPROACH, & 375 000
ORIF DENGAN TRANSCONJUNCTIVAL

173BP | PPROACH. GA 8.375.000

174 BP | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT I, GA 8.375.000

175.BP | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT II, GA 11.250.000
ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III

176.BP | B1cORONAL APPROACH, GA 19.375.000

177.BP | ORIF UNTUK FRAKTUR LE FORT III, GA 19.375.000
OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR

178.BP | [MPLANT CLOSE PRIMARY, GA 14.062.500

179.BP | OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR 19.375.000
IMPLANT DISTANT/FREE FLAP, GA
OSSEOINTEGRATED MANDIBULAR

180.BP | ot A 11.250.000

181.BP | PALATOPLASTY COMPLETE, GA 8.375.000

182.BP | PALATOPLASTY INCOMPLETE, GA 8.375.000

183.BP | PASANG ARCHBARR 1 SISI, LA 8.375.000

184.BP | PASANG ARCHBARR 2 SISI, LA 8.375.000

185.BP | PHARYNGOPLASTY, GA 14.062.500
PRIMARY/SECONDARY REPAIR NERVE

186.BP | INJURY (BEDAH MIKRO), GA 19.375.000
RECONSTRUCTION OF CENTRAL RAY

187BP | DERCIENGY. GA 8.375.000
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188.BP [R)Eg%TSEEI;FgAIAON OF RADIAL RAY 8.375.000
o1op | SEONSTRASDENONIEE 10375000
193.5p | REKONSTRUKSI DENGAN MUSCLE FLAP |, 05 509
orop | SNSRI o0
195.8p | REKONSTRUKSI DENGAN SKIN FLAP 11250000
196.BP Egﬁ%ﬁ;ﬁlﬁgﬁ& DENGAN SKIN FLAP 8.375.000
197 BP ESEQSSG’IEUKSI DENGAN SKIN FLAP 11.250.000
198 BP ESESES&RUKSI DENGAN SKIN FLAP 8.375.000
190.5p | REKONSTRUKSI DENGAN SKIN 5575.000
200.BP (R}ERig,ﬁsN’g}?[iiSI DENGAN SKIN 5.625.000
sonor | SEKONSTRUNSI 19U A0 DONE ORATT - |57 o
2035 | REKONSTRUKSI IBU JARI BONE GRAFT + | 14 065 00
sovpr | EEKONSTRURSLIEU 347 DEPENING |, 550 g
205.BP CR;iKONSTRUKSI IBU JARI POLICIZATION, 14.062.500
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206.BP ﬁgﬁgsgggﬁsséég?éﬁm TOETO 14.375.000
207.BP | pCSTERNA YANG LAIN, LA | 11250.000
208.BP | FSTERNA YANG LAIN, GA | 14.062.500
200 BP gggﬁﬁuig KELAINAN TELINGA 11.250.000
10.BP sfﬁgﬁiﬁuéfl KELAINAN TELINGA 14.062.500
211.BP ggﬁggg;%%%ﬂ:ﬁ?&?%% ADENGAN 10.375.000
212.BP ?gi{fﬁg”TgXKSI SOFT TISSUE DAN 19.375.000
D13.BP EEIII{\I(’)IC\I}ISXTRUKSI SOFT TISSUE YANG 14.062.500
214.BP E?PI;%I\%SE{%%II{?;A,S(&TTISSUE PADA 14.062.500
215.BP E];:PIE%I\{,SE{%%SSI{LSS:TTISSUE PADA 11.250.000
216BP | [N TELINGA + SKIN GRAFT. GA | 19:375.000
217.BP | NCERSI GRAFT TULANG RAWAN. GA 19.375.000
218BP | CRU1US DAN KELAINAN PENYERTA, La | 8:375:000
219.BP | CB01US DAN KELAINAN PENYERTA, GA | 11:250-000
220.BP | REKONSTRUKSI VERMILION, GA 5.625.000
e | EAOSTRUS SOTOSUS DAYTUANG | 17500
222.BP | RELEASE BURIED PENIS, LA 5.625.000
223.BP | RELEASE BURIED PENIS, GA 5.625.000
224.BP | RELEASE EKSTROPION, LA 5.625.000
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225.BP | RELEASE EKSTROPION, GA 5.625.000
226.BP ggﬁﬁfg&%ﬁ?i‘“m[m DENGAN 5.625.000
277 BP ?fk?ff KONTRAKTUR DENGAN FREE 16 375 000
28 BP 113&1:::&\(?}1;: KONTRAKTUR DENGAN SKIN 14,062,500
290.BP ?I]flkgALSAE KONTRAKTUR DENGAN SKIN 11.950.000
230.BP ggfl\}fé‘g}?};?ngAKTUR DENGAN 11.250.000
231.BP ISQ%I\];:(‘;‘SEF??E:RAKTUR DENGAN 11.250.000
232.BP llfg‘sE?YS,EGI;ONTRAKTUR DENGAN z 11.250.000
233.BP ﬁfigﬁg%ﬁONTRAKTUR DENGAN Z 11.250.000
234.BP | RELEASE KONTRAKTUR LEHER, LA 14.062.500
235.BP | RELEASE KONTRAKTUR LEHER, GA 14.062.500
236.BP | RELEASE KONTRAKTUR LINIER, LA 11.250.000
237.BP | RELEASE KONTRAKTUR LINIER, GA 11.250.000
238.BP | RELEASE VAGINA ACRETA, LA 11.250.000
239.BP | RELEASE VAGINA ACRETA, GA 11.250.000
240.BP | REPAIR BLEPHAROPTOSIS, LA 14.062.500
241.BP | REPAIR BLEPHAROPTOSIS, GA 14.062.500
ha7 BP ?E,Eﬁué BIBIR DENGAN ESTLANDER 14,062,500
243BP | proNARDBUROWS FLAP, GA 14.062.500
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2a4.5p | REPAIR BIBIR DENGAN KARAPANDZIC |14 065 00
245.BP REPAIR CAMPTODACTYLY, GA 14.062.500
246.BP REPAIR CLEFT EAR LOBE, LA 3.750.000
247.BP REPAIR CLINODACTYLY, GA 14.062.500
248.BP REPAIR CREEPLE HYPOSPADIA, GA 14.062.500
249.BP REPAIR DUCTUS NASOLACRIMALIS, GA 14.062.500
250.BP REPAIR DUCTUS PAROTIS, GA 19.375.000
251.BP REPAIR EPISPADIA, GA 14.062.500
253.BP REPAIR FISTEL PALATUM, GA 11.250.000
254.BP REPAIR FISTEL URETHRA COMPLEX, GA 14.062.500
955 BP (R}iPAIR FISTEL URETHRA SEDERHANA, 11.250.000
256.BP REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, LA 14.062.500
257.BP REPAIR INVOLUTIONAL PTOSIS, GA 14.062.500
oo | SETARTAPEIRADERGIAAD | 140625
260 BP ?E:QHE;ALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN 11.250.000
261 BP ?EEQI%;’ALPEBRA DENGAN LOCAL SKIN 11.250.000
262.5p | REPAIR PALPEBRA DENGAN ORAL 5.375.000
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e | SEEARTALPER A ROSTEROR |7
s | AT DENOM BT | 1550
265.BP ﬁggﬁiﬁf{?m DENGAN SKIN FLAP 11.250.000
266.5p | REPAIR PALPEBRA DENGAN SKIN GRAFT, | 11 20 000
e SEENEPASBRAOBNIING | 0
268.BP | REPAIR PALPEBRA KOMPLEK, GA 14.062.500
269.BP | REPAIR PALPEBRA SIMPLE, LA 8.375.000
270.BP | REPAIR POLYSYNDACTYLY, GA 11.250.000
271.BP | REPAIR SOFT TISSUE KOMPLEK, LA 8.375.000
272.BP | REPAIR SOFTTISUE SIMPLE, LA 5.625.000
273.BP | REPAIR SYARAF TEPI, GA 19.375.000
274.BP | REPAIR SYMBRACHYDACTYLY, GA 11.250.000
275pp | REPAR EIéE’NéDAON EKSTENSOR TANGAN 14,062,500
76, BP ?LI?IP\’I?}ISA’II‘JP,H;IEON EKSTENSOR TANGAN 11.250.000
278.BP I\R/I%PL‘L}FII%EEEN(?AON FLEKSOR TANGAN 14.062.500
280.BP ,%Egg Arfl\]i]iON FLEKSOR TANGAN 11.250.000
281.BP | REPAIR TRAUMA TELINGA KOMPLEK, GA 8.375.000
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280.BP REPAIR TRAUMA TELINGA SIMPLE, LA 5.625.000
283.BP REPALATOPLASTY, GA 11.250.000
284 .BP REPLANTASI JARI MULTIPLE, GA 19.375.000
285.BP REPLANTASI JARI TUNGGAL, GA 19.375.000
286.BP REPOSISI DISLOKASI TMJ, GA 5.625.000
287.BP RESEKSI RAHANG, GA 11.250.000
RESTORASI DAN REKONSTRUKSI
288.BP SOFTISSUE+ BONE DENGAN MULTIPLE 19.375.000
APPROACH, GA
289.BP REVASKULARISASI JARI MULTIPLE, GA 19.375.000
290.BP REVASKULARISASI JARI TUNGGAL, GA 19.375.000
991 BP §EX§*SF£(]’D§EGAN MULTIPLE Z PLASTY/W 14.062.500
992 BP ?EXSI?;?EEGAN MULTIPLE Z PLASTY/W 11.250.000
293.BP REVISI DENGAN FLAP JAUH, GA 14.025.000
294 .BP REVISI DENGAN FLAP LOKAL, GA 11.250.000
295.BP REVISI DENGAN FLAP LOKAL, LA 8.375.000
296.BP REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, GA 5.625.000
297 .BP REVISI DENGAN SIMPLE Z PLASTY, LA 3.750.000
298.BP REVISI LABIOPLASTY, LA 5.625.000
301.BP REVISI PARUT WAJAH, LA 8.375.000
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302.BP | REVISI PARUT, GA 5.625.000
303.BP | REVISI PARUT, LA 3.750.000
304.BP | REVISI STUMP, LA 5.625.000
305.BP | REVISIS PARUTDILUAR WAJAH, LA 5.625.000
306.BP | RHYNOPHYMA REPAIR, LA 11.250.000
307.BP | ROUZERPLASTY, LA 2.500.000
308.BP | NAILBED RECONSTRUCTION, GA 5.625.000
309.BP | SECONDARY LIP REPAIR , GA 8.375.000
310.BP | SECONDARY HECHTING, LA 1.250.000
311.BP | SECONDARY REPAIR LABIOPLASTY, LA 8.375.000
312.BP | SECONDARY RHYNOPLASTY, LA 14.062.500
313.BP ﬁgg/léggggg,ﬁzggwlw (GILLIES 5.625.000
314.BP | SEPARASI COMPLETE SYNDACTTLY, GA 8.375.000
315.BP | SEPARASI COMPLEX SYNDACTYLY, GA 11.250.000
316.BP | SEPARASI SYNDACTYLY, GA 8.375.000
317.BP 2@{?}‘%3352225%?& FLAP (FLAP 2.500.000
318.BP | SIMPLE ADVANCEMENT FLAP, LA 3.750.000
319.BP gggﬁig?ﬁow TRANSPOSITION 5.625.000
s208p | SINGLE ISSE\TION / TRANSPOSITION - 695.000
321.BP | SKIN AND FASCIAL GRAFTS, LA 8.375.000
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392 BP EIIi‘l\ll,FéﬁP KOMPLEK LEBIH DARI SATU 11.250.000
323.BP | SKIN FLAP KOMPLEK, GA 11.250.000
324.BP SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, GA 8.375.000
325.BP SKIN FLAP LOKAL KOMPLEK, LA 8.375.000
326.BP SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, GA 5.625.000
327.BP SKIN FLAP LOKAL SEDERHANA, LA 5.625.000
328.BP SKIN FLAP SEDERHANA , LA 8.375.000
329.BP SKIN GRAFTING YANG LUAS, GA 14.062.500
330 BP E}IEIN GRAFTING DENGAN LUAS SEDANG, 11.250.000
331.BP SKINGRAFTING YANG SEDERHANA, GA 8.375.000
332.BP | SOFT TISSUE REKONSTRUKSI, LA 8.375.000
333BP | 'TnS DENGAN PERAWATAN KHUSUS, G | 11250.000
334 .BP E{I—;IAI;‘, ETCKNESS SKIN GRAFT (STSG) 8.375.000
s95.p | SPLIT THICKNESS SKIN GRAFT (STSG) | 5 655,009
336.BP ggggggﬁfﬁs SKIN GRAFT (STSG) 5.625.000
3TBP | [NDERNEATH FLAPS, GA | 14062:500
STIFF FINGER JOINT FINGER
338.BP | ARTHOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, 19.375.000
GA
339BP | CAPSULOYOMYTENOLYSIS, LA 14.062.500
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STIFF FINGER JOINT FINGER
340.BP | ARTHOPLASTY WITH TITANIUM IMPLANT, | 19.375.000

GA
a1 Bp ISQEIIIEAPSSG&R JOINT VOLAR PLATE 14.062.500
342.BP Eggﬁgﬁggé%lg%\g A 19.375.000
343.BP g%g%g%hggg%&EMEm/ SHARP 3.750.000
a4 BP éﬁﬁg\%ﬁimw DINI DENGAN SKIN & 375 000
245 BP éﬁc;?g\lsc;mé EKSISI DINI DENGAN SKIN & 375 000
346.BP %X[lgsolfé\gzgmscw FASCIA 14.062.500
347.BP | TENDON REPAIR, LA 8.375.000
348 BP | TENDON TRANSFER MULTIPLE, GA 19.375.000
349.BP | TENDON TRANSFER TUNGGAL, GA 19.375.000
350.BP | TENDOPLASTY, GA 14.062.500
351.BP | TISSUE EXPANTION, GA 14.062.500
352.5p | IMJ ARTHROSCOPY AND TREATMENT, 16.375.000
353.BP | TMJ ARTHROTOMY, GA 19.375.000
354.BP | TMJ LAVAGE DENGAN CARM, GA 19.375.000
355.BP E%E‘glﬁgﬁg?ﬁgf\?%z 19.375.000
ssepp | TOTAL éllgil;l‘aRgAPL WITH VASCULARIZED | o oo oo
357.BP ;FI\SI)PT&N{S%\Z{ REPLACEMENT WITH 19.375.000
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TOTAL SKIN AND SUBCUTANEOUS
358.BP | TISSUE EXCISION DG SKIN GRAFT 14.062.500
(CHARLES), GA
359.BP | TRANSEKSUAL FEMALE TO MALE, GA 19.375.000
360.BP | TRANSEKSUAL MALE TO FEMALE, GA 19.375.000
361.BP | TRANSPLATATION PENIS, GA 19.375.000
362.BP | URETHROPLASTY, GA 14.062.500
FACIAL BONE COUNTOURING ANGLE
363.BP RESHAPING, GA 19.375.000
FACIAL BONE COUNTOURING
364.BP | GENIOPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, 19.375.000
GA
FACIAL BONE COUNTOURING
365.BP | MALARPLASTY WITH SILICONE IMPLANT, 19.375.000
GA
FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS
366.BP GENIOPLASTY, GA 19.375.000
FACIAL BONE COUNTOURING OSSEOUS
367.BP MALARPLASTY, GA 19.375.000
FACIAL BONE COUNTOURING SPLIT
368.BP MANDIBLE OSTEOTOMY, GA 19.375.000
AG. KEMOTERAPI
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.KEM Kemoterapi ringan 420.000
2.KEM | kemoterapi sedang 650.000
3.KEM kemoterapi berat 841.000
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AH. PENYAKIT JIWA

NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3

1.JW Bakat dan Minat Test 150.000
2.JW Bimbingan TPA 400.000
3.JW Konseling / Psikoterapi 150.000
4.JW MMPI (Kepribadian) 300.000
S5.JW Pemeriksaan MMSE 100.000
6.JW Pemeriksaan MDRAS 60.000
7.JW Pemeriksaan YMRS 60.000
8.JW Pemeriksaan PANNS 60.000
9.JW Pemeriksaan PANNSEC 60.000
10.JW Konseling 65.000
11.JW Psikoterapi Suportif 65.000
12.JW Psikoterapi Dinamik Jangka Pendek 250.000
13.JW Psikoterapi Dinamik Jangka Panjang 250.000
14.JW Psikoterapi Kognitif 250.000
15.JW Terapi Perilaku 250.000
16.JW Terapi Kelompok 250.000
17.JW Terapi Bermain 250.000
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18.JW Teknik Deeskalasi 70.000

19.JW | Terapi Relaksasi 70.000

20.JW Hipnosis Klinis Dangkal 250.000

21.JW Hipnosis Klinis Sedang 675.000

22.JW Hipnosis Klinis Dalam 675.000

03 JW Voluntary Counselling and Testing (VCT) 950.000
HIV

24.JW Terapi Substitusi Metdaon 25.000

25.JW Terapi Kejang Listrik / ECT Manual 160.000

26.JW Terapi Kejang Listrik / ECT Bermonitor 550.000

07 JW Sura.t Ketergngan Kesehatan Jiwa (SKKJ) 950.000
Administratif

08.JW SKKJ Lalk Kerja / Fit to Duty (34 kali 950.000
Pemeriksaan)

29 JW SKKJ Lalk Kerja / Fit to Studty (34 kali 250.000
Pemeriksaan)

30.JW Vlsum. et Repertum Psychiatricum( 34 kali 950.000
Pemeriksaan)

31.JW SKKJ Adopsi (23 kali Pemeriksaan) 250.000

39 JW SKKJ Parentmg Capacity (34 kali 950.000
Pemeriksaan)

33.JW SKKJ Pengampuan (34 kali Pemeriksaan) 250.000

34 JW SKKJ Perjanjlan / Perikatan (23 kali 950.000
Pemeriksaan)

35.JW SKKJ Warisan (34 kali Pemeriksaan) 250.000

36.JW SKKJ Biasa 250.000

37 JW SKKJ fl‘mdakan Medik (23 kali 950.000
Pemeriksaan)
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38.JW SKKJ Donor (23 kali Pemeriksaan) 250.000
39 JW Surat Keterangan Bebas Narkotika / 950.000
Napza
Surat Keterangan Ahli Laik Sidang
40.JW (Fitness to Stand Trial)(34 kali 250.000
Pemeriksaan)
Surat Keterangan Ahli Laik Pemeriksaan
41.JW (34 kali Pemeriksaan) 250.000
49 JW Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan 950.000
(BAP)
43.JW Pemanggilan Saksi Ahli 150.000
44.JW Injeksi Obat Jangka Panjang (Long Term) 50.000
45.JW Injeksi Obat Jangka Pendek (Short Term) 20.000
46.JW Pelayanan Medik Jiwa Ringan 300.000
47.JW Pelayanan Medik Jiwa Sedang 350.000
Pelayanan Medik Jiwa Rumit 450.000
48.JW | Assesment Psikologi Sederhana 200.000
49.JW Pemeriksaan Test 1Q 250.000
50.JW Tes Proyeksi Kepribadian 250.000
51.JW Paket Pemeriksaan KESWAR 250.000
52.JW TKMI Remaja 250.000
53.JW Psikoterapi 200.000
Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap
S4.JW Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) (Perhari) 280.000
Psikoterapi Individu pada Rawat Inap
55 JW Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) 250.000
Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap
56.JW Perawatan Intensif Psikiatri (UPI) 250.000
Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap
57.JW Perawatan Gangguan Mental Organik 250.000
(GMO) (perhari)
Psikoterapi Individu pada Rawat Inap
58.JW Perawatan Gangguan Mental Organik 280.000
(GMO) (perhari)
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Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap
59.JW Perawatan Gangguan Mental Organik 280.000
(GMO) (perhari)
Visite Dokter Spesialis Pada Rawat Inap
60.JW Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang 250.000
(perhari)
Visum Er Repertum Psychiatricum (Av Los
61.JW 14 hari) (Per Paket) 1.500.000
62 JW Sargna Pelayanan Rawat lanp (T.C) (Per 950.000
Hari)
63.JW Detoxifikasi (Per Paket) 400.000
64.JW Intoxifikasi (Per Paket) 400.000
65.JW Eval. P31ko.log1 / Seleksi ke Rehabilitasi & 950.000
Rawat Lanjutan
66.JW Eval.Psikologi Sederhana 250.000
67.JW Eval. Psikologi Sedang 265.000
68.JW Eval. Psikologi Canggih 300.000
69.JW Psikoterapi Lengkap 280.000
70.JW Psikoterapi Singkat 250.000
Al. BEDAH ONKOLOGI
NO JENIS PELAYANAN Tarif (Rp)
1 2 3
1.0N Arterial ulcer berat 260.000
2.0N Arterial ulcer ringan 70.000
3.0N Arterial ulcer sedang 170.000
4.0N Atypical wound berat 260.000
5.0N Atypical wound ringan 70.000
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6.0N Atypical wound sedang 170.000
7.0N Bandaging 60.000
8.0ON Biopsi 60.000
9.0N Buka jahitan 10.000
10.0N Celulitis berat 260.000
11.0N Celulitis ringan 70.000
12.0N Celulitis sedang 170.000
13.0N EKG 60.000
14.0N Ganti verban besar 30.000
15.0N Ganti verban kecil 10.000
16.0N Ganti verban sedang 20.000
17.0N Incisi abses besar 110.000
18.0N incisi abses kecil 80.000
19.0N ig{i:rs; lgisnll:ll;ell:;)ltan, subkutan, intravena, 10.000
20.0N Jahit luka (15 jahitan) 40.000
21.0N Jahit luka (615 jahitan) 60.000
22.0N Jahit luka 1630 jahitan 80.000
23.0N Jahit luka >30 jahitan 140.000
24.0N Luka dehiscence berat 260.000
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25.0N Luka dehiscence dengan debridement 350.000
26.0N Luka dehiscence ringan 70.000
27.0N Luka dehiscence sedang 170.000
28.0N Luka dekubitis derajat I 120.000
29.0N Luka dekubitus derajat II 140.000
30.0N Luka dekubitus derajat III 230.000
31.0N Luka dekubitus derajat III + Debridement 260.000
32.0N Luka dekubitus derajat IV 400.000
33.0N Luka dekubitus derajat IV + Debridement 470.000
34.0N Luka fistula berat 260.000
35.0N Luka fistula ringan 70.000
36.0N Luka fistula sedang 170.000
37.0N Luka infeksi post operasi berat 260.000
38.0N Luka infeksi post operasi ringan 130.000
39.0N Luka infeksi post operasi sedang 170.000
40.0N Luka kompleks berat 470.000
41.0N Luka kompleks ringan 170.000
42.0N Luka kompleks sedang 260.000
43.0N Luka malignance cutaneous berat 260.000
44.0N Luka malignance cutaneous ringan 70.000
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45.0N Luka malignance cutaneous sedang 170.000
46.0N Luka trauma berat 260.000
47.0N Luka trauma ringan 70.000
48.0N Luka trauma sedang 170.000
49.0N Post operasi amputasi berat 260.000
50.0N Post operasi amputasi ringan 70.000
51.0N Post operasi amputasi sedang 170.000
52.0N Post skin graf/flap berat 260.000
53.0N Post skin graf/flap ringan 70.000
54.0N Post skin graf/flap sedang 170.000
55.0N Venous ulcer berat 260.000
56.0N Venous ulcer ringan 80.000
57.0N Venous ulcer sedang 170.000
58 ON wound toilet besar 50.000
59.0N wound toilet kecil 30.000
60.0ON wound toilet sedang 40.000

AJ. TARIF PELAYANAN UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

KOTA PONTIANAK

No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
UNIT RAWAT JALAN
A | RAWAT JALAN
1 | Umum / Jam Kerja 10.000.
2 | Rawat jalan diluar jam kerja 20.000.
B | RAWAT KUNJUNGAN
1 | Rawat kunjungan rumah pertama dan ulangan 20.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
C | PENGUJIAN KESEHATAN
1 Pemeriksaan dokter untuk penertiban surat 20.000.
" | keterangan dokter
2. | Pengujian Kesehatan Khusus 20.000.
3 Pemeriksaan dokter untuk penertiban surat 20.000.
" | keterangan kecelakaan/kematian/visum
4. | Visum 40.000.
S5 | Pemeriksaan Catin 20.000.
D | PEMERIKSAAN KESEHATAN HAJI
1 | Pemeriksaan Kesehatan Umum 70.000.
E | TINDAKAN MEDIK MATA
1 | Refraksi / Visus 10.000.
2 | Slit Lamp 10.000.
3 | Hordeolum 110.000.
4 | Benda Asing 90.000.
S | Irigasi 40.000.
6 | Test Buta Warna 20.000.
P REHABILITASI MEDIK TINDAKAN FISIOTERAPI
SEDERHANA
1 | Diatermi 40.000.
2 | Traksi 20.000.
3 | Ultrasound 30.000.
4 | Akinoterapi 20.000.
S | Tens 30.000.
6 | Elektrika simulasi 20.000.
7 | Nebulizer 20.000.
8 | Terapi latihan
a. Sedang 30.000.
b. Berat 40.000.
9 | Pelayanan Akupresur 40.000.
G | PSIKOLOGI
1 | Konseling 30.000.
H | PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK
1 | Pemeriksaan EKG 50.000.
2 | Pemeriksaan USG 85.000.
3 | Pemeriksaan CTG 70.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)

4 | Pemeriksaan HRV 30.000.
I | KONSULTASI GIZI

1 | Konsultasi GIZI 10.000.
J | PENGGUNAAN AMBULANCE

1 | Pelayanan ambulance 190.000.
K | PENGELOLAAN SAMPAH B3

1 |Incenerator / 5 kg 100.000.
L | PELAYANAN MEDIS SPESIALIS

RAWAT JALAN

1 | Pemeriksaan dokter spesialis 50.000.
M | TINDAKAN MEDIK GIGI

1 | Konsultasi gigi 20.000.
2 | Pencabutan gigi

3 | Pencabutan gigi dengan chlor ethyl 40.000.
4 | Pencabutan gigi dengan injeksi submukosa 70.000.
5 | Pencabutan gigi dengan injeksi intraseptal 100.000.
6 | Pencabutan gigi dengan penyulit 150.000.
7 | Penjahitan luka 90.000.
8 | Buka jahitan 40.000.
9 | Alveolectomy Ringan 20.000.
10 | Alveolectomy Berat 110.000.
11 | Insisi abses intra oral 30.000.
12 | Operasi gigi impaksi klas 100.000.
13 | Operkulektomi 80.000.
14 | Tumpatan gigi dengan amalgam per lubang 40.000.
15 Tumpatan gigi dengan Glassionomer Cement per 120.000.

lubang

16 | Tumpatan gigi dengan Komposit per lubang 220.000.
17 | Tumpatan sementara per lubang) 40.000.
18 | Pembersihan karang gigi / scalling per regio 100.000.
19 | Fissure sealant 60.000.
20 | Topikal aplikasi dengan fluor 70.000.
21 | Perawatan saluran akar 30.000.
22 | Perawatan Saluran Akar pulpectomy/kunjungan 30.000.
23 | Perawatan saluran akar jenis lainnya 20.000.
24 | Lain lain (insisi abses) (/kali) 10.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
N | POLI KIA/KB
1 | Pemeriksaan KIA 20.000.
2 | Pemasangan IUD 130.000.
3 | Pencabutan IUD 130.000.
4 | Pemasangan Implant mandiri 450.000.
S | Pencabutan implant mandiri 130.000.
6 | Suntikan KB 20.000.
7 | MOW/MOP 440.000.
8 | Kontrasepsi pil 30.000.
9 | Cryotheraphy (terapi kanker leher rahim) 360.000.
10 | Pemeriksaan IVA 70.000.
11 | pemeriksaan Pap Smear 160.000.
12 Pemeriksaan IMS (termasuk pemeriksaan 40.000.
laboratorium)
13 | Kontrol IUD 40.000.
21 | Pijat bayi 40.000.
22 | Tindik telinga bayi 40.000.
0 PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (TK.
PUSKESMAS) LABORATORIUM KLINIK
1 | Golongan Darah 10.000.
2 | Laju Endapan Darah 10.000.
3 |Hb 20.000.
4 | Gluklosa Urine Bakar 20.000.
5 | Urobilinogen 20.000.
6 | Bilirubin 20.000.
7 | Faeces 20.000.
8 | Sputum 20.000.
9 | Malaria 20.000.
10 | Pemeriksaan Sifilis (Rapid Test) 40.000.
11 | Widal 30.000.
12 | Ht 10.000.
13 | Trombocyt 20.000.
14 | Waktu Perdarahan 10.000.
15 | Waktu Pembekuan 10.000.
16 | Eritrosit 10.000.
17 | Leukosit 10.000.
18 | Planotest 20.000.
19 | Glukosa Darah 20.000.
20 | GDPP 20.000.
21 | Diffcount 10.000.
22 | Pemeriksaan Sekret Kelamin (GO) 40.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
23 | Pemeriksaan Sekret Kelamin (Jamur) 40.000.
24 | Urin rutin 20.000.
25 | Reduksi 10.000.
26 | Paket Hematologi Rutin 40.000.
27 | Rapid Plasma Reagen (RPR) 40.000.
28 | TPHA (Treponema Pallidum Haemaglutination) 40.000.
29 | Anti HbsAg 50.000.
30 | Protein 40.000.
31 | Sedimen 30.000.
32 | HIV (Human Immunodefeciency Virus) 110.000.
33 | Rapid Dengue Test 120.000.
34 | Uric acid 50.000.
35 | Cholesterol total 50.000.
36 | HDLcholesterol 60.000.
37 | LDLcholesterol 80.000.
38 | Trigliserida 70.000.
39 | Albumin 40.000.
40 | Alkali Phosphatase 60.000.
41 | Aspartate Aminotransferase (AST) 60.000.
42 | Alanine aminotransferase (ALT) 60.000.
43 | Amylase (AMY) 60.000.
44 | Urea/Bun (Ureum) 40.000.
45 | Creatinine (CRE) 40.000.
46 | Creatinine kinase (CK) 40.000.
47 | Creatinine kinase MB (CKMB) 40.000.
48 | Direct bilirubin (DB) 40.000.
49 | Gama GT (GGT) 60.000.
50 | Lactate Dehydrogenase (LDH) 60.000.
51 | Total bilirubin (TB) 40.000.
52 | Total protein (TP) 40.000.
53 | Mantoux test 180.000.
P | KONSULTASI

1 | Konsultasi Dr. Spesialis 50.000.
Q | PENYAKIT DALAM

1 | Injeksi Intra Artikular 150.000.
2 | Test Alergi 30.000.
3 | Endoscopy Atas 300.000.
4 | Colonoscopy 340.000.
S5 | Skleroterapi 620.000.
6 | Bronchoscopy 340.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
7 | Tuntun USG Biopsi Hepar / TTB / Aspirasi Hepar 250.000.
8 | Fungsi cairan pleura 260.000.
9 | Pleurodesis 420.000.
10 | Biopsi sumsum tulang 230.000.
11 | Tranfusi 180.000.
12 | Parasentesis abdomen 220.000.
13 | Pemeriksaan dokter spesialis 50.000.
R | RAWAT INAP KAMAR BERSALIN
1 | Induksi / stimulasi per kali 110.000.
2 | Perawatan pra persalinan perhari 200.000.
3 | Penanganan bayi baru lahir tidak normal 180.000.
4 | Perawatan hiperemisis 100.000.
5 | Abortus imminens 110.000.
6 | Abortus incompletus oleh medis 420.000.
7 | Perawatan partus prematurus imminens 220.000.
8 | Paket Persalinan Normal oleh Bidan 880.000.
9 | Paket Persalinan Normal oleh Dokter 1.000.000.
10 Paket Persalinan dengan tindakan emergency 1.190.000.
dasar di Puskesmas PONED
11 | Post Natal Care (PNC)/neonatus (&) 50.000.
12 Pelayanan Tindakan Pasca persalinan di 220.000.
Puskesmas PONED
13 Pelayanan pra rujukan pada komplikasi 160.000.
kebidanan dan atau Neonatal
14 | Perawatan pra persalinan perhari 200.000.
15 Penanganan bayi baru lahir tidak normal (asfiksia, 260.000.
BBLR, kelainan Kongenital)
16 | Paket Perawatan Nifas ibu dan anak normal 190.000.
17 | Tindakan bedah ginekologi dg anesthesi lokal
a. insisi bartoli 980.000.
b. hymenektomi 940.000.
c. perineorafi ruptur perineum total 1.140.000.
d. hematoma vagina 1.240.000.
e. kauterisasi /kondiloma 560.000.
18 | Tindakan di kamar operasi
a. Tindakan MOW /sterilisasi 1.900.000.
b. Kuretase 1.610.000.
S | TINDAKAN MEDIK UMUM DAN GAWAT DARURAT
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
1 | Sunat ( sirkumsisi ) 250.000.
Tindakan kecil ( ganti perban, luka lecet, luka 40.000.
9 kecil, aff jahitan, aff catéter, eksplorasi luka
kurang dari 15 cm, corpus alianum THT, tindik
daun telinga dll)
Tindakan Sedang ( corpus alianum THT, 90.000.
pengangkatan kutil,corpus alianum, bubul,
3 | ekstraksi kuku, luka bakar, insisi abses,
eksplorasi luka lebih dari 15 cm, tindakan
resusitasi airway dan lain lain )
4 Tindakan Besar (resusitasi cairan, resusitasi 160.000.
jantung / paru dan lain lain)
S5 | Debridement 40.000.
6 | Jahit luka umum ( >30 jahitan ) 100.000.
7 | Jahit luka umum ( <30 jahitan ) 90.000.
8 | per 1 jahitan 10.000.
9 | Pemasangan infus 90.000.
10 | Pemasangan infus bayi 100.000.
11 | Pemasangan spalk kecil ( bayi ) 20.000.
12 | Pemasangan spalk sedang 40.000.
13 | Pemasangan spalk panjang 50.000.
14 | Pemasangan kateter 90.000.
15 | Tindakan kumbah lambung 100.000.
16 | Pemasangan Nebulizer 50.000.
17 | Oksigenisasi 30 menit pertama 30.000.
18 | Oksigenisasi tiap 30 menit selanjutnya 20.000.
19 | Pemasangan Naso Gastric tube(NGT) 120.000.
20 | Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT) 40.000.
21 | Pemberian infus tambahan tiap botol berikutnya 30.000.
22 | Pemberian anti kejang suppositoria per kali 60.000.
23 | Pemberian Anti Tetanus Serum 150.000.
24 | Penanganan Syok Anafilaksis 340.000.
T | RAWAT INAP
1 | Sewa kamar rawat inap / hari 190.000.
2 | Perawatan Bayi 60.000.
3 | Perawatan Nifas 40.000.
4 | Incubator 810.000.
S5 | Box Bayi Risti 560.000.
6 | Box bayi sehat 230.000.
7 | Pemeriksaan dokter spesialis U/Bayi Risti 70.000.

jdih.pontianak.go.id



No Jenis pelayanan Tarif (Rp)

U | PERAWATAN LUKA

1 Perawatan Luka Kecil (panjang <10cm, 130.000.
kedalaman<lcm

o Perawatan Luka Sedang (panjang 1015 cm 190.000.
kedalaman 12cm
Perawatan Luka Besar (panjang 250.000.

3
>15cm,kedalaman>3cm

AK. TARIF PELAYANAN UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
A | Pusat Pengobatan Mata
1 | Prosedur besar pada mata eksternal 2.270.000.
2 | Prosedur sedang pada mata eksternal 1.750.000.
3 | Prosedur kecil pada mata eksternal 610.000.
4 | Prosedur besar pada segmen anterior mata 2.370.000.
S | Prosedur sedang pada segmen anterior mata 1.580.000.
6 | Prosedur kecil pada segmen anterior mata 310.000.
7 | Prosedur besar pada segmen posterior mata 2.570.000.
8 | Prosedur kecil pada segmen posterior mata 1.780.000.
9 | Prosedur operasi katarak 4.000.000.
10 Prosedur photokoagulasi dan kriotherapi pada
retina 930.000.
11 | Prosedur laser sedang pada mata 570.000.
12 | Prosedur kecil pada ektraokuler 310.000.
13 | Prosedur lainlain pada mata 260.000.
14 | Prosedur diagnostik & imaging pada mata 290.000.
15 | Pelayanan Pemeriksaan Bebas Buta Warna 70.000.
16 | Biometri 40.000.
17 | Gonioskopi 250.000.
18 | Fitting lensa kontak,Strak retinoskopi (anak) 190.000.
19 | Anel test 250.000.
20 | Epilasi bulu mata 250.000.
21 | Irigasi bulu mata 380.000.
22 | USG Mata 250.000.
23 | Depth perseption dengan binokular vision test 70.000.

jdih.pontianak.go.id




No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
24 | Auto refakto meter 40.000.
25 | Pemeriksaan visus dan refraksi 40.000.
26 | Slit Lamp 40.000.
27 | Funduskopi 40.000.
28 | Tonometer 40.000.
29 | Lens meter 40.000.
AL. TARIF PELAYANAN UPT LABORATORIUM KESEHATAN
No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
1 | Rawat jalan umum 10.000.
A | PEMERIKSAAN DARAH
1 Paket Hematologi ( Hb, Erytrocite, Leucocyte, 40.000.
Trombocyte, Hematokrit, Difcount (Hitung Jenis)
2 |LED 1 Jam/2 jam 20.000.
3 | Masa Perdarahan 10.000.
4 | Masa Pembekuan 10.000.
5 | Widal 32.000.
6 | Malaria 15.000.
7 | Golongan Darah 10.000.
B | DARAH KIMIA KLINIK
1 | SGOT/Aspartate Aminotransferase (AST) 25.000.
2 | SGPT/Alanine aminotransferase (ALT) 25.000.
3 | Bilirubin Total 30.000.
4 | Bilirubin Direc 30.000.
S5 | Bilirubin Indirec 10.000.
6 | Alkali Phospatase 35.000.
7 | Protein Total 21.000.
8 | Gamma GT 44.000.
9 | Triglyserida 40.000.
10 | Cholesterol Total 35.000.
11 | HDL Cholesterol 45.000.
12 | LDL Cholesterol 60.000.
13 | Glukosa Puasa 25.000.
14 | Glukosa 2 Jam PP 25.000.

jdih.pontianak.go.id




No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
15 | Glukosa Sewaktu 25.000.
16 | Creatinin Kinetik 30.000.
17 | Ureum 30.000.
18 | microalbuminuria 120.000.
19 | HBA1C 160.000.
20 | Asam Urat ( Uric Acid ) 26.000.
21 | Rheumatoid Factor 35.000.
22 | Rapid Dangue Test Igg Igm 95.000.
23 | Hbs Ag 50.000.
24 | Anti Hbs Ag 32.000.
25 | Anti HCP 50.000.
26 | Rapid Plasma Reagen (RPR) 21.000.
97 TPHA (Treponema Pallidum Haemaglutination) / 31.000.
Siphilis

28 | HIV (Human Immunodefeciency Virus) 109.000.
29 | Albumin 37.000.
30 | Alkali Phosphatase 55.000.
31 | Amylase (AMY) 55.000.
32 | Lactate Dehydrogenase (LDH) 55.000.
33 | NS1 119.000.
C | URINE

1 | Unine Rutin 18.000.
2 | Unine lengkap (Sedimen) 30.000.
3 | Total protein (TP) 35.000.
4 | Tes Narkoba 3 Parameter 125.000.
5 | Tes Kehamilan 25.000.
D | KIMIA LINGKUNGAN

1 | Pemeriksaan Fisika 19.000.
E | PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

1 | Angka Kuman Pada Makanan 127.000.
2 | Angka Kuman Pada Air 126.000.
3 | Rectal Swab 125.000.
4 | Identifikasi bakteri 150.000.
F PEMERIKSAAN ANORGANIK LOGAM / NON

LOGAM

1 | Alumunium 51.000.
2 | Barium/Br 51.000.
3 | Kesadahan 15.000.
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No Jenis pelayanan Tarif (Rp)

4 | Besi / Fe 55.000.
5 | Khlorida 29.000.
6 | Mangaan 55.000.
7 |PH 13.000.
8 | Selenium 53.000.
9 | Sianida 27.000.
10 | Chromium Valensi 6 28.000.
11 | Sulfat/SO4 27.000.
12 | Hidrogen Sulfida 29.000.
13 | Kadmium / cd 54.000.
14 | Timbal/Pb 57.000.
15 | Sodium 31.000.
16 | Raksa Hg (spectro) 64.000.
17 | Kalsium 32.000.
18 | Zinc/Zn 47.000.
19 | Tembaga / Cu 58.000.
20 | Nitrit / NO2 29.000.
21 | Arsen / As 29.000.
22 | Ammonia Bebas / NH4 18.000.
23 | Florida / F (AAS) 59.000.
24 | Nitrat / NO3 28.000.
25 | Methalyn Yellow 60.000.
26 | Rhodamin B 60.000.
G | LIMBAH AIR

1 | BOD 37.000.
2 | COD 33.000.
3 | FOSFAT 22.000.
4 | TSS 25.000.
5 | PH 13.000.
6 | NH4 13.000.
7 |FE 55.000.
8 | PB 56.000.
H | PENGAWET MAKANAN

1 | BORAX 63.000.
2 | FORMALIN 63.000.
3 | Kehalalan / Kandungan Babi 72.000.
I COVID19

1 | Tarif Pemeriksaan Rapid/orang 188.000.
2 |PCR 250.000.
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No

Jenis pelayanan

Tarif (Rp)

Pemeriksaan elektrolit

150.000.

AM. BESARAN TARIF PELAYANAN NONMEDIS. PELAYANAN LAINNYA,
DAN PUSKESMAS/BKMM DAN LABKES

No Jenis pelayanan Tarif (Rp)
A Pelayanan Vaksin
1 | Pelayanan Vaksin
a. Vaksin Influenza 150.000.
b. Vaksin Meningitis untuk Jamaah Haji dan 240.000.
UMROH
c. Jasa Pelayanan COVID19 120.000.

jdih.pontianak.go.id
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FORM KENDALI PKS /

PS\ SUHOV\ Mohamad mr: Ol /o’j- ('19:14 1vn: 30/ 6 [ 201 nama PRO: NANA MAULIDIAH
No Kondisi SLA Kerja Paral ::r::‘:l “";:;:"Im Tanggal Selesal Kapitasi[FFS Cm;:n::‘u!;:[kmrﬂ
1 |Pembuatan Draft PKS (3 bulan sebelum T™R) 7 5 :::::Ta:f“m - k‘ﬂk jp
2 |Ada paraf Kanit Pelkes/ Ka Kly tinp halaman f’;;; tidak ey - /‘(' ¢
3 |Checklist TMT-TMB oleh koord PRO Ny 7] " - ~ Koen lf/ar 7]
1 Proses Cek Narasi dan Administrasi oleh PRO Fee For sarvies ; /a' £ ‘0'1 i
KOP__{dalam bentuk Scan pdf PKs) a ( .,D at . o A
Proses Pengecekan Uipdate Data di ’ \P
iggc\rar\ﬂ’mmh 2 \ ' l f;'\' ’H '
6 |Persetujuan Kanit Pelkes 3 7 "4 l . b q‘h' ,“q
L
7 |70 Kepaia koPS 3 (4
Scan PKS Kirim Pusat den Mardcopy Kidm ke !
S Ky 1 J LA’A
g TN IR D () RIP DR UMUM [() Ry GlGI (B LUS (BTN { ) GBAT P ( 10BATAITL
[ JAIN-LAIN SEBUTRAN 1 ucicioiniiiisnsiamsssnesisss isssunsesas
SUMMARY UNTUK ADD/ BERITA ACARA 8) NO PKS INDUK :
10 b). PKS INDUK BERLAKU MULAL.c.vieneer 5/Donnnne e
€). PERUBAHAN / PENAMBAH AN (pilih) TENTANG :
11 |Ada perubahan tarif Ga j tidak [Ika ya, berapa kenalkannya dari yang terdahulu pa— ]
. Jika PL::sw:ne:::mo'lnn tarif dan va tidsk keterangan :
ana . Junl 2024
y
= - BERI TANDA (V)
KLY KOPS -N P(P’r b S
KELENGKAPAN PKS (WAJIB) W
SIP/ SI0 v v
Lampiran No rekening v J
Lampiran NPWP v v,
5Q Perpanjangan PKS/ PKS Baru v 4
50 Kesesuaian Mapping v /
Lembar Kontroler Mapping
5.Shoot Mapping (s.file)
Re-credentialing v 4
Surat Komitmen J
<0 TAMBAHAN BILA PERUBAHAN PROMIS
|28 A A e
Approval Promis w 1O

s$Q Perubahan NPWP

sQ Perubahan No rekening

sQ Perubahan Plan/ BU

sQ Perubahan BPJ

Telaahan BPJ

Analisa Perubah Plan

Lampiran persetujuan BU jika BU Khusus

KELENGKAPAN EILA PERUBAHAN TARIF

Surat Permohonan dari Provider
Perbandingan tarif, simulasi & analisa

Catatan :
BA atau MOM harap dilengkapi apabila PKS telah habis masa TMB namun maslh proses perpanjangan

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mandiri
Nnhealth
FORMULIR PANDUAN PENGISIAN TARIF JENPEL APLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
(MANAGED CARE)

Ceklisk) pada tabel jika sudah di update pada aplikasl Pelayanan Kesehatan dan telah di validasi oleh Kepala Unit serta
mengldmkan dokumen pendukung via emall untuk approval berhas lengkap pada Aplikasi PROMIS

FAPTRFMC.2019.01

1 Nama Provider t RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE / IFRS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
2 Kode Provider t 1501R010 / 1501A022
3 Jenis Provider t  Rumah Sakit
4 Periode Kerjasama t 01 Juli 2024 - 30 Junl 2026
Pengisian Aplikasi Pelayanan Kesehatan Dokumen Pendukung
[ﬂxwe Jenis Pelayanan PKS/Berita Acara/Motulen Kesepakatan
Jenis Pelayanan Turil Kesapakatan
Thril’ Pelayanan
Mapping Jenis Pelayanan
Bahwa data tersebut diatas sudah id dab dukung dan sudah diinput pada aplikasi Pelayanan Kesehatan

serta telah divalidasi oleh Kepala Unit dan di email ke p[g\rlﬂrgrmgﬂlnhg;l]h.;g,lj

Wazjlb diisi
Pontianak , 25 Juni 2024
Diajukan oleh, Disetujul oleh, Mengetahui,
: - Kepala Kantor Operasional
Provider Relation Officer Kepala Kly Pontianak Balikpapan
|
( i
J? { %{ .
J
Hana Meulidiah Yugo Akhsono Rewekka Khtharina Sitorus
Disclaimer :

Jika terjadi ketidaksesualan pengislan tarif jenis pelayanan Rumah Sakit/Klinik pada daftar tarif referensi di aplikasi Pelayanan Kesehatan
Online dengan dokumen pendukung maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Operasional.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mandiri
health

FORMULIR PANDUAN PENGISIAN RENEWAL PKS APLIKASI PROMIS

(INDEMNITY)

Ceklis pada tabel jika sudah di update pada aplikasi PROMIS dan mengirimkan dokumen pendukung approval via email

FPPPPAPIDM.2020.01

1 Nama Provider : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
2 Kode Provider : 1501R011
3 Jenis Provider : RUMAH SAKIT

Pengisian Aplikasi PROMIS

anggal Mulai PKS Geo Location

anggal Habis PKS Gambar Provider
Nomor Kontrak 1
Nomor Kontrak 2

Nomor Npwp

' |Nama Pemilik NPWP

V |Nama Bank

Nama Pemilik Rekening
Nomor Rekening

Keterangan Diskon dan Denda

Bahwa data tersebut diatas sudah sesuai dengan PKS, diinput pada aplikasi PROMIS dan di email ke provider

Wajib
Pontianak, 25 Juni 2024

Diajukan oleh,
Provider Relation Officer

@nzre.
\
Nana Maulidiah

Disclaimer :

Jika terjadi ketidaksesuaian data Provider di P

Buku Tarif
PIC Provider (HLO) dan PRO

Managed Care

DBU Khusus
[lowss

h.co.id

data pada aplikasi PROMIS maka

Disetuiui oleh,
Kepala Kly Pontianak

Yugo Akhsono

tersebut sep y

Jjawab KOP



FPAPIDM 202001

FORMULIR PENGAJUAN APPROVAL PROMIS
(INDEMNITY)

DMM-r Baru Mm" Exleiing I'uvhnlnn 1 TMT PERPANJANGAN

1 Nama Provider t RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
Kode Provider : 1501RO011

3 Jenis Provider t RUMAH SAKIT

4 lenis PKS Dm-ru Renewnl Dnddendum

5 Keberadaen PKS KOPS D;-Iml tanda tangan dalam proses tanda tangan

4 Tanggal Mulsi PKS : 01/07/2024-30/06/2016

5 Jenls PKS t PERPANJANGAN

& Nomor PKS KOPS : 5.6/AITI/KOP-BPN/PKS /0524

7 Waktu Pelayanan : Provider RIP :M jam/tidak Duﬂap harl /tertentu

Provider RIL Alamat webslite t
Geo Location 1 =0.336695,111.740223
B

& Tipe Produk e e con IRISAN (COMBINE) Kode Faskes BPJS :
2 NPWP : 00.143.185.7-707.000
10 Nama Wajib Pajak : DINAS KESEHATAN KOTA PONTIANAK
11 No Rekening : 1001013528
12 Atas Nama Pemllik Rekenin : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
13 Nama Bank dan Cabang : BANK KALBAR

14 Badan Usaha (BU) khusus =
. Mama Badsn Usaha (BU) :
b, Kode Badan Usaha (BU) :

Bahwa data tersebut distas sudah sesual dangan PKS, diinput pada apllicas! PROMIS dan di emall ke providernme®inhealth.cold

Portianak, 25 Junl 2024
Diajuican oleh, Direview oleh, Disetujui oleh, Mengetahui, (*)
Provider Relation Officer Kepala Kly Pontianak Kepala Kantor Operasional Kepala Departemen Provider

r

! nf

Lgank. N
¥ /‘Ir [
4 v

Nama Maulidiah Yugo Akhsono Rebekka K§tharina Sitorus Rifki Umar Prawira
Disclaimer ;
1. Untuk perubahan nomor rekening wafib melampirican scan bukuy tab atau surat ] perubahan nomor rekening dard Provider pang sudang oleh plhak

pizian data pads form spproval sudeh sesual dengan izl PKS ) :
;-, ;‘: #ds kesalahan pengisian data pada form approval yang berdampak kepada kesalahan data di aplikasi PROMIS maka kesalahan ¥ jadi tanggung jawab KOF

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mandiri
mhealth

FORMULIR PANDUAN PENGISIAN RENEWAL PKS APLIKASI PROMIS
(MANAGED CARE)

dokumen pendub pp | via emall

FPPPPSAPMC.2017.01

CeklisE] pada tabel Jika sudah di update pada aplikasi PROMIS dan meng

RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE / IFRS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
1501R010 / 1501A022

1 Nama Provider
2 Kode Provider

3 Jenis Provider Rumah Sakit
Pengisian Aplikasi PROMIS
'I'lmll Mulai PKS v |Alamat | v |Nama Bank E'Rﬂ
S vanssal Habis exs ¥ Jreiepon 7 _Inama pemilik Rekening ~ [_J_]Pelayanan Tidak Kerjasama

loos
m Non COB
[
[Inon trisan
D.‘Ienll Kapitas!

Email

Gzo Locatlon
IE Gambar Provider
II Nomor Kantrak 1
E Nomor Kontrak 2

E Nomor Rekening
Nnmor Npwp

v lNama Pemilik NPWP
A

Plan

Er:c Provider (HLO)

DPI:I\ Spesial

Bahwa data tersebut diatas sudah sesuai dengan PKS, diinput pada aplikasi PROMIS dan di email ke providermc@inhealth,co.id

Wajib diisi
Pontianak, 25 Juni 2024

Disetujui oleh,
Diajukan oleh, Kepala Kly Pontianak
Provider Relation Officer '

[ | .
/’w@%- 1)

Yugo Akhsono

Nana Maulidiah
Disclaimer :

Jika terjadi ketidak data Provider di doki pendukung dengan data pada aplikasi PROMIS maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KOP

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

mandiri
h ea | t h FPPPNRAPMC.2018.09

FORMULIR PANDUAN PENGISIAN PERUBAHAN NOMOR NPWP APLIKASI PROMIS
(MANAGED CARE)

Ceklisi] pada tabel jika sudah di update pada aplikasi PROMIS dan mengirimkan dokumen pendukung approval via email

1 Nama Provider : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE / IFRS RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
2 Kode Provider : 1501R010 / 1501A022
3 Jenis Provider :  RUMAH SAKIT
Pengisian Aplikasi PROMIS Dokumen Pendukung
DJenis Kepemilikan NPWP Form Approval
[Y_]Nomor NPwP [Y__]scan npwe

[Y_]Nama pemilik NpwP

Bahwa data tersebut diatas sudah sesuai dengan PKS, diinput pada aplikasi PROMIS dan di email ke providermc@inhealth.co.id

Wajib diisi
Pontianak, 26 Juni 2024
Disetujui oleh,

Diajukan oleh, Kepala Unit/ KLy

Provider Relation Officer

V \
Nama : Yugo Akhsono

Nama : Nana Maulidiah

Disclaimer :

Jika terjadi ketidak ian pengisi NPWP di dok pendukung dengan data NPWP pada aplikasi PROMIS maka kesalahan
tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KOP




Communication/ Meeting

Date : 19 Juni 2024

Location : RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie (RSUD KOTA)

Attendee:

1. dr. Eva Nurfarihah, Sp.THT-KL, M.Kes (Direktur RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie)

2. Suriati, S.Si.T, MPH (Kepala Bidang Pengendalian, Pengembangan Mutu, Pemasaran dan Hubungan
Masyarakat)

3. Yugo Akhsono (Ka Kly Mandiri Inhealth Pontianak)

4. Nana Maulidiah (PRO Mandiri Inhealth)

Agenda : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie dengan Mandiri Inhealth

No Pokok Bahasan Keputusan/issug PIC Target
1. | Kesepakatan - Perpanjangan Kerjasama periode 01/07/2024 s.d 30/06/2026 Provider Closed
kerjasama - Produk yang dikerjasamakan Managed Care dan Indemnity dan

- Tarif pelayanan kesehatan bagi Produk Mandiri Inhealth Mandiri
Managed Care dan Indemnity adalah Peraturan Daerah Kota | Inhealth
Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Pontianak

2. | Penginputan - Rumah sakit bersedia menginput layanan dan upload berkas | Provider Closed
faporan kunjungan pada aplikasi pelkes online (digitalisasi) dan
dan pengajuan - Untuk klaim indemnity, RS bersedia melakukan batching online | Mandiri
klaim pada Aplikasi dan upload berkas pada aplikasi (digitalisasi) Inhealth
Online Mandiri
Inhealth
3. | Penjaminan Skema | RS bersedia untuk menjalankan penjaminan Top Up Split Billing Provider Closed
Top Up COB BPJS (untuk peserta COB) baik produk Managed Care dan Indemnity dan
Kesehatan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di BPIS Kesehatan. Mandiri
mekanisme Split Inhealth
Billing

_ T Pontianak, 19 Juni 2024
RSUQ-'ﬁgﬁﬁgn,sﬁgﬁf{!\ﬂohamad Alkadrie PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

i Gt andiri
4‘.

(dr: Eva Nurfarihah, Sp.THT-KL, M.Kes) ( Yiigo Akhsono
- SDirektur Rumah Sakit Head Of Service Office - Pontianak

{
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Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

FORMULIR KREDENSIALING/REKREDENSIALING
PROVIDER RUMAH SAKIT MANDIRI INHEALTH

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI ( MUTLAK )

: RSUD SULTAN MOHAMAD ALKADRIE
: JLKOM YOS SUDARSO
KEL SUNGAI BELIUNG

1. Nama Provider
2. Alamat Praktek

3. No. Telepon

4. Email

5. Dokumen Pendukung

c. Surat Akreditasi Rumah Sakit
d. Kontrak degan jejaring (jika ada)

* iaan memberikan

Keterangan
o Persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh setiap calon Provider Mandiri Inhealth

o Penilaian terhadap kriteria teknis dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.

a. Surat / Aplikasi Permohonan Kerjasama menjadi PROVIDER Mandiri Inhealth
b. Surat ljin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku

e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Badan Usaha dan Nomor rekening pembayaran Giro/Badan Usaha
f. Akta pendirian dan perubahan terakhir, TDP/NIB, SK Kemenhumham
g. Menyatakan kesediaan mematuhi seluruh ketentuan Mandiri Inhealth meliputi :

* Kesediaan mematuhi peraturan Perundangan yang berlaku

akses rekam medis peserta Mandiri Inhealth

Il. PERSYARATAN TEKNIS
KRITERIA BOBOT
NILAI KOR x BOBOT
A KUALITAS 25% SKOR x KRITERIA PENILAIAN
1. Ketenagaan 25%
a Pelayanan Medik Umum
- Dokter Umum |:|< 12 orang 212 orang 15% 100 0,94 <12 orang nilai 50, 2 50 orang nilai 100
- Dokter Gigi Umum <3orang I:la 3 orang 10% 50 0,31 <3 orang nilai 50, 2 3 orang nilai 100
b Pelayanan Spesialis Dasar ( P. Dalam, Bedah, Anak, Obgyn )
Dokter Spesialis tidak lengka < 3 orang per spesialis 15% 100 0,94 Tidak lengkap nilai 50, lengkap <3 orang
P gkap 8 per sp: ! per spesialis nilai 80, lengkap > 3 orang per
>3 orang per spesialis spesialis nilai 100
¢ Pelayanan Spesialis Dasar Penunjang Medik ( Radiologi, Pat.Klinik, Anestesi, Pat. Anatomi, Rehab. Medik )
Dokter Spesiali tidak lengk: <2 Zali 15% 20 075 Tidak lengkap nilai 50, lengkap < 2 orang
okter Spesialis 1dak lengkap orang per spesialis ' per spesialis nilai 80, lengkap > 2 orang per
| |22 orang per spesialis spesialis nilai 100
d Pelayanan Medik Spesialis lain (THT,Mata, Gigi dan mulut dll )
Dokter Spesialis Tidak ada I < 5 spesialis sebutkan spes ........... 20% 100 1,25 Tidak ada nilai m.JI,VAd? < 5 spesialis nilai 80,
lengkap 2 5 spesialis nilai 100
v |55 spesialis Spesialis THT, Bedah Syaraf,
P bedah tulang,
mata, paru, jantung, syaraf,
kulit kelamin, jwa
e Pelayanan Medik Sub Spesialis Tidak ada < 4 sub spesialis sebutkan spes ..... 15% 100 0,94 Tidak ada nilai m.Jl,vAd? <,4 spesialis nilai 80,
lengkap > 4 spesialis nilai 100
- 24 sub spesialis sebutkan spes .....
f Rasio Perawat/Bidan dibanding TT I:l 1:>2 01 10% 100 0,63 1:>2 nilai 50, 1:2 nilai 80, 1:1 nilai 100
2. Kiasifikasi RS [Inon kias 15% 100 3,75 Non Kias nilai 50, Kias nilai 100
3. Akreditasi RS Dasar Madya Utama Paripurna 30% 100 7,5 Dasar r1|\a| 50, h.lla.dya nilai 70, Utama nilai
90, Paripurna nilai 100
4. Pengalaman kerjasama dengan I:ltidak ya tahun (2020 s/d 2025) 20% 100 5 Tidak nilai 50, Ada nilai 100
Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan
/ Asuransi ( Sebutkan... )
5. Penghargaan / Prestasi/ Pengakuan profesionalisme I:ltidak ada ada (sebutkan..... 10% 100 2,5 Tidak nilai 50, Ada nilai 100
SUBTOTAL SUMBER DAYA MANUSIA 100% 24,5




B. SARANA DAN PRASARANA 25%
1. Bangunan 20%
a. Kepemilikan I:lSewa Hak Milik 20% 100 1 Sewa nilai 80, Kepemilikan nilai 100
b. Akses Lokasi dilalui kendaraan umum I:lTidak dilalui kend. Umum Roda 4 dilalui kend. Umum roda 4 40% 100 2 Tidak dilalui nilai 50, dilalui nilai 100
<10 mobil nilai 50, 10-25 mobil nilai 70,
. Te it Parki i 10 - 25 mobil lebih di 25 mobil 40% 100 2 ! ’
- Tempat parr |:|< 10 Mobil D mod! ° lebih dr 25 mobil nilai 100
2. Jumlah Tempat Tidur <1007 [ J1200-200 orang =220t 20%
o ilai 50, <30%
a. Kelas Il > 30% dr total TT <30% dr total TT 50% 50 1,25 > 30%dr total TT nilai 50, <30% dr total TT
nilai 100
< -
b. Ruang ICU <5%dr total TT >5%dr total TT 50% 50 1,25 < 5% dr total TT nilai 50, > 5% dr total TT
nilai 100
3. Pelayanan Penunjang Administrasi 30%
. . . . . . - Tidak tersendiri nilai nol, tersendiri nilai 80,
a. Ruang Pendaftaran bagi pasien asuransi/umum tidak tersendiri tersendiri khusus Mandiri Inhealth 20% 0 0 o
loket khusus Ml nilai 100
b. Lounges peserta prioritas/eksekutif RS Tidak Ada Ada khusus Mandiri Inhealth 15% 0 0,00 Tidak tersendiri m_‘a'_ 50, tersendiri nilai 80,
loket khusus M1 nilai 100
c. Jaringan Internet I:l Tidak Ada Ada 15% 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
d. Sistem Informasi Manajemen RS I:l Tidak Ada I:l Ada ( Tdk Online ) Ada (Online) 15% 100 1,13 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
e. Komputer Khusus Klaim Tidak Ada Ada 15% 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
f. Elektronik prescribtion Tidak Ada Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
8. Rekam Medik I:l Tidak Ada I:l Ada (Manual) . Ada (Manual dan Komputerisasi) 10% 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
4. Pelayanan Penunjang Klinik 30%
a.Ruang Rehabilitasi Medik D Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
b. Ruang Laboratorium [ ridak Ada 15% 100 113 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
c. Ruang Radiologi [] idak Ada 15% | 100 1,13 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
d. Ruang Farmasi [] idak Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
e. Ruang Pelayanan Darah [] idak Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai 50, ada nilai 100
f. Ruang Gizi/Dapur I:l Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
g. Ruang Sterilisasi I:l Tidak Ada 10% 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
h. Laundry [] idak Ada [ Jada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
i. Ambulans [] idak Ada Ada 10% | 100 0,75 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
SUBTOTAL SARANA DAN PRASARANA 100% 19,88
C. SISTEM DAN PROSEDUR 15%
1 Penetapan Hospital Bylaws [ ridak Ada Ada 20% 0 0 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
2 Standar Operasional Prosedur (SOP) /clinical guidline I:l Tidak Ada Ada 40% 100 6 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
3 Promosi Kesehatan dan edukasi I:l Tidak Ada 20% 100 3 Tidak ada nilai nol, ada nilai 100
a. Poster/Leaflet/Booklet
b. Alat Peraga / Model
c. DVD Player/LCD
4 Survei Kepuasan Pasien |:| Tidak Ada Ada ; Berkala/Tidak berkala 20% 100 3 Tidak ada nilai nol, ada tidak berkala nilai




|zsu, aaa peraia niar 10U

SUBTOTAL SISITEM DAN PROSEDUR 100% 12 I
Ill. KOMITMEN PELAYANAN 35%

1 Men'ggu‘nakan Apllkasw SIM Mandiri Inhealth Tidak bersedia Bersedia Bersedia dengan bridging SIM RS-MI 17% 100 5,95 Tidak b.ersedla I',I|a! nol,.Be.rsedla nilai 80,
(Aplikasi RS Online, SIMO dan MI-Care) Bersedia dgn bridging nilai 100

2 Memberikan Pelayanan sesuai panduan Klinis / Standar Operasional/PKS I:l Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100
Provider yang berlaku
a. dan FOI bagi layanan Managed i ia nilai i

3 p Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tl.da.k bersedia nA|Ia| T‘?I (ksus RS eksklusif

are nilai 50), Bersedia nilai 100
b. Harga obat Formularium RS sesuai kesepakatan bagi layanan Managed Care
& Indemnity

4 Tarif pelayanan sesuai kesepakatan I:l Tidak bersedia Bersedia 17% 100 5,95 Tidak bersedia nilai 50, Bersedia nilai 100
Diskon tarif pelayanan sesuai kesepakatan bagi layanan managed care dan ) . .

5 indemnity Tidak bersedia Bersedia 16% 50 2,8 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100
Menyediakan layanan split billing BPJSK dan melaksanakan Program Rujuk . . . N R P
balik ke Provider Tk.1 bagi layanan Managed Care Tidak bersedia Bersedia 16% 100 56 Tidak bersedia nilai nol, Bersedia nilai 100

SUBTOTAL KOMITMEN 100% 32,2
TOTAL 88,58

Hasil Kredensialing :
Kategori A (85-100)

Sangat Direkomendasikan

Kategori B (70-84) = Direkomendasikan
Kategori C (60 - 69 ) = Dapat Direkomendasikan

Kategori D (< 60 )

Tidak Direkomendasikan

Disposisi Kepala Unit MC/KLy

=SETUJU PKS
=TIDAK SETUJU PKS

Setuju PKS

Catatan Kepala Unit Managed Care/Kepala Kantor Layanan;

Catatan Kepala Kantor Operasional ;

Penanggung Jawab Inhealth

1%

v
Yugo Akhsono

Tim Seleksi Inhealth

¥
A

'
Nana Maulidiah




e FORMULIR KREDENSIALING/REKREDENSIALING
PROVIDER RUMAH SAKIT MANDIRI INHEALTH

Petunjuk Pengisian :
1. Isilah formulir ini sesuai dengan kondisi yang ada dengan cara memberi tanda ( V ) pada kotak yang sesual.
2. Siapkan dokumen asli dan fotokopl pada seluruh pernyataan yang perlu dokumen vn:.__crzsw untuk mempermudah dan mempercepat proses verifikasl.

1. Nama Provider
2. Alamat Praktek

4. - PERSYARATAN ADMINISTRAS! { KRITERIA MUTLAK )

Riup  SULTAW MoHAMAD Alkabu €
JL- KoM YOL tvoatso
KEL. SUNTM BELLUNG

Kode Pos (wajlb di I81)eeeeiissiinicaniinnins

3. No. Telepon
4. Email
HASIL VERIFIKAS! TIM
Ml Ada Tidak Ada - Koreks]
5. Dokumen Pendukung a. Surat [ Aplikasi Permohonan Kerjasama menjadl PROVIDER Mandiri Inhealth Koreksi
b. Surat ljin Operasional Rumah Sakit yang masih berlaku v Koreksi
¢. Surat Akreditasi Rumah Sakit v Koreksi .
d. Kontrak degan jejaring (Jika ada) Koreksi
e. Nomor Pokok Wa]ib Pajak atas nama Badan Usaha dan Nomor rekening pembayaran GirofBadan Usaha v Koreksi
f. Akta pendirian dan perubahan terakhir, TDP/NIB, 5K Kemenhumham v Koreksi
£. Menyatakan kesedlaan mematuhi seluruh ketentuan Mandiri Inhealth meliputi:
* Kesediaan mematuhi peraturan Perundangan yang berlaku [V 4 Koreksi
* Kesediaan memberikan kemudahan akses rekam medis peserta Mandiri Inhealth V4 Koreksi
Keterangan
o Persyaratan administrasi harus dipenuhl cleh setiap calon Provider Mandirl Inhealth
o Penllzian terhadap kriteria teknis dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
Il. PERSYARATAN TEKNIS
KRITERIA HASIL VERIFIKAS: TIM
A. KUALITAS Tidak Ada - Koreksi

1 Ketenagaan
a Pelayznan Medik Umum
- Dokter Umum

- Dokter Gigi Umum

Dokter Spesialis

Dokter Spesialis

Dokter Spesialis

e Pelayanan Medik Sub Spesialis

f Rasio Perawat/Bidan dibanding TT

_Il!_n 12 orang Hwﬁoi:n
@A 3 orang DN 3 orang

D-Emr lengkap H lengkap

b Pelayanan Spesialis Dasar ( P. Dalam, Bedah, Anak, Obgyn )

< 3 orang per spesialis
23 orang per spesialls
D:n»r lengkap E_m:nw% EA 2 orang per speslalls

22 orang per speslalis

¢ Pelayzanan Spesialis Dasar Penunjang Medik ( Radiologl, Pat.Klinik, Anestesl, Pat, Anatoml, Rehab, Medik )

d Pelayanan Medik Spesialis lain (THT Mata, Gigl dan mulut dll )

_H_:nnr ada B Ada <S5speslalls  sebutkan Spes we.. -
25 speslalls sebutkan spes .. "
[[Jridek ada [V]ada <4 5ub spesialls sebULKan SPes w...

24 sub spesialls sebutkan spes ...
[CJa:»2 D

Iy

LT L R—

I [T p—

Dipindai dengan CamScanner
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2. KlasIfikasl RS
3. Akreditasl RS

4, Pengalaman kerjasama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan

D Non Klas B Klas
Dommm_. D Madya D Utama

D tidak E ya tahun { ...

@.om-_n:ﬁ:m

Sy

c. Tempat Parkir

[ J< 10 Mobil []10-25 mobi

[¥]tebin di 25 mobil

/ Asuransi ( Sebutkan )
5. Penghargaan / Prestasif Pengakuan profesionalisme D tidak ada @ ada (sebutkan....... " ot _ _ _ L0101
B. SARANA DAN PRASARANA
1. Bangunan
a. Kepemilikan [Jsews [V Hak milik | | | ] Korekst csmeune
. - . 7
b. Akses Lokasl dilalui kendaraan umum _H_.:nmr dilalui kend. Umum Roda 4 E dilalui kend, Umum roda 4 _ _ u Kokl

s Dipindai dengan CamScanner
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2. Jumlah Tempat Tidur
a. Kelas It
b. Ruang ICU

3. Pelayanan Penunjang Administrasi
a. Ruang Pendaftaran bagl pasien asuransi/umum

b. Lounges peserta prioritas/eksekutif RS
c. Jaringan Internet

d. Sistem Informasi Manajemen RS

e. Komputer Khusus Klaim

f. Elektronik prescribtion

g- Rekam Medik

4, Pelayanan Penunjang Klinik
a.Ruang Rehabilitasi Medik

b. Ruzng Laboratorium

c. Ruang Radiologi

d. Ruang Farmasi

e. Ruang Pelayanan Darah
f. Ruang Gizi/Dapur

g- Ruang Sterilisas]

s 100t [¥] 100-200 orang
Ev 30% dr total TT

@n 5% dr total TT

Ezamx tersendiri D tersendiri
[V] Tidak Ada [Jada
[] midakada _N_ Ada

[] midakada [ Ada(Tdk Online)

Tidak Ada | v| Ada
-4
Tidak Ada [ v| Ada
[] Tidak ada [ adatManual)

[] ridakada V] Ada
[] Tidak Ada V] ada
[C] TidakAda [] ada
[] midak Ada ] ada
[] Tidak Ada [V] ada
[] midekada  [#]Ada
[] midakAda [v] Ada

Dmuooj

[C]s30% drtotal T

[]> 5% dr total T

_H“_r_._:mcm Mandiri Inhealth

[Jkhusus Mandiri inheatth

@ Ada (Online)

E Ada (Manual dan Komputerisasi)

JUO0 OOt

h. Laundry [] Tidak Ada [V]ada Ton
i. Ambulans [[] midakada ] ada I st .
C. SISTEM DAN PROSEDUR

1 Penetapan Hospital Bylows
2 Standar Operasional Prosedur (SOP) /clinical guidline

3 Promosl Kesehatan dzn edukasi
a. Poster/Leaflet/Booklet
b. Alat Peraga / Model
¢. DVD Player/LCD

4 Survei Kepuasan Pasien

[] idak ada [\ Ada
[[] dakada 7] Aca
[] Tidak ada [M] ada

D Tidak Ada E Ada ; Berkala/TIdak berkala

U UOUROuOauonng 1

Dipindai dengan CamScanner
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Il. KOMITMEN PELAYANAN
1 Menggunakan Aplikasi SIM Mandiri Inhealth D Tidak bersedia E Bersedia Dmm-mmnﬁ dengan bridging SIM RS-MI D H_ Koreksi .....
2 Memberikan Pelayanan sesuai panduan klinis / Stendar Operasional/PKS Provider D Tidak bersedia Q Bersedia HH_ D Koreksi ......
yang berlaku
a. Mengadakan, mengutemakan dan meresepkan FOI bagi layenan Managed Care .
3 b. Harga obat Formularium RS sesuai kesepakatan bagi layanan Managed Care & Tidak bersedia Bersedia e
5&03:3 rel ST—
4 Terif pelayanan sesuai kesepakatan D Tidak bersedia H Bersedia _H_ D [T R —
Diskon tarif pe sesusi kesapakatan bagi | managed care dan
5 indemnity B - e » — Tidak bersedia E Bersedia _ e A A
Menyediakan layanan split billing BPJSK dan melaksanakan Program Rujuk balik ke 7 i
6 Provider Tk 1 bagi layanan Managed Care Tidak bersedia Bersedia et

Dipindai dengan CamScanner

PENILAIAN KINERIA

Penilaian Kinerja Provider dilakukan oleh TIM Mandiri Inhealth

Jakarta .....ovseenenMaret, 2021
Pimpinan Provider

ttd danstempel
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PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

DINAS KESEHATAN
UPT RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE

Inlan Komodor Yos Sudarso, Kode Pos 78113 Telp. (0561) 8127667, Fax. (0561) 6783038
E-mail: rsudssmauyahon.com Website : http/ /www.rsudkotapontianak.com

~ Pontianak, 29 Desember 2021

Kepada
Nomor : 800/1485/UPT RSUD-PTK/2021 Y. e
Hal : Data nomor rekening giro dan
NPWP
Lampiran

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengisian formulir assesmen kredensialig/rekredensialing

provider UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, maka berikut data nomor
rekening giro dan NPWP UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie:
Nomor rekening giro  : 100 101 3528
: 001431857701000

NPWP
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan

terima kasih.

_ ATA ..
IREKTUR,
4% =ty §
-:.: é?;_\\ J
(S Y
3 ) e el s
S ST
\ N o
\:\ 2 i e Rl o~
dr. Rifka; MM

“\.“Pembina TK |
NIP. 19740303 200212 2 006
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PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL TENAGA KERJA DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
J1. Letjen Sutoyo No.1 (Kantor Terpadu) Telp.(0561) 738517 Fax, 582949 Pontianak 78124.
Website : http://DPMTK.pontianakkota.go.id E-Mail : dpmtkpontianak@yahoo.com

SURAT PEMENUHAN KOMITMEN

NOMOR : 503/02 / DPMTKPTSP.2 / IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
TIPE C / 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Pontianak menyatakan kepada

BADAN LAYANAN UMUM UPTD RSUD SULTAN

Nama Perusahaan : SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

Alamat . JL.KOMODOR YOS SUDARSO KEL.SUNGAIL
Perusahaan ° BELIUNG KEC.PONTIANAK BARAT
NIB + 8120117071319

Jenis Izin
masa berlaku
KBLT

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C
08 APRIL 2021 08 APRIL 2026
sebagaimana terlampir

JL.KOMODOR YOS SUDARSO KEL.SUNGAI

Lokasi Usaha * BELIUNG KEC.PONTIANAK BARAT

Menyetujui Izin Usaha yang diterbitkan Lembaga 0SS yang telah
memenuhi komitmen serta berlaku efektif selama Pelaku Usaha
menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan
Peraturan Perundangan-Undangan.

Pontianak, 08 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

elayanan Terpadu Satu Pintu
% Pontianak,

I

|

N
I 141 {TOvAS PENANAMAN
( 0 | 3onAL TENAGA KERS
DAN PSP

BUTAR BUTAR, SH

OyTTReBpina Tingkat I
NTR+==19640926 199403 2 002

Dipindai dengan CamScanner
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional
I1zin Operasional Rumah Sakit

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan
Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin K omersial/Operasional
berupa Izin Operasional Rumah Sakit telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif kepada:

Nama Usaha . Badan Layanan Umum (BLU) UPTD RSUD SULTAN
SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
Nomor Induk Berusaha : 8120117071319
Alamat Perusahaan + J1. Komodor Yos Sudarso
Lokasi Usaha
a. Alamat :J1. Komodor Yos Sudarso
b. Desa/Kelurahan . Sungaibeliung
c. Kecamatan . Pontianak Barat
d. Kabupaten/Kota : Kota Pontianak
e. Provinsi - Kalimantan Barat

Izin Izin Operasional Rumah Sakit ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Pontianak terlampir sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Izin 1zin Operasional Rumah Sakit ini.

Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 29 Desember 2020 Oleh : Walikota Kota Pontianak

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan
keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS
menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dipindai dengan CamScanner
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Lampiran: SURAT PEMENUHAN KOMITMEN NOMOR : 503/02/ DPMTKPTSP.2 /IZIN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT/2021

KELOMPOK JUDUL DESKRIPSI

Kelompok ini mencakup kegiatan perawatan kesehatan dan
UMA pengobatan fisik, baik untuk perawatan jala.n maupun rawat
86101 gfk{g’}/ g‘li?EI;{INT AI%I inap (opname), yang dilakukan rumah sakit umum, rumah
bersalin, rumah sakit khusus (sanatorium, rumah sakit kusta)
yang dikelola pemerintah.

Dipindai dengan CamScanner
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Nama PPK

LEMBAR KONTROLER MAPPING

: RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Visite Dokter Umum v
2 Visite Dokter Spesialis v
3 |ctG v
4 |eke v
S Monitor vital sign dan ECG (per hari) v
6 |eeG v
7 USG pembuluh darah v
8 USG neoromuscular v
9 Hematologi Onkologi v
10 BMP aspirasi v
11 BMP aspirasi v
12 |FNAB v
13 Spirometri v
14 Ganti verban kecil v
15 Ganti verban sedang v
16 Infant warmer (per hari) v
17 Inkubator (per hari) v
18 Infus pump 1 - 3 alat (per hari) v
19 Infus pump 4 - 6 alat (per hari) v

Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024
Ka Kly

PRO

(NANA MAULIDIAH)

Keterangan :

1.

2.
3.
4.

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops

S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO
Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) :

15 Jenpel RI

15 Jenpel RJ

8 Jenpel Gigi

( YUGO AKHSONO )

Mapping RJP (minimal ) :
10 Jenpel RJ
10 Jenpel Gigi (Dokter gigi)



LEMBAR KONTROLER MAPPING

Nama PPK : RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Dokter Umum/Gigi Umum Rawat Jalan Poli v
2 Home Care Rawat Jalan Poli \
3 LDL Cholesterol \
4 Trigliserida v
5 Asam Urat (Uric Acid) v
6 Ureum \
7 Creatinin \
8 Creatinin Clearence Test \
9 Protein Total \
10 Klinik Diabetes Mellitus Terpadu v
1 Slit Lamp v
12 Nasoendoskopi dengan tindakan v
13 Sinuskopi / sinoskopi v
14 USG, uterus hamil, real time dengan dokumentasi gambar, pengukuran tr{ v
15 CT, vertebra lumbal, tanpa kontras v
16 CT Scan Angiografi (Kontras) v
17 CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung) v
18 CT Scan Calcium Score \
19 CT Scan Cervical \
Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024
(’ \ PRO Ka Kly
anare. [ [

i
(NANA MAULIDIAH)

Keterangan :

1.

2.
3.
4

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops
S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO

Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) :

15 Jenpel RI

15 Jenpel RJ

8 Jenpel Gigi

|

V
( YUGO AKHSONO )

Mapping RIP (minimal ) :
10 Jenpel RJ
10 Jenpel Gigi (Dokter gigi)



Nama PPK

LEMBAR KONTROLER MAPPING

: RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

Ka. Kly/ Kanit Pelkes (V) pada kolom, sesuai jenpel

NO. NAMA JENPEL CHECKLIST
1 Tambalan Sementara gigi 12 v
2 Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 38 v
3 Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 21 v
4 Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 33 v
> Tambalan Amalgam per lubang gigi 11 v
6 Pulp Capping gigi 17 v
7 Pulpotomi gigi 36 v
8 Open bur/trepanasi gigi 35 v
9 Devitalisasi Pulpa gigi 34 v
10 Cabut Gigi Dewasa gigi 11 v

Tanggal Pengecekan : 12 Agustus 2024

Keterangan :
1.

2.
3.
4

PRO Ka Kly

\ V
(NANA %VIAULIDIAH) ( YUGO AKHSONO )

Pengecekan mapping dilakukan sebelum PKS dikrimkan ke Kops
S. Shoot mapping dapat dikirimkan s.file ke Ko. PRO
Mapping jenpel yang berbeda

Mapping RS/ RIL (minimal ) : Mapping RIP (minin
15 Jenpel RI 10 Jenpel RJ
15 Jenpel RJ 10 Jenpel Gigi (Dokt

8 Jenpel Gigi



SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)

TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
PROVIDER NAMA PROVIDER SGR NAMA SGR KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400201 Akomodasi 401501R010000001 [Kamar Rawat Inap 380000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400201 Akomodasi 401501R010000002 |Perinatologi 270000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000005 [Sectio caesaria tanpa penyulit 2800000 24/06/2024 22.30.03 1
Sectio caesaria dengan penyulit
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000006 |(perlekatan berat, histerorafi) 3500000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400901 Persalinan 401501R010000007 |Sectio caesaria + histerectomi obstetri 4000000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 401201 Dialisa 401501R010000009 |Hemodialisa 570000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400401 Pemeriksaan 401501R010000010 |Visite Dokter Umum 50000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400401 Pemeriksaan 401501R010000011 |Visite Dokter Spesialis 100000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000013 |CTG 50000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000014 |EKG 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000015 |Monitor vital sign dan ECG (per hari) 80000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000016 |EEG 570000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000026 |USG pembuluh darah 550000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000027 |USG neoromuscular 550000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000028 |Hematologi Onkologi 400000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000029 |BMP aspirasi 880000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000029 |BMP aspirasi 880000 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000033 |FNAB 220000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400301 | Penunjang Diagnosa 401501R010000034 |Spirometri 220000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000425 |Ganti verban kecil 10000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000426 |Ganti verban sedang 20000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000430 |Infant warmer (per hari) 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000431 |Inkubator (per hari) 70000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000435 |Infus pump 1 - 3 alat (per hari) 20000| 24/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 400501 Tindakan 401501R010000436 |Infus pump 4 - 6 alat (per hari) 40000 24/06/2024 22.30.03 1
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SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)
TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
PROVIDER NAMA PROVIDER SGR NAMA SGR KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000012 [Dokter Umum/Gigi Umum Rawat Jalan Poli 60000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000013 |Home Care Rawat Jalan Poli 200000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000330 [LDL Cholesterol 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000331 |[Trigliserida 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000332 |Asam Urat (Uric Acid) 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000333 [Ureum 10000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000334 |Creatinin 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000335 |Creatinin Clearence Test 30000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000336 |Protein Total 10000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300401 Pemeriksaan 301501R010000015 |Klinik Diabetes Mellitus Terpadu 60000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000070 [Slit Lamp 50000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000071 [Visus 30000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000077 [Nasoendoskopi 200000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 [RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000078 |Nasoendoskopi dengan tindakan 390000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000079 |[Sinuskopi / sinoskopi 220000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000170 |USG, uterus hamil, real time dengan dokume 430000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000211 |CT, vertebra lumbal, tanpa kontras 2140000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000237 |CT Scan Angiografi (Kontras) 3130000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000238 |CT Scan Angiografi Cardiac (Jantung) 4380000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000239 |CT Scan Calcium Score 2130000 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300301 | Penunjang Diagnosa 301501R010000240 |CT Scan Cervical 2130000 23/06/2024 22.30.03 1
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SCREEN SHOOT MAPPING JENPEL RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE (1501R010)
TGL CEK: 12/08/2024

KD KODE STATUS
NAMA PROVIDER NAMA SGR| KODE JENPEL TARIF NAMA JENPEL TARIF TARIF TGL START
PROVIDER SGR AKTIF
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001022|Tambalan Sementara gigi 11 90000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001023|Tambalan Sementara gigi 12 90000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001097 |Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 38 630000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001098|Perawatan Endodontik gigi anterior gigi 41 630000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001127 |Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 12 940000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001134 |Perawatan Endodontik gigi posterior gigi 21 940000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001196 |Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 33 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001202|Tambalan Glass lonomer Cement per lubang gigi 41 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001292 |Labial Veneering Komposit resin gigi 23 500000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001303 |Labial Veneering Komposit resin gigi 36 500000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001334|Tambalan Amalgam per lubang gigi 11 190000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001342|Tambalan Amalgam per lubang gigi 21 190000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001444 |Pulp Capping gigi 17 70000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001466 |Pulp Capping gigi 45 70000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001563 |Pulpotomi gigi 36 210000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001770|Open bur/trepanasi gigi 35 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010001781|Open bur/trepanasi gigi 48 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001821 |Devitalisasi Pulpa gigi 34 80000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001894 |Cabut Gigi Dewasa gigi 11 100000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010001941|Cabut Gigi Dewasa dengan Komplikasi gigi 28 180000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan | 301501R010002019 |Insisi Abses Ekstra Oral gigi 22 150000( 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002248|Angkat/ Buka jahitan gigi 47 60000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002249|Angkat/ Buka jahitan gigi 48 60000| 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002322|Gingivektomi gigi 11 420000] 23/06/2024 22.30.03 1
1501R010 |RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE 300501 | Tindakan |301501R010002426 |Alveolektomi/ Operculectomi>1 kuadran gigi 11 280000( 23/06/2024 22.30.03 1
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SURAT PERNYATAAN BERKAS LENGKAP PROMIS MC

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nana Maulidiah
Jabatan : PRO

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

Sudah melakukan pemeriksaan atas syarat pengajuan berkas lengkap.

Sudah memastikan pengisian field promis sesuai dengan PKS yang berlaku

Akan bertanggung jawab atas kelengkapan berkas PKS tersebut

Sudah mengirimkan berkas pendukung pada email ajuan ke Kantor Pusat

Bila di kemudian hari terdapat termuan terkait kekurangan berkas maka kami akan
bertanggung jawab atas kondisi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pontianak 01 Oktober 2024

Diajukan oleh, Disetujui oleh
Provider Relation Officer, Kepala KLY,

(Nana Maulidiah) (Yugo Akhsono )

Mengetahui,
Kepala Kantor Operasional

(RebekkaVKatarina Sitorus)

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lampiran
AJUAN BERKAS LENGKAP
Kode y .
Nama Provider Penyimpanan Softcopy PKS
No Provider R iy py
https://mandiriinhealthid-
UL my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
1 1510R001 RSUL LR ABD youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5Fmandi

AZIS riinhealth%5Fco%SFid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1

https://mandiriinhealthid-

my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
1S10R002 | IFRS DR ABDUL AZIS | youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%SFmandi
riinhealth%5Fco%5SFid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F

2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1

t9

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
3 1501G004 ?JiGl-l::le ASYNC youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5Fmandi
riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FDOKTER%20GIGI&ga=1
|
https://mandiriinhealthid-
RSUD SULTAN my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
4 1501R010 | SYARIF MOHAMAD | youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5Fmandi
ALKADIRE riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1
https://mandiriinhealthid-
IFRS SULTAN my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
5 1510A022 | SYARIF MOHAMAD | youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%SFherowati%SFmandi
ALKADIRE riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1
https://mandiriinhealthid-
RS SANTO my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
6 1510R004 VINCENTIUS youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5Fmandi
riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1

n

Paraf
PRO
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1510A005

IFRS SANTO
VINCENTIUS

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5SFherowati%5Fmandi
tiinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1

=]

1514U002

DR DIONO

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5Fmandi
rilnhealth%5Fco%SFid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FDOKTER%20UMUM&ga=1

15015009

DR. SIHABUDIN,
AR, Sp.M

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%SFherowati%5Fmandi
riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FDOKTER%20SPESIALIS&ga=1

10

1501U025

DR FUJIANTO

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%5SFmandi
riinhealth%SFco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FDOKTER%20UMUM&ga=1

11

1503R003

RS SANTA
ELISABETH

https://mandiriinhealthid-
my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%SFmandi
riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F
2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1

12

1503A005

IFRS SANTA
ELISABETH

https://mandiriinhealthid-

my.sharepoint.com/personal/tiara_herowati_mandiriinhealth_co_id/_la
youts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftiara%5Fherowati%SFmandi
riinhealth%5Fco%5Fid%2FDocuments%2FBalikpapan%2FPONTIANAK%2F

2024%2FRUMAH%20SAKIT&ga=1
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https://v3.camscanner.com/user/download

